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Hand-Out 01 
ASWAJA 


Kontroversi Aswaja 

Sejak akhir dasawarsa 1980-an dan awal 1990-an, wacana Aswaja 
suda ramai diperbincangkan kembali. Perbincangan ini mula-mula ada 
dikalangan komunitas muda NU, terutama yang tergabung di PMII. Pada 
mulanya perbincangan aswaja baru seputar pertanyaan mengapa Aswaja 
menghambat perkembangan intelektual mereka. Diskusi terhadap doktrin ini lalu 
sampai pada kesimpulan, bahwa kemandekan berfikir ini karena kita mengadopsi 
mentah-mentah paham Aswaja secara gaulun (kemasan praktis pemikiran 
Aswaja). Lalu dicoba membongkar sisi metodologi berfikirnya (manhnj al-fikr), 
seberapa jauh hal ini akan membuka kran wacana intelektual ditubuh NU? Yakni 
cara berfikir yang memegang prinsip tawassuth (moderat), tawazun 
(keseimbangan) dan ta' addul (keadilan). Setidaknya prinsip ini dapat 
mengantarkan pada sikap keberagamaan yang non-ekstrimitas (tatharruf) Kiri 
ataupun Kanan. Gugatan ini sebenarnya belum keluar dari frame Aswaja. 
Artinya, belum ada keberanian untuk mempertanyakan lebih jauh mengapa 
Aswaja yang taglid kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al- 
Maturidi secara teologis,mengikuti madzhab empat secara fighiyyah, dan 
bertasawwuf dalam madzhab Imam Ghozali & Baihagi, sebagai kebenaran yang 
masuk surga. 

Pergulatan intelektual muda NU tidak berhenti sampai disini, kemudian 
mereka berkenalan dengan pemikiran-pemikirn muslim progressif dan radikal 
seperti: Ali Syariati, Asghar Ali Engineer (Aliran Syiah), sampai pada tokoh "Kiri 
Islam" dasa warsa 1990-an yaitu Hassan Hanafi, teolog modem asal Mesir dari 
aliran Sunni. Kajian histories Said Agiel Sirajd, dalam disertasi doktoralnya, 
mendapat reaksi keras dan dianggap sebagai syiah dan bahkan murtad. Karena 
kajian historis maka watak kajiannya profane, realis, objektif dan apa adanya. 
Objek kajiannya adalah sejarah pada sahabat Khulafaur Rasyidin sampai 
munculnya sektesekte madzhab pemikiran, termasuk aliran Asy' ariyah dan 
Maturidiah. 


Ahlussunah Wal Jama'ah 

Menurut Said Agiel Siradj, selama ini aswaja sering dipahami sebagai 
suatu mazhab. Jika dipahami sebagai madzhab maka aswaja akan mengkristal 
menjadi institusi. Jelas pandangan ini paradoks dengan fakta sejrah kelahiran 
aswaja. Aswaja itu sebenamya bukanlah madzhab melainkan hanyalah manhaj 
al-fikr atau paham yang didalamnya memuat banyak aliran dan mazhab. Ciri 
khas Aswaja yang paling menonjol adalah menempuh jalan tengah (tawassuth). 
Jalan tengah atau moderatisme Aswaja bukanlah harga mati, tetapi harus 
aspiratif terhadap perkembangan zaman. Sebagai metode berfikir, pemahaman 
Aswaja harus menjadi titik awal kerangka berfikir menggali hukum (syariat). Ini 
adalah pembaharuan pemikiran kritis dan progressif serta menjadi karakter NU. 
Pemikiran Tholchah Hasan memberikan penegasan pemikiran bahwa Aswaja 
tidak bisa semata-mata dipahami secara doktrinal, tetapi juga historis dan 
kultural. Aswaja juga mengandung "agwal" (pemikiranpemikiran yang mapan) 
sebagai hasil pemikiran dengan menggunakan manhaj al-fikr. Upaya 
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pengembangan Aswaja perlu pengkajian dati berbagai sudut pandang ilmu 
terutama ilmu sosial, sehingga Aswaja bisa diinterodusikan secara rasional, 
sistematis, dan kontekstual sesuai dengan transformasi cultural yang sedng 
berjalan. Aswaja tidak hanya dipahami sebagai pemikiran yang berkaitan dengan 
akidah, figih, tasawuf, tetapi perlu dikembangkan secara universal dalam bidang 
politik, sosial, budaya, ekonomi, dsb. Aswaja pada muaranya memberikan titik 
tekan pada pola pikir yang digunakan untuk menelaah realitas sosial. Manhaj al- 
Fikr yang dipakai oleh kaum nahdliyyin hams kontekstual sesuai dengan 
perkembangan khasanah pemikiran Islam dan perkembangan zaman. 


Perebutan Atas Bendera Aswaja 

Islam sebagai agama yang diyakini akan mampu menolong dan 
menyelamatkan umat-nya selalu tidak lepas dari semacam klaim untuk saling 
membenarkan, menuduh sampai wmemvonis-nya. Hal yang demikian 
sesungguhnya dipandang dari paradigma tertentu lebih dari merupakan bentuk 
mempertahankan atas eksistensi baik golongan, individu sampai pertentangan 
antar iman. Adanya bermacam aliran ini memang telah telah disenyalir oleh 
Rosululloh sendiri dengan statement beliau dalam hadist yang telah kontemporer 
dalam beberapa riwayat, diantaranya adalah hadist riwayat Ibu Tirmidzi. Dalam 
hadist yang kontemporer tersebut telah jelas bahwa yang akan diakui oleh nabi 
sebagai satu golongan yang akan terselamatkan, yakni golongan Ahlussunnah 
Wal jamaah (ASWAJA). Namun siapa yang sesungguhnya berhak atas klaim 
dan membawa bendera ASWAJA tersebut? Dalam prespektif pemikiran yang 
seperti ini, maka untuk menjawab setidaknya ada kajian dalam 4 dimensi : 1) 
Kajian secara Historis/ akar sejarah-nya, 2) Kajian atas Nubuwah/ Statemen- 
sinyalemen, 3) Kajian atas Fakta dan logika obyektif, 4) Kajian prespektif 
transformatif. Dalam kesempatan ini, sengaja kita tidak akan memperdebatkan 
lebih sampai perdebatan atas klaim ASWAJA, namun lebih pada pembacaan 
secara singkat atas beberapa perspektif, yakni: 1) Aspek Historisitas Aswaja, 2) 
Aspek Aswaja sebagai Manhaj al-fikr. 


Aspek Historisitas 

Ada beberapa alasan yang menganggap kajian kesejarahan ini sangat 
penting yakni, Pertama, banyak umat Islam yang mempersepsikan aswaja 
dangan berbagai variannya hanya sebagai ideologi yang baku, seolah infallibe 
dan immune terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ini Aswaja sering 
dipahami secara sederhana hanya sebatas antitesis dari faham Syi'ah, Ortodoksi 
dari heterodoksi atau sunnahdari bid'ah. Kedua, aswaja seharusnya tidak hanya 
dipahami dari sisi doktrinal, tetapi lebih didasarkan atas suatu kenyataan bahwa 
banyak pendapat para imam yang kita anggap sebagai rujukan namun diantara 
mereka saling berbeda tajam antara satu dengan yang lainnya. Seperti misalnya 
Imam Al-Junaidi yang meniadakan sifat-sifat Alloh SWT dan ditentang oleh 
faham Imam al-Asy'ari yeng menyatakan bahwa Allah SWT tetap memiliki sifat, 
dan lain sebagainya. Ketiga: Pemahaman Aswaja seharusnya juga tidak 
dipahami dalam satu perspektif teologis normatif saja, namun juga harus 
dipahami dalam sekian kacamata baik Historis, Normatif, maupun kajian secara 
transformatif. 
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Aspek Aswaja sebagai Manhaj al-Fikr. 

Dalam tradisi yang dikembangkan oleh NU, penganut Aswaja 
biasanya didefinisikan sebagai orang yang mengikuti salah satu madzab empat 
(Hanafi, maliki, Syafi'i dan Hambali) dalam bidang Figih, mengikuti Imam al- 
Asy'ari dan Maturidi dalam bidang Agidah dan mengikuti al-Junaidi dan al- 
Ghozali dalam bidang tasawuf, dalam sejarahnya definisi semacam ini 
dirumuskan oleh Hadratus Syaikh Kiai Hasyim Asy'ari sebagaimana tertuang 
dalam @onun Asasi NU. Dalam prespektif pendekatan Aswaja. sebagai Manhaj 
bisa dilakukan dengan cara bagaimana melihat Aswaja dalam Setting sosial- 
politik dan kultural saat doktrin tersebut lahir atau dikumandangkan. Dengan 
demikian dalam konteks Fikih misalnya, yang harus dijadikan bahan 
pertimbangan bukanlah produknya melainkan bagaimana kondisi sosial politik 
dan budaya ketika Imam hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali 
melahirkan pemikiran Figih-nya. Dalam pemahaman theologi dan tassawuf juga 
seharusnya demikian. Berangkat dari pola pendekatan pemahaman Aswaja 
perspektif msnhaj Al-Fikr yang paling penting dalam memahami Aswaja adalah 
menangkap makna dari latar belakang yang mendasari tingkah laku dalam ber- 
Islam, Bernegara dan bermasyarakat. Dalam karakter yang demikian inilah KH. 
Ahmad Sidig (Al-Magfurlah) telah merumuskan karakter Aswaja kedalam tiga 
sikap, yakni, Tawasut, Itidal dan Tawazun (Pertengahan, Tegak Lurus dan 
Keseimbangan). Ketiga inilah yang menjadi landasan atas kerangka mensikapi 
permasalahan-permasalahan keagamaan, politik dan yang lainnya. 


(Penulis: Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A., Majelis Pembina PMII 
Komisariat Al-Ghozali Cilacap, nuriel.ugm@gmail.com/ 085647634312) 
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Hand-Out 02 
NILAI DASAR PERGERAKAN 


Terminologi NDP 

Nilai Dasar Pergerakan (NDP) adalah nilai-nilai yang secara mendasar 
merupakan sublimasi nilai-nilai ke-Islaman, seperti kemerdekaan (al-hurriyyah), 
persamaan (al-musawa), keadilan ('adalah), toleran (tasamuh), damai (al-shuth), 
dan ke Indonesiaan (pluralisme suku, agama, ras, pulau, persilangan budaya) 
dengan kerangka paham ahlussunah wal jama' ah yang menjadi acuan dasar 
pembuatan aturan dan kerangka pergerakan organisasi. NDP merupakan 
pemberi keyakinan dan pembenar mutlak, Islam mendasari dan memberi spirit 
serta elan vital pergerakan yang meliputi iman (aspek agidah), Islam (aspek 
syariah), ihsan (aspek etika, akhlag dan tasawuf) dalam rangka memperoleh 
kesejahteraan hidup di dunia dan akherat. Dalam upaya memahami, menghayati 
dan mengamalkan Islam tersebut, PMII menjadikan ahlussunah wal jama'ah 
sebagai manhaj al-fikr sekaligus manhaj al-taghayyur al-ijtima'i (perubahan 
sosial) untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi bentuk-bentuk pemahaman 
dan aktualisasi ajaran-ajaran agama yang toleran, humanis, anti-kekerasan, dan 
kritis transformatif. 


Fungsi NDP 

NDP memiliki beberapa fungsi, pertama, Kerangka Refleksi. Sebagai 
kerangka refleksi NDP bergerak dalam pertarungan ide-ide, paradigma, nilai-nilai 
yang akan memperkuat level kebenaran-kebenaran ideal. Subtansi ideal tersebut 
menjadi suatu yang mengikat, absolut, total, universal berlaku menembus ruang 
dan waktu (muhlamul gat'i) kerangka refleksi ini menjadi moralitas gerakan 
sekaligus sebagai tujuan absolut dalam mencapai nilai-nilai kebenaran, 
kemerdekaan, kemanusiaan. 


Kedua, Kerangka Aksi. Sebagai kerangka aksi NDP bergerak dalam 
pertarungan aksi, kerja-kerja nyata, aktualisasi diri, analisis sosial untuk 
mencapai kebenaran faktual. Kebenaran sosial ini senantiasa bersentuhan 
dengan pengalaman historis, ruang dan waktu yang berbeda dan berubah. 
Kerangka aksi ini memungkinkan warga pergerakan menguji, memperkuat dan 
bahkan memperbaharui rumusan kebenaran historisitas atau dinamika sosial 
yang senantiasa berubah. 


Ketiga, Kerangka Ideologis. Kerangka ideologis menjadi rumusan 
yang mampu memberikan proses ideologisasi disetiap kader, sewkaligus 
memberikan dialektika antara konsep dan realita yang mendorong proses 
progressif dalam perubahan sosial. Kerangka ideologis juga menjadi landasan 
pola pikir dan tindakan dalam mengawal perubahan sosial yang memberikan 
tempat pada demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). 


Kedudukan NDP 

Pertama, NDP menjadi sumber kekuatan ideal-moral dari aktivitas 
pergerakan. Kedua, NDP menjadi pusat argumentasi dan pengikat kebenaran 
dati kebebasan berfikir, berucap, bertindak dalam aktivitas pergerakan. 
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Rumusan NDP 
Tauhid 
Mengesakan Allah SWT merupakan nilai paling asasi dalam sejarah 

agama samawi. Didalamnya terkandung hakikat kebenaran manusia. (Al-Ikhlas, 

Al-Mukmin: 25, Al-Bagarah: 130-131). Subtansi tauhid, 

1. Allah adalah Esa dalam Dzat, sifat dan perbuatan-Nya, 

2. Tauhid merupakan keyakinan atas sesuatu yang lebih tinggi dari alam 
semesta, serta merupakan manifestasi dati kesadaran dan keyakian kepada 
hal yang ghaib (Al-Bagarah:3, Muhammad:14-15, Al-Alag: 4, A I-Isra: 7). 

3. Tauhid merupakan titik puncak keyakinan dalam hati, penegasan lewat lisan 
dan perwujudan nyata lewat tindakan, 

4. Dalam memaharni an mewujudkannya pergerakan telah memilih ahlussunah 
wal jama' ah sebagai metode pemahaman dan keyakinan itu. 


Hubungan Manusia dengan Allah. 

Allah SWT adalah pencipta segala sesuatu. Dia mencipta manusia 
sebaik-baik kejadian dan menempatkan pada kedudukan yang mulia. Kemuliaan 
manusia antara lain terletak pada kemampuan berkreasi, berfikir dan memiliki 
kesadaran moral. Potensi itulah yang menempatkan posisi manusia sebagai 
khalifah & hamba Allah (Al-Anam:165, Yunus: 14.) 


Hubungan Manusia dengan Manusia. 

Allah meniupkan ruh dasar pada materi manusia. Tidak ada yang lebih 
utama antara yang satu dengan yang lainnya kecuali ketagwaannya (Al- 
Hujurat:13). Pengembangan berbagai aspek budaya dan tradisi dalam kehidupan 
manusia dilaksanakan sesuai dengan nilai dari semangat yang dijiwai oleh sikap 
kritis dalam kerangka religiusitas. Hubungan antara muslim dan non-muslim 
dilakukan guna membina kehidupan manusia tanpa mengorbankan keyakinan 
terhadap kebenaran universalitas Islam. 


Hubungan Manusia dengan Alam. 

Alam semesta adalah ciptaan Allah. Allah menunjukkan tanda-tanda 
keberadaan, sifat dan perbuatan Allah. Berarti juga tauhid meliputi hubungan 
manusia dengan alam (As-Syura: 20) Perlakukan manusia dengan alam 
dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan dunia dan akherat. Jadi manusia 
harus mentransendentasikan segala aspek kehidupan manusia. NDP yang 
digunakan PMII dipergunakan sebagai landasan teologis, normatif dan etis 
dalam pola pikir dan perilaku. Dati dasar-dasar pergerakan tersebut muaranya 
adalah untuk mewujudkan pribadi muslim yang berakhlag dan berbudi luhur, dan 
memiliki konstruksi berfikir kritis dan progressif. 


NDP: Landasan Gerak Berbasis Teologis 

NDP adalah sebuah kerangka gerak, ikatan nilai atau landasan pijak. 
Didalam PMII maka kita akan kenal dengan istilah NDP (Nilai Dasar 
Pergerakan). NDP adalah sebuah landasan fundamental bagi kader PMII dalam 
segala aktivitas baik-vertical maupun horizontal. NDP sesungguhnya kita atau 
PMII akan mencoba berbicara tentang posisi dan relasi yang terkait dengan apa 
yang akan kita gerakkan. PMII berusaha menggali sumber nilai dan potensi insan 
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warga pergerakan untuk kemudian dimodifikasi didalam tatanan nilai baku yang 
kemudian menjadi citra diri yang diberi nama Nilai Dasar Pergerakan (NDP) 
PMII. Hal ini dibutuhkan untuk memberi kerangka, arti motifasl, wawasan 
pergerakan dan sekaligus memberikan dasar pembenar terhadap apa saja yang 
akan mesti dilakukan untuk mencapai cita-cita perjuangan. 

Insaf dan sadar bahwa semua ini adalah keharusan bagi setiap kader 
PMII untuk memahami dan menginternalisasikan nilai dasar PMII tersebut, baik 
secara personal maupun secara bersama-sama, sehingga kader PMII 
diharapkan akan paham betul tentang posisi dan relasi tersebut. Posisi dalam 
artia, di diri kita sebagai manusia ada peran yang harus kita lakukan dalam satu 
waktu sebagai sebuah konsekuensi logis akan adanya kita. Peran yang 
dimaksud adalah diri kita sebagai hamba, diri kita sebagai makhlug, dan diri kita 
sebagai manusia. 

Ketiga posisi di atas merupakan sebuah kesatuan yang koheren dan 
saling menyatu. Sehingga Relasi yang terbentuk adalah relasi yang saling 
topang dan saling menyempurnakan. Akibat dari posisi tersebut maka akan 
muncul relasi yang sering diistilahkan sebagai hablun mina Allah, hablun mina 
an-naas dan mu'amalah. 

Dalam ihtiar untuk mewujudkan perintah Tuhan Yang Maha Kuasa 
maka ketiga relasi di atas harus selaiu dan selalu berangkat dari sebuah 
keyakinan IMAN, prinsip ISLAM, dan menuju IHSAN. Inilah yang nantinya akan 
menjadi acuan dasar bagi setiap warga pergerakan dalam melakukan segala 
ihtiar dalam segala posisi. 


Pemaknaan dan Arti NDP 

Secara esensial NDP PMII adalah suatu sublimasi nilai ke-Islam-an 
dan ke-Indonesia-an dengan kerangkan pemahaman Ahfussunnah waf Jama'ah 
yang terjiwai oleh berbagai aturan, memberi arah, mendorong serta 
menggerakkan apa yang dilakoni PMII sebagai sumber keyakinan dan pembenar 
mutlak. Islam mendasari dan menginspirasi NDP yang meliputi cakupan Agidah, 
Syari'ah dan Akhlag dalam upaya memperolah kesejahteraan hidup di dunia dan 
akhirat. Dalam kerangka inilah PMII menjadikan Ahussunah wal Jama'ah sebagai 
Manhaj af-fikr (methodologi mencari) untuk mendekonstruksi bentuk-bentuk 
pemahaman keagamaan yang benar. 


Fungsi, Peran dan Kedudukan NDP 
Secara garis besarnya Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII akan 
berfungsi dan berperan sebagai : 

1. Landasan Pijak PMII. Landasan pijak dalam artian bahwa NDP diperankan 
sebagai landasan pijak bagi setiap gerak dan langkah serta kebijakan yang 
dilakukan oleh PMII. 

2. Landasan Berfikir PMII. Bahwa NDP menjadi landasan pendapat yang 
dikemukakan terhadap persoalan-persoalan yang akan dan sedang 
dihadapi oleh PMII. 

3. Sumber Motifasi PMII. NDP juga seyogyanya harus menjadi pendorong 
bagi anggota PMII untuk berbuat dan bergerak sesuai dengan nilai-nilai 
yang diajarkan dan terkandung didalamnya. 
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Sedangkan kedudukan NDP dalam PMII bisa kita letakkan pada, 
Pertama, NDP haruslah menjadi rumusan nilai-nilai yang dimuat dan menjadi 
aspek ideal dal.am berbagai aturan dan kegiatan PMII. Kedua, NDP harus 
menjadi pemicu dan pegangan bagi dasar pembenar dalam berfikir, bersikap dan 
berprilaku. 


Rumusan dan Isi NDP 
Selain itu kita juga harus paham betul tentang isi ataupun rumusan 
atas Nilai Dasar Pergerakan kita yang dapat kita gambarkan seperti berikut : 


I. Ketuhanan atau Tauhid. 

Pengertian ketuhanan adalah bagaimana kita memaknai ketauhidan 
kita alas Tuhan. Men-Esa-kan Allah SWT, merupakan nilai paling asasi dalam 
sejarah agama samawi. Hal ini sesungguhnya mengandung makna, Pertama, 
Allah adalah Esa dalam segala totalitas, dzat, sifat dan perbuatan-perbuatan- 
Nya. Allah SWT adalah dzat, yang fungsional, dalam artian menciptakan, 
memberi petunjuk, memerintah dan memelihara alam semesta. Allah SWT juga 
menanamkan pengetahuan, membimbing, menolong manusia. Kedua, pada saat 
keyakinan yang pertama kita wujudkan maka keyakinan terhadap sesuatu yang 
lebih tinggi seperti keyakinan terhadap alam semesta, serta kesadaran' 
keyakinan kepada yang ghaib merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan. 
Ketiga, dari kedua hal tersebut, maka tauhid merupakan titik puncak. Mendasari, 
memandu dan menjadi sasaran keimanan yang mencangkup keyakinan dalam 
hati nilai dari ketahuhidan tersebut harus termanifestasikan dan tersosialisasikan 
ke sekelilingnya lewat pemahaman dan penginternalisasian ahlussunah wal 
jama'ah sebagai tahapan yang terakhir. 


Il. Hubungan Manusia dengan Tuhan-Nya (Allah SWT) 

Pemaknaan hubungan manusia dengan Allah SWT haruslah dimaknai 
dengan kaffah dan konferehenshif, artinya bahwa Allah SWT adalah sang 
pencipta yang maha segalanya, termasuk telah menciptakan manusia dengan 
sebaik-baiknya (ahsanut tagwin) dan telah menganugerahkan kedudukan 
terhormat kepada manusia. Kedudukan tersebut ditandai dengan pemberian 
daya fikir, kemampuan berkreasi untuk dilakukan memfungsikan alam sebagai 
modal dasar sekaligus perangkat mewujudkan kemaslahatan. Kesemua aktifitas 
yang coba tidak pernah terlepas dari sebuah essensi melarutkan dan 
mengejawantahkan nilai-nilai ke-tauhid-an dengan berpijak wahyu dan seluruh 
ciptaan-Nya. 


Teologi sebagai Dasar Filosofi Pergerakan 

Internalisasi dari nilai-nilai teologis tersebut menumbuhkan filosofi 
gerak PMII yang disandarkan pada dua nilai yang sangaf fundamental yakni 
liberasi dan independensi. Liberasi merupakan kepercayaan dan komitmen 
kepada pentinya (dengan epistemologi gerak-paradigma) untuk mencapai 
kebebasan tiap-tiap individu. Praktek dan pemikian liberasi mempunyai dua tema 
pokok. Pertama, tidak menyetujui adanya otoritas penuh yang melingkupi otoritas 
masyarakat. Kedua, menentang segala bentuk ekspansi dan hegemoni negara 
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(kekuasaan) terhadap keinginan keinginan bebas individu dan masyarakat dalam 
berkreasi, berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan lain sebagainya. 

Liberasi didasarkan oleh adanya kemampuan (syakilah) dan kekuatan 
(wus'a) yang ada dalam setiap individu. Dengan bahasa lain setiap individu 
mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengembangkan dirinya. tanpa 
harus terkungkung oleh pemikiran, kultur dan struktur yang ada disekitarnya, 
sehingga pada akhirnya akan melahirkan apa yang namnya keadilan (al-adalah), 
persamaan (al- musawah), dan demokrasi (as-syura). 

Kebebasan dalam arti yang umum mempuntai dua makna, yakni 
kebebasan dari (fredom from) dan kebebasan untuk (fredom for). Kebebasan 
dari merupakan kebebasan dari belenggu alam dan manusia. Sedangkan 
kebebasan untuk bermakna bebas untuk berbuat sesuatu yang pada dasarnya 
sebagai fungsi untuk mencapai tingkat kesejahteraan seluruh manusiadi muka 
bumi. Dalam kaitan ini makasesungguhnya capaian yang harus memuat pada 
Usulul al-Khamsah (lima prinsip dasar) yang meliputi: Hifaz al-nasl wa al-irdh, 
hifazul al-'agl, hifdzul ai-nasi, dan hifdz al-mal. 


(Penulis: Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A., Majelis Pembina PMII 
Komisariat Al-Ghozali Cilacap, nuriel.ugm@gmail.com/ 085647634312) 
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Hand-Out 03 
HISTORISITAS & NORMATIVITAS PMII 


Sekilas Historisitas PMII 

Secara historis PMII berdiri pada tahun 1960. Kondisi sosial politik 
waktu itu sedang terjadi rebutan kekuasaan antara kaum Islam modernis dengan 
kalangan NASAKOM (Nasionalis, Agarna dan Komunis). Pada waktu itu 
kekuasaan yang dekat adalah PKI dengan orang-orang tradisionalis dan 
nasionalis. Karena ketiga kelompok ini meiliki titik temu dalam garis perjuangan 
maupun pandangan politiknya. Pada pemilu tahun 1955 PKI dan NU memiliki 
suara yang sangat signifikan dibangding dengan partai yang lainnya. Semua 
partai politik mempunyai sayap politik ditingkat mahasiswa, antara lain: Masyumi- 
HMI, PKI-CGMNI, PMI-GMNI. Saat itu terjadi konflik ditingkat HMI yang saat itu 
merupakan satu-satunya organisasi mahasiswa Islam. Kebetulan dalam 
organisasi ini ban yak pula kader-kader NU, yang merasa tidak cocok dengan 
strategi dan kebijakan organisasi. Sehingga akhimya Mahbub Junaidi, dkk, 
keluar dari HMI dan membentuk PMII untuk mewadahi mahasiwa tradisionalis di 
Surabaya pada tanggal16 April 1960. Pada awalnya PMII juga merupakan 
Under-Bow NU, yang kemudian melepaskan diri dari cengkeraman partai pada 
tahun 1872 dengan deklarasi Munarjati. 

Pasca kudeta militer tahun 1966 kondisi so sial politik berubah total. 
Semua pos-pos penting diisi oleh tentara. Kekuatan Islam akomodatif dan 
konfrontatif dengan negara pada masa ORLA ditimbulkan karena keduanya tidak 
bisa diajak untuk menciptakan stabilitas keamanan. Dengan ideologi 
developmentalisme negara korporasi ORBA menrapkan kebijakan pembangunan 
sebagai panglima untuk mengontrol kesejahteraan kelas menengah, hutang 
besar-besaran dan World Bank digunakan untuk membangun berbagai proyek 
yang menguntungkan pemilik modal dan orang kota. Pada dataran inilah PMII 
dengan semangat kerakyatan dan kebangsaan berada di garis perjuangan 
membela rakyat tertindas. (lebih lengkap lihat referensi) 

Kelahiran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tidak dapat 
dipisahkan dengan kelahiran dan keberadaan IPNU-IPPNU secara Yuridis 
formal, Dalam wadah IPNU-IPPNU itu juga banyak terdapat mahasiswa yang 
menjadi anggotanya. Bahkan hampir seluruh anggota pusat telah berpredikat 
sebagai mahasiswa. Oleh karena itu lama kelamaan ada keiginan diantara 
mereka untuk memebentuk wadah yang khusus menghimpun para mahasiswa 
NU. Suara ini sangat nyarig terdengar terutama dalam Muktamar II IPNU pada 
tanggal 1-5 januari 1957 di pekalongan. 


Lahirnya PMII dan Pengembangan Sayap Pergerakan 
Musyawaroh mahasiswa NU disurabaya sebagai hasil keputusan 
Konbes di kaliurang Yogyakarta pada tanggal 14-17 Maret 1960, 
mempercayakan kepada tiga belas orang sebagai perintis awal, yaitu: 
1. Sahabat Kholid Mawardi (Jakarta! 
2. Sahabat Said Budairy (Jakartal 
3. Sahabat M. Sobich Ubaid (Jakarta! 
4. Sahabat M. Makmun Syukri. BA (Bandung) 
5. Sahabat Hilman Badrudinsyah (Bandung! 
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6. Sahabat H. Ismail Makky (Yogyakarta! 

7. Sahabat Nuril Huda Suaidy. HA (Surakarta) 
8. Sahabat Munsif Nahrowi (yogyakarta) 

. Sahabat laeliyMansur (Surakarta! 

10. Sahabat Abdul Wahab Jaelani (Semarang! 
11. Sahabat Hisbulloh Huda (Surabaya! 

12. Sahabat cholid Marbuko (Malang! 

13. Sahabat Ahmad Hussain (Ujung Pandang! 


DO 


Ketiga belas orang ini sebelumnya menghadap bapak Idham Cholid 
(ketua PB Partai NU). Dalam pertemuan itu, selain memberikan petunjuk- 
petunjuk yang merupakan landasan pokok untuk musyawaroh, belio juga 
menekankan hendaknya organisasi yang akan diwujudkan itu benar-benar kader 
partai NU dan menjadi mahasiswa yang berprinsip ilmu untuk diamalkan bagi 
kehidupan rakyat, bukan ilmu untuk ilmu dan yang lebih penting lagi yaitu 
menjadi manusia yang cukup cakap serta bertagwa kepada tuhan Alloh SWT. 
Pesan ini disublimasi dalam tujuan PMII yakni terbentuknya pribadi muslim yang 
berbudi luhur, bertagwa kepada Alloh, berilmu, cakap dan bertanggung jawab 
dalam pengamalan ilmu pengetahuannya. Setelah itu beliau menyatakan 
menyetujui musyawaroh mahasiswa NU yang diadakan di Surabaya dikemudian 
hari. 

Seperti kita ketahui kelahiran PMII disponsori oleh 13 tokoh Mahasiswa 
mereka berasal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, 
Surabaya, Malang dan makasar. Maka kedelapan kota itulah merupakan cikal 
bakal adanya Cabang-cabang PMII. Ke 13 orang ini memutuskan pada tanggal 
14-15 April 1960 bahwa: 


1. Berdirinya organisasi Mahasiswa NU bernama Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia (PMII). 

2. Dibuatnya susunan peraturan dasar PMII yang didalam mokodimahnya 
jelas dinyatakn bahwa PMII adalah merupakan kelanjutan dari IPNU 
dan IPPNU. 

3. Karena persidangan dari musyawarah Masiswa NU ini bertempat di 
madrasah mu'alim NU wonokromo Surabaya yang dimulai tanggal 14- 
16 april 1960 dan peraturan dasarPMII dinyatakan berlaku pada tanggal 
21 syawal 1379 H atau bertepatan dengan 17 april 1960 maka mulai 
hari itulah PMII dinyatakan berdiri dan tanggal 17 april dinyatakan 
sebagai hari jadi PMII dan akan diperingatio sepanjang tahun dengan 
istilah HARLAH PMII. 

4. Musyawarah juga memutuskan untuk membentuk tiga orang formatur, 
yakni: H. Mahbub Junaidi, sebagai Ketua Umum, Ahmad Cholid 
Mawardi sebagai Ketua I dan M. Said Budairi selaku Sekrtaris Umum 
Pengurus Pusat PMII. 


(Penulis: Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A., Majelis Pembina PMII 
Komisariat Al-Ghozali Cilacap, nuriel.ugm@gmail.com/ 085647634312) 
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Hand-Out 04 
SEJARAH GERAKAN MAHASISWA INDONESIA 


Pelacakan Gerakan Mahasiswa Level Makro 

Kecenderungan menguatnya neo-liberalisme terjadi dimana-mana, 
terutama di negar berkembang atau negara dunia ketiga. Kecenderungan itu 
ditunjukkan oleh peran membesar yang dipermainkan oleh berbagai intitusi 
perekonomian dunia, seperti: Internationa! Monetarian ftmd (IMF), International 
Bank for Recontruction of Development (IBRD), World Trade Organization 
(WTO). Institusi yang didukung penuh oleh negara-negara maju begitu ganas 
mempromosikan struktur perekonomian dunia yang leizes-fair (membiarkan 
sesuai mekanisme pasar) dan meminimalisir campur tangan negara yang 
dihegemoni. Neo-liberalisme temyata menjadi gurita panas yang mengecam 
kekuatan ekonomi di negara berkembang. Pandangan bebasa ini menjadi 
paradoks dengan sedemikian rupa mengatur mekanisme perekonomian dunia. 
Dengan melihat struktur perekomian negara-negara pheriphery bisa disimpulkan 
bahwa kecenderungan neo-liberalisme ini sangat mempengaruhi perekonomian 
di tingkat akar rumput. Mainstream kapitalisme global dengan wajah baru telah 
merasuk dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kebijakan di masing- 
masing negara berkembang. Menghadapi konsekuensi buruk kapitalisme global 
dan neoliberalisme itu menjadi tesis runtuhnya negara berkembang. 
Perkembangan global kontemporer dipicu oleh perkembangan teknologi 
produksi, informasi, telekomunikasi, dan globalisasi. Kekuatan negara menjadi 
sernakin rapuh untuk mengontrol fluktuasi ekonomi politik. Keterpurukan negara 
berkembang setelah tidak bisa mengembalikan tatanan ekonomi ditambah lagi 
dengan pengabaian Human Right (HAM), komflik etnis, pelecehan seksual, 
eksploitasi buruh, konflik atas nama agama, inkonsistensi para birokrat, dan 
sekian rnasalah yang menjadi entitas problem. 

Dalam hal perekonomian ciri-ciri struktur keterbelakangan negara 
indonesia diindikasikan dalam bemagai faktor kehidupan. Salah satu yang 
menjadi momok besar atau kesulitan menjadi negara maju adalah bahwa 
Indonesia tidak sanggup untuk bergabung dengan kapitalisme global, teritama 
sejak ORBA berkuasa tahun 60-an. Indonesia temyata msuk dalam kungkungan 
anak kandung kapitalisme yaitu developmentalisme (pembangunanisme). 
Ideologi developmentalisme temyata memaksa Indonesia untuk larut dalam gaya 
pembangunan kapitalis yang direpresentasikan melauli kebijakan negara yaitu 
REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), kebijakan ini berdampak pada 
jaminan kesestabilan politik untuk menarik investor asing. Kestabilan politik 
ORBA ini dicapai dengan melakukan tindakan yang sangat dominatif dan bersifat 
Otoritarian-Birokratik terhadap kedaulatan rakyat. Indikasi dari gaya 
pemerintahan  Otoritarian-Birokratik adalah berkuasanya militer secara 
institusional, penyingkaran dari partisipasi, kooptasi terhadap organisasi massa. 
Gaya pemerintahan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi 
berdasarkan filsafat trickle down effek mengisaratkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi yang lebih tinggi harus dicapai terlebih dahulu sebelum dibagikan 
secara m.erata kepada seluruh masyaraka - harus dibayar dengan 
diberangusnya hak-hak politik rakyat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi tinggi ini 
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hanya dinikmati oleh minoritas-hal ini berdampak terjadinya kesenjangan antara 
si kaya dengan si miskin. 


Strategi Gerakan Sosial 

Empat landasan dalam menyusun strategi gerakan sosial, yaitu: 
Pertama, Ideologi, dasar filosofi gerakan merupakan nilai-nilai yang menjadi 
landasan pergerakan mahasiswa. Sebuah institusi kemahasiswaan yang 
mengemban idealisme yang tinggi harus memakai filsafat gerakan pembebasan 
(liberasi) dan kemandirian (interdependensi). Liberasi adalah sebuah metode 
alternatif untuk mencapai kebebasan individu, sehingga individu tersebut 
mempunyai kualitas dan mental yang kuat untuk mendobrak dan menggeser 
kekuasaan negara yang represif dan totaliter dan melakukan perlawaman atas 
ekspansi hegemoni negara, untuk mengembalikan kekuasaan tersebut kepada 
otoritas dan kedaulatan rakyat. Liberasi ini juga memberikan kebebasan 
berekspresi dan kebebasan berfikir tanpa dipasung oleh sebuah rezim. 
Interdependensi adalah kemandirian dalam mengembangkan kreatifitas, 
keterbukaan, rasa tanggungjawab dalam dinamika pergerakan untuk 
membangun moralitas dan intelektualitas sebagai senjata dan tameng dalam 
setiap aksi. Aksi yang diiringi dengan interdependensi akan mewujudkan 
kesadaran mahasiswa dalam menjaga jarak dan hubungan dengan kekuasaan, 
sehingga aksi mahasiwa merupakan kekuatan murni untuk membela 
kepentingan rakyat dan melakukan transformasi sosial tanpa terkooptasi oleh 
kepentingan politik kelompok manapun. 

Kedua, Falsafah Gerakan, strategi ini lebih kepada falsafah bertindak 
dengan model pendekatan (appoach methode). Dalam pendekatan ini gerakan 
mahasiswa berupaya mengambil jarak dengan negara tanpa menafikan 
keberadaan dan legitirnasinya, sehingga kekuatan negara dapat diimbangi oleh 
kekuatan masyarakat. Model pendekatan ini adalah proses, (a) transformasi dari 
orientasi massa ke individu, (b) transformasi dari struktur ke kultur, (c) 
transfornzasi dari elitisme ke populisme, (d) transformasi dari negara ke 
masyarakat. 

Ketiga, Segmenting, strategi ini merupakan pilihan wilayah gerak. 
Yang harus dipahami bahwa terbentuknya Student Government adalah sebagai 
upaya taktis untuk melakukan proses transformasi sosial, berangkat dari student 
movement menuju ke social movement. Transformasi sosial merupakan wahana 
yang paling kondusif untuk membebaskan kaum tertindas menuju masyarakat 
mandiri (civil society). Gerakan mahasiswa juga harus mengarah pada advokasi 
akan hak-hak kaum bawah, sehingga posisi mahasiswa merupakan penyambung 
lidah dan jerit kaum yang termarginalkan oleh penguasa. Kebijakan pemerintah 
yang sentralistik tanpa melibatkan rakyat dalam mengambil keputusan yang 
menyangkut kepentingan publik, serta konstalasi politik yang carut marut 
merupakan lahan garapan mahasiswa baik yang ada di intra parlemen yaitu BEM 
atau organisasi ektra perlementer atau luar kampus seperti PMII, HMI MPO, HMI 
DIPO, IMM, KAMMI, FPPI, LMND dan organisasi ekstra palementer lainnya. 

Keempat, Positioning, artinya adalah bahwa lembaga eksekutif 
tersebut harus meletakkan dasr organisasi sebagai institusi profit atau non-profit. 
Idealnya menurut hemat penulis bahwa lembaga eksekutif ini yang berada pada 
jalur intra parlementer lembaga kemahasiswaan ini menggeser paradigrna yang 
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tadinya dari gerakan student movement menjadi social movement. Sehingga 
aras gerak yang dilakukan lebuih kepada pemberdayaan rakyat keeil yang 
tertindas dan terhegemoni oleh kekuasaan yang represif. 


Mahasiswa dan Globalisasi: Sebuah Kajian Sejarah 

Gerakan mahasiswa, baik dikomando oleh intra maupun ekstra tidak 
pernah muneul dalam ruang hampa. Sebuah pergerakan akan tetap muncul 
dalam fase sejarah apapun. Entah itu fase feodalisme, kolonialisme, 
kemerdekaan, totalitarianisme, liberalisme, Namun demikian gerakan mahasiswa 
bukanlah entitas yang seragam. Ada pandangan bahwa "gerakan" akan muncul 
sebagai sebuah reaksi spontan walaupun tidak terorganisir denganjelas. 
Misalnya gerakan mahasiswa akan muneul jika harga sembako naik, BBM 
melambung tinggi, atau isu-isu lainnya yang anggap populis. Namun demikian 
pada hakekatnya sebuah gerakan (movement) merupakan upaya melakukan 
antitesa dari kondisi status-guo yang konservatif dan tidak memiliki kepekaan 
akan cita-cita masyarakat yang lebih maju. Mereka percaya atas "testamen" 
pernyataan sejarah bahwa tidak ad- yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. 
Toh, manusia akan selalu ada dalam pergulatan dialektik untuk mencari 
kehidupan yang lebih baik. Berangkat dari kondisi inilah saya akan coba 
memaparkan pandangan tentang hakikat gerakan perubahan yang di dalarnnya 
terkandung subjek sejarah yaitu gerakanmahasiswa. (Saya orang yang pereaya 
bahwa hakikat dari gerakan politik mahasiswa pada umurnnya adalah 
perubahan). Ia (GM-red) tumbuh karena adanya dorongan untuk mengubah 
kondisi kehidupan yang ada untuk digantikan dengan situasi yang di anggap 
lebih memenuhi harapan. Philip G. Albach dalam bukunya Student in Reoolt, 
melihat posisi gerakan mahasiswa berada dalam dua level yaitu sebagai proses 
peru bahan, yaitu menumbuhkan perubahan sosial dan mendorong perubahan 
politik (Insyaallah sudah diterjemahkan oleh sahabat dari Litera berjudul Revolusi 
Mahasiswa tetapi sampai saat ini saya tidak memberikan pendapat apakah 
terjemahannya bagus atau tidak). Sejarah juga banyak mencatat bagaimana GM 
bisa bergerak dalam level sistem politik yang akan meluas pada pengaruh 
kebudayaan dan sosial. Hidup di negara berkembang seperti Indonesia kita 
memiliki banyak referensi tentang gerakan mahasiswa baik perkembangan 
waktu, berbagai perubahan ideologi maupun strategi dan taktiknya. Seeara 
historis tulisan ini akan melaeak mengapa gerakan mahasiswa dibutuhkan dalam 
konteks perkembangan masyarakat negara Dunia Ketiga. 


Legitimasi Sejarah Gerakan Mahasiswa 

Mari kita laeak latar belakang mengapa gerakan mahasiswa banyak 
muneul di negara berkembang. Pertama, modernisme dalam banyak bidang 
ekonomi politik, terutama dalam rangkaian dengan kekuasaan, oleh kekuatan 
dan dominasi ekonomi politik negara-negara Utara terhadap negara-negara 
Selatan, menyebabkan terjadinya transformasi sosial dalam bentuk kolonialisme, 
imperialisme sampai neo liberalisme yang terjadi hingga sekarang ini. Fakta akan 
adanya dominasi dan kesenjangan kelas semakin kentara dan tidak bisa di tutup- 
tutupi. Ini yang menjadi latar belakang utama kemunculan gerakan-gerakan 
pembebasan yang banyak didominasi kelompok muda intelektual yaitu 
mahasiswa. Dalam banyak hal keterlibatan gerakan mahasiswa dalam gerakan- 
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gerakan terutama gerakan politik banyak mendapat pengaruh dari kondisi 
domestik maupun global. Namun hal yang eukup menjadi dorongan utama 
adalah kondisi politik dalam negeri. Misalnya saja kediktatoran pemerintaham 
militer Soeharto atau kediktatoran rezim yang sarna di Amerika Latin menjadi 
pemicu awal dari tumbuhnya gerakan-gerakan demokratik mahasiswa. 

Kedua, di Indonesia Gerakan Mahasiswa mendapat suatu legitimasi 
sejarah atas keturutsertaannya terlibat dalam gerakan kemerdekaan dan 
semenjak berdirinya negara menjadi bagian yang di akui dari sistem politik. Jika 
kita telusuri, misalnya, perjuangan kemerdekaan Nasional yang didorong 
Soekarno Cs lewat kelompok-kelompok studinya, Hatta lewat Perhimpunan 
Indonesianya, temyata efektif dan mampu seeara luas membangkitkan perasaan 
untuk sesegera mungkin lepas dari belenggu kolonialisme. Kelompok yang 
dulunya di sebut "pemuda pelajar" ini menjadi semaeam "martir kelompok 
terdidik" yang membawa angin perubahan untuk memenuhi kebutuhan sosial 
masyarakat akan kemerdekaan. Ketiga, kekurangan lembaga dan struktur politik 
yang mapan. Akibat dari itu adalah relatif mudahnya bagi setiap kelompok yang 
terorganisir untuk mempunyai dampak langsung tehadap politik. Eksistensi politik 
GM muncul ketika kebutuhan tersebut hadir. Apalagi di barisan bawah gerakan- 
gerakan yang disponsori rakyat belum terakomodasi menjadi kekuatan 
perubahan yang signifikan. GM mulai membentuk suatu elit, sehingga merasa 
berperan dalam kemungkinan terjadinya transformasi sosial yang lebih luas. 
Akses informasi tentang situasi perpolitikan memungkinkan banyak telaah untuk 
pembuktian bahwa proses regimentasi politik totaliter harus mendapat tanggapan 
yang serius dan diterjemahkan dalam bentuk gerakan-gerakan yang lehih 
konkrit. Banyak di antara universitas yang berada di perkotaan yang sebagian 
besar populasi mahasiswa berada dalam jarak jangkauan yang mudah terhadap 
pusat kekuasaan. Ini memungkinkan GM mudah melakukan sebuah aksi untuk 
memblow-up isu yang potensial dalam upaya pemobilisasian kesadaran massa 
yang lebih maju. Beberapa fenomena politik mahasiswa menjadi makin 
membesar karena ia di lakukan di tempat-tempat yang relatif mudah di jangkau 
media. Peristiwa 1965, 1974, sampai peristiwa mei 98 menjadi semaeam pilot 
project radikalisme mahasiswa yang bergerak di lini oposisi pemerintahan. GM 
kemudian meneuat menjadi semaeam gerakan-gerakan ujung tombak (avant 
garde), dan eksistensinya semakin menjadi jelas ketika di dalam pereaturan 
politik di tingkatan negara dan massa akar rumput (grass roots), merasa 
kekurangan oposisi dari sistem politik rezim parlementarian atau sentralisme. 
Sehingga GM seringkali menjadi "cabang keempat" dari sistem pemerintahan. 
Berbagai faktor seperti situasi ekonomi poUtik yang memprihatinkan kehidupan 
umum, ketidakadilan sosial, kebijaksanaan luar negeri pemerintah yang 
dianggap merugikan rakyat, politik yang telah menjadi tidak demokratis, dari 
semua faktor tersebut, mahasiswa kemudian membuat jalinan ideologis yang 
dalamjangka waktu panjang akan menimbulkan gerakan transformasi sosial. 
Beberapa dekade terakhir GM meneoba untuk membedkan tawaran yang lebih 
jauh mengenai hubungannya dengan realitas rakyat yang menderita akibat 
perlakuan rezim. Pasea diberlakukan NKK/ BKK di semua perguruan tinggi, GM 
yang memilih untuk tetap menjaga jarak dengan kekuasaan langsung 
bersentuhan dengan kegiatan advokasi permasalahan rakyat.Ikasus Badega, 
Kedung Ombo, Rancamaya, dB, menjadi saksi kegigihan GM yang tidak lagi 
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mengemukakan ekspresi teoritik dalam diskusi-diskusi tapi langsung bergerak 
dalam Ilevel praksis. Sampai dengan tahun 1998 klimaks GM terjadi dan dalam 
skala luas memperoleh dukungan luas dari rakyat. 


Gerakan Mahasiswa Mengusung Isu Pendidikan 

Selain kondisi-kondisi di atas, sebenarnya faktor penting keterlibatan 
mahasiswa dalam gerakan-gerakan politik yaitu faktor subjektif posisi kelas 
mahasiswa. Mahasiswa yang terdefinisikan dalam wilayah akademisnya 
terutama mengenai kondisi pendidikan seringkali menjadi pemieu yang eukup 
material dalam memotivasi GM. Seringkali mahasiswa dari kelas menengah 
bawah merasa ia adalah generasi yang tersingkirkan terutama saat ideologi 
developmentalisme gencar dipaksakan oleh rezim orde baru. Sehingga ada 
gejala para lulusan PT yag kurang memenuhi "kualifikasi" pembangunan 
dianggap merupakan faktor tersier yang tidak produktif dalam perekonomian. R. 
Michels merumuskan nya sebagai kelas sosial proletar intelektual. Sampai saat 
ini, kondisi pendidikan yang masih didominasi oleh kenyataan tidak bisa menjadi 
jaminan sosial seperti harapan untuk mejadi orang-orang yang sukses dan bisa 
memperoleh kemapanan hidup, memancing keresahan. Bayangan banyaknya 
generasi lulusan yang menganggur, yang tercatat sampai 20Y6 dengan kenaikan 
2-3 persen per tahun, membuat banyak mahasiswa kebat-kebit meyaksikan ini. 
Harapan perubahan yang berkembang rnenjadi upaya transformasi sosial, 
membuat kelompok-kelompok mahasiswa bereksperimen membentuk komunitas 
yang bisa secara lugas akar penyebab ketidak adilan ini Sehingga saya pikir 
cara-cara baru sosialisasi, pengembangan pendidikan yang antiotoriter, serta 
bentuk-bentuk persahabatan baru, kesemuanya ini bukan hanya upaya untuk 
mengubah pola-pola masyarakat yang ada tetapi juga usa aha memecahkan 
persoalan-persoalan pribadi mereka. Apalagi sistem pendidikan menjadi sangat 
rancu dan berorientasi pada pengukuhan dominasi idelogis negara hadir dengan 
kuatnya. Peran ideologisasi pragmatisme negara menyebabkan mahasiswa 
merasa teralienasi. Konsensus kelas menengah mengenai nilai dan norma 
pendidikan yang hams mengacu pada kebutuhan masyarakat konsumtif, dalam 
beberapa hal justru menjadikan rnahasiswa sadar akan posisi konsumennya" 
sehinggga dalam  aksi-aksinya mahasiswa mulai  mengidentifikasikan 
kelompoknya sebagai penolakan atas alienasi struktural ini. GM seringkali hadir 
untuk menjematani gejala alienasi ini untuk secara partsipatif berkenalan dengan 
realitas sosial. 


Mahasiswa dan Pusaran Arus Neoliberalisme 

Apa yang tersisa dari GM saat ini? Benarkah ia berada dalam kondisi 
stagnan? Realitas historis apa yang di hadapi GM saat ini ? Benarkah GM masih 
terjebak dalam mimpi historis masyarakat yang utopia, yaitu masyarakat imajiner 
dengan pemenuhan atas hasrat kemanusiaan yang mendalam, mimpi-mimpi 
paling agung, dan aspirasi-aspirasi kemanusiaan yang paling tinggi. Semua daya 
fisik, dan sosial bekerja bersama, dalam keselarasan untuk memungkinkan 
semua hal yang dirasa perlu dan diinginkan oleh rakyat. Untuk menjawab hal 
tersebut kita mungkin tidak bisa begitu saja membiarkanya menjadi semacam 
"mimpi kebablasan." Semua yang bergerak tentu memakai prinsip sebab akibat. 
Inilah prinsip sejarah yang diperkenalkan Marx sebagai fase dialektika historis 
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yang panjang. Kemampuan self of determination hanya bisa terjadi jika ada fakta 
material historis yang mendukungnya, yaitu masih dominannya penindasan 
manusia atas manusia dengan konflik kelasnya. Sehingga ini bisa menjawab 
kekhawatiran adanya pelegitimasian sejarah masa lampau yang buta dan tidak 
konteks dengan kondisi kontemporer. Kekhawatiran yang diintrodusir oleh Karl 
Popper ini sebenamya mengada-ada. 

Jika demikian dasar pemikirannya, tentulah kita diharuskan 
menganalisa ulang situasi ekonomi politik yang berkembang saat ini, agar bisa 
melihat kenapa GM seolah terjebak dalam lingkar kevakuman dan tidak lagi 
mejadi instrumen politik yang signifikan. Persoalan GM saat ini rnasih 
dihadapkan pada tiga permasalahan besar, pertama, antara upaya membuka 
ruang demokrasi nasional dengan harapan munculnya gejolak demokrasi arus 
bawah yang massif, kedua, persoalan perubahan dinamika ekonomi politik global 
yang bermetamorfosis menjadi kekuatan Neo-liberal yang kuat, yang sekarang 
ditambah variabel isu terorisme yang dipicu peristiwa "black september", dan 
ketiga, dan yang masih krusial, adalah bagaimana mendesign ulang format 
gerakan yang lebih terkonsolidir dan maju. 

Ketiga, permasalahan di atas akan terurai dengan kenyataan objektif 
yang ada di lapangan. Di tingkatan upaya memangun demokrasi nasional masih 
dihadapkan pada keterbatasan negara. Ketika Gus-Dur naik ada setitik harapan 
terjadinya transformasi yang signifikan dalam periode transisi demokrasi. 
Tuntutan pembersihan negara dari unsur kekuatan lama (Golkar, Milter, dan 
borjuasi korup) mengalami kebuntuan. Jelas ini sebuah kekalahan gerakan 
demokratik. Bahkan ketika terjadi konspirasi parlemen untuk menjatuhkan Gus 
Dur, gerakan Prodem, terutarna GM, seolah tidak berdaya. Upaya keras 
mewujudkan transisi demokrasi seperti membentur dinding tebal yang di pasang 
kekuatan lama dan "generasi oportunis" yang merasa tidak nyaman dengan 
upaya perubahan yang ada. 

Nakknya Megawati semakin membawa ketidakjelasan arah gerakan 
perubahan. Ha ini bisa terlihat dari kenyataan pasca-pemerintahan yang 
menganut prinsip sentralisme politik menjadi rezim parlementarisme, prinsip 
demokrasi menjadi ajang jual beli dan menguntungkan kekuatan politik yang 
memiliki akses kekuasaan yang besar. Tarik ulur kekuasaan mengarah pada 
bandul otoritarianisme baru. Kedekatan Megawati dengan mantan penjahat HAM 
seperti letjend. Sutiyoso, dan jendral lainnya, membuat agenda pengadilan HAM 
terlupakan. Belum lagi permasalahan ekonomi yang semakin runyam 
dikarenakan pemerintah tidak tegas dalam menyikapi ketergantungan yang 
diciptakan oleh para agen Neo-liberal, seperti IMF, WB, CGI, dil. Imbas dari 
kesemuanya adalah indonesia terperangkap dalam jerat hutang berkisar 3000 
trilyun yang akan jatuh tempo 2003 ini. Juga, persoalan pengangguran yang 
mencapai 59, 84 Yo dari 95, 7 juta angkata kerja, dan penjualan banyak aset 
negara untuk diswastakan ke perusahaan multinasional yang punya modal 
besar. Yang paling ironis adalah munculnya lagi gerakan intimidasi/teror 
ketakutan terhadap gerakan prodem terutama GM dengan kekerasan, 
penangkapan, dan upaya memobilisasi kekuatan reaksioner untuk mengalau 
gerakan Prodem. Dalam kondisi yang seperti ini tentu harus ada posisi yang 
tegas dari GM, konsolidasi demokratik antarelemen GM yang lemah dan menjadi 
kritik yang terbuka. Sebab isolasi sosial akan tetap menjadi kemungkinan karena 
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GM sangat rentan untuk dimarginalisasi dan dialienasi dari sistem politik dan 
sosial, hanya dengan sitgma-stigma yang menciptakan ketakutan. Komunisme 
masih mejadi "momok" historis dan ini yang terus di eksploitasi. Pasea gemerlap 
"booming" gerakan mahasiswa 1998 yang mejadi sorotan luas perishwa politik 
nasional, saatini gerakan mahasiswa mesti sudah mengetahui kelemahan 
strategi dan taktik gerakan yang kurang bisa melakukan injeksi kesadaran massa 
yang meluas lewat pendidikan politik yang lebih maju dan nir-kekerasan. Karena 
isolasi so sial yang dialami eM juga tidak terlepas dari kebanyakan masyarakat 
dunia ke-3. Johan ealtung menyebumya sebagai hasil dari "kekerasan struktural" 
yang berasal dari penerapan konflik kepentingan negara dan rakyat yang 
dikondisikan untuk memenuhi prasyarat Living Condition masyarakat pinggiran, 
yang berusaha menerapkan butir-butir proyek imperialisasi dunia. eM, dalam 
kondisi ini harus meneari jawaban bersama, karena dalam kegilaan sistem yang 
ada saat inimasyarakat, termasuk mahasiswa, akan semakin terseret pada 
upaya pragmatis untuk membenarkan penindasan yang dilakukan masyarakat 
industri seperti yang dikatakan H. Mareuse sebagai Masyarakat/ manusia satu 
dimensi (one dimention man). 

Lalu seperti apakah posisi GM di tengah zaman bergerak (age of 
motion), fase milenium, di mana isu internasional yang berkembang adalah 
terorisme dan pasar bebas/neo liberalisme. Di tengah konteks seperti ini ada 
yang menilai bahwa polarisasi orientasi gerakan semakin menajam. Ada analisa 
yang mengemukakan gerakan-gerakan di dunia akan bergerak pada juga 
kategori. Kategori pertama adalah gerakan fundamentalis, yang tercitrakan lewat 
gerakan militansi agama yang dogmatis, kedua adalah gerakan Nasionalisme, 
gerakan ini rnuncul dan massif ketika gerakan fassis nasonalis mulai menjadi 
anearnan di banyak negara. Di Prancis, Kekuatan fasis Jean Marie Lepen, 
hampir membuka sentiman itu, di Belanda, bahkan di Indonesia mulai banyak 
bermunculan fasisme gaya baru berupa pensakralan simbol-simbol 
primordialisme dan ketakutan pemberontakan yang berlebih-lebihan. Ketiga, 
gerakan anti globalisasi dan neo liberalisme. Pada ban yak gerakan demokratik 
di dunia, termasuk Indonesia, sangat marak tentang penolakan atas situasi ini. 
Ada banyak tipe gerakan, ada LSM, individu, dan organisasi massa yang solid 
dan punya garis politik seperti eM. eM dalam ban yak diskursus mesh 
menempatkan situasi ini untuk melaunching platform Anti imperialisme. Karena 
kapitalisme, dalam coraknya yang paling progressif adalah lewat irnperialisme. 
Hal ini tepat seperti yang diramalkan V.I Lenin bahwa "imperialisme adalah 
puncak kapitalisrne". Imperialisme gaya baru ini tentu menimbulkan fase baru 
penindasan yang lebih licik dan terorganisir. 

Kemudian yang juga cukup krusial adalah permasalahan internal eM. 
Banyak krihk otokritik yang bisa menjadi pelajaran berharga. Namun seringkali 
memang itu tidak bisa berjalan dengan sempuma. Banyak eM yang mulai 
memperhatikan pula tentang upaya pendemokratisasian kampus. Persoalan 
domestik ini menjadi krusial karena bisa menjembatani "kesadaran apolitis" 
mahasiswa dengan realitas objektif berupa ketidakbeeusan negara dalam 
mengurusi pendidikan sekalipun. Dalam beberapa hal, memang jumlah gerakan 
dalam bentuk demonstrasi maupun aktivitas militansi mahasiswa saat ini tidak 
bisa dibandingkan dengan gemuruh 98-an, namun aksi-aksi seeara sporadis 
yang menyikapi banyak permasalahan domeshk seperti pendidikall, memberikan 
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indikasi bahwa kesadaran politik di dalam gerakan mahasiswa tidak sepenuhnya 
meluntur dan bahkan isu-isu yang "dramatis" seperti persolan mekanisme 
demokratisasi kampus dapat memobilisasi mahasiswa. 

Feodalisme pendidikan dalam bentuk "in loco parentis" di tingkatan 
universitas juga kembali memperoleh perhahan dari eM. Seeara tidak langsung 
situasi pendidikan yang konservatif, yang masih kaku dalam memenuhi rasa 
keingintahuan mahasiswa akan dunia politik ini mempengaruhi dinamika 
mahasiswa. Berbagai macam proyek liberalisasi pendidikan yang dalam 
perkiraan akan menimbulkan kebebasan berekspresi mahasiswa, justru 
berkebalikan. Pendidikan tetap tidak bisa menampilkan wajahnya yang humanis 
ini visa terdeteksi dengan melambungnya biaya pendidikan dan pembatasan- 
pembatasan akademik lainnya yang membatasimahasiswa di dalamnya. 
Permasalahan komunikasi politik, sebagai bagian dari sosialisasi program dan 
sikap politik harus tetap menjadi sebuah prioritas utama. Media komunikasi 
dalam bentuk terbitan, seperti yang di lakukan kawankawan PMII ini, harus tetap 
di genearkan. Oalam ban yak hal komunikasi politik "bawah tanah" ini mendapat 
sambutan yang lebih luas karena ia bisa menjadi semaeam media dalam mata 
rantai komunikasi yang membantu pembentukan pandangan-pandangan 
ideologis dan mengkomunikasikan pandangan tersebut. Kemudian, jika saya 
amah, aktivitas GM mahasiswa saat ini kembali kepada masa "keakuan," yang 
seringkali justru menjadi kendala sulit untuk melakukan kembali konsolidasi 
dalam menyikapi perubahan yang berlangsung eepat. Jika dulu seringkali ativitas 
gerakan berfungsi sebagai saluran bagi impuls-impuls mahasiswa yang nakal 
atau pemberontak, namun saat ini gerakan harus menjadi sesuatu hal yang padu 
antara intelektualisme dengan praksis gerakan yang radikal. GM sekarang, 
secara dewasa tentu tidak lagi berdebat tentang permasalahan apakah harus 
kritik moral ataukah gerakan politik yang lebih luas. Karena jelas, bahwa tentu 
sebagian besar dari kita sebagai aktivis GM, bisa menjelaskan radikalisme yang 
muncul sebagai tanggapan atas kesenjangan cita-cita rnasyarakat yang ideal 
dengan kondisi aktual yang jelas bertentangan dengan cita-cita tersebut. 
Sehingga jelas gerakan yang kemudian muncul akan beririsan tegas dengan 
struktur ekonomi politik negara suprastruktur. 


Progresifitas Gerakan Mahasiswa 

Kesadaran elit yang abstrak berbaur dengan ketakutan relatif 
hilangnya posisi kelas (deklassierung). Sejalan dengan kesadaran elit yang 
abstrak, pada massa yang akan datang sulit akan membayangkan bisa berjalan 
harapan akan "mesianisme" massa GM. Persoalan peran rnahasiswa sebagai 
intermediary antara state dan society, seringkali menjebak GM hanya pada posisi 
netral. Konstruksi ini menjadikan GM seringkali sebagi wadah "rornantis- 
romantisan" bagi orang-orang yang ingin melampiaskan syahwat mudanya. 
Sementara yang lebih penting adalah bahwa perubahan yang harus terus 
dilakukan tidak bisa berhenti begitu saja. GM tidak saja harus mengimbangi 
otoritaranisme negara tetapi ke dalam dan antarelemen saling memberikan 
pengalarnan dan pendidikan politik. Di tengah deru neo liberalisme yang hampir 
akan menjadi ideologi dominan, GM makin dituntut untuk bisa membaca dengan 
jelas berbagai macam kontradiksi di dalam rnasyarakat industrial. Sehingga ada 
analisa yang jelas dan konkret mengenai pertanyaan "what's to be done". GM 
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tentu tidak akan berdiri sendiri, ia harus berhubungan dengan sektor perubahan 
yang lannya seperti buruh, tani, KMK, dll. Namun akan semakin susah jika 
gerakan-gerakan sektoral yang sedianya akan menjadi sekutu dekat GM 
semakin terjebak dalam lingkar pragmatisme konflik yang menyeret kesadaran 
politis kelas pekerja menjadi sekedar gerakan-gerakan normatif yang tak 
berujung pangkal. 

Saya sering membayangkan bahwa ada saja kemungkinan GM 
terperangkap dalam "politik abu-abu" | grey area yang di pasang negara maupun 
penguasa modal, dengan jalan memberikan respon-respon gerakan yang bisa 
tidak menyentuh substansi perubahan, yaitu mewujudkan bentuk demokrasi 
nasional yang akan meluas menjadi revolusi nasional. Semisal saja tentang 
kebijakan pemerintah di bidang perburuhan, hanya rnampu meciptakan 
diskursus dan gerakan normatif. Sementra untuk perubahan kesejahteraan tidak 
pemah terwujud. Begitu pula tentang berbagai isu tentang HAM, separatisme, 
terorisme, amandemen, dll, seolah mengajak kita untuk terus-menerus berskap 
reaksioner dan mudah terprovokasi. 

Dalam berbagai kasus di Eropa dan Amerika, ketika mahasiswa 
terjebak dalam kefrustasian konflik masyarakat industrial yang rnakin pelik, ada 
kemungkinan akan terjebak dalam bemtuk fundamentalisme gerakan. Bahkan 
mungkin akan menyerempet menjadi gerakan-gerakan teror. Di Italia mungkin 
rnasih kita ingat bagaimana GM yang cukup radikal di sana yaitu brigate ross 
brigade merah) atau autonomia operaia menjadi gerakan teror yang menakutkan, 
di Jerman faksi baader- meinhoff I sempalan SDS menjadi faksi frustasi yang 
akhimya menjadi gerakan teror, atau di Jepang GM berubah menjadi pasukan 
seikegunltentara merah yang banyak menebar teror dalam tiap aksinya. Di sini, 
mungkin akan berbeda situasinya. Indonesia yang merupakan negara marjinal 
dan terbelakang, GM akan bersimbiosis erat dengan kekuatan sektoral. Karena 
masih jelas bentuk kontradiksi yang dihadapi kelas pekerja, bentuk krisis sosial 
dan ekonorni politik sernakin menghebat, dalam beberapa waktu mendatang 
akan memberikan sebuah realitas historis agar rakyat turut bergerak. 
Kefrustasian GM akan justru akan terjawab dengan kontradiksi yang lebih 
terbuka ini. Apalagi ada indikasi melemahnya pusat kekuasan kapitalisme di 
Amerika mungkin dalam jangka yang akan panjang menyebabkan pula 
perubahan pola kepemimpinan ekonomi politik dunia. Dalam resesi yang akan 
berlanjut, posisi gerakan demokratik terutarna GM akan mengalarni fase yang 
bisa jadi seperti era 98-an, di mana akan memicu keresahan dalam skala yang 
cukup luas dan ini akan menjadi semacam "reedukasi" perlawanan yang dengan 
bekal pengalaman sebelumnya akan menjadi gerakan politik yang lebih matang. 
Mari kita bekerja, berkarya dan bercinta dengan satu hal: Kemerdekaan. 


GENEOLOGI GERAKAN MAHASISWA INDONESIA 
Akar Sejarah di Indonesia 

Gerakan mahasiswa di Indonesia adalah kegiatan kemahasiswaan 
yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk 
meningkatkan kecakapan, intelektualitas dan kemampuan kepemimpinan para 
aktivis yang terlibat di dalamnya. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, 
gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, seperti 
yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa. Sejarah Gerakan mahasiswa 
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yang tertua yang tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah 
Perhimpoenan Indonesia di Belanda, yang didirikan pada 1922 oleh Mohammad 
Hatta, yang saat itu sedang belajar di Nederland Handelshogeschool di 
Rotterdam. Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia 
banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini 
dikenal dengan istilah Angkatan '66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan 
mahasiswa secara nasional, sementara sebelumnya gerakan-gerakan 
mahasiswa masih bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu adalah 
mereka yang kemudian berada pada lingkar kekuasaan Orde Baru, di antaranya 
Akbar Tanjung, Cosmas Batubara Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi, dll. 
Angkatan '66 mengangkat isu Komunis sebagai bahaya laten negara. Gerakan 
ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa 
menentang Komunis yang ditukangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). 
Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan '66 pun mendapat hadiah yaitu 
dengan banyak yang duduk di kursi DPR/MPR serta diangkat dalam kabibet 
pemerintahan Orde Baru. Masa Orde Baru Dalam perkembangannya di 
kemudian hari, Orde Baru juga banyak mendapatkan koreksi dari germa seperti 
dalam gerakan-gerakan berikut: 

1. Gerakan anti korupsi yang diikuti oleh pembentukan Komite Anti 
Korupsi, yang diketuai oleh Wilopo (1970). 

2. Golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama di masa Orde 
Baru pada 1972 karena Golkar dinilai curang. 

3. Gerakan menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada 
1972 yang menggusur banyak rakyat kecil yang tinggal di lokasi 
tersebut. 

4. Gerakan mahasiswa Indonesia 1974. Gerakan memprotes PM Jepang 
Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia pada 1974. Gerakan ini 
kemudian berkembang menjadi peristiwa Malari pada 15 Januari 1974, 
yang mengakibatkan dihapuskannya jabatan Asisten Pribadi Presiden. 


Gerakan Mahasiswa Indonesia 1978. 

Gerakan yang mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan 
nasional pada 1977-1978 yang mengakibatkan untuk pertama kalinya kampus- 
kampus perguruan tinggi Indonesia diserbu dan diduduki oleh militer. Hal ini 
kemudian diikuti oleh dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya 
kebijakan NKK/BKK di seluruh Indonesia. Pasca diberlakukannya NKK/BKK, jalur 
perjuangan lain ditempuh oleh para aktivis mahasiswa dengan memakai 
kendaraan lain untuk menghindari sikap represif pemerintah, yaitu dengan 
meleburkan diri dan aktif di Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti 
HMI (himpunan mahasiswa islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), PMKRI 
(Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa 
Kristen Indonesia) atau yang lebih dikenal dengan kelompok Cipayung. Mereka 
juga membentuk kelompok-kelompok diskusi dan pers mahasiswa. Gerakan 
yang menuntut kebebasan berpendapat dalam bentuk kebebasan akademik dan 
kebebasan mimbar akademik di dalam kampus pada 1987 - 1990 sehingga 
akhirnya demonstrasi bisa dilakukan mahasiswa di dalam kampus perguruan 
tinggi. Saat itu demonstrasi di luar kampus termasuk menyampaikan aspirasi 
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dengan longmarch ke DPR/DPRD tetap terlarang. Gerakan mahasiswa 
Indonesia 1998. Gerakan yang menuntut reformasi dan dihapuskannya "KKN" 
(korupsi, kolusi dan nepotisme) pada 1997-1998, yang akhirnya memaksa 
Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Berbagai tindakan represif yang 
menewaskan aktivis mahasiswa dilakukan pemerintah untuk meredam gerakan 
ini di antaranya: Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II , 
Tragedi Lampung. Gerakan ini terus berlanjut hingga pemilu 1999. 

Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan 
mahasiswa tahun sembilan puluhan yang ditandai dengan tumbangnya Orde 
Baru dengan ditandai lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, tepatnya 
pada tanggal 21 Mei 1998. Gerakan ini diawali dengan terjadinya krisis moneter 
di pertengahan tahun 1997. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli 
masyarakat pun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda 
nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa 
dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Gedung 
wakil rakyat, yaitu Gedung DPR/MPR dan gedung-gedung DPRD di daerah, 
menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Seluruh 
elemen mahasiswa yang berbeda paham dan aliran dapat bersatu dengan satu 
tujuan untuk menurunkan Soeharto. Organ mahasiswa yang mencuat pada saat 
itu antara lain adalah FKSMJ,Forum Kota, HMI MPO, KAMMI karena 
mempelopori pendudukan gedung DPR/MPR. Perjuangan mahasiswa menuntut 
lengsernya sang Presiden tercapai, tapi perjuangan ini harus melalui tragedi 
Trisakti dan tragedi semanggi dengan gugurnya beberapa mahasiswa akibat 
bentrokan dengan aparat militer. 


NKK/BKK 

Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan 
(NKK/BKK) adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah format organisasi 
kemahsiswaan dengan melarang Mahasiswa terjun ke dalam politik praktis, yaitu 
dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola 
Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, dimana 
Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Perguruan Tinggi bernama SMPT 
(senat mahasiswa perguruan tinggi). NKK/BKK menjadi dua akronim yag menjadi 
momok bagi aktivis Gerakan Mahasiswa tahun 1980-an. Istilah tersebut 
mengacu pada kebijakan keras rezim Soeharto pada tahun 1978 melalui Menteri 
Pendidikan & Kebudayaan Daoed Joesoef untuk membungkam aksi kritis 
mahasiswa terhadap jalannya pembangunan & kebijakan pemerintah saat itu. 


Latar Belakang Perlawanan 

Simbol institusi perlawanan mahasiswa saat itu adalah Dewan 
Mahasiswa, organisasi intra kampus yang berkembang di semua kampus. 
Karena Dewan Mahasiswa menjadi pelopor gerakan mahasiswa dalam menolak 
pencalonan Soeharto pasca pemilu 1977, kampus dianggap tidak normal saat itu 
dan dirasa perlu untuk dinormalkan. Lahirlah kebijakan Normalisasi Kehidupan 
Kampus (NKK) sekaligus pembubaran dan pelarangan organisasi intra 
universitas di tingkat perguruan tinggi yaitu Dewan Mahasiswa. Dan sejak 1978 
itulah, ketika NKK/BKK diterapkan di kampus, aktivitas kemahasiswaan kembali 
terkonsentrasi di kantung-kantung Himpunan Jurusan dan Fakultas. Mahasiswa 
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dipecah-pecah dalam disiplin ilmu nya masing-masing. Ikatan mahasiswa antar 
kampus yang diperbolehkan juga yang berorientasi pada disiplin ilmunya, 
misalnya ada Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), Ikatan Senat 
Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) dan sebagainya. 


Penolakan Pembentukan BKK 

Perjalanan upaya realisasi organisasi kemahasiswaan terpusat dalam 
kemahasiswaan di kampus-kampus Indonesia berjalan sangat beragam. 
Pemerintah memang mengganti keberadaan Dewan Mahasiswa (Universitas) 
dengan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Menurut peraturan menteri, 
Ketua BKK adalah dosen yaitu Pembantu Rektor III. Bayangkan absurd-nya dan 
aneh-nya peraturan itu. Sebuah Lembaga Kemahasiswaan, tetapi Ketua nya 
Dosen. Di ITB, kampus yang paling keras menolak kebijaksanaan tersebut, BKK 
nyaris tak pernah jelas eksistensinya. Para dosen juga tampaknya enggan 
bermusuhan dengan para yunior-nya, mahasiswa yang jelas menentang habis 
keberadaan BKK. Di UGM, de facto BKK memang ada namun juga tidak 
berjalan. Tidak ada Senat Mahasiswa di tingkat Fakultas yang peduli dengan 
lembaga tersebut. Yang ajaib di UII Yogyakarta. Di Kampus Perguruan Tinggi 
Islam tertua di Indonesia itu, Dewan Mahasiswa memang dibubarkan. Tetapi 
reinkarnasi menjadi BKK. Hanya saja Ketua BKK adalah mahasiswa juga, jadi 
masih dalam format Dewan Mahasiswa juga. Di Salatiga, Kampus Universitas 
Kristen Satya Wacana juga melakukan kreasi serupa. Keberadaan BKK diakui 
namun pengurusnya berasal dari mahasiswa sendiri. Sedangkan di ibukota 
negara, Universitas Indonesia memang memiliki BKK tetapi fungsi sehari-hari 
dijalankan oleh Forum para Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, dan dinamakan 
Forkom UI. Beberapa anggota DPR sempat mengusulkan pengajuan hak 
interpelasi oleh Syafi'i Sulaiman dan kawan-kawan tentang NKK/BKK, pada 
tahun 1979. Pengusul adalah anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) 
dari Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan para 24 pengusul lainnya terdiri dari 
anggota F-PP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI). Inilah satu- 
satunya usul interpelasi dalam era Orde Baru sejak pemilu 1977. 


GENESIS GERAKAN MAHASISWA 1998 
Sejarah Gerakan Tahun 1998 

Sejarah perkembangan Gerakan Mahasiswa (GM) di Indonesia selalu 
menarik karena tidak dapat dilepaskan dengan sejarah perkembangan negara 
Indonesia. Bahkan, keberadaan GM selalu berpengaruh pada situasi politik 
nasional. Meskipun sudah berkali-kali "diberangus" oleh penguasa di setiap 
jamannya, GM selalu muncul dengan sikap kritis dan tuntutan untuk memperbaiki 
keadaan politik nasional. Secara historis, peran GM dalam perubahan politik di 
Indoensia sangatlah besar. Misalnya, perubahan kekuasaan dari rejim Orde 
Lama ke rejim Orde Baru pada tahun 1965, peran GM sangat besar dalam 
melegitimasi kekuasaan Sukarno. Begitu pula pada tahun 1998, tanpa kehadiran 
ribuan GM di gedung MPR/DPR, sangatlah sukar untuk membuat Soeharto 
mundur dari jabatan presiden. Bahkan, jika dilihat jauh ke belakang, peran GM 
lah yang membidani lahirnya negara Indonesia. Sebagai misal adalah 
didirikannya Boedi Oetomo pada 1908, yang meskipun bersifat primordial etnik, 
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organisasi GM pertama di Jawa ini telah berhasil memberikan semangat kepada 
mahasiswa dan pemuda lainnya untuk bercita-cita merdeka. 

Diskusi mengenai GM mahasiswa di Indonesia penuh dengan 
dinamika, karena selalu mengalami perubahan karakter dan bentuk pada setiap 
jamannya. Soewarsono (1999: 1) menyebut bahwa sejarah awal Indonesia 
moderen tentang GM memiliki empat "tonggak", yaitu "angkatan 1908", 
"angkatan 1928", "angkatan 1945" dan "angkatan 1966" Selanjutnya, 
Soewarsono menyebut bahwa keempat angkatan tersebut adalah generasi- 
generasi dalam sebuah "keluarga", yaitu sebuah catatan-catatan prestasi "satu 
generasi baru" tertentu. Masing-masing dari keempat angkatan di atas memiliki 
bentuk dan karakter serta relasi-relasi dengan kelompok yang lain yang khas 
dibanding angkatan-angkatan yang lain. Namun, tidaklah dapat dikatakan bahwa 
tiap-tiap angkatan tersebut selalu membawa perubahan dan kemajuan bagi 
jamannya. Tetapi, tiap-tiap angkatan tersebut dapat pula menjadi pengekor atau 
epigon yang menerima melalui pewarisan (Soewarsono, 1999: 1-2). Dengan 
demikian, diskusi mengenai GM di Indonesia, tidak selalu berbicara mengenai 
perubahan yang positif, tetapi juga dapat sebaliknya. Hal ini tergantung dengan 
konteks situasi dan relasi-relasi yang dibangun oleh GM itu sendiri. 

Selain keempat angkatan tersebut, terdapat satu angkatan generasi 
lagi yang paling mutakhir dan sangat bepengaruh tidak hanya pergantian politik 
kekuasaan saja, tetapi juga pada proses demokratisasi di Indonesia, yaitu 
"angkatan 1988". Pada angkatan ini, GM telah berhasil menjatuhkan kekuasaan 
Presiden Soeharto yang sebelumnya telah berkuasa selama 32 tahun. Selain itu, 
GM juga mempengaruhi munculnya wacana demokratisasi dan civil society. 
Meskipun demokrasi dan civil society secara relatif belum sepenuhnya berhasil 
diterapkan dalam realitas politik di Indonesia, namun peran GM telah 
menyebabkan proses-proses tersebut dapat dimulai. Tulisan ini akan 
mendiskusikan tentang GM angkatan 1998 dengan menggunakan pendekatan 
prosesual. Pendekatan ini akan melihat keragaman dan kesamaan antar 
kelompok GM, perubahan-perubahan karakternya dan strategi-strategi yang 
digunakan untuk melawan rejim penguasa serta kontinyuitasnya. Proses dan 
peristiwa-peristiwa dari suatu fenomena sosial merupakan suatu rangkaian yang 
saling berkesinambungan. Pemahaman tentang kondisi-kondisi yang 
memungkinkan berlangsungnya relasi-relasi antara peristiwa satu dengan 
peristiwa lain merupakan bagian dari penjelasan yang harus dilakukan (Winarto, 
1999). Untuk itu, suatu kajian tentang proses harus mampu menunjukkan 
hubungan yang berangkai dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dengan 
keterkaitan satu sama lain (Winarto, 1999). 

Selain itu, pendekatan ini juga menekankan adanya perbedaan 
(difference). Konsep-konsep mengenai emosi, agen, gender dan tubuh individu, 
secara kultural telah dibentuk melalui perbedaan-perbedaan. Dalam artikelnya 
yang berjudul "Theories of Culture Revisited", Keesing (1994) menyatakan 
bahwa selayaknya teori kebudayaan yang dikembangkan tidak akan membuat 
asusmi-asumsi dengan batas-batas yang tertutup, tetapi biarkan dia memberikan 
konsep-konsep yang kompleks dan beragam. Aspek lain yang perlu ditekankan 
dalam pendekatan ini adalah memotret adanya dinamika suatu kelompok 
masyarakat. Kebudayaan mempunyai karakter yang dinamis dan selalu 
mengalami perubahan. Untuk itu, antropolog hendaknya menekankan 
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bagaimana mekanisme dan proses yang berlangsung dalam suatu kelompok 
masyarakat, hingga hal-hal tersebut dimiliki bersama atau tidak, vice-versa 
(Winarto, 1999: 26). 


Gerakan Mahasiswa 1998 

GM telah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perubahan 
kekuasaan dari rejim Orde Baru Soeharto ke rejim yang konon katanya 
"reformasi". Ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR di senayan pada 
bulan Mei 1998 telah membuat anggota dewan tidak dapat bekerja secara 
efektif. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi anggota dewan untuk memenuhi 
tuntuan mahasiswa melengserkan Soeharto dari jabatan presiden. Peristiwa 
tersebut bukanlah peristiwa yang pertama kali dalam sejarah perubahan 
kekuasaan di Indonesia. Pada tahun 1965, GM juga telah berhasil memelopori 
perubahan kekuasaan dari rejim Sukarno ke rejim Orde Baru Soeharto. 
Sebelumnya, pada 1945, peranan mahasiswa dan pemuda sangatlah penting 
sehingga Sukarno bersedia membacakan teks proklamasi. Keberadaan GM 
tidaklah taken for granted yang tiba-tiba muncul begitu saja. Perkembangan GM 
selalu berkaitan erat dengan situasi sosial dan politik, dimana ia merupakan 
respon dari ketidak-beresan situasi sosial dan politik yang menurut mereka tidak 
adil. GM akan selalu bergerak dan terus bergerak jika melihat kekuasaan yang 
menindas rakyat. GM ini sangat sulit untuk dibendung gerakannya, meskipun 
sudah dilarang oleh penguasa. Sebagai misal adalah GM 1998, yang sejak tahun 
1978 telah "ditertibkan" oleh Orde Baru melalui serangkaian regulasi yang 
membuat GM sulit bergerak. Namun, ternyata GM selalu terus bergerak dengan 
strategi yang justru lebih kreatif. Berikut ini adalah sejarah kehadiran GM 1998 
serta serangakan strategi yang digunakannya. 


Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) 

Peristiwa penting yang patut dicatat dalam sejarah GM 1998 adalah 
kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), Dr. Daoed Joesoef. 
Nomor: 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Kebijakan 
ini dianggap telah mematikan GM karena membebani mahasiswa dengan 
serangkaian kewajiban kuliah dan melarang kegiatan politik di kampus. Pada 
intinya kebijakan ini adalah menjustifikasi pembubaran dan dihilangkannya 
organisasi mahasiswa yang selama ini merupakan sarana demokratis 
mahasiswa berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan mahasiswa (Harahap dan 
Basril, 1999: 55). Sebelumnya, lembaga kemahasiswaan merupakan sarana 
untuk menentang kebijakan pemerintah maupun perguruan tinggi. Dengan 
dibubarkannya lembaga pemerintahan kampus, pemerintah Orde Baru berharap 
GM tidak lagi turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi politik. 

Dikeluarkannya kebijakan NKK ini merupakan respon pemerintah atas 
serangkain peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh GM pada tahun 1973- 
1978. Terutama setelah peristiwa Malapetaka 17 Januari 1974 (Malari 1974), GM 
diawasi secara ketat.2 Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 
028/1974 yang dianggap membatasi aktivitas GM. Antara tahun 1975-976, 
protes yang dilakukan oleh GM terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru sedikit 
mereda. Namun, setelah pemilu tahun 1977, gelombang aksi meningkat lagi. Di 
Jakarta, mahasiswa UI kembali melakukan aksi memprotes pelaksanaan pemilu 
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yang dianggap tidak adil, karena pihak birokrasi dan militer dianggap memihak 
ke Golkar. Mereka mengganggap tidak sah dan menolak kemenangan Golkar 
pada pemilu 1977. Aksi serupa juga terjadi di beberapa daerah, misalnya di 
Bandung, mahasiswa ITB membentuk Gerakan Anti Kebodohan (GAK), di 
Yogyakarta, mahasiswa UGM mengusung "keranda matinya demokrasi", bahkan 
di Surabaya, sejumlah mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat keamanan. 

Peristiwa penting yang patut dicatat adalah ketika ketua Dewan 
Mahasiswa (DM) UI, Lukman Hakim berhasil mengadakan pertemuan 67 DM 
dan Senat Mahasiswa (SM) se-Indonesia dengan menggunakan dana kegiatan 
mahasiswa yang berasal dari SPP. Peristiwa tersebut telah membuat khawatir 
penguasa. Sanit (1999: 58) menuliskan kekhawatiran pemerintah dengan 
mengutip pernyataan Soedomo sebagai berikut: "...Staf Komando Soedomo 
menyatakan bahwa secara sistematis melalui DM, mahasiswa telah melawan 
hukum dan konstitusi, mahasiswa telah menggunakan diskusi untuk membangun 
opini untuk mengganti kepemimpinan nasional: tuduhan melalui Ikrar Mahasiswa 
tanggal 28 November di Bandung bahwa presiden telah menyeleweng dari UUD 
1945 adalah melawan kekuasaan MPR, kedatangan DM se-Indonesia ke MPR 
untuk menyatakan ketidakpercayaan kepada lembaga itu pada tanggal 7 Januari 
1978 merendahkan lembaga itu:.." 

Segera setelah Soedomo mengeluarkan surat pernyataan tersebut, 
beberapa tindakan represif diambil oleh pemerintah Orde Baru. Sejumlah 
kampus diduduki oleh militer dan beberapa koran seperti Kompas, Sinar 
harapan, Merdeka, Pelita, Indonesian Times, Sinar Pagi dan Pos Sore dilarang 
terbit (Sanit, 1999: 58). Selanjutnya, untuk menunjukkan sikapnya terhadap GM 
tersebut, pemerintah melalui Menteri P dan K, Dr. Daoed Joesoef mengeluarkan 
keputusan Nomor: 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). 
Kemudian, di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi, Menteri P dan K juga 
mengeluarkan SK No. 0124 yang memberlakukan Sistem Kredit Semerter (SKS) 
dengan mekanisme mengajar dan belajar terprogram secara intensif. 
Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah mewajibkan mahasiswa 
menyelesaikan sejumlah beban studi untuk setiap semester yang secara 
keseluruhan terdiri dari 8 sampai 12 semester untuk jenjang S-1 (Sanit, 1999: 59- 
60). Akibat dari kebijakan tersebut telah membuat aktivitas politik GM menjadi 
berkurang. Selain harus menyelesaikan beban studi ang berat, ketatnya 
pembinaan non akademik mahasiswa telah menyebabkan terbatasnya waktu 
mahasiswa untuk melakukan gerakan-gerakan kritik terhadap pemerintah. Selain 
itu, pemerintah juga melakukan "pembinaan ideologi" terhadap mahasiswa 
melalui penataran P-4 (Pendidikan, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). 


Kelompok Diskusi dan Pers Mahasiwa 

Serangkaian tindakan represif dan kebijakan yang dilakukan untuk 
meredam GM ternyata sangat efektif. Dapat dikatakan bahwa sejak tahun awal 
1980-an, aktivitas GM mulai surut. Namun, keadaan tersebut tidak berlangsung 
lama. Untuk menghindari tindakan represif dari rejim Orde Baru, mahasiswa 
merubah strateginya. Mereka tidak lagi berteriak turun ke jalan, tetapi dengan 
membentuk kelompok-kelompok studi (KS) sebagai cara merespon dan 
mengekspresikan kekecewaannya kepada penguasa. Pada tahun 1983, 
beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara membentuk 
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Kelompok Studi Proklamasi (KSP) yang bermarkas di jalan Proklamasi. KS ini 
kemudia diikuti oleh mahasiswa dari Ul, IAIN, Unas dan IKIP Jakarta. Diskusi 
yang biasanya diselenggarakan pada Minggu siang mendiskusikan topik 
ekonomi dan politik. Setelah KSP, di Jakarta muncul Kelompok Studi Indonesia 
(KSI), Lingkaran Studi Indonesia (LS), Indonesian Students Forum for 
International Studies (ISAFIS), KS Pena dan lain-lain. Kemudian, di beberapa 
kota lainnya lain juga muncul fenomena yang sama: di Bandung muncul KS 
Thesa, KS Free School for Socio-Analysis: di Yogyakarta muncul KS Palagan, 
KS Teknosofi, KS Girli, KS F-16: di Surabaya muncul Kelompok Diskusi 
Surabaya dan Kelompok Analisa Sosial. 

Selain membentuk KS, GM di beberapa kampus juga mengaktifkan 
penerbitan kampus atau pers mahasiswa (persma). Beberapa media yang lahir 
pada masa pertengahan 1980-an adalah: majalah Suara Mahasiswa di UI: 
majalah Balairung di UGM: majalah Arena di IAIN Yogyakarta dan majalah 
Himmah di UII: majalah Opini dan Manunggal di Undip: dan majalah Dialogue di 
Unair. Meskipun diterbitkan dengan cara yang sederhana dan oplah yang 
terbatas, kehadiran majalah kampus ini sempat menjadi media alternatif 
mengenai berita-berita sosial dan politik yang tidak dimuat di media umum 
nasional dan lokal. Munculnya KS dan persma tidak lantas membuat mahasiswa 
berpuas diri. Sebagian dari mereka masih merasa kurang puas hanya dengan 
melakukan diskusi dan menulis. Mereka tetap mencari cara lain yang lebih efektif 
untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap ketidakadilan sosial dan politik. 
Salah satu alternatifnya adalah membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM). 


Badan Koordinasi Mahasiswa (BKM) 

Masih tidak puas dengan bentuk-bentuk aktivitas yang sudah 
dilakukan di atas, GM kembali membentuk jaringan lebih yang lebih luas. Di 
Bandung muncul Badan Koordinasi Mahasiswa Bandung (BKMB) dan Badan 
Koordinasi Mahasiswa Jakarta (BKMJ). Pembentukan komite-komite ini 
merupakan realisasi dari apa yang menjadi topik-topik diskusi sebelumnya. 
Mereka merasa bahwa berdiskusi saja tidak cukup, untuk itu mereka membentuk 
jaringan aksi untuk membentuk solidaritas antara mahasiswa. Jaringan aksi 
tersebut merespons isu-isu yang dianggap tidak adil bagi rakyat. Salah satu 
jaringan yang melibatkan mahasiswa di beberapa di beberapa kota seperti 
Salatiga, Yogyakarta, Semarang, Bandung dan Jakarta adalah Kelompok 
Solidaritas Korban Pembanguan Kedung Ombo (KSKPKO). Kelompok ini 
melakukan advokasi terhadap warga korban penggusuran pembangunan waduk 
di Kedung Ombo, Boyoloali Jawa Tengah dengan mengadakan aksi di kantor 
Depdagri, Jakarta dan di depan kantor Kodim Boyolali pada 24 Maret 1989. 

Isu lain yang cukup menonjol adalah kasus tanah Kacapiring, Jawa 
Barat. Di Bandung, aktivis Bandung dan Kelompok Mahasiswa Jakarta (KMJ) 
melakukan aksi dialog dengan walikota Bandung. Aksi ini berakhir dengan 
bentrok dan 33 mahasiswa ditahan. Kemudian pada 12 April 1989, sekitar 3000 
mahasiswa dari Jakarta dan Bandung aksi di depan kantor Poltabes Bandung 
untuk menuntut pembebasan rekan mereka yang ditahan. Selanjutnya, pada 17 
April 1989 mahasiswa melanjutkan aksi di kampus ITB dengan isu yang sama. 
Pada akhir tahun 1980-an, GM ditandai dengan tumbuhnya komite-komite rakyat 
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yang menjadi bentuk organ dan jaringannya. Antar kelompok GM di berbagai 
kota saling berkomunikasi dan saling mengunjungi untuk membangun solidaritas. 
Salah satu bentuk solidaritas adalah bentuk aksi dukungan suatu kelompok GM 
terhadap aktivitas yang dilakukan kelompok GM di kota lain. Mereka ini selalu 
sharing mengenai isu-isu sosial dan politik paling mutakhir. Pola-pola semacam 
ini terus dikembangkan di beberapa wilayah. Mereka semakin memperkuat 
jaringan dan solidaritas tidak hanya antar universitas di kota, tetapi juga antar 
kota. 

Setelah menjalani masa-masa "bersama", antar kelompok GM mulai 
terlihat tidak sejalan. Terutama pada tahun 1990-1993, terdapat kecenderungan 
bubarnya aliansi dan terbentuknya aliansi baru (Gayatri, 1999: 91). Antar 
kelompok GM tampaknya tidak selalu sejalan, baik dalam hal pemilihan isu 
maupun pemilihan kelompok mana yang dapat diajak aliansi. Perpecahan ini 
lebih disebabkan karena egoisme kelompok dan selebihnya ideologi serta pilihan 
aksi. Egoisme tampak ketika mereka masih mempersoalkan primordialisme 
universitas sebagai acuan aliansi GM. 

Misalnya, di Bandung kelompok GM terpecah menjadi dua, yaitu 
antara kelompok GM dari ITB dengan kelompok dari Unpad. Perbedaan ideologi 
dan pilihan bentuk aktivitas tampak terjadi di Jakarta dan Yogyakrta. Gabungan 
antar KS, persma dan LSM yang telah menghasilkan Forum Komunikasi 
Mahasiswa Yogyakarta (FKMY/) terpecah menjadi dua kelompok. Perpecahan ini 
berbaringan dengan perpecahan GM di Jakarta yang juga terpecah menjadi dua. 
FKMY terpecah menjadi Dewan Mahasiswa dan Pemuda Yogyakarta (DMPY) 
dan Serikat Mahasiswa Yogyakarta (SMY). DMPY yang berasosiasi dengan 
kubu Skephi di Jakarta, yang menonjol dengan gaya parlemen jalanan dan 
empirisisme yang didominasi watak gerakan LSM yang praktis dan kongkrit, 
sedangkan SMY berasosiasi dengan kubu Infight yang menonjol dengan watak 
teoritk ideologis yang kuat yang menjadi ciri khas KS (Gayatri, 1999: 91). 

Pada pertengahan tahun 1990-an, kedua kelompok ini kemudian 
membentuk jaringan sendiri-sendiri, sehingga terdapat dua jaringan besar 
kelompok GM yang tersebar di berbagai kota. Perpecahan yang muncul pada 
awal tahun 1990-an tersebut ternyata telah meluluhkan jaringan solidaritas yang 
telah dibangun sebelumnya, dan kemudian membentuk jaringan solidaritas yang 
baru. Kelompok DMPY pada akhirnya nanti menjadi Front Perjuangan Pemuda 
Indonesia (FPPI), sedangkan dan SMY pada akhirnya menjadi jaringan 
Persatuan Rakyat Demokratik (PRD).3 Komunikasi di antara kedua kelompok 
tersebut sangat buruk, bahkan dalam beberapa hal mereka cenderung menjadi 
rivalitas. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah ketika PRD dinyatakan 
sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Orde Baru karena dituduh terlibat 
sebagai dalang peristiwa 27 Juli 1996. Sejak saat itu para aktivis PRD diburu dan 
ditangkap oleh aparat keamanan. Akan tetapi, yang kemudian ditangkap tidak 
hanya kelompok PRD, tetapi juga kelompok-kelompok GM yang lain termasuk 
FPPI. Akibat peristiwa tersebut, hingga sekarang antara kedua kelompok 
tersebut masih saling menyalahkan. Rivalitas antara kedua kelompok tersebut 
masih terus berlangsung hingga pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi yang 
menghantam di Indonesia dan beberapa negara Asia telah menjadi momen yang 
penting bagi munculnya GM turun ke jalanan. Kedua kelompok ini, dan juga 
muncul kelompok GM yang baru seperti Forkot, dan kelompok mahasiswa ekstra 
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kampus semakin aktif turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi dan pergantian 
kekuasaan. Mereka ini secara maraton dari pertengahan 1997 hingga Mei 1998 
terus menerus melakukan aksi demonstrasi di berbagai kota. 


Gerakan Moral dan Gerakan Politik 

Muridan S. Widjojo (1999a: 234-289) telah merumuskan dengan baik 
mengenai GM 1998 dalam dua kelompok, yaitu "gerakan moral" dan "gerakan 
politik". Pembagian menjadi dua kelompok ini didasarkan pada wacana yang 
dikembangkan oleh kelompok-kelompok dalam GM itu sendiri. Gerakan moral 
mengacu pada wacana yang dikembangkan oleh GM yang mengkritisi kebijakan 
rejim Orde Baru. Muridan menyebut kelompok ini sebagai Gerakan Kritik Orde 
baru (GKOB). Sedangkan gerakan politik mengacu pada wacana untuk 
merobohkan rejim Orde Baru, dan menyebut kelompok ini sebagai Gerakan Anti 
Orde Baru (GAOB). "Gerakan moral" mendasarkan diri pada pandangan bahwa 
perubahan politik dapat dilakukan dengan cara "menghimbau" atau 
"mengingatkan" kepada elit politik. Berbeda dengan "gerakan politik", gerakan 
moral ini tidak secara tegas ingin mengganti kekuasaan politik Orde Baru 
Soeharto saat itu. 

Paham ini menekankan "suara" atau "gagasan" sebagai inti gerakan. 
Ini berati bahwa kapasitas operasi yang diharapkan dari gerakan moral 
mahasiswa adalah sebatas "menghimbau" dan atau "mengingatkan". Dari sini 
juga dapat dilihat bahwa penganut paham ini percaya bahwa suatu rejim politik 
bisa diubah dengan cara "dihimbau" atau "diingatkan" (Widjojo, 1999a: 240). 
Sedangkan gerakan politik secara tegas ingin mengganti kekuasaan rejim Orde 
Baru Soeharto. Kelompok ini menolak semua kerangka asumsi yang dibangun 
Orde Baru. Sebelum tahun 1997, pemerintah rejim Orde Baru telah melarang 
mahasiswa terjun ke gerakan politik karena hal tersebut bukan karakter 
mahasiswa. Menurut pemerintah Orde Baru, mahasiswa harus belajar dan 
menunjukkan prestasi di kampusnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa gerakan 
politik adalah hal yang tabu bagi mahasiswa saat itu. Akan tetapi tidak bagi 
kelompok GAOB. Mereka justru ingin menggunakan gerakan politik sebagai 
senjata untuk melawan pemerintah Orde Baru. Kelompok ini menyatakan bahwa 
mahasiswa tidak perlu menggunakan pemahaman yang dibuat oleh pemerintah 
Orde Baru, karena hal tersebut dapat membatasi peran GM itu sendiri. Dengan 
menganggap GM sebagai gerakan politik, maka ruang pergerakannya menjadi 
luas, sehingga dengan demikian dapat berjuang bersama-sama rakyat. 
Konsekuensi bagi suatu gerakan politik, yaitu menyatunya antara berbagai 
kekuatan, termasuk dengan rakyat. Kelompok ini secara tegas menginginkan 
adanya hubungan dengan massa pengilkut di luar kampus. Mengutip sebuah 
wawancara dengan seorang aktivis dari Unila, Lampung, Widjojo menulis: 
Pertama kami tegaskan, gerakan kami adalah gerakan politik dan bukan gerakan 
moral. Langkah yang kami tempuh berupa aksi atau pergerakan massa (Widjojo, 
1999a: 243). Gagasan untuk menggabungkan kekuatan GM dengan massa di 
luar kampus ini telah menjadi perdebatan yang sengit diantara kelompok GM 
sendiri. Kelompok yang dikategorikan sebagai GKOB yang menolak unsur non 
mahasiswa atau rakyat biasa sebagai kekuatannya. Karena GKOB ingin bahwa 
GM harus steril dari infiltrasi kelompok-kelompok di luar mahasiswa. Sehingga 
dalam setiap aksinya, GKOB hanya melibatkan mahasiswa sebagai massanya. 
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Hal ini berbeda dengan GAOB yang justru mengundang kelompok non 
mahasiswa, yang mereka sebut dengan rakyat untuk mendukung gerakannya. 

Akibat dari bersatunya kekuatan mahasiswa dan non mahasiswa ini, 
GM di beberapa kampus mengalami perbedaan yang sangat tajam, terutama 
pada pandangan mengenai kekuasaan dan strategi aksi. Tidak jarang antara 
GKOB dengan GAOB tidak dapat melakukan aksi bersama karena alasan di 
atas. Bahkan secara ekstrem ada kelompok yang menolak bergabung dengan 
kelompok GM dari universitas lain. Misalnya, Misalnya pada 4 Maret 1998, 
GKOB dari Universitas Indonesia menolak ajakan mahasiswa IPB untuk 
melakukan aksi bersama di jalan (Widjojo, 1999b). Berikut ini daftar kelompok 
GM yang dikategorikan sebagai GKOB dan GAOB yang dibuat oleh Widjojo 
(1999a: 290-376): GKOB Kelompok aksi yang dapat dikategorikan ke dalam 
GKOB adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Kelompok 
ini merupakan produk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) X di 
Universitas Muhammadiyah Malang pada 29 Maret 1998. Pertemuan yang 
dihadiri oleh sekitar 200 aktivis masjid kampus tersebut telah menghasilkan 
"Deklarasi Malang". Meskipun aktivitas gerakannya telah dimulai sebelumnya, 
namun peresmian sebagai organisasi massa formal, baru diputuskan pada 1-4 
Oktober 1998. Menurut aktivis Fahri Hamzah, kelahiran KAMMI ini diilhami 
keberadaan GM tahun 1966, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). 
Sebagian besar aktivis KAMMI ini berlatar belakang aktivis LDK yang berasal 
dari organisasi massa besar seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 
dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kelompok ini membentuk basis-basis 
gerakan di beberapa universitas besar seperti Ul, UGM, ITB, IPB, Unair, Undip 
dan lain-lain. Dalam setiap aksinya, baik yang ada di kota Jakarta, Yogyakarta, 
Malang dan Surabaya, KAMMI mampu menghadirkan massa yang cukup 
banyak. Orientasi KAMMI adalah reformasi politik dan ekonomi yang dilandasi 
moral dan ahlak. Namun, kelompok ini tidak secara tegas menyatakan ingin 
mengganti rejim kekuasaan. "Tujuan gerakan KAMMI adalah memastikan 
adanya perubahan yang bermanfaat bagi umat Islam dan dalam jangka panjang 
berupaya membentuk forum yang mapan" (Widjojo, 1999a: 366). KAMMI 
mengganggap bahwa dialog merupakan saran yang efektif untuk menghindari 
anggapan bahwa KAMMI adalah kelompok yang fundamentalis. 


GERAKAN ANTI ORDE BARU (GAOB) 
Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) 

Seperti telah disinggung di atas, bahwa GM 1990 terpecah menjadi 
dua kelompok. Masing-masing kelompok ini mengembangkan jaringannya 
sendiri-sendiri. Salah satu jaringan besar itu adalah FMPY di Yogyakarta. 
Kelompok ini mengembangkan jaringanya dari Surabaya, Solo, Semarang, 
Purwokerto dan Jakarta. Di tiap-tiap kota jaringan ini memiliki organ-organ kecil 
sendiri, yang sangat khas lokal dan tidak tergantung dengan jaringan besarnya. 
Begitu juga dalam menyikapi isu-isu sosial dan politik, mereka tidak diharuskan 
mempunyai kesamaan sikap dan pilihan aksinya. Jaringan ini tidak lebih sebagai 
bentuk solidaritas dan sharing informasi. 

Dalam hal ideologi, jaringan kelompok ini memperlakukan ideologi 
sebagai pengetahuan, karena belum pernah ada kesepakatan secara eksplisit 
oleh para aktivisnya (Widjojo, 1999: 303). Namun, jika dilihat dari wacana- 
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wacana yang dikembangkan, kelompok ini menganut paham Sosialisme, Islam 
dan Nasionalisme. Kelompok ini memandang bahwa realitas politik di Indonesia 
bersifat unik, karena itu ideologi-ideologi besar tidak relevan bagi gerakan politik 
(Widjojo, 1999: 303). 

Meskipun aktivitasnya sudah lama berjalan, namun sebagai organ 
resmi yang berskala nasional baru disepakati pada 13 Nopember 1998 di 
Magelang. Jauh hari sebelum menjadi FPPI, organ-organ dalam jaringan 
kelompok ini telah aktif melakukan aksi-aksi dalam menuntut reformasi dan 
melengserkan Soeharto. Beberapa organ-organ tersebut adalah: di Yogyakarta 
muncul Pusat Perjuangan Pemuda Yogyakarta (PPPY), Solidaritas Orang 
Pinggiran untuk Kemanusiaan (SOPINK), Fampera, Fropera, di Jakarta muncul 
Forum Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) dan Gerakan 
Mahasiswa Pancasila untuk Reformasi (Gempur): di Purwokerto muncul Aliansi 
Kebebasan Rakyat Berpendapat (AKRAB) yang kemudian melahirkan Front Aksi 
Mahasiswa Peduli Rakyat (FAMPR), Komite Mahasiswa untuk Demokrasi 
Indonesia (Komarudin), di Salatiga muncul Semesta, Serikat Mahasiswa 
Independen (SMI): di Semarang muncul Forum Mahasiswa Sadar Lingkungan 
(Formasal), di Surabaya muncul Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya 
(FKMS), di Malang muncul Gerakan Reformasi untuk Rakkyat Malang (Gerram): 
di Jombang muncul Forum Mahasiswa Jombang (Formajo), dan di Jember 
muncul Gerakan Mahasiswa Pecinta Rakyat (Gempar). 


Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) 

LMND merupakan organ nasional yang merupakan metamorfosis dari 
PRD, yang memiliki jaringan di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Solo, 
Purwokerto. Meskipun tidak dinyatakan secara ekspilit, kelompok ini memilih 
ideologi Sosialis Demokratik Kerakyatan (Widjojo, 1999: 326). Kelompok ini 
memiliki organisasi yang cenderung senafas dengan format yang "sentralisme 
demokratik" (Widjojo, 1999: 327). Berbeda dengan FPPI, organ-organ yang 
tergabung dalam kelompok ini memiliki pilihan bahasa yang sama serta isu-isu 
besar yang sama. Secara organisasi, kelompok lebih rapi dibanding dengan 
FPPI. Dalam mengantisipasi "incaran" pihak keamanan, kelompok ini 
menggunakan strategi memilih nama organ "sekali pakai", yaitu menggunakan 
nama kelompok terntentu hanya pada saat aksi isu tertentu pula dan setelah itu, 
organ tersebut tidak terdengar lagi. Strategi ini terutama dijalankan setelah 
peristiwa 27 Juli 1996 hingga akhir tahun 1997. 

Adapun organ-organ yang tergabung dalam kelompok ini adalah: di 
Yogyakarta muncul Komite Nasional Penegak Demokrasi (KNPD), Komite 
Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP): di Solo muncul Komite Mahasiswa 
untuk Keadilan dan Demokrasi (KMKD), Dewan Rakyat dan Mahasiswa 
Surakarta (DRMS), Dewan Ampera Sukoharjo, Dewan Reformasi Rakyat Sragen 
(DRRS), Dewan Reformasi Rakyat Boyolali (DRRB): di Lampung muncul 
Persatuan Mahasiswa Pemuda Lampung (PMPL) yang kemudian membentuk 
Komite Peduli Rakyat (KPR), Komite Mahasiswa Pemuda Rakyat Pelajar 
Lampung (KMPRPL), Aliansi Demokrasi Indonesia (ALDI): di Jakarta muncul 
Keluarga Besar UI (KBUI), Kobar, Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk 
Demokrasi (Komrad): di Bandung muncul Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk 
Perubahan (GMIP): di Semarang muncul Forum Pembebasan, Komite Aksi 
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Rakyat Semarang (Keras): dan di Surabaya muncul Aliansi Bersama Rakyat 
Indonesia (ABRI). 


Forum Komunitas Mahasiswa se-Jabotabek (FKMsJ/Forum Kota) 

Dalam setiap aksinya, FKMsJ (kemudian berubah menjadi Forkot) 
yang didirikan pada 7 Maret 1998 mampu menarik massa cukup besar. 
Kelompok ini dibangun disimpul-simpul kampus yang sebelumnya telah memiliki 
tradisi perlawanan, seperti ISTN, APP, UKI dan IKIP Jakarta (Widjojo, 1999: 
342). Forkot memandang bahwa GM yang dibangunnya sebagai kelompok 
penekan dalam proses menuju reformasi total (Widjojo, 1999: 342). Forkot 
sangat populer dan mampu menarik perhatian mahasiswa non aktivis sehingga 
pada setiap aksinya selalu dihadiri ribuan massa. Ideologi yang dibangun oleh 
kelompok ini belum begitu jelas, kecuali tuntutannya untuk membentuk Komite 
Rakyat Indonesia sebagai alternatif pemerintahan transisi paska Soeharto. 
Konsep ini berasal dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang 
dipersiapkan menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kelompok ini 
pernah membangun jaringan di beberapa kota melalui pertemuan mahasiswa se 
Jawa dan Bali. Namun, hingga sekarang tidak ada tindak lanjutnya. 


Front Nasional & Pusat Infromasi & Jaringan Aksi untuk Reformasi (PIJAR) 

Selain Forkot, di Jakarta terdapat dua kelompok GM yang cukup 
signifikan dalam melakukan aksi-aksi demontrasi menuntut reformasi, yaitu Front 
Nasional dan PIJAR. Kedua kelompok ini berpusat di Unas. Sama seperti 
mereka menuntut penyelesaian krisis ekonomi dan melengserkan Soeharto 
sebagai presiden. 


HMI Majelis Penyelamatan Organisasi (MPO) 

Agak sulit memposisikan kelompok HMI MPO dalam dikotomi GKOB 
dengan GAOB. Tanpa alasan yang cukup jelas, Widjojo (1999a: 369-369) 
mengkategorikan HMI MPO sebagai GKOB. Kemungkinan, alasannya karena 
HMI MPO dianggap memiliki gen organisasi yang sama dengan HMI, yang 
terbukti beberapa mantan aktivisnya menjadi pembantu presiden Soeharto. 
Namun, sesungguhnya terdapat perbedaan mendasar antara HMI dengan HMI 
MPO, yaitu penolakannya terhadap kebijakan "asas tunggal Pancasila". Dari 
penolakan ini jelas bahwa HMI MPO sejak awal telah berseberangan dengan 
rejim Orde Baru Soeharto. Bahkan, antara tahun 1985 hingga pertengahan 1998, 
HMI MPO ini dianggap sebagai organisasi yang ilegal oleh pemerintah Orde 
Baru. 

HMI MPO membentuk tujuh komite aksi yaitu Forum Komunikasi 
Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ), Forum Komunikasi Mahasiswa Islam 
Semarang (FKMIS), Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY), Forum 
Komunikasi Mahasiswa Islam Ujung Pandang (FKMIU), Forum Komunikasi 
Mahasiswa Islam Purwokerto (FKMIP), Forum Komunikasi Mahasiswa Islam 
Kendari (FKMIK) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Palu (FKMIP). 
Komite-komite aksi ini akan mempertanggung-jawabkan kegiatannya kepada 
Dewan Pimpinan Cabang HMI MPO kota setempat. Di Jakarta kelompok ini 
memiliki basis di Universitas Jayabaya, ABA-ABI, IAIN, Unisma, Universitas 


(38 


MAPABA PMII KOMISARIAT AL-GHOZALI 2011 


Muhammadiyah. Di Yogyakarta, kelompok ini berbasis di Jamaah Shalahuddin 
UGM dan aktivis HMI MPO di beberapa universitas swasta di Yogyakarta. 

Antara tahun 1990-an hingga 1997 akhir, isu-isu yang paling sering 
diangkat dalam setiap aksinya oleh kelompok ini adalah persoalan perilaku 
keagamaan. Misalnya, isu jilbab, isu lemak babi, isu haram Sumbangan Sosial 
Berhadiah (SDSB) dan isu-isu politik internasional seperti isu pro Saddam, anti 
Israel, dan isu anti Amerika. Pada tahun 1993-1994, kelompok ini mulai 
melontarkan isu politik dan ekonomi tentang ketidak-beresan perilaku kekuasaan 
rejim Orde Baru dengan mengangkat isu kredit macet. Menjelang akhir tahun 
1997, kelompok ini mulai mengangkat isu anti Orde baru Soeharto. Bahkan 
LMMY beberapa kali melakukan aksi bersama dengan kelompok kiri radikal 
seperti PRD. 


DINAMIKA GM PASKA MEI 1998 
Pasca kejatuhan Soeharto 1998 

Paska kejatuhan Soeharto 1998, antara kelompok-kelompok GM 
maupun dalam internal kelompok GM mengalami perbedaan pendapat yang 
sangat tajam. Perbedaan ini mulai muncul ketika mensikapi naiknya Habibie 
sebagai presiden. Bagi kelompok GKOB menganggap bahwa perjuangan 
mereka telah selesai, sedangkan bagi GAOB masih menganggap bahwa Habibie 
merupakan perpanjangan tangan dari Soeharto. 

Akibat dari perbedaan tersebut, pada tanggal 22 Mei 1998, di gedung 
DPR hampir terjadi bentrok antara kelompok yang mendukung Habibie sebagai 
presiden melawan ribuan mahasiswa yang menentang Habibie sebagai presiden. 
Kelompok yang mendukung Habibie antara lain adalah KISDI, Humanika dan 
kelompok preman yang menamakan dirinya pendekar banten. Humanika ini 
adalah kelompok yang sebagian aktivisnya merupakan mantan anggota HMI 
sewaktu mereka menjadi mahasiswa tahun 1978-an. Mereka ini kelompok yang 
cukup dekat dengan Habibie, terutama setelah Habibie menjadi ketua Ikatan 
Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dukungan yang diberikan terhadap 
Habibie yang ICMI diharapkan akan membawa keuntungan bagi KISDI dan 
Humanika. Pada 23 Mei 1998, KAMMI Solo dan Salatiga melakukan aksi 
menerima Habibie sebagai presiden. Sementara di Semarang, pada 25 Mei 
1998, kelompok yang menamakan diri SMPT se Jateng mendukung Habibie. Di 
daerah-daerah lain seperti di Surabaya, Ujung Pandang dan Bandung, 
kelompok-kelompok yang dikategorikan GKOB secara serempak melakukan aksi 
mendukung Habibie. 

Tetapi di lain pihak, pada tanggal 28 Mei 1998, Forkot dan FKSMJ 
aksi di gedung DPR RI menolak Habibie serta menuntut dibentuknya KRI, untuk 
membentuk eksekutif dan DPRS/MPRS serta menyelenggarakan kabinet 
sementara serta mempercepat pemilu dan Sidang Istimewa. Tuntutan tersebut 
bertentangan dengan keinginan kelompok GKOB untuk menjadikan Habibie 
sebagai presiden. Pada 22 Mei 1998, LMMY, PMII, GKMI dan kelompok GAOB 
lainnya di Yogyakarta juga melakukan aksi menolak Habibie dan kabinetnya. 
DRMS Solo juga melakukan aksi menolak Habibie dengan melakukan aksi di 
Balaikota Solo. Penolakan yang sama juga dilakukan oleh AMRS di Semarang 
pada 23 Mei 1998 di Kantor Gubernur Jawa dan FKPI di depan gedung DPRD | 
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pada 25 Mei 1998. Aksi yang sama juga dilakukan oleh kelompok GAOB di 
seluruh kota-kota besar di Indonesia untuk menolak Habibie sebagai presiden. 

Pertentangan tersebut terus mewarnai demonstrasi-demonstrasi di 
Jakarta dan beberapa kota lainnya antara akhir Mei hingga September 1999. 
Tetapi, kuantitas aksi demonstrasi mulai menuntut dan menolak habibie mulai 
berkurang pada bulan Juli hingga September 1998. Tetapi, wacana tentang 
perbedaan tersebut makin menajam di antatra kelompok GKOB dengan GAOB 
pada bulan Oktober 1998. Misalnya pada 28 Oktober 1998 di Bandung hampir 
terjadi bentrok di antara kelompok tersebut. Pasalnya, aksi yang sebelumnya 
dilakukan oleh kelompok GAOB dengan memasang spanduk anti Habibie, tiba- 
tiba dirubah oleh kelompok GKOB menjadi dukungan terhadap Habibie. 
Ketegangan-ketegangan tersebut juga terjadi di beberapa kota besar di 
Indonesia. 

Perbedaan ini terus berlanjut dalam menyikapi perkembangan politik 
nasional. Kedua kelompok di atas seringkali mengambil posisi yang 
berseberangan dalam menghadapi isu-isu penting nasional. Catatan tambahan: 
Peristiwa Malari 1974 bermula dari aksi mahasiswa menolak kedatangan 
Perdana Menteri Jepang Tanaka sebagai simbol untuk menentang investasi 
modal asing. Namun peristiwa tersebut akhirnya berubah menjadi kerusuhan 
yang telah menyebabkan 9 orang meninggal, 23 orang terluka dan beberapa 
banguan termasuk pasar Senen terbakar. Dari peristiwa tersebut, pihak 
keamanan telah menahan 700 orang dan 45 diantaranya diajukan ke pengadilan. 
Pada saat yang sama, pemerintahan membredel beberapa koran yang telah 
memberitakan peristiwa tersebut (Sanit, 1999: 53-54). 

Pada tahun 1983, pemerintah rejim Orde Baru menetapkan Pancasila 
sebagai satu-satunya asas bagi setiap organisasi yang ada di Indonesia. 
Kebijakan ini telah berpengaruh pada organisasi HMI yang pada tahun 1984 
terpecah menjadi dua kelompok, yaitu HMI Dipo (yang diakui pemerintah Orde 
Baru) yang menerima asas tunggal Pancasila dan HMI MPO yang menolak asas 
tunggal Pancasila. Penyebutan HMI Dipo karena kelompok HMI ini bermarkas di 
jalan Diponegoro, sedangkan HMI MPO berkenginan menyelamatkan organisasi 
dari campur tangan kekuasaan. 


GERAKAN MAHASISWA INTRA KAMPUS 

Dewan Mahasiswa dan Majelis Mahasiswa adalah Lembaga intra 
Kemahasiswaan tingkat Universitas. Dewan Mahasiswa ini sangat independen, 
dan merupakan kekuatan yang cukup diperhitungkan sejak Indonesia Merdeka 
hingga masa Orde Baru berkuasa. Ketua Dewan Mahasiswa selalu menjadi 
kader pemimpin nasional yang diperhitungkan pada jamannya. Dewan 
Mahasiswa berfungsi sebagai lembaga eksekutif sedangkan yang menjalankan 
fungsi legislatiinya adalah Majelis Mahasiswa. Di Fakultas-fakultas dibentuklah 
Komisariat Dewan Mahasiswa (KODEMA), atau di beberapa perguruan tinggi 
disebut Senat Mahasiswa. Para Ketua Umum KODEMA atau Ketua Umum Senat 
Mahasiswa ini secara otomatis mewakili Fakultas dalam Majelis Mahasiswa. 
Keduanya dipilih secara langsung dalam Pemilu Badan Keluarga Mahasiswa 
untuk masa jabatan dua tahun. Sedangkan Ketua Umum Dewan Mahasiswa 
dipilih dalam sidang umum Majelis Mahasiswa. Masa Dewan Mahasiswa dan 
juga Majelis Mahasiswa di Indonesia berakhir pada tahun 1978-an ketika 
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Pemerintah memberangus aksi kritis para mahasiswa dan Dewan Mahasiswa 
dibekukan. Kegiatan politik di dalam kampus juga secara resmi dilarang. 
Kebijakan itu dikenal dengan nama Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus 
(NKK) dan pengganti lembaga tersebut adalah Badan Koordinasi 
Kemahasiswaan (BKK). 


Senat Mahasiswa 

Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intra universiter yang 
dibentuk pada saat pemberlakuan kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978. Sejak 
1978-1989, Senat Mahasiswa hanya ada di tingkat fakultas, sedangkan di tingkat 
universitas ditiadakan. Di tingkat jurusan keilmuan dibentuk Keluarga Mahasiswa 
Jurusan atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, yang berkoordinasi dengan Senat 
Mahasiswa dalam melakukan kegiatan intern. Pada umumnya Senat Mahasiswa 
dimaksudkan sebagai Lembaga Eksekutif, sedangkan fungsi legislatifnya 
dijalankan organ lain bernama 


Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM). 

Pada tahun 1990, pemerintah mengizinkan dibentuknya Senat 
Mahasiswa tingkat Perguruan Tinggi namun model student government ala 
Dewan Mahasiswa tidak diperbolehkan. Senat Mahasiswa yang dimaksudkan 
adalah kumpulan para Ketua-Ketua Lembaga Kemahasiswaan yang ada: Ketua 
Umum Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua Umum BPM dan Ketua Umum Unit 
Kegiatan Mahasiswa. Model seperti ini di beberapa perguruan tinggi kemudian 
ditolak, dan dipelopori oleh UGM, Senat Mahasiswa memakai model student 
government. Senat Mahasiswa menjelma menjadi Lembaga Legislatif, termasuk 
di tingkat Fakultas. Lembaga Eksekutifnya adalah Badan Pelaksana Senat 
Mahasiswa. Belakangan nama Badan Pelaksana diganti dengan istilah yang 
lebih praktis: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Awalnya BEM dipilih, dibentuk 
dan bertanggung jawab kepada Sidang Umum Senat Mahasiswa namun 
sekarang pengurus kedua institusi sama-sama dipilih langsung dalam suatu 
Pemilihan Raya. 


Unit Kegiatan Mahasiswa 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah aktivitas 
kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi 
para aktivis yang ada di dalamnya. Unit Kegiatan Mahasiswa sebetulnya adalah 
bagian/organ/departemen dari Dewan Mahasiswa. Ketika dilakukan pembubaran 
Dewan Mahasiswa, departemen-departemen Dewan Mahasiswa ini kemudian 
berdiri sendiri-sendiri menjadi unit-unit otonom di Kampus. 

Unit Kegiatan Mahasiswa terdiri dari tiga kelompok minat : Unit-unit 
Kegiatan Olahraga, Unit-unit Kegiatan Kesenian dan Unit Khusus (Pramuka, 
Menwa, Pers Mahasiswa, Koperasi Mahasiswa, Unit Kerohanian dan 
sebagainya). 


Badan Perwakilan Mahasiswa 

Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) adalah organisasi mahasiswa 
Intra Universiter di Indonesia yang dibentuk pada saat pemberlakuan kebijakan 
NKK/BKK pada tahun 1978. Sejak 1978-1989, Badan Perwakilan Mahasiswa 
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hanya ada di tingkat Fakultas bersama-sama dengan Senat Mahasiswa. Ada 
kerancuan istilah BPM dengan Senat Mahasiswa karena sama-sama berarti 
wakil. 

Hanya saja menurut aturan main, BPM dianggap berfungsi sebagai 
badan legislatif sedangkan Senat Mahasiswa menjalani fungsi eksekutif. 
Akhirnya, karena ketidakjelasan fungsi BPM itu ketika era Senat Mahasiswa 
Perguruan Tinggi atau SMPT fungsi BPM digantikan Senat Mahasiswa. 

BPM sendiri dihapuskan. Senat Mahasiswa yang tadinya badan 
eksekutif berubah menjadi badan legislatif. Sedangkan badan eksekutifnya 
dibentuk Badan Pelaksana Senat Mahasiswa, yang lantas diubah lagi menjadi 
Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Istilah ini bertahan hingga saat ini. 


Badan Eksekutif Mahasiswa 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ialah lembaga kemahasiswaan 
yang menjalankan organisasi serupa pemerintahan (lembaga eksekutif). 
Dipimpin oleh Ketua/Presiden BEM yang dipilih melalui pemilu mahasiswa setiap 
tahunnya. Di beberapa kampus seperti Universitas Indonesia, masih digunakan 
nama Senat Mahasiswa (SM). 


Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi mahasiswa intra 
universiter di Indonesia yang terdapat pada jurusan keilmuan dalam lingkup 
fakultas tertentu. Umumnya bersifat otonom dalam kaitannya dengan organisasi 
mahasiswa di tingkat Fakultas seperti Senat Mahasiswa dan Badan Eksekutif 
Mahasiswa. Kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan umumnya dalam konteks 
keilmuan, penalaran dan pengembangan profesionalisme. Nama lain Himpunan 
Mahasiswa Jurusan adalah Keluarga Mahasiswa Jurusan atau Korps Mahasiswa 
Jurusan. 

Sebagai contoh : Himpunan Mahasiswa Budi Daya Pertanian 
(Fakultas Pertanian), Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil (Fakultas Teknik), 
Himpunan Mahasiswa Sejarah (Fakultas Ilmu Budaya), Korps Mahasiswa 
Komunikasi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik). Himpunan Mahasiswa 
Jurusan kelompok sejenis banyak yang membentuk jaringan dengan HMJ 
lainnya di lain Perguruan Tnggi sehingga seperti juga Senat Mahasiswa. 

Maka ada Ikatan Himpunan Mahasiswa Jurusan sejenis skala 
nasional. Sebut saja nama Ikatan Mahasiswa Komunikasi Indonesia yang 
menghimpun HMJ Komunikasi Fisip, beberapa diantaranya berstatus Senat 
Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Atau Ikatan Mahasiswa Administrasi 
Indonesia. Juga ada Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia atau IMAHAGI. 


Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus 

Organisasi kemahasiswaan yang bersifat ekstra kampus pada umumnya 
terkait dengan aliran politik atau ideologi tertentu seperti: FMN, GMNI, HMI, PMII, 
GMKI, PMKRI, Mapancas dan sebagainya. Ada pula organisasi kemahasiswaan 
ekstra kampus yang didasarkan pada ikatan asal daerah, misalnya Himpunan 
Mahasiswa Jawa Timur (HIMAJATI), atau Keluarga Pelajar dan Mahasiswa 
Kalimantan Timur (KPMKT). Untuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat 
kedaerahan umumnya sekretariatnya sekaligus merupakan Asrama Mahasiswa 
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asal daerah yang bersangkutan. Meskipun tidak semua mahasiswa asal daerah 
tersebut merupakan anggota organisasi atau tinggal di Asrama Mahasiswa 
daerah yang bersangkutan. 


ORGAN GERAKAN MAHASISWA 1998 

Daftar Organ gerakan mahasiswa yang berperan dalam gelombang aksi 
reformasi pada 1998 dan setelahnya. Aceh: SMUR - Solidaritas Mahasiswa 
Untuk Rakyat. Medan: DEMUD, Agresu - Aliansi Gerakan Reformasi Sumatera 
Utara. Bandung: FKMB - Forum Komunikasi Mahasiswa Bandung, FIM B - 
Front Indonesia Muda Bandung, FAMU - Front Aksi Mahasiswa Unisba, GMIP - 
Gerakan Mahasiswa Indonesia Untuk Perubahan, KPMB - Komite Pergerakan 
Mahasiswa Bandung, FAF - Front Anti Fasis, KM ITB - Keluarga Mahasiswa 
ITB, KM Unpar - Komite Mahasiswa Unpar. Jakarta: LMND - Liga Mahasiswa 
Nasional untuk Demokrasi, FKSMJ - Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se- 
Jakarta, — Forkot/Forum Kota-Forum Komunitas Mahasiswa se-Jabotabek, 
Famred - Front Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi, Front 
Nasional, Front Jakarta, KamTri - Kesatuan Aksi Mahasiswa Trisakti, KAMMI - 
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, HMI MPO - Himpunan Mahasiswa 
Islam -Majelis Penyelamat Organisasi, KB UI - Keluarga Besar Mahasiswa UI, 
FAM UI - Front Aksi Mahasiswa UI, Komrad - Komite Mahasiswa dan Rakyat 
untuk Demokrasi, Gempur - Gerakan Mahasiswa untuk Perubahan, Forum 
Bersama / Forbes, Jaringan Kota / Jarkot, LS-ADI Jakarta - Lingkar Studi-Aksi 
untuk Demokrasi Indonesia, HMR - Himpunan Mahasiswa Revolusioner. Bogor: 
KBM-IPB - Keluarga Besar Mahasiswa - Institut Pertanian Bogor. Yogyakarta: 
SMKR - Solidaritas Mahasiswa Untuk Kedaulatan Rakyat, KPRP - Komite 
Perjuangan Rakyat untuk Perubahan, FIKMY - Forum Komunikasi Mahasiswa 
Yogyakarta, PPPY - Persatuan Perjuangan Pemuda Yogyakarta, FAMPERA - 
Front Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat, LMMY - Liga Mahasiswa Muslim 
Yogyakarta. Solo: SMPR - Solidaritas Mahasiwa Peduli Rakyat. Bali: Posperra 
- Posko Perjuangan Rakyat, Frontier - Front Demokrasi Perjuangan 
Rakyat.Surabaya: ABRI - Aksi bersama rakyat Indonesia, APR - Arek Pro 
Reformasi, ASPR - Arek Surabaya Pro Reformasi, FORMAD - Forum Madani 
FPM - Front Perjuangan Mahasiswa, KAMI - Kesatuan Aksi Mahasiswa ITS. 
Malang: FKMM - Forum Komunikasi Mahasiswa Malang. Makassar: KONTRA- 
Komunitas Pelataran Kerakyatan Unhas. 


(Penulis: Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A., Majelis Pembina PMII 
Komisariat Al-Ghozali Cilacap, nuriel.ugm@gmail.com/ 085647634312) 


MAPABA PMII KOMISARIAT AL-GHOZALI 2011 


Hand-Out 05 
GAGASAN PENDIDIKAN KRITIS PAULO FREIRE 


PRAWACANA 

Paulo Freire bagi banyak praktisi pendidikan adalah tokoh pendidikan 
yang penuh misteri. Banyak mitos yang menyelimuti pemikiran pendidikannya, 
sehingga banyak orang lebih menghafalkan jargon-jargon dan istilah yang 
dipergunakannya dalam bukunya yang terkenal, yakni Pendidikan Kaum 
Tertindas (Pedagogy of The Opressed) ketimbang memahami secara praktis 
kedalam proses belajar-mengajar yang membebaskan. Banyak tema pikiran 
pendidikan Freire yang tertuang dalam buku tersebut tidak mampu secara 
metodologis diterjemahkan ke dalam proses dan teknis belajar-mengajar oleh 
penganggumnya yakni kalangan praktisi pendidikan. Itulah makanya sebagian 
besar pendidik ataupun guru yang merasa jadi pengikutnya, hanya pandai 
menghafalkan mantra-mantra Freire yang terkenal, misalnya "Pendidikan adalah 
Proses Pembebasan dan Pendidikan adalah Proses Membangkitkan Kesadaran 
Kritis" Bahkan ironisnya banyak praktisi dengan menggunakan semboyan 
pendidikan pembebasan dan humanisasi, tanpa menyadari terjerumus dalam 
tindak praktik pendidikan penindasan dan dehumanisasi, yang justru menjadi 
agenda utama kritik Freire. Apa sesungguhnya yang dia maksud dengan 
pembebasan' dan 'kesadaran kritis," lebih banyak dibicarakan dalam seminar 
dan diskusi mahasiswa maupun aktivis ornop, ketimbang dipraktikkan di lapang- 
an. Namun demikian, ternyata terdapat banyak tafsiran mengenai apa yang 
dimaksud Freire dengan 'pendidikan pembebasan' maupun 'pembangkitan 
kesadaran kritis' yang menjadi tema pokok pendidikan Freire tersebut 


SIAPA SEBENARNYA PAULO FREIRE? 

Paulo Freire adalah seorang pendidik radikal berkebangsaan Brasil, 
yang lahir pada tanggal 19 September 1921, di kota Recife, Brasil, dan 
meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1997, di Sao Paulo, Brasil. Sejak bukunya 
terbit dalam bahasa Inggris pada tahun 1972 namanya menjadi terkenal sebagai 
tokoh pendidikan yang menemukan suatu model pendidikan untuk mem- 
berdayakan 'kaum tertindas' dan sistem penindasan di muka bumi ini. Ia mulai 
sebagai pendidikan radikal justru melalui kegiatan pemberantasan buta huruf 
(literacy programs), suatu pendidikan yang umumnya dianggap sebagai 
pendidikan apolitis dan tidak radikal sama sekali. Freire berhasil mensubversikan 
kesadaran politik dalam proses pendidikan mengenal huruf dan belajar membaca 
tersebut. Dalam karyanya Pedagogia do Oprimido (1970, serta buku yang 
membuatnya termasyhur, Pedagogy of the Oppressed, yang terbit tahun 1972) 
Freire membongkar watak pasif dari praktik pendidikan tradisional yang melanda 
dunia pendidikan, Dia menganggap bahwa pendidikan pasif sebagaimana 
dipraktikkan pada umumnya pada dasarnya melanggengkan “sistem relasi 
penindasan”. Freire mengejek sistem dan praktik pendidikan yang menindas 
tersebut, yang disebutnya sebagai pendidikan 'gaya bank' dimana guru bertindak 
sebagai penabung yang menabung informasi sementara murid dijejali informasi 
untuk disimpan. Freire menyusun daftar antagonisme pendidikan 'gaya banKk' itu 
sebagai berikut: 
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Guru mengajar mund belajar. 

Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa. 

Guru berpikir, murid dipikirkan. 

Guru bicara, murid mendengarkan. 

Guru mengatur, murid diatur. 

Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti. 

Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak 
sesuai dengan tindakan gurunya. 

"Guru memilih apa yang akan diajarkan, 
murid menyesuaikan diri. 

» Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan 
wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya de- 
ngan kebebasan murid. 

"» Guru dalah subjek proses belajar, murid objeknya. 

Sebagai antitesa, Freire mengajukan konsep tandingan terhadap 
pendidikan 'gaya bank' tersebut dengan suatu 'pedagogy of libeartion' yakni 
proses pendidikan hadap masalah (problem posing of education) yang justru 
mendorong dialog antara guru dan murid, serta suatu proses pendidikan yang 
mampu mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menantang 
'status guo'. 

Paulo Freire mulai melancarkan model dan metode pendidikannya 
pada tahun 1950-an, ketika dia terlibat dalam pengajaran membaca dan menulis 
dalam suatu kegiatan pendidikan pemberantasan buta huruf untuk petani miskin. 
Pengalaman itu membuktikan bahwa dengan penggunaan kata-kata sebari-hari 
selain mempercepat proses belajar membaca, ternyata pendidikan itu juga telah 
melahirkan kesadaran poiitik ekonomi para petani miskin. Jadi pendidikan telah 
melahirkan kesadaran politik maupun kesadaran kritis petani miskin. Pada tahun 
1963 dia ditunjuk sebagai direktur Program Nasional Pemberantasan Buta Huruf 
Brasil. Tetapi setelah kudeta militer tahun 1964, pemerintah Junta Militer Brasil 
menjebloskan Freire ke penjara atas tuduhan subversi. Selepas dari penjara, 
Freire rnenghabiskan waktunya hidup di pengasingan diluar Brasil, dan 
membunuh waktunya dalam berbagai program literacy serta mengajar di 
berbagai universitas. 

Pada tahun 1979 Paulo Freire kembali ke Brasil, disana ia dan kawan- 
kawannya memdirikan partai buruh berhalauan kiri. Akhirnya Freire diangkat 
menjadi sekretaris pendidikan di kota Sao Paulo pada tahun 1988, tetapi ia 
mengundurkan diri beberapa tahu setelahnya. Sebagai birokrat rupanya Freire 
kurang berhasil, namun sebagai pemikir, Freire cukup berhasil. Pegruh pikiran 
pendidikannya menembus batas bahasa dan wilayah benua. Freire menulis lebih 
dari 20 judul buku, dan beberapa karyanya dianggap sebagai bukuklasik dalam 
bidang pendidikan. Bahkan kini buku-bukunya telah diterjemahkan kedalam 
berbagai bahasa. 


FREIREAN, PENDIDIKAN UNTUK BEBAS DARI DOMINASI DAN 
PENINDASAN! 

Freirean, atau aliran pendidikan Paulo Freire pada dasarnya adalah 
suatu pendekatan dan pemikiran yang berangkat dari asumsi bahwa pendidikan 
adalah proses pembebasan dari sistem yang menindas. Penganut pendidikan 
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Freirean berangkat dari suatu kepercayaan bahwa pendidikan tidak pernah 
terbebas dari kepentingan politik ataupun terbebas demi melanggengkan sistem 
sosial ekonomi maupun kekuasaan yang ada. Sebaliknya pandangan ini juga 
berasumsi bahwa pendidikan bagi kekuasaan, selalu digunakan untuk 
melanggengkan ataupun melegitimasi dominasi mereka. Oleh karena itu hakikat 
pendidikan umumnya bagi mereka tidak lebih dari sebagai sarana untuk 
mereproduksi sisteotip dan struktur sosial yang tidak adil seperti sistem relasi 
kelas, relasi gender, relasi rasisme ataupun sistem relasi lainnya. Pandangan ini 
dikenal dengan 'teori reproduksi' terhadap sistem yang tidak adil melalui 
pendidikan. 

Berbeda dengan pandangan maupun teori reproduksi" dalam 
pendidikan tersebut, ada pandangan maupun teori pendidikan yang juga datang 
dari kelompok pendidik radikal, yang justru berangkat dari asumsi dan keyakinan 
bahwa pendidikan adalah proses kesadaran kritis, seperti menumbuhkan 
kesadaran kelas, kesadaran gender, maupun kesadaran kritis lainnya. 
Pandangan kedua inilah yang dianut oleh aliran Freirean tersebut. Oleh karena 
itu pendidikan bagi kelompok Freirean merupakan proses pembebasan manusia. 
Pendirian Freirean berangkat dari asumsi bahwa manusia dalam sistem dan 
struktur sosial yang ada pada dasarnya memgalami proses dehumanisasi karena 
eksploitasi kelas, dominasi gender, maupun karena hegemoni dan dominasi 
budaya lainnya. Oleh karena itu pendidikan merupakan suatu sarana untuk 
'memproduksi' kesadaran untuk mengembalikan kemanusiaan, dan dalam kaitan 
ini, pendidikan berperan untuk membangkitkan kesadaran kritis sebagai 
prasyarat upaya untuk pembebasan. Freire percaya bahwa tugas pendidikan 
adalah memproduksi kesadaran kritis untuk suatu proses pembebasan. 

Bagaimana proses pembebasan, pembangkitan kesadaran kritis, dan 
pembebasan itu dilakukan? Para praktisi dalam menjawab pertanyaan ini 
umumnya lebih konsentrasi pada metode pendidikan belaka. Namun 
sesungguhnya, pendidikan tidak pernah berdiri bebas tanpa berkaitan secara 
dialektis dengan lingkungan dan sistem sosial dimana pendidikan 
diselenggarakan. Oleh karena itu proses pendidikan sebagai proses 
pembebasan tidak pemah terlepas dari sistem dan struktur sosial, yakni konteks 
sosial yang menjadi penyebab atau yang menyumbangkan proses dehumanisasi 
dan keterasingan pada waktu pendidikan diselenggarakan. Dalam era globalisasi 
kapitalisme seperti saat ini, pendidikan dihadapkan pada tantangan bagaimana 
mengkaitkan konteks dan analisis isinya untuk memahami globalisasi secara 
kritis. Strategi umumnya pendidik lebih tertuju pada bagaimana membuat kelas 
mereka relevan terhadap formasi sosial yang dominant saat ini. Strategi seperti 
ini lebih berkesan menerima dan mensiasati dan yang paling penting melakukan 
penyesuaian terhadap ideologi dominan. Sementara itu jarang pendidikan yang 
mengintegrasikan analisis kritis dan bagaimana mereka berperan dengan proses 
kritik dan melakukan dekonstruksi, untuk menemukan solusi alternatif terhadap 
globalisasi, seperti misalnya menciptakan diskursus tandingan terhadap sistem 
dominan ataupun diskursus dominan dengan perspektif alternatif. 

Untuk mendorong pendidikan menjadi peka terhadap persoalan 
ketidakadilan sosial, perlu setiap kelas secara otonom menentukan visi dan misi 
sesuai perkembangan formasi sosial, bagaimana mereka memperjelas 
keberpihakan terhadap proses ketidakadilan sosial, serta bagaimana mereka 
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menterjemahkan semua itu dalam metodologi pendidikan. Oleh karena itu 
metode dan teknik pendidikan 'hadap masalah' menjadi salah satu kegiatan 
strategis untuk merespon sistem dan diskursus yang dominan. Persoalannya, 
proses pendidikan kelemahannya dan sekaligus kekuatannya, seringkali menjadi 
arena yang paling tidak terkontrol dan tidak termonitor. Sehingga diperlukan 
mekanisme yang memungkinkan peserta didik menjadi subjek dan pusat 
kegiatanpendidikan. Oleh karena itu orientasi untuk setiap peserta pendidikan 
adalah menghayati visi dan misi pendidikan mereka. Yang jauh lebih penting 
adalah kesadaran kritis peserta didik sangat diperlukan jika pendidikan hendak 
meletakkan peserta didik sebagai subjek dan pemonitor. Kesadaran kritis perlu 
agar proses dan metode pendidikan dapat menuju pada tujuan sesungguhnya 
yakni sebuah transformasi sosial. 

Untuk itu perlu ditunjukkan bagaimana proses 'penyadaran kritis' itu 
beroperasi dalam metodologi pendidikan sehingga secara teknis metode tersebut 
dapat dilakukan. Secara konkret perlu dijabarkan bagaimana teori pendidikan 
'konsientisasi' yang menjadi pemikiran dasar Paulo Freire dipraktikkan, dan 
disajikan dalam bentuk uraian yang mudah ditangkap. Dengan cara penyajian 
dan analisis seperti ini diharapkan memberi inspirasi bagi setiap kalangan yang 
ingin mengetahui lebih mendalam metode pendidikan Paulo Freire. Dasar 
terpenting dari metodologi Freire ini adalah meletakkan peserta didik sebagai 
subyek pendidikan. Secara lebih khusus melalui metodologi Freire akan 
ditunjukkan bagaimana ideologi di balik metode penyelenggaraan pendidikan 
dibongkar. Oleh karena itu pendirian teoretik dan paradigma pendidikan 
pembebasan Freirean memang akan memberikan inspirasi alternatif bagi semua, 
kalangan yang memerlukan perubahan pendidikan secara mendasar. Seperti, 
penting kiranya untuk dikupas secara lebih mendalam bagaimana opera- 
sionalisasi dari berbagai ideologi serta perspektif dunia pendidikan yang 
berkembang. 

Dalam perspektif kritis, tugas pendidikan adalah melakukan refleksi 
kritis, terhadap sistem dan 'ideologi yang dominan' yang tengah berlaku di 
masyarakat, serta menantang sistem tersebut untuk memikirkan sistem alternatif 
ke arah transformasi sosial menuju suatu masyarakat yang adi. Tugas ini 
dimanifestasikan dalam bentuk kemampuan menciptakan ruang agar muncul 
sikap kritis terhadap sistem dan sruktur ketidakadilan sosial, serta melakukan 
dekonstruksi terhadap diskursus yang dominan dan tidak adil menuju sistem 
sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa netral, objektif 
maupun dari kondisi masyarakat sekitar lembaga pendidikan. 

Visi kritis pendidikan terhadap sistem dominan digunakan sebagai 
bagian pemihakan terhadap rakyat kecil dan yang tertindas. Metode ini 
digunakan bagi muneulnya sistem sosial baru yang lebih adil dan yang selama 
ini menjadi cita-cita pendidikan Freirean. Dalam perspektif Freirean, pendidikan 
harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis 
secara bebas dan kritis untuk transformasi sosial. Dengan kata lain tugas utama 
pendidikan adalah 'memanusiakan' kembali manusia yang mengalami 
dehumanisasi' karena sistem dan struktur yang tidak adil. Paham pendidikan 
Freirean ini cocok dengan paradigma transformatif. Pendidikan dalam perpektif 
ini juga menjadi arena kritik ideologi. Dalam pelatihan bagi para buruh misalnya, 
peserta pendidikan perlu ditantang untuk memahami proses eksploitasi yang 
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mereka alami, serta memikirkan proses pembebasan dari alienasi dan eksploitasi 
buruh, disamping penekanan pada teori motivasi kerja demi efisiensi yang hanya 
menguntungkan akumulasi kapital. Demikian halnya dalam konteks pendidikan 
pertanian misainya, para petani saat ini sering diarahkan hanya untuk memenuhi 
ambisi produktivitas dan efisiensi. Ambisi ini muncul karena pandangan peltanian 
yang didominasi oleh ideologi Revolusi Hijau dan rekayasa genetika. Dengan 
metodolog:i pendidikan Freirean, petani difasilitasi untuk mempertanyakan relasi 
kekuasaan yang selama ini mengambil peranan besar dalam mempermainkan 
keidupan mereka. Dalam konteks itulah pilihan paradigma pendidikan 
memainkan peran strategis untuk proses perubahan dan transformasi sosial. 


KONSIENTISASI SEBAGAI TEMA POKOK PENDIDIKAN FREIRE 

Bagi penganut mazhab Freirean, hakikat pendidikan adalah demi 
membangkitkan kesadaran kritis sebagai prasyarat proses humanisasi atau 
memanusiakan manusia. Kunci bagi proses pendidikan ini adalah 'konsientisasi' 
atau proses membangkitkan kesadaran kritis. Freire membagi ideologi 
pendidikan dalam tiga kerangka yang didasarkan pada kesadaran ideologi ma- 
syarakat. Dalam pandangan Freire pendidikan tak lain adalah 'proses 
memanusiakan manusia kembali. Gagasan ini berangkat dari suatu analisis 
bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, membuat 
masyarakat mengalami proses 'demumanisasi'. Pendidikan sebagai bagian dari 
sistem masyarakat justru menjadi pelanggeng proses dehumanisasi tersebut. 
Secara lebih rinci dapat kita saksikan bagaimana pendidikan telah membungkam 
kesadaran kritis dan sukses dalam mengalienasikan peserta didik. Secara jernih 
Freire membagi-bagi tingkat perubahan kesadaran manusia dari kesadaran 
magis (magical consciousness), ke kesadaran naif (naival consciousness) dan 
bagaimana mencapai pada kesadaran kritis (critical consciousness), dengan 
piawai. Melalui penjelasan Freire akan terbuka kedok kepentingan yang selama 
ini menyelubungi sistem pendidikan. 

Membongkar kesadaran naif dan magis untuk ditransformasikan 
menuju kesadaran kritis memsng bukanlah urusan sederhana, mengingat 
kuatnya pengaruh positivisme dalam diri banyak pendidik. Demikian juga kuatnya 
pengaruh budaya fatalisme dan teologi kepasrahan akibat dominasi ideologi 
dominan. Dunia pendidikan diam-diam telah mewarisi pikiran positivisme seperti 
objektivitas, mendewakan empirisme, netral dan tidak memihak pada yang ter- 
aniaya dan tertindas, berjarak dengan objek pendidikan (detachment), rasional 
dan bebas nilai. Dengan kandungan ideologi seperti ini pendidikan menghambat 
proses pembebasan dan menghilangkan watak dan benih emansipatoris pada 
setiap proses pendidikan. Pendidikan dalam perspektif positivistik merupakan 
proses fabrikasi dan mekanisasi pendidikan untuk memproduksi keluaran 
pendidikan yang harus sesuai dengan pasar kerja. Pendidikan juga tidak toleran 
terhadap segala bentuk 'non positivistic ways of knowing' yang disebut sebagai 
tidak ilmiah. 

Pendidikan menjadi a-historis, yakni mengelaborasi model masyarakat 
dengan mengisolasi banyak variabel dalam model tersebut. Peserta pendidikan 
dididik untuk tunduk pada struktur yang ada, mencari cara-cara dimana peran, 
norma, dan nilai-nilai dapat diintegrasikan dalam sistem tersebut. Asumsi yang 
mendasari pendidikan itu adalah bahwa tidak ada masalah dalam sistem yang 
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ada, masalahnya terletak pada sikap mental, pengetahuan, dan ketrampilan 
peserta didik, termasuk kreativitas, motivasi, dan keahlian teknis peserta. Oleh 
karena itu dalam perspektif positivisme, pendidikan lebih dimaksud untuk 
mengembangkan kecerdasan, ketrampilan, dan keahlian peserta didik belaka, 
sementara komitmen, kyakinan, dan kepercayaan terhadap sistem yang lebih 
adil dan motivasi untuk menantang terhadap sistem sosial yang tidak adil, tidak 
disentuh, namun lebih sibuk memfokuskan pada bagaimana membuat sistem 
yang ada bekerja. 

Dengan metodologi Paulo Freire, proses pengajaran menjadi bagian 
dari proses transformasi sosial dalam keseluruhan sistem perubahan sosial. 
Untuk meletakkan pendidikan dalam peran transformasi sosial, pertama pendi- 
dikan perlu melakukan analisis struktural tentang lokasi pemihakan pendidikan 
terlebih dahulu. Tanpa visi dan pemihakan yang jelas terhadap siapa, pendidikan 
sulit diharapkan menjadi institusi kritis untuk pembebasan dan perubahan sosial. 
Pendidikan juga perlu melakukan identifikasi isu-isu strategis dan menetapkan 
visi dan mandat mereka sebagai pendidikan untuk pemberdayaan. Tanpa 
pemihakan, visi, analisis, dan mandate yang jelas, pendidikan tanpa disadari 
telah menjadi bagian dari status guo' dan ikut melanggengkan ketidakadilan. 
Bahkan tanpa pemihakan yang jelas, pendidikan hanyalah menjadi alat 
penjinakan atau alat hegemoni diri sistem dan ideologi kelompok dominan. 
Ideologi dan pendirian pendidikan ini akan berimplikasi terhadap metodologi dan 
pendekatan, serta yang lebih penting dalam proses belajar mengajar. 


PENDIDIKAN YANG MEMANUSIAKAN GURU DAN PESERTA DIDIK 

Dalam pandangan Freire peranan guru sangat strategis dalam setiap 
proses pendidikan. Inti dari pembebasan guru justru dengan mentransformasikan 
hubungan guru dengan peserta didik. Itu sebabnya dalam proses pendidikan, 
mengikuti pendekatan Freire, harus memungkinkan terjadinya proses 
tranasformasi hubungan antara guru dan peserta didik, dari yang mendominasi 
menjadi hubungan yang membebaskan. Dalam perspektif pendidikan yang 
menindas, para guru berperan dan menempatkan diri mereka justru sebagai 
subjek pendidikan, sementara itu peserta didik diletakkan sebagai objek 
pendidikan. Dalam metodologi Freire proses hubungan itu perlu dijernihkan yakni 
bagaimana mentrasformasikan hubungan antara guru dan peserta didik menjadi 
hubungari yang 'dialogis' Hubungan guru dan peserta didik di banyak pendidikan 
sering terjadi lebih bersifat hubungan atau relasi kekuasaan atau 'subjugation 
yakni proses penjinakan dan penundukan, terutarna pada pendidikan dan yang 
menjadikan peserta didik sebagai objek Bagi Freire, pendidikan yang meletakkan 
peserta didik sebagai objek pendidikan, adalah pendidikan penjinakan dan oleh 
karenanya yang berlangsung adalah proses dehumanisasi. Para guru Freirean 
menganut suatu paradigma pendidikan tidak saja membebaskan dan 
mentransformasikan pendidikan dengan struktur di luarnya, tapi juga bercita-cita 
mentransformasi relasi knowledge/ power dan dominasi hubungan yang 'guru- 
murid' terlebih dulu. 

Sungguhpun banyak orang pesimis untuk menjadikan pendidikan 
menjadi alat independen untuk kesadaran kritis dan pembebasan, namun 
pendekatan Freire ini dapat membantu para guru optimis terhadap pendidikan 
yang membebaskan. Freire telah berjasa dalam memberikan landasan teoritik 
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pendidikan sebagai proses transformasi dan pembebasan terutama relasi yang 
tidak demokratis di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Ini berarti menggugat 
watak otoriter dan penjinakan ideologis yang tersembunyi dalam setiap 
pendidikan. Dengan demikian diperlukan suatu usaha kolaborasi antara guru dan 
peserta didik untuk secara bersama-sama melakukan transformasi relasi mereka 
untuk terbebas dan sistem yang menindas. Tujuan utama pendidikan yang 
menggunakan ideologi Freire adalah pendidikan yang kritis, lebih egaliter, dan 
demokratis. 


SEBUAH POSTULAT: FREIRE MEMBELA YANG TERINDAS 

Pendekatan Paulo Freire dapat menjadi ilham bagi dunia pendidikan 
kita yang penuh dengan masalah. Memang pandangan pedidikan Freire telah 
lama diperbincangkan oleh kalangan pendidik, namun hampir tidak terjangkau 
oleh praktisi pendidik yang memproklamasikan diri sebagai pengikut Freire. 
Ketidak terjangkauan ini mungkin karena masih sedikitnya buku-puku terjemahan 
Freire dan juga kecilnya dukungan dari pemerintah. Kini situasinya sudah banyak 
berubah, buku maupun kebijakan dapat didorong oleh kalangan pendidik untuk 
segera diubah. Karena pada dasarnya gagasah maupun pemikiran Freire akan 
menyumbang banyak bagi proses pernajuan pendidikan. Pikiran-pikiran Freire 
juga akan banyak membantu pemahamari dan menyibak secara terang 
kepentingan yang tersembunyi dalam praktik pendidikan sehari-hari. Untuk 
alasan-alasan itulah gagasan-gagasan Freire memiliki kemungkinan untuk 
dipraktikkan. 

Lewat pendidikan gaya Freire, kaum tertindas, seperti kaum buruh 
yang tereksploitasi namun menerima eksploitasi mereka dengan sukarela, akan 
terbangun kesadarannya. Para buruh tani, kaum miskin kota, masyarakat adat, 
dan kelompok-kelompok tertindas lainnya, melalui pendidikan Freire, didorong 
untuk membe'baskan diri dari segala bentuk penindasan. Dibebaskan untuk 
menjadi manusia kembali, manusia yang bebas dari penindasan. Dengan me- 
manfaatkan metode Freire, pendidikan akan berlangsung dalam kesadaran yang 
membebaskan. Melalui metode Freire dominasi pada sistem pendidikan akan 
dienyahkan. Tentu ini adalah sebuah proses yang akan membawa negeri ini ke 
dalam masa depan yang lebih baik. Sebuah masa depan yang menjanjikan 
keberpihakan kepada kaum yang tertindas. 


ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN PERSPEKTIF EKONONMI-POLITIK 
PEMBAJAKAN SISTEMIK PENDIDIKAN NASIONAL OLEH PASAR, NEGARA 
DAN REKTORAT 

Salah satu isu living issue global dan nasional adalah soal pendidikan. 
Setiap tahun selalu muncul isu pendidikan. Kontroversi pun merebak. Hal ini 
tidak lepas dari perkembangan nasional. Kecenderungan internasional juga 
demikian. Terjadi pergeseran filsafat dan paradigma pendidikan seiring terjadinya 
pergeseran formasi sosial. Salah satu perkembangan terpenting yang kemudian 
menjadi medan makna perjuangan mahasiswa adalah proses integrasi 
pendidikan secara total dalam sistem kapitalisme. Artinya, pendidikan bukan 
sekedar proses social yang seolah bebas nilai. Namun sarat dengan muatan 
ekonomi politik yang strategis. Kajian kebudayaan menyebutnya sebagai bagian 
dari manifestasi komodifikasi kapitalisme. Disebut total sebab dalam kerangka 
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tersebut, bukan hanya terjadi komodifikasi ilmu (Lyotard: 1997): Menemukan 
pergeseran bahwa universitas sekarang bukan lagi mementingkan penemuan 
apakah sesuatu itu benar atau tidak, melainkan apakah sesuatu itu berguna/ 
dapat dijual atau tidak, namun juga pendidikan berjalan di atas logika bisnis. 
Proses inilah yang menghantarkan pendidikan memproduksi nalar instrumental 
(Habermas), maupun rasionalitas teknologis (Marcuse). 

Maka, tidak heran jika Susan Strange, ahli ekonomi politik, menyebut 
bahwa salah satu pilar dari empat pilar kapitalisme adalah knowledge structure. 
Mesin produski pengetahuan tiada lain institusi-institusi pendidikan. Sekali 
dikonsolidasikan, universitas, seperti dikatakan seorang ahli pembangunan, 
menentukan persepsi dan realitas social. Inilah yang dipergoki kalangan 
poststrukturalis yang dengan jitu menelanjangi relasi kuasa pengetahuan. Setiap 
pengetahuan selalu mengandaikan relasi kuasa tertentu. Sebab pengetahuan 
berkaitan dengan subjek yang menyusun, menyebarkan, dan merepreduksi 
pengetahuan yang sarat dengan kepentingan kekuasaan. Di sinilah pendidikan 
sebagai instrumen transformasi sosial, atau, dalam bahasa Chiko Mendez, 
sebagai “awal pergerakan” menjadi realisme utopis. Pada logika inilah, dan, jika 
mengikuti mereka, logika pasar, mahasiswa sebagai salah satu stakeholder 
pendidikan, wacana dan praktek otonomi pendidikan (BHMN), seharusnya 
dibaca. Pembacaan ini akan diletakkan dalam konteks pergeseran di tingkatan 
global dan nasional. 


Melacak Konteks Global 

Konteks ekonomi politik global sudah dibahas dalam sesi pertama, 
karenanya tulisan ini hanya akan fokus dalam konteks pendidikannya. Dalam 
bahasa akademik, pendidikan juga menjadi entitas social yang globalized. 
Karenanya, memahami carut marut pendidikan nasional juga tidak lepas dari 
anarki structural global. Transformasi structural dalam dataran ekonomi dan 
politik secara tak terelakkan mempengaruhi dunia pendidikan. Kaitannya adalah 
transformasi ekonomi mempengaruhi struktur pasar tenaga kerja global. Tenaga 
kerja global (yang dalam bahasa globalisasi disebut mendorong pergerakan 
orang) berkaitan dengan terutama institusi pendidikan tinggi. 

Pertama, transformasi aktivitas industri (sector sekunder) menuju 
sector tersier membutuhkan bukan hanya kualifikasi tenaga kerja yang terampil, 
tapi menguasai system teknologi baru yang dipakai secara luas dunia 
profesional. Penguasaan teknologi ini penting untuk mempercepat pengambilan 
keputusan dengan akurasi tinggi. Kedua, proses neoliberalisasi telah 
meningkatkan mobilitas pasar tenaga kerja yang berkualitas. Gejala ini telah 
meningkatkan kompetisi tenaga kerja luar biasa. Ketiga, bersatunya kekuatan 
ekonomi dan politik Eropa meningkatkan arus kerja sama dalam berbagai 
bidang. Pendidikan akan menjadi jantung riset untuk inovasi-inovasi ekonomi, 
social, dan politik. Keempat, proses neoliberalisasi berdampak pada 
menunrunnya peran nation-state yang pada gilirannya mengurangi investasi 
sector-sektor strategis janka panjang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, 


! Transformasi ini untuk memenuhi kualifikasi lulusan perguruan tinggi agar dapat berkompetisi 
secara global. Maka, di Eropa pun terjadi restrukturisasi pendidikan tinggi yang didorong oleh empat 
stimulus (Jurgen Rosemann dan Andrea Peresthu). 
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dan system pensiun. Keempat proses tersebut mendorong pendidikan di Eropa 
semakin kian terprivatisasi, hingga menuju proses individualisasi. 


Melacak Konteks Nasional 

Konteks politik kebijakan otonomi pendidikan (No.61/1999) adalah 
pemerintahan Habibie. Artinya, periode tersebut merupakan periode transisional 
pasca lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenannya. Konteks ini dipahami 
fase transformasi struktural dari kapitalisme berbasis negara (state-led- 
development) ke fase neoliberalisme yang ditandai oleh tidak dilibatkannya lagi 
negara sebagai “aktor” akumulasi modal. Artinya transformasi struktural 
neoliberal didorong bukan hanya dalam wilayah ekonomi politik, namun juga 
dalam konteks pendidikan. Pergeseran kelembagaan ekonomi politik neoliberal 
relatif terkonsolidir, sedangkan di tingkatan aktor politik Habibie mendapatkan 
serangan kuat terhadap legitimasi politik kepemimpinannya. 

Konteks ekonomi saat itu adalah masih dalam fase recovery ekonomi 
akibat krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Namun karena 
paradigma recovery ekonomi yang dipakai adalah neoliberal, bukannya populis, 
atau sosialistik, maka pinjaman hutang kepada lembaga keuangan internasional 
(IMF/ WB) tak terelakkan. Pada saat yang sama, sejak tahun 1997 dan tahun 
berikutnya, adalah periode jatuh tempo hutang-hutang, baik swasta maupun 
pemerintah. Pada saat yang sama kurs rupiah masih anjlok. Hal ini berdampak 
pertama, terkurasnya atau bangkrutnya keuangan negara, kedua, terjadinya 
proses perampokan aset-aset rakyat melalui mekanisme yang disebut dengan 
debt-to-eguity-swap. Secara garis besar, persoalan ekonomi Indonesia terkait 
dengan dua hal besar. Pertama, neoliberalisasi di Indonesia (privatisasi, 
swastanisasi, deregulasi, pencabutan subsidi), dan Kedua, aspek internal 
(domestic affairs) yang berkaitan dengan hal di atas. Proses neoliberalisasi di 
Indonesia sebenarnya sudah didorong sejak lama, bahkan sejak tumbangnya 
ORLA. Hanya saja ekstensifikasi dan intensifikasi neoliberalisasi di Indonesia 
memuncak setelah krisis 1997, yang menjadikan Indonesia negara neoliberal, 
bahkan lebih liberal di bidang pertanian ketimbang Jepang atau Amerika Serikat. 

Pada pra-reformasi, ekonomi Indonesia diatur dengan managemen 
Keynesian. Andrew Macintyre (disertasinya, 1990), yang mengkaji bisnis tekstil, 
farmasi, dan asuransi, di Indonesia berhasil memberikan konfigurasi ekonomi 
Indonesia. Dalam bidang tekstil, konfigurasinya dibangun atas dasar pilar buruh 
yang murah (bahkan lebih murah dibanding China dan India), monopoli impor 
barang-barang modal, dan perselingkuhan dengan elite politik. ' Sementara 
Indonesia, pada saat itu, di bidang farmasi konfigurasinya didominasi oleh 
mekanisme penentuasn harga pasar, system distribusi, margin keuntungan yang 
tinggi yang dipungut jaringan distribusi. Dengan mekanisme ini, beaya 
pengobatan Indonesia termasuk termahal di dunia setelah jerman dan swiss. 


2 Proses tersebut dipicu oleh krisis financial global yang mengikuti aliran global capital. Dalam 
aliran financial yang anarkis ini, Negara yang ditinggalkan modal akan mengalami krisis. Dan inilah 
yang terjadi di Indonesia. Banyak penjelasan terhadap krisis tersebut. Salah satu penjelasan adalah 
penjelasan ekonomi politik. Penjelasan ekonomi politik berarti memberikan penekanan pada peranan 
semua kekuatan (power)/segala hal baik proses social maupun kelembagaan, termasuk kekuatan 
ekonomi maupun elite yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ekonomi (Todaro, 1994-4). 
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Hanya saja, mahalnya beaya tersebut diiringi mirahnya produk 
farmasi di Indonesia. Kondisi tersebut jelas kurang menguntungkan bagi 
kerangka kerja kapitalisme. Maka, kemudian, didorong operasi untuk melakukan 
transformasi structural ekonomi Indonesia. Inilah transformasi neoliberal di 
Indonesia. Hasilnya, berbagai kebijakan protektif, perselingkuhan, berbagai 
perilaku pencarian rente, disapu habis oleh angin neoliberal. Kontradiksi internal, 
persaingan internal, dan tuntutan akumulasi modal menjadi variable 
penggeraknya. Pasca-reformasi kemudian dilembagakan dalam bentuk berbagai 
privtaisasi, swastanisasi, deregulasi, hingga pencabutan subsidi.? 


Memahami Konsep Badan Hukum Milik Negara 

BHMN, yang sering juga disebut sebagai “otonomi pendidikan” secara 
normatif dianggap sebagai pemberian lebih luas kepada perguruan tinggi untuk 
mengelola dan menata sumberdaya secara mandiri. Dengan otonomi, perguruan 
tinggi diberi kebebasan untuk menyusun program, struktur organisasi, 
manajemen, kurikulum, SDM, hingga infrastrukturnya. Universitas, misalnya, 
berhak menyusun kurikulum tanpa terbebani dengan kurikulum nasional, 
mengangkat pegawai, membentuk fakultas atau sebaliknya, menghapus suatu 
fakultas.” Konsekuensi pemberian otonomi, subsidi pemerintah berkurang, dari 
65”6 persen menjadi hanya sekitar 3594. Bantuan pemerintah ini disebut dengan 
blockgrand. Jika dulu dana SPP, misalnya, disetor dulu ke negara, kemudian 
untuk mengucurkannya menunggu proposal dari pemerintah, sekarang dana 
tersebut dikelola secara mandiri. Sisa kekurangannya dibebankan kepada 
mahasiswa, bantuan-bantuan, dan usaha-usaha bisnis universitas. Di titik inilah 
kemudian universitas diberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan bisnis 
yang berorientasi profit. Hanya saja, dalam hal kegiatan bisnis dibatasi oleh 
pasal 2 PP 61/99 dengan sifat nirlaba (semua keuntungan dikembalikan lagi 
kepada fungsi utama perguruan tinggi). Bisnis yang dilakukan universitas ini 
tidak berada dalam struktur organisasi universitas, namun di bawah sayap 
bisnisnya. 


Membongkar Nalar Otonomi Pendidikan 

Pertama, Nalar Kolonial/ Imperial/ Pasar. Nalar ini hendak meletakkan 
pendidikan sebagai ladang akumulasi keuangan, proses produksi dan reproduksi 
sosial terjadi, strategi kebudayaan dalam pertarungan hegemoni, yang pada 
akhirnya akan menghasilkan suatu bentuk objektifikasi kesadaran sosial yang 
terdesain. Nalar ini mengubah secara radikal sejarah pendidikan secara 
kelembagaan sebagai kekuatan transformatif menjadi secara personal atau 


ii Apabila dua konteks tersebut kita racik maka konteks politik otonomi pendidikan adalah, 
kebutuhan objektif mengkonsolidir kekuatan untuk menghadapi serangan terhadap legitimasi politik 
kekuasaan di satu sisi, dan kebangkrutan keuangan negara sebagai dampak pembusukan internal dan 
masa transisional neoliberal di Indonesia. Perjumpaan dua titik kepentingan inilah yang menjadi basis 
sosial material otonomi pendidikan. 

Dengan adanya BHMN ini terjadi perubahan kelembagaan pada Universitas. Sebelumnya, PT 
merupakan institusi di bawah Departemen Nasional, sekarang menjadi institusi mandiri yang berhak 
untuk melakukan perbuatan hukum seperti badan hukum lainnya. Struktur organisasinya terdiri dari 
Majelis Wali Amanat (MW/A/board of Trustee), Dewan Audit dan Akademik, Senat Akademik, dan 
lembaga-lembaga lainnya. 
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sekelompok elite dengan keasyikan persetubuhannya dengan realitas yang 
memproduksi komodifikasi dan fetisisme pendidikan. 

Kedua, Nalar Negara. Otonomi pendidikan merefleksikan kegagalan 
negara menjalankan tugasnya kepada warga negara. Pendidikan merupakan hak 
sipil yang harus dipenuhi warga negara. Kegagalan ini merupakan hasil dari 
proses panjang pembusukan struktural Orba dan sapuan neoliberalisme yang 
memporakporandakan struktur ekonomi politik yang tidak memadahi lagi 
menjamin kebebasan pasar. Respons terhadap kondisi tersebut, dalam konteks 
pendidikan, melahirkan otonomi pendidikan untuk memperingan beban 
keuangan negara. Strategi ini di-launching dengan konstruksi politik wacana 
untuk mencegah pemborosan anggaran, himpitan keuangan negara yang tengah 
kolaps, serta untuk menjawab tantangan globalisasi. Inilah nalar negara. Negara 
hendak mengatakan bahwa kondisi objektif negara tidak memungkinkan lagi 
memberikan subsidi pendidikan kepada rakyat. Atas dasar itu secara cantik 
logikanya dilanjutkan dengan mengatakan bahwa beban dana pendidikan harus 
dipikul bersama masyarakat. Inilah nalar tak terkatakan negara di balik otonomi 
pendidikan. 

Ketiga, Nalar Rektorat. Salah satu institusi yang tidak terlepas dari 
proses pelembagaan otonomi pendidikan adalah rektorat. Bahkan dalam 
prosesnya, institusi ini yang mendesain konstruksi otonomi pendidikan. Nalar 
rektorat bertumpu pada tiga hal: 1) Keharusan universitas melakukan 
transformasi internal untuk menjawab tantangan globalisasi. 2) Memahami 
kondisi keuangan negara yang pada saat ini masih kedodoran. 3| Yang paling 
memahami dan berkompeten atas konsep otonomi pendidikan adalah mereka. 
Ini tercermin dalam proses perumusan yang tidak melibatkan seluruh civitas 
akademika seperti mahasiswa secara signifikan. 

Keempat, Nalar Masyarakat. Pendidikan merupakan hak dasar setiap 
warga negara. Untuk meningkatkan harkat dan martabatnya masyarakat 
percaya pendidikan merupakan jalan terbaik. Pada titik ini nalar masyarakat 
dapat dibagi dua. 1) Nalar yang memandang pendidikan sebagai genesis 
transformasi sosial tanpa melihat arus dan gerak struktural di balik proses 
pendidikan, serta masih melihat pendidikann sebagai kewajiban mereka untuk 
memenuhinya. Nalar ini terbentuk melalui proses panjang secara sistemtik. 2) 
Nalar yang melihat secara kritis pada substansi pendidikan dan soal tanggung 
jawab negara dalam pendidikan. Dalam optik ini, substansi pendidikan 
sebenarnya instrumen kapitalisasi, dan jika diletakkan dalam konteks 
trasnformasi sosial, pendidikan hanya akan memperkukuh struktur sosial 
kolonial." 


8 Shiraishi mengatakan: Lahirnya pendidikan Barat di Indonesia tidak hanya sekuler, namun ia 
masuk dalam tatanan kolonial yang terbagi secara rasial dan linguistik, serta terpusat secara politik. 
Dalam pendidikan Barat ini, semakin tinggi sekolah seseorang, maka semakin dekat ia dengan pusat- 
pusat kota dunia kolonial. Dengan demikian, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang pantas 
semakin terbuka, namun akan semakin terhisap dalam cara hidup generasi tuanya kolonial. 
(Shiraishi,1997: 36). 
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Analisis Akar Masalah Keterpurukan Pendidikan: Perspektif Ekonomi- 
Politik 

Dengan melihat paparan di atas, menjadi jelas bahwa pendidikan 
menjadi arena pertarungan antara negara, pasar, dan masyarakat. Pertarungan 
ini menghasilkan konfigurasi negara-pasar vis-a-vis masyarakat. Negara 
bersekutu dengan kekuatan pasar untuk menjadikan pendidikan sebagai 
komodifikasi kapitalisme. 

Masyarakat sendiri pada dasarnya telah lama menuntut otonomi 
pendidikan. Sebab selama ini pendidikan sudah terlalu jauh dipakai sebagai 
instrumen mempertahankan kekuasaan. Penetrasi negara dalam pendidikan, 
misalnya, terlihat dalam proyek ideologisasi melalui penataran P4, PMP, 
kewiraan, dan campur tangan negara dalam berbagai proses kebijakan kampus. 
Instrumentalisasi tersebut menjadi bagian dari lokus perjuangan mahasiswa. 

Desakan tuntutan otonomi ini kemudian dengan licik “dibajak” oleh 
negara dengan konsep Badan Hukum Milik Negara. Dengan konsep BHMN ini, 
negara memang memberikan otonomi relatif terhadap universitas, namun 
sebatas dalam hal-hal administratif dan manajerial. Hanya saja, dalam waktu 
bersamaan, dalam kanal otonomi itulah diselipkan agenda ekonomi politik 
tersembunyi dengan mendorong “otonomi keuangan”. Sekalipun demikian, 
secara politik, pemerintah masih tidak mau melepaskan kontrol politiknya 
terhadap pendidikan. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa pemerintah, melalui 
mendiknas, memiliki saham atau suara 35Y6 dalam majelis wali amanat, lembaga 
yang secara politik berwenang menentukan rektor (pasal 14 (3) PP 61/99). 
Alasan bahwa itu bagian dari upaya pemerintah untuk mengontrol agar tidak 
terjerumus di luar kewenangannya, merupakan alasam ahistoris, dan semakin 
menegaskan bahwa pemerintah tidak mempercayai masyarakat sebagai 
kekuatan kontrol. Sejarah menunjukkan gurita kekuasaan negara dalam 
pendidikan tidak pernah bermakna sebagai kontrol untuk menjaga kebebasan 
akademik dan politik di kampus. 

Alasan negara bahwa negara tidak memiliki dana untuk membiarkan 
subsidi pendidikan hanyalah alasan akal-akalan dari negara. Argumentasi 
tersebut runtuh baik di tingkatan teoretik maupun praksis. Secara teoretik, 
BHMN merupakan implikasi tak terelakkan dari otonomi pendidikan, sedangkan 
otonomi pendidikan merupakan implikasi dari konstruksi Letter of Intent IMF 
yang mengharuskan pemerintah memangkas subsidi sosial. Artinya, kebijakan 
otonomi pendidikan merupakan strategi diskursif untuk menyembunyikan 
maksud tersembunyinya, yakni menaikkan beaya pendidikan. Implikasi realnya: 
semakin banyak rakyat yang tidak dapat menikmati pendidikan. 

Pencabutan subsidi pendidikan pada dasarnya hanya mengurangi 
tidak lebih dari 20 trlyun. Bandingkan dengan data berikut ini: bahwa menurut 
Kwik Kian Gie, pertahun uang negara yang dikorup-dirampas sebesar 444 trilyun 
rupiah (dengan rincian 90 trlyun berasal dari ikan, pasir, dan kayu yang dimaling, 
240 trilyun pajak yang dibayarkan tetapi tidak masuk ke kas Negara, 40 trilyun 
subsidi perbankan yang muspro, 74 trilyun kebocoran APBN). Jumlah tersebut 
berarti lebih besar dari keseluruhan APBN tahun 2003. Transparancy 
International pada tahun 2003 memberikan ranking sebagai Negara terkorup ke 
122 dari 133 (paling korup). Artinya, persoalannya sebenarnya bukan pada 
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ketidakmampuan negara secara objektif untuk memberikan pendidikan murah 
bagi rakyat, namun soal keberpihakan politik. 

Dari berbagai logika di atas, terbangun rasionalitas dalam otonomi 
pendidikan: tantangan global memang real, dan karenanya harus direspons 
secara memadahi. Dunia pendidikan memegang kunci dalam konteks ini. 
Efiesiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan pendidikan juga 
merupakan keharusan tak terelakkan. Jika otonomi pendidikan diletakkan dalam 
konteks ini, maka hal itu memang merupakan kebutuhan real. Hanya saja dua 
tuntutan di atas menjadi naif dan menipu jika kemudian diterjemahkan dalam 
konteks otonomi keuangan. Pemaknaan ini manipulatif dan justru berbahaya 
bagi masa depan bangsa jika melihat problem real bangsa Indonesia. Kebijakan 
ini mengeksekusi hak rakyat akan pendidikan. 

Dengan demikian, Konsep otonomi pendidikan atau BHMN harus 
direstrukturusasi secara radikal. Radikalisasi tersebut mencaku pada aspek 
perluasan konsep otonomi akademik dan politik yang melibatkan bukan hanya 
kalangan elite perguruan tinggi, namun juga mahasiswa dan elemen perguruan 
tinggi lainnya, dan pada saat yang sama soal subsdidi keuangan tetap menjadi 
tanggung jawab negara (pengekslusian konsep otonomi keuangan dalam 
otonomi pendidikan). Otonomi terlalu sempit jika dimaknai dalam konteks 
manajerial dan administratif, namun juga harus menyenuh soal desain kurikulum 
yang pararel dengan basis sosial, metode kuliah, membangun relasi demokratik 
dalam kampus dan lainnya. Hanya dengan Radikalisasi tersebut persoalan real 
pendidikan Indonesia dapat direspons. 

Ketidakjelasan basis filsafat dan paradigma pendidikan Indonesia 
sehingga berkali-kali mengalami reorientasi yang tidak penah jelas. Dimulai pada 
awal kemerdekaan dengan krikulum 1947, kemudian kurikulum 1964, kemudian 
berganti lagi pada kurkulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 
1994, kurikulum mutakhir yang disebut kurikulum berbasis kompetensi (2004). 

Problem pada dalam sumber daya pendidikan Indonesia Menurut 
Depdiknas, kekurangan guru secara nasional mencapai angka 427.903 orang, 
sementara dalam APBN tahun 2004 hanya dialokasikan dana untuk mengangkat 
guru Bantu sejumlah 80.000 orang. Sementara menurut versi ketua PGRI, 
Mohammad Surya (kompas, 17 Desember 2003), guru yang tersedia hanya 
berjumlah sekitar 2,2 juta, pada saat yang sama jumlah yang dibutuhkan 
mencapai dua kali lipatnya, dan setiap tahun sekitar 2000 guru memasuki masa 
pensiun. 

Problematika pendidikan Indonesia di atas masih diperparah dengan 
berbagai belenggu idoelogis yang berasal dari kultur feudal ratusan tahun hingga 
yang secara sistematik dilembagakan dalam system pendidikan. Berbagai 
belenggu di atas, misalnya, ideology neoliberal yang mensubordinasikan 
pendidikan dalam kepentingan akumulasi modal, ideology militerisme yang 
secara sistemik menyeregamkan mulai cara berpakaian sampai cara berpikir 
peserta didik, ideologi positifistik yang tidak berakar dalam dunia batin 
masyarakat Indonesia, menjadikan pendidikan gagal sebagai instrumen 
transformasi sosial. 
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ANALISIS IMPLEMETASI KEBIJAKAN DAN PASCA PEMBATALAN UU BHP 
REPARADIGMATISASI PENDIDIKAN DI ERA GLOBAL 

Ignas Kleden memberikan analisa kritis bahwa pendidikan nasional. 
Pertama, harus menciptakan masyarakat yang mempunyai kemampuan berfikir 
logis dan bertindak logis. Kedua, pendidikan humaniora harus dibedakan dari 
ilmu-ilmu humaiora dalam pengertian epistemologis, sehingga pendidikan 
humaniora menekankan kualitas-kualitas manusiawi dari peserta didik. Ketiga, 
pendidikan bukan hanya menciptakan orang dengan keahlian, tetapi orang-orang 
dengan kemampuan belajar tinggi. 

Tanpa mengabaikan otoritas negara dan arus globalisasi yang terus 
menggerus kekuatan masyarakat sipil, sistem pendidikan Indonesia harus 
merobah fundamen paradigma pendidikan. Pertama, perlu penataan sistem 
pendidikan yang beradaptasi dengan kekuatan global. Kedua, penegakan 
supremasi hukum dan kedaulatan politik nasional demi menciptakan kondusifitas 
segala sektor kehidupan, demokrasi, agama, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, 
budaya, hankam. Ketiga, paradigma pendidikan untuk semua kalangan— 
education for all—-dan pendidikan sepanjang hidup—long life education—harus 
menjadi mainstream kebijakan pendidikan nasional. 


Pendidikan Revolusioner: Melawan Kapitalisme 

Pendidikan revolusioner harus dipandu oleh filosofi pendidikan 
revolusioner. Sasaran pendidikan harus mengenali dan mengakui keterkaitan 
timbal balik antara kehidupan sosial dengan pendidikan. Pendidikan revolusioner 
harus menyikapi perkembangan masyarakat kapitalis. Pendidikan harus 
memposisikan dirinya sebagai alat kritik egalitarian dan anti-otoritarian 
kontemporer terhadap perkembangan wacana pendidikan dan masyarakat. 
Zaman dimana sekolah murah tampaknya memang sudah usai. Bahkan 
keinginan untuk menjadi guru yang manusiawi kini menjadi suatu keinginan yang 
tidak realistis. Hanya beberapa gelintir sekolah yang memberikan imbalan 
'manusiawi pada profesi guru. Jika diusut lebih jauh, komersialisasi pendidikan 
bersinggungan erat dengan tatanan serta pergeseran formasi kelas sosial yang 
berlangsung saat ini: formasi sosial yang meluluhlantakkan struktur dan sistem 
sosial yang lama. Termasuk didalamnya adalah dunia pendidikan. Dunia 
pendidikan adalah lingkaran yang berisi aktor-aktor yang mengalami perubahan 
sosial besar. Dunia harus sujud sepenuhnya pada demokrasi liberal yang saat ini 
menguasai arena kehidupan sosial. Tatanan ekonomi global ini yang 
menyebabkan kapitalisasi pendidikan. 

Mengenai kapitalisme, kritik Karl Marx terhadap kapitalisme tidak 
hanya ditujukan kepada distribusi kekayaan, tetapi kapitalisme dipandang 
melanggengkan buruh menjadi terpaksa, teralienasi dan tidak bermakna, 
sehingga transformasi manusia menjadi “sebuah barang aneh yang timpang. 
Emansipasi keterasingan manusia dalam masyarakat kapitalisme adalah usaha 
bagaimana menemukan hakekat manusia yang terhegemoni ideologi kapitalisme 
yang mengeksploitasi hakekat dan mengasingkan manusia. Menurut Franz 
Magnis Suseno ciri masyarakat modern adalah (1) Masyarakat berdasar 


" Ignas Kleden, Masyarakat dan Negara, Sebuah Persoalan, (Magelang: Indonesiatera, Cet, I., 
2004) h. 150. 
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industrialisasi dan perubahan total gaya hidup, (2) lahirnya masyarakat infomasi 
yang tidak tergantung alam, (3) Terjadi pertarungan ideologi, politik, budaya dan 
ekonomi modernisasi atau globalisasi hakekatnya bukan hanya perubahan 
institusional-melainkan juga perubahan kesadaran manusia. Problem modernitas 
menimbulkan budaya materialisme, konsumerisme, kriminalitas, pelecehan 
seksual, permisif, hedonisme dan tindakan asusila lainnya. Globalisasi telah 
memunculkan-masyarakat mekanis-masyarakat global yang pluralistik dan 
kapitalistik. 
Pa 

Globalisasi dan modernisme mempunyai kaitan erat dengan 
kapitalisme pendidikan, dimana pendidikan dijadikan ajang akumulasi modal, dan 
menjadi ajang bisnis elit-elit pendidikan. Maka tidak heran kalau banyak muncul 
lembaga pendidikan yang berorientasi pasar (market oriented). Seiring 
berkembangnya pasar modal, maka semakin tinggi pula kebutuhan tenaga kerja. 
Dan yang paling efektif untuk menghasilkan tenaga kerja pasar adalah lembaga 
pendidikan. Pada titik inilah lembaga pendidikan telah kehilangan ruh dan 
mengalami disorientasi paradigmatik dimana pendidikan seharusnya berperan 
sebagai medan transormasi sosial bukan sebagai alat reproduksi sosial. 
Masyarakat pasar global dengan perangkat industri dan perdagangan bebas 
menantikan out put pendidikan yang sesuai dengan kompetensi dalam berbagai 
bidang kerja. 

Tantangan ekonomi liberal telah berdampak pada, pertama, semua 
negara terpacu untuk membuka pasar dan mecabut semua subsidi yang memiliki 
tujuan perlindungan. Pasar yang dibuka ini diharapkan akan memacu suatu 
negara untuk berkompetisi secara terus menerus. Kedua, melakukan privatisasi 
terhadap sektor publik. Pemerintah mulai dilucuti agar tidak melakukan kontrol, 
tetapi membiarkan sektor swasta untuk mengambil alih. Keyakinan ketiga, bahwa 
sistem ekonomi liberal menempatkan Negara sebagai penjamin bagi 
kelangsungan sistem ekonomi pasar. Terobosan ini bermula pada pencopotan 
semua layanan publik, namun lama kelamaan menjadi upaya untuk melakukan 
kapitalisasi atas semua bentuk layanan publik. Termasuk dalam hal ini 
pendidikan yang dulunya berorientasi pada pencerahan sekarang berorientasi 
pasar. 

Posisi pendidikan dalam masyarakat global seharusnya melakukan 
refleksi kritis terhadap the dominant ideology kearah tranformasi sosial. Dan 
tujuan pendidikan adalah menciptakan "manusia ideologis' yaitu manusia yang 
mempunyai kesadaran kritis. Manusia saat ini telah diberangus oleh 
perkembangan teknologi yang menciptakan kesadaran semu. Manusia menjadi 
sangat tergantung terhadap kemudahan-kemudahan teknologi. Secara terus- 
menerus manusia menjadi budak kapitalisme. Masyarakat modern adalah 
masyarakat yang mekanis dan statis, dimana manusia telah manusia rakus 
mengkonsumsi produk-produk industri. 


Komoditisasi Pendidikan 

Dewasa ini umat manusia tengah memasuki suatu zaman baru yang 
ditandai dengan menguatnya paham Pasar bebas, yang dikenal sebagai zaman 
Globalisasi. Tradisi umat manusia untuk mempertahankan eksistensi mereka 
melalui pendidikan mendapat tantangan, karena pendidikan ternyata bagi seba- 
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gian manusia dapat digunakan untuk mengakumulasi kapital dan mendapatkan 
keuntungan. Bagaimana mungkin tradisi manusia tentang visi pendidikan sebgai 
strategi untuk eksistensi manusia yang telah di reproduksi berabad-abad selama 
ini, diganti oleh suatu visi yang meletakkan pendidikan sebagai komoditi. Tapi 
apa sesungguhnya yang mendorong terjadinya komoditisasi pendidikan ini? 

Pendidikan diperlakukan sebagai komoditi diperkuat sejak 
dikembangkannya ditandatanganinya kesepakatan GATT, di mana dunia secara 
global telah memihak pada kepentinganpasar. Hal itu dilakukan demi membuka 
peluangbagi Trans National Corporations (TNCs) untuk ekspansi. Salah satu 
usaha strategis mereka adalah mempengaruhi kebijakan negara negara Selatan 
untuk melicinkan "jalan" bagi TNCS untuk beroperasi. Mekanisme dan proses 
Globalisasi yang diperjuangkan oleh para aktor utama, Globalisasi yakni TNCs, 
Bank DuniallMF melalui kesepakatan yang dibuat di WTO, sesungguhnya 
dilandaskan pada suatu ideologi yang berangkat dari kepercayaan bahwa per- 
tumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai sebagai hasil normal dari "kompetisi 
bebas". Kompetisi Pasar Bebas merupakan suatu kompetisi yang agresif akibat 
dari terjaganya mekanisme pasar bebas. Kesemua keyakinan ini berangkat dari 
suatu pendirian bahwa "pasar Bebas" itu efisien. 

Pasar bebas diyakini sebagai cara yang tepat untuk mengalokasikan 
sumber daya alam yang langka, demi untuk memenuhi kebutuhan manusia. 
Harga barang dan jasa selanjutnya menjadi indikator apakah sumber daya telah 
habis atau masih banyak. Kalau harga murah itu berarti persediaan memadai. 
Harga mahal artinya produknya mulai langka. Harga tinggi maka orang akan 
menanam modal ke sana. Oleh sebab itu harga menjadi tanda apa yang harus 
diproduksi. Itulah alas an mengapa Neo-Liberal ekonomi tidak ingin pemerintah 
ikut campur, serahkan saja pada mekanisme dan hukum pasar untuk bekerja. 
Keputusan individual atas interest pribadi diharapkan mendapat bimbingan dari 
invisible handsehingga masyarakat akan mendapat berkah dari ribuan keputusan 
individual tersebut. Dan pada akhirnya kekayaan yang dikuasai oleh segelintir 
orang tersebut akan trickle down kepada anggota masarakat yang lain. Oleh 
karena itu sedikit orang tersebut perlu difasilitasi dan dilindungi. Kalau 
perlujangan dipajaki. Pendirian ini pada prinsipnya tidak bergeser dari paham 
Liberalisme yang dipikirkan Adam Smith dahulu kala dalam karyanya The Wealth 
of Nations (1776). 

Paham inilah yang sejak lama berusaha untuk membatasi peran 
pemerintah dan lebih memberi kesempatan pada perusahaan perusahaan 
swasta untuk menjadi aktor dalam bidang ekonomi di bawah situasi persaingan 
bebas yang diciptakan oleh gagasan "Pasar Bebas". 'Biarkan pasar menentukan 
harga'. Akibat dari pendirian pasar bebas tersebut ada sejumlah akibat yang 
nantinya akan berpengaruh terhadap visi pendidikan dan akan memaksa 
komodifikasi pendidikan terjadi. 

Pertama, mereka menuntut untuk membebaskan perusahaan swasta 
dari campur tangan pemerintah, misalnyajauhkan pemerintah dari campur 
tangan di bidang perburuhan, investasi, harga serta biarkan mereka mempunyai 
ruang untuk mengatur diri sendiri, untuk tumbuh dengan menyediakan kawasan 
pertumbuhan. Di bidang pendidikan, implikasi pendirian ini adalah, 
pemerintahjuga harus melepaskan semua sekolahnya, dan serahkan urusan 
pendidikan kepada perusahaan swasta. 
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Kedua, mereka juga menuntut agar negara menghentikan subsidi 
kepada rakyat karena hal itu selain bertentangan dengan prinsip Neoliberal 
tentang jauhkan campur tangan pemerintah juga bertentangan dengan prinsip 
pasar dan persaingan bebas. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan 
privatisasi semua perusahaan milik negara term asuk lembaga pendidikan 
negara maupun semua bentuk "subsidi pendidikan" kepada rakyat harus 
dihentikan dan biarkan mekanisme pasar dalam sektor pendidikan yang 
menentukan. Gagasan untuk menghapuskan subsidi terhadap universitas 
negara maupun penghapusan segala bentuk subsidi pendidikan ini berangkat 
dari asumsi bahwa perusahaan negara pada dasarnya dibuat untuk me- 
laksanakan subsidi negara pada rakyat. Oleh karena subsidi pendidikan akan 
menghambat persaingan bebas dalam bidang pendidikan, maka subsidi 
pendidikan harus dihapus. Mereka juga percaya bahwa pasar bebas dalam 
pendidikan akan sulit diwujudkan jika masyarakat masih mempertahankan 
semangat dan ideologi 'pendidikan sebagai hak semua manusia' karena hal itu 
akan menghalangi pertumbuhan ekonomi disektor pendidikan. 

Akibat Liberalisasi pendidikan ini, pendidikan akan hanya mampu 
dijangkau oleh mereka yang secara ekonomi diuntungkan oleh struktur dan 
sistim sosial yang ada. Sementara itu bagi mereka yang datang dari kelas yang 
dieksploitasi secara ekonomi tidak akan mampu menjangkau pendidikan. Deng- 
an kata lain, pendidikan telah menjadi suatu komoditi, bagi mereka yang memiliki 
uang dan mampu untuk membayarnya, akan menikmati pelayanan dan mutu 
pendidikan, sementara bagi mereka yang tidak mampu membayar pendidikan 
tidak akan mendapat akses dan pelayanan pendidikan. Pendidikan yang sejak 
lama menjadi usaha untuk mempertahankan eksistensi dan budaya manusia, 
saat ini tengah mengalami pergeseran orientasi, visi maupun ideologi yang 
berakibat ancaman bagi eksistensi manusia sendiri. 


Privatisasi Pendidikan 

Dunia pendidikan kita tidak pernah lepas dari masalah. Selalu muncul 
polemik, mulai dari nasib guru, gedung sekolah yang roboh, uang sekolah yang 
mahal, hingga masalah komersialisasi pendidikan, terutama di perguruan tinggi. 
Ketika pendidikan dihargai sangat mahal, maka protes pun melayang dari 
berbagai pihak. Bagaimanapun, saat pendidikan mahal diterapkan, akan timbul 
rasa ketidakadilan dalam masyarakat, terutama bagi kaum papa. Sebagai 
sebuah media pembebasan, pendidikan semestinya menjadi milik tiap anggota 
masyarakat tanpa kecuali. Negara harus menyediakan sarana-sarana 
pendidikan, termasuk memberikan subsidi memadai agar rakyat memperoleh 
kesempatan belajar. Tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memperhatikan 
pendidikan bagi mereka yang kurang secara finansial. Menguatnya liberalisasi 
ekonomi dan krisis multidimensi memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk 
melakukan privatisasi pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang 
seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kemudian diserahkan kepada 
pihak swasta. Akibatnya, pendidikan menjadi barang mewah dan sulit dijangkau 
oleh mereka yang berkantong tipis. Biaya pendidikan untuk masuk perguruan 
tinggi negeri (PTN) mulai dari Rp 45 juta hingga 1 miliar menjadi faktanya. 
Privatisasi pendidikan dapat dilihat dari seberapa besar anggaran pendidikan 
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yang dialokasikan pemerintah. Bila dibandingkan dengan negara-negara Asia 
lainnya, tingkat privatisasi pendidikan di Indonesia merupakan yang tertinggi. 

Ada beberapa alasan yang mendasari terjadinya privatisasi. Pertama, 
privatisasi didorong oleh motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 
Pemerintah sering dianggap kurang mampu mengelola pendidikan. Akibatnya, 
lembaga pendidikan menjadi tidak efisien, tidak kompetitif, dan tidak 
berkembang. Kedua, privatisasi pendidikan merupakan konsekuensi logis dari 
adanya prinsip teknologisasi, kuantifikasi, dan efisiensi dalam kehidupan 
manusia. Dalam hal ini, pendidikan dalam masyarakat sudah dipandang sebagai 
private goods, sehingga pemerintah tidak harus menyediakan pendidikan secara 
massal. Ketiga, pemerintah merasa tidak memiliki dana yang cukup untuk 
membiayai pendidikan. Dalam hal ini privatisasi dianggap dapat meringankan 
beban pemerintah dalam membiayai pendidikan, sehingga anggaran yang 
sebelumnya dialokasikan untuk pendidikan bisa dialihkan pada sektor lainnya 
yang dirasa lebih mendesak. Privatisasi pendidikan yang kemudian mengarah 
pada komersialisasi pendidikan kini seakan menjadi sesuatu yang sah-sah saja. 
Ketidaktegasan pemerintah dalam mengelola regulasi pendidikan menyebabkan 
PTN-PTN leluasa untuk mengeruk keuntungan dari mahasiswa baru. Imbasnya, 
rakyat miskin berada dalam posisi tawar yang lemah untuk mengenyam 
pendidikan. 


Komersialisasi Pendidikan melalui UU BHP 

Pendidikan merupakan salah satu cara dalam melakukan transformasi 
pemikiran sehingga bentuk dan proses pendidikan yang berlangsung dalam 
sebuah negara memberikan sumbangan besar bagi terwujudnya suatu 
pemikiran. Komersialisasi Pendidikan dengan BHMN dan BHP Dalam UU No 20 
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 53, lembaga pendidikan 
formal yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat harus berbentuk Badan 
Hukum Pendidikan (BHP). Dalam pasal 47 ayat 2 dinyatakan bahwa sumber 
pendanaan pendidikan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 
masyarakat. Menurut pasal 49 ayat 3, pendanaan pendidikan pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah kepada lembaga pendidikan diberikan dalam bentuk 
hibah. Bagaimana peran masyarakat dinyatakan oleh pasal 54 ayat 2, yakni 
masyarakat memiliki peran sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna. Adapun 
yang dimaksud dengan masyarakat dijelaskan oleh pasal 54 ayat 1 yaitu 
individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi 
kemasyarakatan. Dalam RUU BHP pasal 22 ayat 2 disebutkan aset BHP dapat 
berasal dari modal penyelenggara, utang kepada pihak lain, sumbangan pihak 
lain, dan hasil usaha BHP. Menurut RUU BHP pasal 22 ayat 3, pemerintah dari 
sisi pendanaan memiliki fungsi sebagai pemberi hibah saja. Saat ini RUU BHP 
masih dalam pembahasan dan belum menjadi undang-undang sehingga 
pengubahan status lembaga pendidikan menjadi Badan Hukum Pendidikan 
belum dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, sejak tahun 2000 pemerintah 
telah melaksanakan dan menyerahkan otonomi kampus kepada 4 Perguruan 
Tinggi Negeri terbesar yakni UI, IPB, ITB, dan UGM. Adanya otonomi kampus 
bagi ke-4 PTN tersebut disertai dengan perubahan bentuk kelembagaan menjadi 
Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Konsekwensinya, pengelolaan dan 
pendanaan kampus dilakukan sendiri oleh BHMN, sedangkan pemerintah tidak 
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memikul tanggung jawab apapun kecuali memberikan hibah saja. Dengan format 
BHMN dan BHP, pemerintah secara sistematis berubaya menggeser peranan 
dan tanggung jawabnya dalam pendidikan kepada masyarakat. Akibatnya PTN 
yang menjadi BHMN harus mencari sendiri sumber pembiayaan pendidikan 
dengan cara menaikkan biaya pendidikan dan mengkomersilkan sarana-sarana 
pendidikan yang dimiliki oleh BHMN. Misalnya, pada tahun 2003 Institut 
Pertanian Bogor membutuhkan dana Rp 450 milyar. Untuk menutupi kebutuhan 
dana tersebut, IPB hanya dapat mengandalkan hibah pemerintah pusat sebesar 
Rp 64,35 milyar (14,396), sementara kenaikkan biaya pendidikan yang dilakukan 
IPB hanya dapat menutupi 6,556 (Rp 29,25 milyar) kebutuhan anggaran. Untuk 
membiayai operasionalnya, IPB melakukan komersialisasi sarana-sarana 
pendidikannya seperti didirikannya Ekasari Plaza, Bogor Agribusiness Center, 
IPB International Convention Center, Kampus Gunung Gede dan Politeknik. Dari 
komersialisasi aset-aset IPB ini diperoleh pendapatan Rp 255,6 milyar (56,84). 


Dampak Komersialisasi Pendidikan 

Komersialisasi pendidikan mengakibatkan sulitnya akses bagi 
masyarakat terhadap pendidikan dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi 
karena syarat utama untuk memasuki lembaga pendidikan adalah kemampuan 
finansial masyarakat bukan kemampuan berpikir. Di dalam lembaga pendidikan, 
khususnya PTN yang telah menjadi BHMN terdapat kesenjangan lebar antara 
mahasiswa yang diserap murni dari kemampuan berpikir dengan mahasiswa 
yang diserap karena kemampuan finanasial. Kondisi ini tidak baik bagi 
perkembangan dunia akademik. 

Perguruan Tinggi tidak lagi fokus mengurus dan melayani pendidikan 
bagi para mahasiswanya, perhatiannya terpecah kepada urusan-urusan yang 
bersifat profit dan bisnis sehingga ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas 
pendidikan di Indonesia. BHMN dan BHP diberikan peluang melakukan. Hal ini 
menjadi sarana bagi pihak asing (khususnya Bank Dunia, Bank Pembangunan 
Asia, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara maju lainnya) untuk 
melakukan intervensi pendidikan melalui senjata utang langsung ke lembaga- 
lembaga pendidikan di Indonesia. Peranan masyarakat Indonesia untuk 
pembiayaan pendidikan tidak dapat terlalu diharapkan terhadap dunia pendidikan 
Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia berasal dari kalangan 
menengah ke bawah. Akibatnya apa yang dimaksud UU Sisdiknas dan RUU 
BHP tentang kemandirian masyarakat adalah menyerahkan institusi pendidikan 
kepada para pemilik modal. Bagi lembaga-lembaga donor yang berbasis 
ideologis seperti The Asia Foundation dan Ford Foundation, hal ini melapangkan 
jalan bagi mereka guna mendorong perguruan tinggi melakukan riset yang 
berbasis kepentingan ideologi Kapitalis-Sekuler. Implimentasi Konsensus 
WashingtonPada tahun 1980 di Washington DC, Amerika Serikat dan Negara- 
negara maju, IMF dan Bank Dunia, serta MNC, melakukan pertemuan yang 
menghasilkan Konsensus Washington (KW). KW pada intinya merupakan 
program penyesuaian struktural yang hendak diterapkan oleh negara-negara 
maju terhadap negara-negara berkembang dalam khususnya dalam bentuk 
pencabutan subsidi, menaikkan harga-harga barang publik, privatisasi aset 
strategis dan sumber daya alam. 


(57 | 


MAPABA PMII KOMISARIAT AL-GHOZALI 2011 


Adanya komersialisasi pendidikan merupakan bagian dari program 
pengurangan dan penghapusan subsidi pemerintah terhadap pelayanan publik di 
sektor pendidikan dan melepaskan harga dan biayanya kepada mekanisme 
pasar. Komersialisasi pendidikan juga merupakan salah satu bentuk program 
privatisasi aset-aset negara. 


Kontroversi UU BHP: Otonomi atau Liberalisasi? 

Sejak awal disiapkan, RUU BHP "yang merupakan amanat UU No 20 
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional” memang menuai berbagai 
persoalan. Dominasi isu yang muncul adalah apakah negara bermaksud 
melepaskan tanggung jawab konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945. Isu ini semakin kuat jika dikaitkan dengan gejala liberalisasi 
(neoliberalisme) "atas nama profesionalisme dan korporasi” yang sudah terjadi 
pada sektor-sektor yang lain melalui privatisasi. Apalagi di dalam draf-draf awal 
RUU BHP tersebut dimungkinkan dan dimudahkannya lembaga pendidikan tinggi 
asing mendirikan BHP di Indonesia melalui kerja sama dengan BHP Indonesia 
yang telah ada. 

Pasal ini memiliki sisi positif untuk meningkatkan daya saing 
pendidikan tinggi untuk menyerap pengetahuan pendidikan tinggi asing, tetapi 
juga dapat memiliki dampak negatif berupa liberalisasi pendidikan tinggi yang 
dapat menyebabkan intervensi dan penguasaan pendidikan oleh lembaga 
pendidikan tinggi asing. Pasal ini telah dihapus dalam UU BHP yang ditetapkan 
oleh DPR. Kontroversi lainnya adalah seputar biaya pendidikan yang 
dikhawatirkan akan semakin mahal dengan terbentuknya BHP. Kekhawatiran ini 
berasal dari praktik perguruan tinggi badan hukum milik negara (PT BHMN) 
sebagai species BHP yang selama ini terjadi dan bertendensi memarginalisasi 
anak-anak tidak mampu untuk mengenyam pendidikan. Perjalanan dan 
perenungan penulis terhadap praktik PT BHMN selama ini menyimpulkan bahwa 
pembiayaannya masih berpijak pada biaya operasional pendidikan (BOP) yang 
dipungut dari peserta didik. Hal ini terjadi karena berbagai persoalan, seperti aset 
PT BHMN yang masih dimiliki oleh negara menyebabkan kesulitan 
mengembangan sumber penerimaan lain dari ventura bisnis. 

Di sisi lain, betapa sulitnya melakukan perubahan budaya 
penyelenggara (baik pengelola, dosen dan tenaga kependidikan) dari budaya 
birokrasi ke budaya korporasi. Jalan mudah yang selama ini ditempuh adalah 
membebankan pembiayaan operasional kepada peserta didik. Kekhawatiran ini 
cukup beralasan, meski selama ini PTBHMN secara terbatas juga memberikan 
fasilitas bantuan pendidikan dan beasiswa kepada peserta didik. Demikian 
besarnya kekhawatiran masyarakat terhadap mahalnya biaya pendidikan 
tersebut, para wakil rakyat di DPR merasa perlu untuk mencantumkan kewajiban 
pemerintah dalam pembiayaan pendidikan oleh BHP. 

Dalam draf terakhir yang disahkan pada 17 Desember 2008 lalu, 
pasal-pasal tentang kekayaan dan pendanaan pendidikan oleh BHP diarahkan 
untuk memperkuat peran negara dalam pembiayaan pendidikan. Misalnya saja 
kekayaan BHP pemerintah/pemerintah daerah (BHPP dan BHPPD) merupakan 
kekayaan pendiri (negara/pemerintah daerah) yang dipisahkan (Pasal 
37).Sedangkan semua bentuk pendapatan dan sisa hasil usaha kegiatan 
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maupun penggunaan tanah negara tidak termasuk pendapatan negara bukan 
pajak (Pasal 38) dan harus ditanamkan kembali ke dalam BHP untuk tujuan 
peningkatan kualitas pendidikan.Khusus untuk pendanaan pendidikan bagi 
BHPP dan BHPPD, pemerintah dan pemerintah daerah menanggung paling 
sedikit 1/3 biaya operasional untuk pendidikan menengah dan paling sedikit 1/2 
biaya operasional untuk pendidikan tinggi (Pasal 41 ayat 4 dan 6). Biaya 
penyelenggaraan pendidikan yang ditanggung oleh peserta didik dalam BHPP 
dan BHPPD paling banyak 1/3 dari biaya operasional. Dalam pasal lain UU BHP 
juga mewajibkan penyelenggara pendidikan untuk memberikan beasiswa, 
bantuan pendidikan, kredit mahasiswa dan pemberian pekerjaan kepada peserta 
didik (Pasal 40), dan wajib menjaring dan menerima warga negara Indonesia 
yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu paling sedikit 206 dan 
jumlah keseluruhan peserta didik. 

Hal menonjol dan sampai saat ini tetap menjadi ganjalan dalam UU 
BHP adalah berlakunya ketentuan BHP bagi penyelenggara pendidikan swasta 
oleh masyarakat. Seluruh ketentuan BHP berlaku bagi BHP masyarakat (BHPM), 
kecuali mengenai ketegasan bantuan pemerintah untuk biaya investasi, 
beasiswa dan biaya operasional pendidikan sebagaimana berlaku bagi BHPP 
dan BHPD. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memang ikut menanggung 
dana pendidikan untuk BHPM dan BHP penyelenggaraan (yayasan dan 
perkumpulan) dalam bentuk bantuan pendidikan, tetapi hal ini hanya berlaku bagi 
pendidikan dasar dan tidak ditentukan besaran minimal bantuan tersebut. Dapat 
dikatakan bahwa proporsi pengaturan pasal-pasal dalam UU BHP lebih condong 
dan lebih cocok untuk lembaga pendidikan pemerintah ketimbang lembaga 
pendidikan swasta. 


Menuju Implementasi UU BHP 

Berbagai kontroversi di atas seharusnya bermuara pada satu 
pertanyaan, dapatkah UU BHP ini diimplementasikan untuk menjamin kualitas 
pendidikan kita yang semakin baik? Penulis sendiri berposisi mendukung 
penguatan profesionalisme otonomi penyelenggaraan pendidikan, tanpa harus 
melepaskan tanggung jawab negara terhadap pendanaan pendidikan. Tentu saja 
dengan berbagai catatan, bahwa implementasi UU BHP tidak boleh 
menyebabkan komersialisasi pendidikan yang dapat membatasi hak-hak 
masyarakat “termasuk golongan tidak mampu” untuk menikmati pendidikan. 

Pun bantuan dan subsidi yang diberikan oleh negara terhadap 
pendidikan tidak boleh menyebabkan hilangnya kreativitas dan inovasi lembaga 
pendidikan untuk melakukan knowledge sharing dan knowledge creation. Jika 
dilihat dari pasal-pasal dalam UU BHP, sejatinya cukup melegakan bahwa 
tanggung jawab negara dalam pendidikan tidak hilang dan dihilangkan. Demikian 
pula tuntutan UU BHP untuk akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi dan 
transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang justru dikhawatirkan 
adalah kemampuan negara untuk membiayai 1/3 biaya operasional (pendidikan 
menengah) dan 1/2 biaya operasional (pendidikan tinggi) bagi seluruh BHPP dan 
BHPPD. Nilai itu belum termasuk biaya investasi, beasiswa, dan subsidi lain. 
Dana ini juga belum termasuk bantuan pemerintah dan pemerintah daerah 
kepada BHPM. Jika pemerintah tak memiliki dana cukup untuk membiayai itu 
semua, maka kekhawatiran sejumlah mahasiswa dalam praktik PT BHMN 
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selama ini akan terjadi. Hal lain yang cukup mengganggu, sering kali 
implementasi UU terhambat oleh buruknya kapasitas sistem birokrasi negara. 
Jika bantuan dana tersebut dilakukan melalui birokrasi negara, bukan tidak 
mungkin proses pendidikan secara keseluruhan juga akan terwarnai oleh 
buruknya kompetensi dan rusaknya moralitas birokrasi. Kepada seluruh 
pemangku kepentingan penulis menghimbau, mari kita diskusikan polemik BHP 
ini dengan kerangka dan tujuan yang sama: untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 


Neoliberalisme dalam RUU BHP dan Krisis Identitas 

Mengapa semangat neoliberalisme mampu menghilangkan jati diri 
anak bangsa di tengah-tengah seruan ideology Pancasila? Bukankah semangat 
ideology Pancasila selalu ditanamkan dalam semua aspek kehidupan 
berbangsa? Bahkan dalam semua produk UU di Negara ini Pancasila tidak boleh 
lupa dicantumkan. Ironisnya, pencantuman itu hanya kebohongan belaka tanpa 
ada komitmen kolektif melaksanakannya. Tatkala kita dihadapkan pada RUU 
badan hukum pendidikan, mengapa selalu saja datang semangat neoliberalisme 
yang diboncengi oleh kompredor yang bisa mempengaruhi kebijakan? Sekedar 
mengingatkan pikiran kita, baru-baru ini ribuan guru berdemo menuntut 
dipenuhinya anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN, perbaikan tunjangan 
guru, dan pembatalan ujian nasional (UN). Problem dalam dunia pendidikan tidak 
akan berhenti sampai di situ. Masalah lain pun siap menghadang pendidikan kita 
ke depan. Salah satunya hadirnya Rancangan Undang-undang Badan Hukum 
Pendidikan (RUU BHP) yang memiliki semangat ke arah neoliberalisme. 

Arus globalisasi kian deras melanda seluruh dunia, tidak ketinggalan 
di Indonesia. Globalisasi itu mengangkut paham neoliberal. Kondisi seperti itu 
membuat orang mulai menghayati pentingnya persoalan waktu dan ruang, yang 
dikenal sebagai, meminjam istilah geografer David Harvey, time space 
compression. Konsep tersebut merupakan sebuah perspektif tertentu manusia 
masa kini terkait kemajuan material yang menjamah hampir segala segi 
kehidupan. Semakin orang menguasai waktu dan ruang, orang kian 
menunjukkan kekuatannya. Kenyataan itu kian diperkuat dengan cepat dan 
suburnya  internasionalisasi perdagangan, sumber-sumber keuangan, 
multinational corporation (MNC). Pendek kata, time space compression telah 
mengomersialisasikan kehidupan manusia, tak terkecuali dalam dunia 
pendidikan. Bila mengikuti alur pemikiran sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu 
tentang neoliberalisme, bisa membuat kita sedih. Baginya, neoliberalisme tidak 
jauh berbeda dengan Marxisme pada masa lampau. Terutama, dalam hal 
membangkitkan kepercayaan yang luar biasa, utopia keyakinan perdagangan 
bebas (free trade faith). 

Tidak hanya pada mereka yang diuntungkan secara materi, seperti 
bankir, pemilik modal, bos perusahaan besar. Namun, mereka juga memperoleh 
pembenaran atas keberadaan paham itu, misalnya, para pejabat tinggi dan 
politikus yang memberhalakan kekuasaan pasar hanya demi alasan keefektifan 
ekonomi. Dalam pandangan Bourdieu, mereka yang disebut terakhir itu 
cenderung akan menuntut dihapuskannya hambatan-hambatan administrasi atau 
politik yang dapat mengganggu kelancaran para pemilik modal dalam usaha 
mencari keuntungan individual yang sebesar-besarnya. Bahkan, mereka setuju 


160 | 


MAPABA PMII KOMISARIAT AL-GHOZALI 2011 


dengan gagasan subordinasi negara bangsa (nation state) terhadap tuntutan- 
tuntutan kebebasan ekonomi bagi para pengendali pasar. Terutama 
penghapusan semua peraturan yang menghambat pasar. Mulai dari pasar kerja, 
pencegahan defisit dan inflasi, swastanisasi semua bentuk pelayanan publik, 
hingga pengurangan belanja umum dan sosial. Pandangan itu semakin diperkuat 
dengan pernyataan pakar pendidikan Henry A Giroux. Menurutnya, 
neoliberalisme telah merasuk dalam proses pendidikan prasekolah sampai 
perguruan tinggi (PT). Giroux melihat neoliberalisme sebagai ideologi yang 
sangat berbahaya dalam kehidupan masyarakat demokrasi. Neoliberalisme 
memberikan peranan yang sangat besar kepada fundamentalisme pasar. 
Artinya, segala sesuatu diserahkan kepada kemauan dan kekuatan pasar (Tilaar, 
2005). Dalam neoliberalisme, kebebasan merupakan kebebasan dalam 
berbisnis. 


Pendidikan Kita Berwajah Neoliberalisme 

Kekhawatiran pendidikan kita berwajah neoliberalisme memang 
beralasan, terutama dengan kehadiran RUU BHP karena mengarah pada 
privatisasi atau swastanisasi. Di mana pelayanan publik sudah memasang target 
segmen khusus kepada masyarakat. Tujuannya, tidak lain demi mencari 
keuntungan. Kekhawatiran itulah yang membuat kehadiran RUU BHP yang 
tengah digodok di parlemen menuai kontroversi. RUU BHP lahir dari 
implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003. 
Berdasarkan bunyi salah satu pasalnya, Pasal 53 ayat 1, yaitu penyelenggaraan 
dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau 
masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. RUU BHP berisi antara lain, 
melepaskan perguruan tinggi dari intervensi pemerintah. Kelak, tidak ada lagi 
perbedaan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi 
swasta (PTS). 

Dalam era BHP itu lebih mengedepankan kemandirian perguruan 
tinggi dalam aspek manajemen administrasi keuangan, sumber daya manusia, 
dan akademik. Bahkan, perguruan tinggi juga bebas untuk bekerja sama dengan 
institusi asing. Dalam neoliberalisme pendidikan peran negara dalam urusan 
pembiayaan pendidikan menjadi terlepas. Tentu saja, kita akan menolak bila 
pemerintah melepaskan tanggung jawabnya atas pembiayaan pendidikan. Ada 
beberapa tawaran terhadap kehadiran RUU BHP itu, terutama untuk 
menghentikan kekhawatiran terhadap munculnya semangat neoliberalisme 
pendidikan. 

Pertama, selayaknya model pelayanan publik untuk hak-hak dasar 
warga negara lebih pantas dibenahi dengan modernisasi ketimbang privatisasi. 
Pasalnya, hak atas pendidikan merupakan hak pribadi yang berakar dalam 
kebutuhan pokok manusia. Manusia tidak bisa mempertahankan hidupnya tanpa 
suatu pendidikan. Kebutuhan akan pendidikan itu termasuk kebutuhan pokok 
yang tidak perlu direduksi dengan kebutuhan lain. Oleh karena itu, manusia 
mempunyai hak dan kewajiban sekaligus dalam pendidikan. 

Kedua, untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang transparan 
dan akuntabel, diperlukan BHP yang berpola kemitraan antara pemerintah dan 
masyarakat (public private partnership). Bukan privatisasi ataupun swastanisasi. 
Tampaknya, pola ini lebih sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan 
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Nasional (UU Sisdiknas). Artinya, pemerintah dituntut untuk menguraikan dan 
menuangkan apa yang telah diamanatkan pasal-pasal tersebut dalam RUU BHP. 
Usaha itu perlu dilakukan untuk menghindari pengelolaan pendidikan terperosok 
dalam jurang free fight liberalism. Dalam konteks itu, pemerintah harus 
membangun sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan sosial. Artinya, 
pemerintah wajib memberikan beasiswa kepada mereka yang status ekonominya 
tidak mampu. Bukankah tugas negara itu untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa? Hal itu untuk menghindari hanya anak-anak dari kalangan keluarga 
kaya yang bisa menikmati pendidikan di perguruan tinggi, sedangkan 
masyarakat miskin hanya gigit jari dengan memperoleh pendidikan ala kadarnya. 

Ketiga, hal lain yang juga perlu menjadi bahan pertimbangan adalah 
merangsek masuknya subsidi silang dalam Undang-Undang BHP. Itu merupakan 
bagian dari tanggung jawab sosial perguruan tinggi. Jadi, tidak hanya 
perusahaan atau lembaga ekonomi profit yang memikirkan dan menjalankan 
program sosial lewat corporate social responsibility (CSR). Lembaga pendidikan 
tinggi pun sudah seharusnya melakukan tanggung jawab sosial terhadap 
masyarakat. Bila subsidi silang masuk dalam salah satu pasal UU BHP kelak, 
berarti akan mewajibkan seluruh perguruan tinggi di Tanah Air untuk 
melaksanakannya karena telah menjadi sebuah kebijakan nasional. Paling tidak, 
hal tersebut akan berimbas makin banyak warga negara yang mengenyam 
pendidikan tinggi dan semakin banyak pula potensi dari suatu bangsa untuk 
mencurahkan kemampuannya dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa. 

Keempat, menolak kehadiran BHP, karena hanya akan 
menyengsarakan masyarakat kecil untuk memperoleh pendidikan yang layak. 
Benarlah apa yang diungkapkan Bourdieu bahwa pendidikan hanya 
mereproduksi perbedaan dalam masyarakat. Alangkah mengenaskannya kondisi 
pendidikan kita ke depan. Oleh karena itu, perdebatan panjang masih perlu 
diupayakan untuk mencari solusi terbaik. 


Pasca Pembatalan UU BHP 

Pada tgl 31 maret 2010 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan 
semua pasal dalam UU Badan Hukum Pendidkan (UU BHP). MK juga 
membatalkan beberapa isi UU Sisdiknas. Pertimbangan MK membatalkan UU 
BHP salah satunya UU itu ingin menyeragamkan penyelenggara pendidikan 
dalam bentuk BHP. MK menilai ide penyeragaman melalui UU BHP tidak 
menemukan alasan yang mendasar. Alasan lain adalah UU itu mewajibkan BHP 
dikelola dengan dana mandiri dan prinsip nirlaba. Permasalahan akan muncul di 
daerah di mana akan sangat kesulitan sekolah dalam bentuk BHP mendapatkan 
sumber dana untuk mandiri. Menurut MK, jika keadaan tidak ada kepastian 
sumber dana yang dapat didapat oleh sebuah BHP, sasaran paling rentan 
adalah peserta didik melalui pungutan. 

Menurut Prof. Dr. Bambang Sudibyo Mendiknas 2004-2009 
menanggapi pembatalan UU BHP oleh MK mengatakan bahwa pembatalan UU 
Badan Hukum Pendidkan (UU BHP) tidak berpengaruh pada Badan Hukum Milik 
Negara (BHMN). BHMN terdiri tujuh Perguruan Tinggi adalah Universitas 
Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas 
Gadjah Mada, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Airlangga, 
Universitas Sumatra Utara tetap eksis karena yang tidak diperbolehkan 
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Mahkmah Konstitusi adalah menyeragamkan pendidikan melalui BHP karena 
melanggar UU. Dia mengungkapkan, DPR dan pemerintah dapat 
menindaklanjuti dengan membuat UU yang sesuai putusan MK.Tetapi berbeda 
penryataan, Akil Mochtar hakim konstitusi menegaskan bahwa putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU No 20/2003 tentang Sisdiknas dan UU 
No 9/2009 tentang BHP telah jelas membatalkan penerapan BHMN di tujuh 
perguruan tinggi. Bila BHMN tetap eksis karena yang menjadi dasar untuk tetap 
adanya BHMN adalah penjelasan Pasal 53 ayat 1 UU Sistem pendidikan 
Nasional (UU Sisdiknas). 

Pasal 53 ayat 1 tersebut telah dibatalkan oleh MK lalu dasar 
pelaksanaan BHMN di mana? Menurut dia, dengan tidak ada lagi dasar 
pelaksanaannya, BHMN harus dibatalkan.Karena itu, solusinya adalah harus ada 
UU baru. Akil mengungkapkan, putusan tentang UU BHP menegaskan bahwa 
UU itu telah meminggirkan peran lembaga pendidikan yang telah ada sebelum 
Indonesia merdeka, yaitu yayasan. Dengan UU BHP lembaga seperti yayasan 
tidak diakui karena itu dibatalkan. UU BHP telah menyeragamkan lembaga 
pendidikan. Imbasnya,satu lembaga pendidikan dapat tersisih oleh lembaga 
pendidikan lainnya. Akil mencontohkan, ketika biaya antara satu universitas dan 
lainnya disamakan, yang dinilai bagus akan dipilih. Imbasnya,universitas yang 
dinilai tidak bagus akan kekurangan peminat. Selain itu, Akil mengatakan, meski 
MK membatalkan UU BHP dan BHMN tidak ada, universitas negeri juga tidak 
dilarang untuk mencari dana pembangunan internal kampusnya. Asal dananya 
yang didapatkan dapat dipertanggung jawabkan. 

Menurut Prof. Fasli Jalal Wakil Menteri Pendidikan Nasional, 
mengatakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang memiliki badan hukum, tetap 
masih mendapatkan ruang untuk mengelola sumberdayanya. Sangat mungkin 
PTN nanti melaksanakan sistem Badan Hukum Milik Negara (BHMN), namun 
harus ramah kepada masyarakat, serta ada kontrol dari pemerintah terkait 
pungutan terhadap mahasiswa.Jadi hak sepenuhnya ada di PTN masing-masing, 
karena pengelolaan perguruan tinggi negeri (PTN) tetap harus memiliki otonomi 
untuk berkembang tanpa melanggar ketentuan hukum setelah dibatalkannya UU 
BHP. Pemerintah hingga kini masih belum memutuskan bentuk dari payung 
hukum yang akan dipilih guna mengisi aturan yang kosong pasca pembatalan 
undang-undang (UU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Makamah Konsiitusi 
(MK). Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Mendiknas 
Prof. Dr. Muh. Nuh untuk melakukan pengkajian lagi apakah persoalan- 
persoalan yang sekarang sebagai implikasi dari dibatalkannya UU BHP sudah 
semuanya bisa ditampung dalam PP yang baru atau PP No 17 tahun 2010. 


Pembatalan UU BHP 

Prof. Dr. Mohammad Nuh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 
merancang Peraturan Pemerintah (RPP) yang baru pasca-pembatalan UU BHP. 
UU Sisdiknas Tahun 1998 telah melahirkan PP 60/1999 dan PP 61/1999. PP 
60/1999 itulah yang menjadi “cantolan” (sumber hukum) PTN dalam mengatur 
dirinya, sedangkan PP 61/1999 yang melahirkan PT BHMN. 

UU Sisdiknas akhirnya diubah menjadi UU 20/2003, kemudian UU 
Sisdiknas 20/2003 itu melahirkan PP 17/2010 tentang pengelolaan 
penyelenggaraan pendidikan. PP 17/2010 itu sendiri menganulir PP 60/1999 dan 
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PP 61/1999, tapi PP 17/2010 tidak menjadi 'cantolan (sumber hukum) dari UU 
BHP, sehingga PP 17/2010 adalah PP terkait UU BHP yang hidup Kemendiknas 
tidak akan menggunakan PP 17/2010 sebagai 'cantolan yang masih hidup, 
melainkan pihaknya akan menempuh langkah yang paling aman dengan 
merancang PP baru yang tetap mengarah kepada komitmen kepada kualitas 
pendidikan. Bahkan, kami akan mengambil hikmah dari pembatalan MK itu 
dengan melakukan penataan ulang untuk sistem pendidikan nasional. Kalau 
selama ini sistem yang ada lebih menonjol pada otonomi, maka PP yang baru 
akan melengkapi dengan pilar lain. PP yang baru nantinya memiliki empat pilar 
yakni otonomi, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. misalnya, aturan tentang 
kursi di sebuah perguruan tinggi untuk calon mahasiswa yang miskin sebanyak 
minimal 20 persen sebagaimana diatur dalam UU BHP akan tetap dipertahankan 
dalam PP yang baru.Tapi, persyaratan minimal 20 persen itu akan dilengkapi 
dengan sistem pelaporan secara online yang akuntabel, sehingga persyaratan 
20 persen itu akan memiliki jaminan dalam pelaksanaannya. Pendidikan tinggi 
saat ini terjadi missing link menjadi mahal dan sulit terjangkau masyarakat, 
apakah faktor efisiensi, mis-manajemen, akuntabilitas, atau apa penyebabnya. 
Kami akan merumuskan komponen biaya pendidikan tinggi, apakah yang 
menjadi komponen pemerintah dan apa yang menjadi komponen masyarakat, 
sehingga akan diketahui rumusan yang membuat pendidikan tinggi menjadi 
terjangkau, sebab calon mahasiswa masyarakat berkemampuan sedang relatif 
banyak. Ditanya tentang tujuh perguruan tinggi yang sudah menjadi Badan 
Hukum Milik Negara (BHMN), ia mengatakan PT BHMN tetap harus mengacu 
pada PP yang baru, namun hal itu tidak akan dipaksakan. PT BHMN akan tetap 
berjalan, tapi ada masa transisi untuk memenuhi PP yang baru. Misalnya, UI 
sekarang 'kan memiliki karyawan yang PNS dan karyawan yang merupakan 
pegawai BHMN, tentu perlu waktu untuk berubah ke arah PP yang baru. 

Menurut Prof. Dr. Mansyur Ramli Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan (Balitbang) Kemendiknas menjelaskan, dua alternatif payung 
hukum tersebut yakni peraturan pengganti undang-undang (perppu) dan revisi 
PP 17/2010 tentang penyelenggaraan pendidikan. “Naskah perpu sudah siap 
dan begitu pula revisi PP. Pada rapat kerja dengan Komisi X DPR, Prof Dr 
Mansyur menjelaskan, yang akan diatur dalam perpu adalah landasan hukum 
bagi ketujuh perguruan tinggi negeri berstatus Badan Hukum Milik Negara 
(BHMN) yakni UI, ITB, IPB, Unair, UGM, UPI, dan USU. Perppu tersebut 
nantinya juga akan mengatur pengelolaan keuangan dan otonomi perguruan 
tinggi. Akan tetapi masalah yayasan masih belum masuk di peraturan pengganti 
ini. Sementara Johannes Gunawan Konsultan UU BHP Kemendiknas saat raker 
menjelaskan, dua alternatif itu diajukan untuk mengantisipasi beberapa jenjang 
pendidikan yang selama ini mengacu pada UU BHP. Diantaranya jenjang 
pendidikan menengah atau madrasah yang berbentuk atau diselenggarakan 
yayasan dan pendidikan tinggi berbadan hukum milik negara (BHMN).Selain itu, 
ada pendidikan tinggi yang berbentuk yayasan dan pendidikan tinggi yang 
berbentuk badan hukum pendidikan (BHP) seperti universitas pertahanan. Lebih 
jauh dia menambahkan, ketidakjelasan bentuk badan hukum bagi yayasan 
disebabkan yayasan tidak boleh secara langsung menyelenggarakan pendidikan, 
melainkan dilakukan dengan membentuk badan usaha. Berdasar pasal 7 ayat (1) 
UU No 16 Tahun 2001,yayasan dapat mendirikan badan usaha yang 
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kegiatannya sesuai dengan maksud yayasan. "Hal tersebut bertentangan dengan 
prinsip nirlaba bagi badan hukum penyelenggara pendidikan Pasal 53 ayat (3) 
UU Sisdiknas,” terangnya. Selain itu,menurut Pasal 39 PP No 63 Tahun 2008 
tentang Yayasan, yayasan yang sampai tanggal 6 Oktober 2008 belum 
menyesuaikan dengan UU, tidak diperbolehkan lagi menggunakan kata yayasan 
serta harus bubar dan melikuidasi kekayaannya. Hingga saat ini masih terdapat 
ribuan yayasan yang belum sesuai dengan UU tersebut sehingga nasib siswa 
dan mahasiswa pun tidak jelas. Begitu pula ijazah yang diterbitkan sekolah atau 
perguruan tinggi yang tidak berbadan hukum menjadi ilegal. Menurut 
Ferdiansyah Anggota Komisi X DPR menyetujui alternatif perpu dapat mengatur 
tentang tata kelola dan status badan hukum. Karena itu, pihaknya menunggu 
pengajuan dari Kemendiknas terkait alternatif tersebut. Sementara Abdul Wahid 
Hamid anggota Komisi X DPR menjelaskan, perppu memang lebih baik karena 
kondisi darurat yang dialami pengelola pendidikan usai UU BHP ditolak MK. 
Kemendiknas mesti mempersiapkan PP sebagai substansi di bawah perppu. 
Sedangkan Dedi Suwandi Gumelar anggota Komisi X DPR lebih memilih revisi 
PP 17 sebagai peraturan baru. Pasalnya, pasal-pasal dalam PP tersebut sudah 
mengadopsi elemen-elemen, baik dalam UU BHP dan sudah merujuk ke 
konstitusi yang telah ada. Yang paling cepat diimplementasikan adalah PP 17. 
Kalau ajukan UU, butuh waktu yang sangat lama. Sebelumnya kalangan rektor 
juga masih berbeda pendapat terkait payung hukum pengganti UU BHP. Prof. 
Dr.Akhmaloka Rektor ITB berharap kalangan perguruan tinggi tetap diberikan 
otonomi untuk mengelola kampus. Karena itu, apapun payung hukumnya harus 
bisa menjembatani aspirasi masyarakat kampus. Mendiknas telah meminta 
kalangan kampus untuk tetap menjalankan aktivitas pendidikan. Meski landasan 
hukum keberadaan PTN BHMN telah ditolak, status tersebut masih tetap 
berlaku. Sebab, keberadaannya mengacu pada UU Sisdiknas. 


Akibat UU BHP diberlakukan di Indonesia 

(1) Kampus yang Komersil Tidak Dapat Dihindari. 

Banyak kalangan yang mengatakan bahwa BHMN bukanlah komersialisasi 
apalagi privatisasi kampus. Mereka salah besar, pada kenyataannya justru 
komersialisasi ini tidak dapat dihindari. Kemudian, karena pencarian dan 
pengelolaan keuangan institusi pendidikan dilakukan secara otonomi, di mana 
pemerintah tidak campur tangan lagi, privatisasi kampus malah semakin jelas. 
Aset-aset perguruan tinggi dijadikan bisnis untuk mencari uang. Misalnya saja 
IPB mendirikan Bogor Botany Sguare, Ekalokasari Plaza, dan pom bensin di 
wilayah kampusnya. Sebenarnya ini sudah melanggar Tri Dharma Perguruan 
Tinggi karena menjadikan bagian kampus sebagai pusat bisnis. Untuk memenuhi 
kebutuhan pendanaan perguruan tinggi konversi aset tersebut dikatakan boleh- 
boleh saja. Permasalahannya jika institusi pendidikan tidak mempunyai aset, 
atau sedang buntu tidak memiliki cara lain untuk memperoleh dana. Alhasil biaya 
pendidikanlah yang naik. 

Peningkatan biaya pendidikan dijumpai pada semua perguruan tinggi 
yang telah menjadi BHMN ini. Sebagai contoh seperti yang terjadi di UI, pada 
tahun 1999, Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan (DPKP) sebesar 1.5 juta 
rupiah, meningkat tiga kali lipat dari biaya sebelumnya yang limaratus ribu 
rupiah. Lalu, tahun 2003, Program Prestasi Minat Mandiri (PPMM), 
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mengharuskan mahasiswa membayar uang masuk sebesar 50-60 bahkan 100 
juta rupiah, belum uang pangkalnya (admission fee) yang kisarannya 5-25 juta 
rupiah. Ini pada perguruan tinggi yang BHMN. Kenyataannya akan berbeda jika 
semua institusi pendidikan (UU-BHP juga mencakup pendidikan dasar dan 
menengah) telah berubah menjadi BHP. 

(2) Timbul Kesenjangan dalam Bidang Pendidikan 
Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak rakyat Indonesia yang ingin mengenyam 
pendidikan tinggi (bahkan pendidikan dasar), namun dibatasi oleh kemampuan 
finansialnya. Jika pada institusi pendidikan, komersialisasi tidak dapat dihindari, 
apa yang terjadi pada mereka? Apakah hak mereka untuk mendapat pendidikan 
terabaikan?. 

Yang terjadi adalah pengkotak-kotakan mahasiswa. Mahasiswa yang 
berduit mendapat kesempatan yang lebih. Bisa dipastikan akan timbul 
kesenjangan baru. Suatu fenomena pada kampus-kampus PT BHMN, tempat 
parkir dipenuhi oleh mobil-mobil para mahasiswa. Memang bukan indikasi 
utama, tetapi cukup menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat bahwa 
yang kuliah hanyalah yang kaya alias mampu saja. Sampai timbul sinisme, orang 
miskin dilarang kuliah. Pada PTBHMN memang masih terdapat subsidi atau 
beasiswa bagi yang kurang mampu, tapi akankah seterusnya terjamin jika 
keuangan institusi pendidikan tersebut sedang mengalami krisis? Atau dengan 
menaikkan biaya pendidikan lagi? 

(3) Pendidikan Tinggi Indonesia Tidak Lagi Independen 
Seperti sudah menjadi kebiasaan, jika pemerintah punya proyek baru dananya 
pasti dari berutang. Akibatnya isi proyeknya tergantung kompromi kedua belah 
pihak dan tentu saja harus menyenangkan pemberi utang. Proyek IMHERE dan 
program-program sebelumnya, dananya berasal dari pinjaman (utang) dari pihak 
asing (World Bank, Asian Development Bank, dan sebagainya). Mereka begitu 
baik bersedia memberikan ”bantuan” untuk kemajuan pendidikan Indonesia. 
Apakah pemerintah pernah berpikir, apa maksud mereka dibalik bantuan itu?. 
Yang perlu dicermati adalah pertama, kebijakan pendidikan Indonesia menjadi 
tidak independen. Kedua, adanya bunga menambah beban pembayaran 
semakin tinggi. Bukankah Indonesia masih memiliki utang?. Pada akhirnya 
ketergantungan tersebut mengakibatkan pemerintah tidak dapat melepaskan diri 
dari intervensi asing. 

(4) Pemerintah Melepaskan Diri dari Tanggung Jawabnya 
UU-BHP menegaskan pergeseran peran pemerintah dalam bidang pendidikan 
dari penanggungjawab menjadi pemrasaran (hanya memberi kesempatan dan 
fasilitas). Seperti yang diatur dalam RUU-BHP swasta (atau disebut masyarakat) 
diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan menyelenggarakan 
pendidikan. Bukankah ini sama dengan yang terjadi di negara-negara liberalis di 
mana pendidikan bukan tanggung jawab sepenuhnya pemerintah. Itu jelas 
sekali, bahkan dalam penerapan PTBHMN sudah tampak. Sektor pendidikan 
saat ini mendapatkan anggaran kurang dari 20 Yo dari APBN, lebih diutamakan 
untuk pendidikan dasar dan menengah. Dikatakan bahwa PTBHMN hanya 
dipayungi PP sehingga Departemen Keuangan tidak mengakuinya sebagai salah 
satu pos anggaran negara. Dapat dibayangkan, bagaimana nasib pendidikan 
tinggi Indonesia jika pemerintah berlepas tangan semacam ini. 
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(5) Pasar Bebas Pendidikan 
Ciri khas pasar bebas adalah adanya persaingan di mana yang berkemampuan 
(modal) lebih akan menang. Yang tidak berkemampuan akan kalah bahkan 
tersingkir. 

Kenyataan demikian sudah tampak seperti yang telah dijelaskan pada 
poin ketiga, bahwa mahasiswa berduit menyingkirkan kesempatan mahasiswa 
yang tidak berduit. 

UU-BHP dalam pendidikan menjadi sebuah komoditas. Standar suatu 
mata kuliah akan diajarkan atau tidak kepada peserta didiknya, berdasarkan 
relevansi dan tingkat permintaan atau keinginan pasar (para kapitalis—red). 
Tidak heran jika nantinya akan terjadi buka-tutup pada mata kuliah atau bahkan 
fakultas. Dan dapat dipastikan bahwa yang akan mengarahkan sistem 
pendidikan di Indonesia pun adalah pasar. Bila pasar di Indonsia saat ini dikuasai 
oleh asing, maka pendidikan Indonesia akan dikuasai oleh asing. Jadi 
pemerintah janganlah berharap banyak dari lulusan perguruan tinggi di negerinya 
mampu menyelesaikan persoalan bangsanya, karena mereka diarahkan untuk 
menyelesaikan persoalan bangsa lain (penjajah—-ed). 

Pada UU-BHP pasal 6 tertulis, lembaga pendidikan asing yang 
terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat mendirikan BHP baru di 
Indonesia, dan bekerjasama dengan BHP yang keseluruhan anggota MWAnya 
berwarganegara Indonesia. Pasal ini mengindikasikan akan terjadi persaingan 
institusi-institusi pendidikan Indonesia dengan intitusi-institusi asing. Sangat jelas 
bahwa Indonesia akan kalah, dikarenakan secara finansial kemampuan 
Indonesia masih di bawah asing. 


(6) Tri Dharma Perguruan Tinggi Terlupakan 

Pada institusi pendidikan yang sudah berorientasi sebagai bisnis, 
jalannya pendidikan tidak menjadi prioritas utama. Ini merupakan pelanggaran 
Tri Dharma Perguruan Tinggi yang pertama, yaitu pendidikan. Pengelolaan 
institusi yang tidak independen, tergantung pada pihak-pihak yang 
berkepentingan menyebabkan pengembangan perguruan tinggi sebagai salah 
satu pusat riset dan penelitian juga bergantung pada keinginan pihak-pihak 
berkepentingan tersebut. Di sisi lain, pendidikan tinggi hanya untuk 
menghasilkan lulusan yang diserap oleh perusahaan-perusahaan asing, atau 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan asing, bukan permasalahan rakyat 
Indonesia. Lulusan pendidikan tinggi setiap tahunnya bertambah, akan tetapi 
permaslahan rakyat pun bertambah juga, artinya Institusi Pendidikan belumlah 
berfungsi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada 
masyarakat. 

Inti dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan pendidikan tinggi 
yang diterapkan pemerintah saat ini tidak jauh-jauh dari sumber daya manusia 
yang dihasilkan. 
Inginnya mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kenyataannya 
malah semakin terpuruk. Manusia-manusia yang terbentuk adalah manusia yang 
kapitalis dan pragmatis. Kapitalis karena merasa bahwa segala sesuatu bisa 
dikuasai dengan uang. Pragmatis karena hidupnya bergantung pada keadaan, 
tidak mampu mandiri. Di samping itu perlu dipertanyakan aspek moralnya. 
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Suasana pendidikan yang penuh persaingan cenderung membentuk manusia 
yang bermental rendah. 


Bagaimana Peran Pemerintah UU BHP 

Sesuai bunyi Pasal 31 UUD 1945 Ayat 1, “Setiap warga negara berhak 
mendapat pendidikan”, dan Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara 
wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Artinya 
pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua 
orang. Ini berarti, pemerintah memiliki kewajiban penuh memikul seluruh beban 
biaya pendidikan. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional dan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dinilai 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun kenyataannya 
adalah sampai saat ini warga negara (rakyat) masih saja dibebani dengan biaya 
pendidikan yang sangat tinggi. Dalam UU Sisdiknas pasal 9 meminta masyarakat 
berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Walaupun dengan dalih sebagai sumbangan sukarela, namun 
kenyataannya adalah masyarakat memang diwajibkan untuk membayar biaya 
pendidikan yang seharusnya gratis. Demikian juga dengan RUU BHP yang 
isinya, antara lain, meminta partisipasi masyarakat atas tanggung jawab negara 
dalam bidang pendidikan. Ini berkaitan dengan pemenuhan atas pembiayaan 
pendidikan. Jika RUU BHP disahkan, setiap SD-SLTA negeri/swasta dan 
perguruan tinggi negeri akan menjadi BHP. Konsep BHP sebetulnya berangkat 
dari paradigma bahwa dalam situasi negara belum mampu membiayai 
pendidikan secara utuh, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Namun, 
istilah “peran serta masyarakat” itu cenderung disalahartikan dengan cara 
menggali dana dari masyarakat, terutama uang kuliah mahasiswa, di samping 
dari kerja sama riset dengan dunia usaha. UU BHP adalah upaya pengalihan 
tanggung jawab negara terhadap pendidikan dengan meminta masyarakat 
memikul pembiayaan pendidikan. Jika UU ini diterapkan akan makin sedikit 
masyarakat tidak mampu yang bisa mengakses pendidikan tinggi. 
Konsekuensinya, kampus hanya bisa diakses oleh mahasiswa kaya, sementara 
yang miskin kian tersisih. Kampus yang sudah telanjur besar dengan mudah 
membuat jejaring dengan dunia usaha sehingga kian maju. Sebaliknya, kampus 
yang terbelakang sulit dilirik oleh dunia usaha sehingga tetap tertinggal di tengah 
ketatnya persaingan pasar. 

Belajar dari “percobaan” BHMN justru terkesan sebagai dibiarkan dan 
perlombaan menggali dana sebanyak mungkin dari masyarakat. Biaya yang 
selangit dan aroma penggalangan dana besar-besaran dari orang tua peserta 
didik, mewarnai PT BHMN selama ini. Idealnya memang dana digali dari sumber 
lain melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Bukan dari orang tua peserta 
didik. Namun, hal itu membutuhkan kreativitas, kerja keras, dan tentu butuh 
waktu lebih lama, sementara kebutuhan makin mendesak. Tak heran, fenomena 
penerimaan mahasiswa baru non-SPMB pun merebak. Berbagai PT BHMN 
punya nama-nama sendiri terhadap “pintu alternatif” ini. Harganya tidak 
tanggung-tanggung, bisa mencapai puluhan juta rupiah. Merekrut mahasiswa 
sebanyak-banyaknya dan menaikkan uang kuliah setinggi-tingginya, dan 
melakukan seleksi mahasiswa seringan-ringannya, memang bisa jadi rumus 
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cespleng untuk mendapatkan dana. Perguruan tinggi di Indonesia belum 
berpengalaman dalam menswastakan diri. mem-BHP-kan lembaga pendidikan 
sebagai upaya komersialisasi dan tak lebih dari representasi neoliberalisme. Ini 
jelas agenda neoliberalisme, pemerintah terlihat ingin cuci tangan dari tanggung 
jawabnya pada pembiayaan pendidikan. Seharusnya pemerintah tidak boleh 
lepas tangan sama sekali. Alih-alih memenuhi batas alokasi minimal pada 
pembiayaan pendidikan sebesar 20 persen, dalam RUU BHP tidak terdapat 
kewajiban pemerintah untuk memberi dana rutin. Ujung-ujungnya nanti hanya 
orang kaya yang bisa masuk. Lama-lama tidak akan terjangkau oleh orang yang 
tidak mampu. Mahalnya biaya pendidikan mungkin tidak terlalu terasa lagi, 
karena lama-lama akan terbentuk komunitas homogen, alias orang yang mampu 
saja. Pada intinya, bentuk apa pun suatu perguruan tinggi, selama dimaksudkan 
untuk memperluas akses masyarakat mendapatkan pendidikan, semakin bagus. 

Pemerintah perlu menimbang kesiapan masyarakat untuk menghadapi 
mahalnya biaya pendidikan akibat privatisasi. Privatisasi terutama sekali 
berpotensi membatasi orang kurang mampu untuk menikmati pendidikan 
berkualitas. Privatisasi pendidikan seperti yang digariskan dalam UU BHP 
menyebabkan pembiayaan pendidikan kembali ke masyarakat. Kondisi saat ini 
masyarakat dinilai belum siap untuk menanggung biaya pendidikan sendiri, tanpa 
campur tangan pemerintah. Dalam UU Sisdiknas (UU No 20 Tahun 2003), 
disebutkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dan 
masyarakat. Tapi, perlu dilihat juga, kondisi dan kesiapan masyarakat sendiri. 
Privatisasi jelas akan melambungkan biaya pendidikan. 

Rabu 31 Maret 2010 lalu, dengan penuh kebijaksanaan dan wibawa 
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU BHP dan menyatakan UU BHP 
tidak lagi berlaku dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam 
kesimpulannya MK menyatakan UU BHP Inkonstitusional atau bertentangan 
dengan UUD 1945. MK menilai, UU BHP ini menyeragamkan bentuk badan 
hukum pendidikan sehingga mengabaikan bentuk badan hukum lainya seperti 
yayasan, wakaf dan sebagainya. Selain itu, penyeragaman ini juga 
mengakibatkan orang miskin tidak bisa mengakses pendidikan padahal hal 
tersebut diamanatkan UUD 1945. Dengan pembatalan UU BHP ini akan 
membuka lembaran baru dunia pendidikan di Indonesia termasuk penyedia jasa 
pendidikan baik itu pendidikan dasar, menengah, atas maupun pendidikan tinggi. 
Pasca pembatalan UU BHP ini, pemerintah harus mempertegas arah regulasi 
pendidikan, termasuk mengembangkan jaminan sosial pendidikan untuk 
keluarga miskin secara melembaga dan berkelanjutan dengan tunjangan 
pendidikan, beasiswa, dan subsidi silang. 

Pemerintah harus berkomitmen untuk tetap ambil bagian dalam dunia 
pendidikan. Keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan cuci tangan 
pemerintah. Dengan komitmen dan manajemen profesional, dana pendidikan 
dapat dimobilisasi dari berbagai sumber. Dengan Pembatalan UU BHP ini, 
diharapkan lembaga pendidikan dapat merubah kebijakannya. Penerimaan 
mahasiswa melalui jalur khusus yang diterapkan oleh beberapa perguruan tinggi 
yang mematok dana sampai puluhan bahkan ratusan juta sebagai sumbangan 
awal agar dapat mengenyam pendidikan yang diidamkan harus segera di tinjau 
ulang. Karena apabila kebijakan ini tetap diteruskan maka institusi pendidikan 
semakin tidak memberikan tempat bagi si miskin untuk mengembangkan dirinya. 
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Perhatian yang tulus dari pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang 
memproteksi pendidikan dari dunia komersialisai, liberalisasi serta privatisasi dan 
kebesaran hati dari penyelenggara pendidikan untuk memperhatikan terrhadap 
lingkungan sosial ekonomi adalah kunci keberhasilan dunia pendidikan. Semoga 
pendidikan yang berkualitas dengan biaya murah dan bahkan gratis dapat 
terwujud. 


(Penulis: Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A., Majelis Pembina PMII 
Komisariat Al-Ghozali Cilacap, nuriel.ugm@gmail.com/ 085647634312) 
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Hand-Out 06 
PARADIGMA KRITIS TRANSFORMATIF 


Prawacana 

Paradigma merupakan sesuatu yang vital bagi pergerakan organisasi, 
karena paradigma merupakan titik pijak dalam membangun konstruksi pemikiran 
dan cara memandang sebuah persoalan yang akan termanifestasikan dalam 
sikap dan dan perilaku organisasi. Disamping itu, dengan paradigma ini pula 
sebuah organisasi akan menetukan dan memilih nilai-nilai yang universal dan 
abstrak menjadi khusus dan praksis operasional yang akhirnya menjadi 
karakteristik sebuah organisasi dan gaya berpikir seseorang. 

Organisasi PMII selama ini belum memiliki paradigma yang secara 
definitive menjadi acuan gerakan. Cara pandang dan bersikap warga pergerakan 
selama ini mengacu pada nilai dasar pergerakan (NDP). Karena tidak mengacu 
pada kerangka paradigmatik yang baku, upaya merumuskan dan membnagun 
kerangka nilai yang dapat diukur secara sistematis dan baku, sehingga warga 
pergerakan sering dihadapkan pada berbagai penafsiran atas nilai-nilai yang 
menjadi acuan yang akhirnya berujung pada terjadinya keberagaman cara 
pandang dan tafsir atas nilai tersebut. Namun demikian, dalam masa dua periode 
kepengurusan terakhir (sahabat Muhaimin Iskandar dan sahabat Saiful Bachri 
Anshori) secara factual dan operasional ada karakteristik tertentu yang berlaku 
dalam warga pergerakan ketika hendak melihat, menganalisis, dan menyikapi 
sebuah persoalan, yaitu sikap kritis dengan pendekatan teorti kritis. Dengan 
demikian secara umum telah berlaku paradigma kritis dalam tubuh warga 
pergerakan. Sikap seperti ini muncul ketika PMII mengusung sejumlah gagasan 
mengenai demokratisasi, civil society, penguatan masyarakat dihadapan negara 
yang otoriter, sebagai upaya aktualisasi dan implementasi atas nilai-nilai dan 
ajaran kegamaan yang diyakini. 

Pengertian Paradigma dalam khazanah ilmu sosial, ada beberapa 
pengertian paradigma yang dibangun oleh oleh para pimikir sosiologi. Salah satu 
diantaranya adalah G. Ritzer yang memberi pengertian paradigma sebagai 
pandangan fundamental tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu. 
Paradigma membantu apa yang harus dipelajari, pertanyaan yang harus dijawab, 
bagaimana semestinya pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan aturan-aturan 
apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Paradigma 
merupakan kesatuan consensus yang terluas dalam suatu bidang ilmu dan 
membedakan antara kelompok ilmuwan. Menggolongkan, mendefinisikan dan 
yang menghubungkan antara eksemplar, teori, metode serta instrumen yang 
terdapat di dalamnya. 

Mengingat banyaknya difinisi yang dibentuk oleh para sosiologi, maka 
perlu ada pemilihan atau perumusan yang tegas mengenai definisi paradigma 
yang hendak dimabil oleh PMII. Hal ini perlu dilakukan untuk memberi batasan 
yang jelas mengenai paradigma dalam pengertian komunitas PMII agar tidak 
terjadi perbedaan persepsi dalam memaknai paradigma. Berdasarkan pemikiran 
dan rumusan yang disusun oleh para ahli sosiologi, maka pengertian paradigma 
dalam masyarakat PMII dapat dirumuskan sebagai titik pijak untuk menentukan 
cara pandang, menyusun sebuah teori, menyusun pertanyaan dan membuat 
rumusan mengenai suatu masalah. 
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Lewat paradigma ini pemikiran seseorang dapat dikenali dalam 
melihat dan melakukan analisis terhadap suatu masalah. Dengan kata lain, 
paradigma merupakan cara dalam “mendekati”obyek kajianya (the subject matter 
Of particular dicipline) yang ada dalam ilmu pengetahuan. Orientasi atau 
pendekatan umum (general orientations) ini didasarkan pada asumsi-asumsi 
yang dibangun dalam kaitan dengan bagaimana “realitas” dilihat. Perbedaan 
paradigma yang digunakan oleg seseorang dalam memandang suatu masalah, 
akan berakibat pada timbulnya perbedaan dalamm menyusun teori, membuat 
konstruk pemikiran, cara pandang, sampai pada aksi dan solusi yang diambil. 
Pilihan Paradigma PMII disamping terdapat banyak pengertian mengenai 
paradigma, dalam ilmu sosial ada berbagai macam jenis paradigma. Melihat 
realitas yang ada di masyarakat dan sesuai dengan tuntutan keadaan 
masyarakat PMII baik secara sosiologis, politis dan antropologis maka PMII 
memilih paradigma kritis-transformatif sebagai pijakan gerakan organisasi. 


Paradigma Kritis-Transformatif PMII 

Dari penelusuran yang cermat atas paradigma kritis, terlihat bahwa 
paradigma kritis sepenuhnya merupakan proses pemikiran manusia. Dengan 
demikian ia adalah secular. Kenyataan ini yang membuat PMII dilematis, karena 
akan mendapat tuduhan secular jika pola pikir tersebut diberlakukan. Untuk 
menghindari tudingan tersebut, maka diperlukan adanya reformulasi penerapan 
paradigma kritis dalam tubuh warga pergerakan. Dalam hal ini, paradigma kritis 
diberlakukan hanya sebatas sebagai kerangka berpikir dan metode analisis 
dalam memandang persoalan. Dengan sendirinya ia harus diletakkan pada 
posisi tidak diluar dari ketentuan agama, sebaliknya justru ingin mengembalikan 
dan memfungsikan ajaran agama yang sesungguhnya sebagaimana mestinya. 
Dalam hal ini penerapan paradigma kritis bukan menyentuh pada hal-hal yang 
sifatnya sacral, tetapi pada pesoalan yang profan. 

Lewat paradigma kritis di PMII berupaya menegakkan sikap kritis 
dalam berkehidupan dengan menjadikan ajaran agama sebagai inspirasi yang 
hidup dan dinamis. Sebagaimana dijelaskan di atas, pertama, paradigma krirtis 
berupaya menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dari berbagai 
belenggu yang diakibatkan oleh proses sosial yang bersifat profan. Kedua, 
paradigma kritis melawan segala bentuk dominasi dan penindasan. Ketiga, 
paradigma kritis membuka tabir dan selubung pengetahuan yang munafik dan 
hegemonic. Semua ini adalah semangat yang dikandung oleh Islam. Oleh 
karenanya, pokok-pokok pikiran inilah yang dapat diterima sebagai titik pijak 
paradigma kritis di kalangan warga PMII. Contoh yang paling konkrit dalam hal 
ini bisa ditunjuk pola pemikiran yang menggunakan paradigma kritis dari 
berbagai intelektual Islam diantaranya: 


Hassan Hanafi 

Penerapan paradigma kritis oleh Hasan Hanafi ini terlihat jelas dalam 
konstruksi pemikiranya terhadap agama. Dia menyatakan untuk memperbaharui 
masyarakat Islam yang mengalami ketertingalan dalam segala hal, pertama- 
tama diperlukan analisis sosial. Menurutnya selama ini Islam mengandalkan 
otoritas teks kedalam kenyataan. Dia menemukan kelemahan mendasar dalam 
metodologi ini. pada titik ini dia memberikan kritik tajam terhadap metode 
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trandisional teks yang telah mengalami ideologis. Untuk mengembalikan peran 
agama dalam menjawab problem sosial yang dihadapi masyarakat, Hasan 
Hanafi mencoba menggunakan metode “kritik Islam” yaitu metode pendefinisian 
realitas secara kongkret untuk mengetahui siapa memiliki apa, agar realitas 
berbicara dengan dirinya sendiri. Sebagai realisasi dari metode ini, dia 
menawarkan “desentralisasi Ideologi” dengan cara menjalankan teologi sebagai 
antropologi. Pikiran ini dimaksudkan untuk menyelamatkan Islam agar tidak 
semata-mata menjadi sistem kepercayaan (sebagai teologi parexellence), 
melainkan juga sebagai sistem pemikiran. Usaha Hasan Hanafi ini ditempuh 
dengan mengadakan rekontruksi terhadap teologi tradisional yang telah 
mengalami pembekuan dengan memasukkan hermeneutika dan ilmu sosial 
sebagai bagian integral dari teologi. Untuk menjelaskan teologi menjadi 
antropologi, Hanafi memaknai teologi sebagai Ilmu Kalam. Kalam merupakan 
realitas menusia sekaligus Ilahi. Kalam bersifat manusiawi karena merupakan 
wujud verbal dari kehendak Allah kedalam bentuk manusia dan bersifat Ilahi 
karena datang dari Allah. 

Dalam pemikiran Hanafi, kalam lebih besifat “praktis” dari pada “logis”, 
karena kalam sebagi kehendak Allah-memiliki daya imperaktif bagi siapapun 
kalam itu disampaikan. Pandangan Hanafi tentang teologi ini berbeda dengan 
teologi Islam yang secara tradisional dimengerti sebagai ilmu yang berkenaan 
dengan pandangan mengenai akidah yang benar. Mutakallimin sering disebut 
sebagai “ahl al-ra'yu wa al-nadaar” yang muncul untuk menghadapi “ahl-albid'ah” 
yang mengancam kebenaran akidah Islam. Dua kelompok ini akhirnya 
berhadapan secara dialektis. Akan tetapi dialektika mereka bukanlah dialektika 
tindakana, tetapi dialektika kata-kata. Gagasan teologi sebagai antropologi yang 
disampaikan oleh Hasan Hanafi sebenarnya justru ingin menempatkan ilmu 
kalam sebagai ilmu tentang dialektika kepentingan orang-orang yang beriman 
dalam masyarakat tertentu. Dalam pemikiran Hassan Hanafi, ungkapan “teologi 
menjadi antropologi” merupakan cara ilmiah untuk mengatasi ketersinggungan 
teologi itu sendiri. Cara ini dilakukan melalui pembalikan sebagaimana pernah 
dilakukan oleh Karl Marx terhadap filasafat Hegel. Upaya ini tampak secara 
provokatif dalam artikelnya “ideologi dan pembangunan “lewat sub-judul, dari 
tuhan ke bumi, dari keabadian ke waktu, dari tagdie ke hendak bebas, dan dari 
otoritas ke akal, dari teologi ke tindakan, dari kharisma ke partisipasi massa, dari 
jiwa ke tubuh, dari eskatologi ke futurology. 


Mohammad Arkoun 

Arkoun menilai bahwa pemikiran Islam, kecuali dalam beberapa usaha 
pembaharuan kritis yang bersifat sangat jarang dan mempunyai ruang 
perkembangan yang sempit sekali, belum membuka diri pada kemodernan 
pemikiran dan karena itu tidak dapat menjawab tantangan yang dihadapi umat 
muslim kontemporer. Pemikiran Islam dianggapnya “naif” karena mendekati 
agama atas dasar kepercayaan langsung tanpa kritik. Pemikiran Islam tidak 
menyadari jarak antara makna potensial terbuka yang diberikan wahyu Ilahi dan 
aktualisasi makna itu dalam sejumlah makna yang diaktualisasikan dan 
dijelmakan dalam berbagai cara pemahaman, penceritaan dan penalaran khas 
masyarakat teetentu ataupun dalam berbagai wacana khas ajaran teologi dan 
figh tertentu. Pemikiran Islam juga tidak menyadari bahwa dalam proses itu 
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bukan hanya pemahaman dan penafsiran tertentu ditetapkan dan diakui, 
melainkan pemahaman dan penafsiran lain justru disingkirkan. Hal-hal itu baru 
didalami oleh berbagai ilmu pengetahuan modern, yang ingin dimasukkan arkoun 
ke dalam pemikiran Islam.Karena krituknya terlalu krirtis ini, Arkoun sering 
memberikan jawaban diluar kelazimanumat Islam (Uncommon Answer) ketika 
menjawab problem-prolem kehidupan yang dialami umat Islam. Jawaban seperti 
inu terlihat jelas dalam penerapan teori pengetahuan (theory of knowledge). 

Teori pengetahuan ini meliputi landasan epistimpologi kajian tentang 
studi—studi agama Islam. Dalam hal ini Arkoun membedakan wacana ideologis, 
wacana rasional, dan wacana profetis. Setiap wacana memiliki watak yang 
berbeda sehingga diperlukan kesesuaian dengan wataknya. Selama ini orang 
dengan mudah menyatakan melakukan kajian secara ilmiah, akan tetapi itu tidak 
hanya dilakukan oleh orang-orang muslim, melainkan juga oleh orang-orang 
barat yang mengideologikan sikap mereka dalam memandang Islam. Salah satu 
corak ideologi adalah unsur kemadegan (tidak dinamis), resistensi (tidak kritis) 
dan demi kekuatan (tidak transformatif). Untuk merealisasikan jawaban tersebut 
Arkoun berusaha meletakkan dogma, interpretasi dan teks secara proporsional. 
Upaya ini dilakukan untuk membuka dialog terus-menerus antara agama dengan 
realitas untuk menentukan wilayah-wilayah mana dari agama yang bisa 
didialogkan dan diinterpretasikan sesuai dengan konteksnya. Kedua pola pikir 
dari intelektaual Islam di atas merupakan sedikit contoh yang bisa dijadikan 
model bagaimana paradigma kritis diberlakukan dalam wilayah pemikiran 
keagamaan. 

Disamping kedua pemikir Islam diatas sebenarnya masih banyalk 
pemikir lain yang menerapkan pemikiran kritis dalam mendekati agama, misalnya 
Abdullah Ahmed An-naim, Asghar Ali Enggineer, Thoha Husein, dan sebagainya. 
Dari kedua contoh diatas terlihat bahwa paradigma kritis sebenarnya berupaya 
membebaskan manusia dengan semangat dan ajaran agama yang lebih 
fungsional. Dengan kata lain, kalau paradigma kritis Barat berdasarkan pada 
semangat revolusioner sekuler dan dorongan kepentingan sebagai dasar 
pijakan, maka paradigma kritis PMII justru menjadikan nilai-nilai agama yang 
terjebak dalam dogmatisme itu sebagai pijakan untuk membangkitkan sikap kritis 
melawan belenggu yang kadang disebabkan oleh pemahaman yang 
distortif.Jelas ini terlihat ada perbedaan yang mendasar penerapan paradigma 
kritis antara barat dengan Islam (yang diterapkan PMII). Namun demikian harus 
diakui adanya persamaan antara keduanya yaitu dalam metode analisa, 
bangunan teoritik dan semangat pembebasan yang terkandung didalamnya. Jika 
paradigma kritis ini bisa diterapkan dikalangan warga pergerakan, maka 
kehidupan keagamaan akan berjalan dinamis, berjalanya proses pembentukan 
kultur demokratis dan penguatan civil society akan segera dapat terwujud. Dan 
kenyataan ini terwujud manakala masing-masing anggota PMII memahami 
secara mendalam pengertian, kerangka paradigmatic dan konsep teoritis dari 
paradigma kritis yang dibangun oleh PMII. Dalam pandangan PMII, paradigma 
kritis saja tidak cukup untuk melakukan transformasi sosial, karena paradigma 
kritis hanya berhenti pada dataran metodologis konsepsional untuk mewujudkan 
masyarakat yang komunikatif dan sikap kritis dalam memandang realitas. 
Paradigma kritis hanya mampu menelanjangi berbagai tendensi ideologi, 
memberikan perspektif kritis dalam wacana agama dan sosial, namun ia tidak 
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mampu memberikan perspektif perubahan pasca masyarakat terbebaskan. 
Pasca seseorang terbebaskan melalui perspektif kritis, paradigma kritis tidak 
memberikan tawaran yang praktis. Dengan kata lain, paradigma kritis hanya 
mampu melakukan analisis tetapi tidak mampu melakukan organizing, 
menjembatani dan memberikan orientasi kepada kelompok gerakan atau rakyat. 
Paradigma kritis masih signifikan untuk digunakan sebagai alat analisis social, 
tetapi kurang mampu untuk digunakan dalam perubahan sosial. Karena ia tidak 
dapat memberikan perspektif dan orientasi sebagai kekuatan bersejarah dalam 
masyarakat untuk bergerak. Karenanya, paradigma kritis yang digunakan di PMII 
adalah kritik yang mampu mewujudkan perubahan sehingga menjadi paradigma 
kritis transformatif. Paradigma kritis transformatif PMII dipilih sebagai upaya 
menjembatani kekurangan-kekurangan yang ada dalam paradigma kritis pada 
wilayah-wilayah turunan dari bacaan kritisnya terhadap realitas. Dengan 
demikian paradigma kritis transformatif dituntut untuk memiliki instrumen- 
instrumen gerak yang bisa digunakan oleh PMII mulai dari ranah filosofis sampai 
praksis. 


Dasar Pemikiran Paradigma Kritis Transformatif PMII. 

Ada bebarapa alasan yang menyebabkan PMII harus memilih 
paradigma kritis sebagai dasar untuk bertindak dan mengaplikasikan pemikiran 
serta menyusun cara pandang dalam melakukan analisa: Pertama, masyarakat 
Indonesia saat ini sedang terbelenggu oleh nilai-nilai kapitalisme modern. 
Kesadaran masyarakat dikekang dan diarahkan pada satu titik yaitu budaya 
massa kapitalisme dan pola pikir positivistic modernisme. Pemikiran-pemikiran 
seperti ini sekarang telah menjadi sebuah berhala yang mengahruskan semua 
orang untuk mengikatkan diri padanya. Siapa yang tidak melakukan, dia akan 
ditinggalkan dan dipinggirkan. Eksistensinya-pun tidak diakui. Akibatnya jelas, 
kreatifitas dan pola pikir manusia menjadi tidak berkembang. Dalam kondisi 
seperti ini maka penerapan paradigma kritis menjadi suatu keniscayaan. 

Kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, baik 
etnik, tradisi, kultur maupun kepercayaan. Kondisi seperti ini sangat memerlukan 
paradigma kritis, karena paradigma ini akan memberikan tempat yang sama bagi 
setiap individu maupun kelompok masyarakat untuk mengembangkan potensi 
diri dan kreatifitasnya secara maksimal melalui dialog yang terbuka dan jujur. 
Dengan demikian potensi tradisi akan bisa dikembangkan secara maksimal 
untuk kemanusiaan. 

Ketiga, sebagaimana kita ketahui selama pemerintahan Orde Baru 
berjalan sebuah sistem politik yang represif dan otoriter dengan pola yang 
hegemonic. Akibatnya ruang publik (public sphere) masyarakat hilang karena 
direnggut oleh kekuatan negara. Dampak lanjutannya adalah berkembangnya 
budaya bisu dalam masyarakat, sehingga proses demokratisasi terganggu 
karena sikap kritis diberangus. Untuk mengembangkan budaya demokratis dan 
memperkuat civil society dihadapan negara, maka paradigma kritis merupakan 
alternatif yang tepat. 

Keempat, selama pemerintahan orde baru yang menggunakan 
paradigma keteraturan (order paradigma) dengan teori-teori modern yang 
direpresentasikan melalui ideologi developmentalisme, warga PMII mengalami 
proses marginalisasi secara hampir sempurna. Hal ini karena PMII dianggap 
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sebagai wakil dari masyarakat tardisional. Selain itu, paradigma keteraturan 
memiliki konsekuensi logis bahwa pemerintah harus menjaga harmoni dan 
keseimbangan social yang meniscayakan adanya gejolak social yang harus 
ditekan seecil apapun. Sementara perubahan harus berjalan secara gradual dan 
perlahan. Dalam suasana demikian, massa PMII secara sosilogis akan sulit 
berkembangkarena tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengembangkan 
diri, mengimplementasikan kreatifitas dan potensi dirinya. 

Kelima, Selain belenggu sosial politik yang dilakukan oleh negara dan 
sistem kapitalisme global yang terjadi sebagai akibat perkembangan situasi, 
factor yang secara spesifik terjadi dikalangan PMII adalah kuatnya belenggu 
dogmatisme agama dan tradisi. Dampaknya, secara tidak sadar telah terjadi 
berbagai pemahaman yang distortif mengenai ajaran dan fungsi agama. Terjadi 
dogmatisme agama yang berdampak pada kesulitan membedakan mana yang 
dogma dan mana yang pemikiran terhadap dogma. Agamapun menjadi kering 
dan beku, bahkan tidak jarang agama justru menjadi penghalang bagi kemajuan 
dan upaya penegakan nilai kemanusiaan. Menjadi penting artinya sebuah upaya 
dekonstruksi pemahaman keagamaan melalui paradigma kritis. 


Apakah Paradigma itu? 

Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Khun, seorang 
ahli fisika teoritik, dalam bukunya “The Structure Of Scientific Revolution”, yang 
dipopulerkan oleh Robert Friederichs (The Sociologi Of Sociology:1970), Lodhal 
dan Cardon (1972), Effrat (1972), dan Philips (1973). Sementara Khun sendiri, 
seperti ditulis Ritzer (1980) tidak mendefinisikan secara jelas pengertian 
paradigma. Bahkan menggunakan kata paradigma dalam 21 konteks yang 
berbeda. Namun dari 21 pengertian tersebut oleh Masterman diklasifikasikan 
dalam tiga pengertian paradigma. 

1. Paradigma metafisik yang mengacu pada sesuatu yang menjadi pusat 
kajian ilmuwan. 

2. Paradigma Sosiologi yang mengacu pada suatu kebiasaan sosial 
masyarakat atau penemuan teori yang diterima secara umum. 

3. Paradigma Konstrak sebagai sesuatu yang mendasari bangunan 
konsep dalam lingkup tertentu, misalnya paradigma pembangunan, 
paradigma pergerakan dll. 


Masterman sendiri merumuskan paradigma sebagai “pandangan 
mendasar dari suatu ilmu yang menjadi pokok persoalan yang dipelajari (a 
fundamental image a dicipline has of its subject matter). Sedangkan George 
Ritzer mengartikan paradigma sebagai apa yang harus dipelajari, persoalan- 
persoalan apa yang mesti dipelajari, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta 
seperangkat aturan tafsir sosial dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. 
Maka, jika dirumuskan secara sederhana sesungguhnya paradigma adalah “How 
to see the Word” semacam kaca mata untuk melihat, memaknai, menafsirkan 
masyarakat atau realitas sosial. Tafsir sosial ini kemudian menurunkan respon 
sosial yang memandu arahan pergerakan. 
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Apakah yang disebut Teori kritis ? 

Apa sebenarnya makna “Kritis”? Menurut kamus ilmiah populer, kritis 
adalah Tajam/ tegas dan teliti dalam menanggapi atau memberikan penilaian 
secara mendalam. Sehingga teori kritis adalah teori yang berusaha melakukan 
analisa secara tajam dan teliti terhadap realitas. Secara historis, berbicara 
tentang teori kritis tidak bisa lepas dari Madzhab Frankfurt. Dengan kata lain, 
teori kritis merupakan produk dari institute penelitian sosial, Universitas Frankfurt 
Jerman yang digawangi oleh kalangan neo-marxis Jerman. Teori Kritis menjadi 
disputasi publik di kalangan filsafat sosial dan sosiologi pada tahun 1961. 
Konfrontasi intelektual yang cukup terkenal adalah perdebatan epistemologi 
sosial antara Adorno (kubu Sekolah Frankfurt-paradigma kritis) dengan Kari 
Popper (kubu Sekolah Wina—paradigma neo-positivisme/ neo-kantian). 
Konfrontasi berlanjut antara Hans Albert (kubu Popper) dengan Jurgen 
Habermas (kubu Adorno). Perdebatan ini memacu debat positivisme dalam 
sosiologi Jerman. Habermas adalah tokoh yang berhasil mengintegrasikan 
metode analitis ke dalam pemikiran dialektis Teori Kritis. 

Teori kritis adalah anak cabang pemikiran marxis dan sekaligus 
cabang marxisme yang paling jauh meninggalkan Karl Marx (Frankfurter Schule). 
Cara dan ciri pemikiran aliran Frankfurt disebut ciri teori kritik masyarakat “eine 
Kritische Theorie der Gesselschaft”. Teori ini mau mencoba memperbaharui dan 
merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi 
modern. Ciri khas dari teori kritik masyarakat adalah bahwa teori tersebut bertitik 
tolak dari inspirasi pemikiran sosial Karl Marx, tapi juga sekaligus melampaui 
bangunan ideologis marxisme bahkan meninggalkan beberapa tema pokok Marx 
dan menghadapi masalah masyarakat industri maju secara baru dan kreatif. 
Beberapa tokoh Teori Kritis angkatan pertama adalah Max Horkheimer, Theodor 
Wiesengrund Adorno (musikus, ahli sastra, psikolog dan filsuf), Friedrich Pollock 
(ekonom), Erich Fromm (ahli psikoanalisa Freud), Karl Wittfogel (sinolog), Leo 
Lowenthal (sosiolog), Walter Benjamin (kritikus sastra), Herbert Marcuse (murid 
Heidegger yang mencoba menggabungkan fenomenologi dan marxisme, yang 
juga selanjutnya Marcuse menjadi “nabi” gerakan New Left di Amerika). Pada 
intinya madzhab Frankfurt tidak puas atas teori Negara Marxian yang terlalu 
bertendensi determinisme ekonomi. Determinisme ekonomi berasumsi bahwa 
perubahan akan terjadi apabila masalah ekonomi sudah stabil. Jadi basic strurtur 
(ekonomi) sangat menentukan supras truktur (politik, sosial, budaya, pendidikan 
dan seluruh dimensi kehidupan manusia). 

Kemudian mereka mengembangkan kritik terhadap masyarakat dan 
berbagai sistem pengetahuan. Teori kritis tidak hanya menumpukkan 
analisisnya pada struktur sosial, tapi teori kritis juga memberikan perhatian pada 
kebudayaan masyarakat (culture society). Seluruh program teori kritis Madzhab 
Frankfurt dapat dikembalikan pada sebuah manifesto yang ditulis di dalam 
Zeischrift tahun 1957 oleh Horkheimer. Dalam artikel tentang “Teori Tradisional 
dan teori Kritik” (Traditionelle und KritischeTheorie) ini, konsep “Teori kritis” 
pertama kalinya muncul. Tokoh utama teori kritis ini adalah Max Horkheimer 
(1895-1973), Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) dan Herbert Marcuse 
(1898-1979) yang kemudian dilanjutkan oleh Generasi kedua mazhab Frankfurt 
yaitu Jurgen Habermas yang terkenal dengan teori komunikasinya. 
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Diungkapkan Goerge Ritzer, secara ringkas teori kritis berfungsi untuk 

mengkritisi : 

1. Teori Marxian yang deterministic yang menumpukan semua persoalan pada 
bidang ekonomi: 

2. Positivisme dalam Sosiologi yang mencangkok metode sains eksak dalam 
wilayah sosial-humaniora katakanlah kritik epistimologi, 

3. Teori- teori sosiologi yang kebanyakan hanya memperpanjang status guo: 

4. Kritik terhadap masyarakat modern yang terjebal pada irrasionalitas, nalar 
teknologis,nalar instrumental yang gagal membebaskan manusia dari 
dominasi, 

5. Kritik kebudayaan yang dianggap hanya menghancurkan otentisitas 
kemanusiaan. 


Madzhab Frankfrut mengkarakterisasikan berpikir kritis dengan empat hal : 
1. Berpikir dalam totalitas (dialektis), 

2. Berpikir empiris-historis, 

3. Berpikir dalam kesatuan teori dan praksis: 

4. Berpikir dalam realitas yang tengah dan terus bekerja (working reality). 


Pengertian “Kritik” dalam Tradisi Teori Kritis 

Mereka mengembangkan apa yang disebut dengan kritik ideology 
atau kritik dominasi. Sasaran kritik ini bukan hanya pada struktur sosial namun 
juga pada ideologi dominan dalam masyarakat. Teori Kritis berangkat dari 4 
(empat sumber) kritik yang dikonseptualisasikan oleh Immanuel Kant, Hegel, Karl 
Marx dan Sigmund Freud. 


1. Kritik dalam pengertian Kantian. 

Immanuel Kant melihat teori kritis dari pengambilan suatu ilmu 
pengetahuan secara subyektif sehingga akan membentuk paradigma segala 
sesuatu secara subyektif pula. Kant menumpukkan analisisnya pada aras 
epistemologis, tradisi filsafat yang bergulat pada persoalan “isi” pengetahuan. 
Untuk menemukan kebenaran, Kant mempertanyakan “condition of possibility” 
bagi pengetahuan. Bisa juga disederhanakan bahwa kitik Kant terhadap 
epistemologi tentang (kapasitas rasio dalam persoalan pengetahuam) bahwa 
rasio dapat menjadi kritis terhadap kemampuannya sendiri dan dapat menjadi 
pengadilan tinggi”. Kritik ini bersifat transendental. Kritik dalam pengertian 
pemikiran Kantian adalah kritik sebagai kegiatan menguji kesahihan klaim 
pengetahuan tanpa prasangka. 


2. Kritik dalam Arti Hegelian. 

Kritik dalam makna Hegelian merupakan kritik terhadap pemikiran 
kritis Kantian. Menurut Hegel, Kant berambisi membangun suatu “meta-teori” 
untuk menguji validitas suatu teori. Menurut Hegel pengertian kritis merupakan 
refleksi-diri dalam upaya menempuh pergulatan panjang menuju ruh absolute. 
Hegel merupakan peletak dasar metode berpikir dialektis yang diadopsi dari 
prinsip tri-angle-nya Spinoza Diktumnya yang terkenal adalah therational is real, 
the real is rational. Sehingga, berbeda dengan Kant, Hegel memandang teori 
kritis sebagai proses totalitas berfikir. Dengan kata lain, kebenaran muncul atau 
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kritisisme bisa tumbuh apabila terjadi benturan dan pengingkaran atas sesuatu 
yang sudah ada. Kritik dalam pengertian Hegel didefinisikan sebagai refleksi diri 
atas tekanan dan kontradiksi yang menghambat proses pembentukan diri-rasio 
dalam sejarah manusia. 


3. Kritik dalam Arti Marxian. 

Menurut Marx, konsep Hegel seperti orang berjalan dengan kepala. Ini 
adalah terbalik. Dialektika Hegelian dipandang terlalu idealis, yang memandang 
bahwa, yang berdialektika adalah pikiran. Ini kesalahan serius sebab yang 
berdialektika adalah kekuatan-kekuatan material dalam masyarakat. Pikiran 
hanya refleksi dari kekuatan material (modal produksi masyarakat). Sehingga 
teori kritisbagi Marx sebagai usaha mengemansipasi diri dari penindasan dan 
elienasi yang dihasilkan oleh penguasa di dalam masyarakat. Kritik dalam 
pengertian Marxian berarti usaha untuk mengemansipasi diri dari alienasi atau 
keterasingan yang dihasilkan oeh hubungan kekuasaan dalam masyarakat. 


4. Kritik dalam Arti Freudian. 

Madzhab frankfrut menerima Sigmun Freud karena analisis Freudian 
mampu memberikan basis psikologis masyarakat dan mampu membongkar 
konstruk kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Freud memandang teori 
kritis dengan refleksi dan analisis psikoanalisanya. Artinya, bahwa orang bisa 
melakukan sesuatu karena didorong oleh keinginan untuk hidupnya sehingga 
manusia melakukan perubahan dalam dirinya. Kritik dalam pengertian Freudian 
adalah refleksi atas konflik psikis yang menghasilkan represi dan memanipulasi 
kesadaran. Adopsi Teori Kritis atas pemikiran Freudian yang sangat psikologistik 
dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ortodoksi marxisme klasik. 

Berdasarkan empat pengertian kritis di atas, teori kritis adalah teori 
yang bukan hanya sekedar kontemplasi pasif prinsip-prinsip obyektif realitas, 
melainkan bersifat emansipatoris. Sedang teori yang emansipatoris harus 
memenuhi tiga syarat : Pertama, bersifat kritis dan curiga terhadap segala 
sesuatu yang terjadi pada zamannya. Kedua, berfikir secara historis, artinya 
selalu melihat proses perkembangan masyarakat. Ketiga, tidak memisahkan teori 
dan praksis. Tidak melepaskan fakta dari nilai semata-mata untuk mendapatkan 
hasil yang obyektif. 


Tiga Jenis Utama Paradigma 

Paradigma Kritis, Sebuah Sintesis Perkembangan Paradigma Sosial: 
William Perdue, menyatakan dalam ilmu sosial dikenal adanya tiga jenis utama 
paradigma: 


1. Order Paradigm (Paradigma Keteraturan). 

Inti dari paradigma keteraturan adalah bahwa masyarakat dipandang 
sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang 
saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan sistemik. Asumsi 
dasarnya adalah bahwa: Setiap struktur sosial adalah fungsional terhadap 
struktur lainnya. Kemiskinan, peperangan, perbudakan misalnya, merupakan 
suatu yang wajar, sebab fungsional terhadap masyarakat. Ini yang kemudian 
melahirkan teori strukturalisme fungsional. Secara eksternal paradigma ini 
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dituduh a historis, konservatif, pro-satus guo dan karenanya, anti-perubahan. 
Paradigma ini mengingkari hukum kekuasaan : setiap ada kekuasaan senantiasa 
ada perlawanan. Untuk memahami pola pemikiran paradigma keteraturan dapat 
dilihat skema berikut: 


Elemen SE aa I 
Paradigmatik Asumsi dasar Type ideal 


Rasional, memiliki 
Imajinasi sifat | kepentingan pribadi, 
dasar ketidakseimbangan personal 
manusia dan berpotensi memunculkan 
dis integrasi sosial 
Consensus, 
Imajinasi kohesif/fungsional struktural, 
tentang ketidakseimbangan sosial, Negara Republic Plato 
masyarakat ahistoris, konservatif, pro- 
status guo, anti perubahan 


Pandangan hobes mengenai 
konsep dasar Negara 


Fungsionalisme Auguste 
Imajinasi ilmu | Sistematic, positivistic, Comte, fungsionalisme 
pengetahuan | kuantitatif dan prediktif. Durkheim, fungsionalisme 

struktural Talcot Parson 


2. Conflic Paradigm (Paradigma Konflik) 

Secara konseptual paradigma Konflik menyerang paradigma 
keteraturan yang mengabaikan kenyataan bahwa: Setiap unsur-unsur sosial 
dalam dirinya mengandung kontradiksi-kontradiksi internal yang menjadi prinsip 
penggerak perubahan. Perubahan tidak selalu gradual, namun juga revolusioner. 
Dalam jangka panjang sistem sosial harus mengalami konflik sosial dalam 
lingkar setan (vicious circle)jtak berujung pangkal Kritik itulah yang kemudian 
dikembangkan lebih lanjut menjadi paradigma konflik. Konflik dipandang sebagai 
inhern dalam setiap komunitas, tak mungkin dikebiri, apalagi dihilangkan. Konflik 
menjadi instrument perubahan. Untuk memahami pola pemikiran paradigma 
konflik dapat dilihat skema berikut: 


Sarada atik Asumsi dasar Type ideal | 


Imajinasi sifat Rasional,kooperatif, Konsep homo feber hegel 
dasar manusia | sempurna 


Integrasi sosial terjadi Negara Republic plato 
karena adanya dominasi, 

konflik menjadi instrument 

perubahan, utopia 


Imajinasi 


tentang 
masyarakat 


Imajinasi ilmu Filsafat materialisme, Materialisme historis marx 
pengetahuan histories, holistic, dan 
terapan 
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3. Plural Paradigm (Paradigma plural) 

Dari kontras atau perbedaan antara paradigma keteraturan dan 
paradigma konflik tersebut melahirkan upaya membangun sintesis keduanya 
yang melahirkan paradigma plural. Paradigma plural memandang manusia 
sebagai sosok yang independent, bebas dan memiliki otoritas serta otonomi 
untuk melakukan pemaknaan dan menafsirkan realitas sosial yang ada 
disekitarnya. Untuk memahami pola pemikiran paradigma plural dapat dilihat 
skema berikut: 


p sanak Asumsi dasar Type ideal 
Manusia bertindak atas Konsep kesadarn diri 

Imajinasi sifat | kesadaran subyektif, imanuel kant 

dasar manusia | memiliki kebebasan 

menafsirkan realitas/aktif 

Struktur internal yang Konsep kontrak sosial J.J 

membentuk kesadaran Rousseau 

manusia, kontrak sosial 

sebagai mekanisme control. 


Imajinasi ilmu Filsafat idealisme, tindakan Metode verstehen Weber 
er eelahuan manusia tidak dapat 
peng diprediksi 


Terbentuknya Paradigma Kritis 

Ketiga paradigma di atas merupakan pijakan-pijakan untuk 
membangun paradigma baru. Dari optic pertumbuhan teori sosiologi telah lahir 
Paradigma kritis setelah dilakukan elaborasi antara paradigma pluralis dan 
paradigma konflik. Paradigma pluralis memberikan dasar pada paradigma kritis 
terkait dengan asumsinya bahwa manusia merupakan sosok yang independent, 
bebas dan memiliki otoritas untuk menafsirkan realitas. Sedangkan paradigma 
konflik mempertajam paradigma kritis dengan asumsinya tentang adanya 
pembongkaran atas dominasi satu kelompok pada kelompok yang lain. 

Apabila disimpulkan apa yang disebut dengan paradigma kritis adalah 
paradigma yang dalam melakukan tafsir sosial atau pembacaan terhadap realitas 
masyarakat bertumpu pada: 

1. Analisis struktural: membaca format politik, format ekonomi dan politik hukum 
suatu masyarakat, untuk menelusuri nalar dan mekanisme sosialnya untuk 
membongkar pola dan relasi sosial yang hegeminik, dominatif, dan 
eksploitatif. 

2. Analisis ekonomi untuk menemukan fariabel ekonomi politikbaik pada level 
nasional maupun internasional. 

3. Analisis kritis yang membongkar “the dominant ideology” baik itu berakar 
pada agama, nilai-nilai adat, ilmu atau filsafat. Membongkar logika dan 
mekanisme formasi suatu wacana resmi dan pola-pola eksklusi antar 
wacana. 

4. Psikoanalisis yang akan membongkar kesadaran palsu di masyarakat. 


Imajinasi 
tentang 
masyarakat 
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5. Analisis kesejarahan yang menelusuri dialektika antar tesis-tesis sejarah, 
ideologi, filsafat, actor-aktor sejarah baik dalam level individual maupun 
sosial, kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat. 


Kritis dan Transformatif 

Namun Paradigma kritis baru menjawab pertanyaan: struktur formasi 
sosial seperti apa yang sekarang sedang bekerja. Ini baru sampai pada logika 
dan mekanisme working-sistem yang menciptakan relasi tidak adil, hegemonik, 
dominatif, dan eksploitatif, namun belum mampu memberikan prespektif tentang 
jawaban terhadap formasi sosial tersebut, strategi mentransformasikannya, 
disinilah “Term Transformatif” melengkapi teori kritis. Dalam perspektif 
Transformatif dianut epistimologi perubahan non-esensialis. Perubahan yang 
tidak hanya menumpukan pada revolusi politik atau perubahan yang bertumpu 
pada agen tunggal sejarah: entah kaum miskin kota (KMK), buruh atau petani, 
tapi perubahan yang serentak yang dilakukan secara bersama-sama. 

Disisi lain makna tranformatif harus mampu mentranformasikan 
gagasan dan gerakan sampai pada wilayah tindakan praksis ke masyarakat. 
Model-model transformasi yang bisa dimanifestasikan pada dataran praksis 
antara lain: 


1. Transformasi dari Elitisme ke Populisme. 

Dalam model tranformasi ini digunakan model pendekatan, bahwa 
mahasiswa dalam melakukan gerakan sosial harus setia dan konsisten 
mengangkat isu-isu kerakyatan, semisal isu advokasi buruh, advokasi petani, 
pendampingan terhadap masyarakat yang digusur akibat adanya proyek 
pemerintah yang sering berselingkuh dengan kekuatan pasar (kaum kapitalis) 
dengan pembuatan mal-mal, yang kesemuanya itu menyentuh akan kebutuhan 
rakyat secara riil. Fenomena yang terjadi masih banyak mahasiswa yang lebih 
memprioritaskan isu elit, melangit dan jauh dari apa yang dikehendaki oleh 
rakyat, bahkan kadang sifatnya sangat utopis. Oleh karena itu, kita sebagai kaum 
intelektual terdidik, jangan sampai tercerabut dari akar sejarah kita sendiri. 
Karakter gerakan mahasiswa saat ini haruslah lebih condong pada gerakan yang 
bersifat horisontal. 


2. Transformasi dari Negara ke Masyarakat. 

Model tranformasi kedua adalah transformasi dari Negara ke 
masyarakat. Kalau kemudian kita lacak basis teoritiknya adalah kritik yang 
dilakukan oleh Karl Marx terhadap G.W.F. Hegel. Hegel memaknai Negara 
sebagai penjelmaan roh absolute yang harus ditaati kebenarannya dalam 
memberikan kebijakan terhadap rakyatnya. Disamping itu, Hegel mengatakan 
bahwa Negara adalah satu-satunya wadah yang paling efektif untuk meredam 
terjadinya konflik internal secara nasional dalam satu bangsa. Hal ini dibantah 
Marx. Marx mengatakan bahwa justru masyarakatlah yang mempunyai otoritas 
penuh dalam menentukan kebijakan tertinggi. Makna transformasi ini akan 
sesuai jika gerakan mahasiswa bersama-sama rakyat bahu-membahu untuk 
terlibat secara langsung atas perubahan yang terjadi disetiap bangsa atau 
Negara. 
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3. Transformasi dari Struktur ke Kultur. 

Bentuk transformasi ketiga adalah transformasi dari struktur ke kultur, 
yang mana hal ini akan bisa terwujud jika dalam setiap mengambil keputusan 
berupa kebijakan-kebijakan ini tidak sepenuhnya bersifat sentralistik seperti yang 
dilakukan pada masa orde baru, akan tetapi seharusnya kebijakan ini bersifat 
desentralistik. Jadi, aspirasi dari bawah harus dijadikan bahan pertimbangan 
pemerintah dalam mengambil keputusan, hal ini karena rakyatlah yang paling 
mengerti akan kebutuhan, dan yang paling bersinggungan langsung dengan 
kerasnya benturan sosial di lapangan. 


4. Transformasi dari Individu ke Massa. 

Model transformasi selanjutnya adalah transformasi dari individu ke 
massa. Dalam disiplin ilmu sosiologi disebutkan bahwa manusia adalah mahluk 
sosial, yang sangat membutukan kehadiran mahluk yang lain. Bentuk-bentuk 
komunalitas ini sebenarnya sudah dicita-citakan oleh para foundhing fathers kita 
tentang adanya hidup bergotong royong. Rasa egoisme dan individualisme 
haruslah dibuang jaung-jauh dari sifat manusia. Salah satu jargon yang pernah 
dikatakan oleh Tan Malaka (Sang Nasionalis Kiri), adalah adanya aksi massa. 
Hal ini tentunya setiap perubahan meniscayakan adanya power atau kekuatan 
rakyat dalam menyatukan program perjuangan menuju perubahan sosial dalam 
bidang apapun (ipoleksosbudhankam). 


Paradigma Kritis Transformatif (PKT ) yang diterapkan di PMII? 

Dari paparan diatas, terlihat bahwa PKT sepenuhnya merupakan 
proses pemikiran manusia, dengan demikian dia adalah sekuler. Kenyataan ini 
yang membuat PMII dilematis, karena akan mendapat tuduhan sekuler jika pola 
pikir tersebut diberlakukan. Untuk menghindari dari tudingan tersebut, maka 
diperlukan adanya reformulasi penerapan PKT dalam tubuh warga pergerakan. 
Dalam hal ini, paradigma kritis diberlakukan hanya sebagai kerangka berpikir dan 
metode analisis dalam memandang persoalan. Dengan sendirinya dia tidak 
dilepaskan dari ketentuan ajaran agama, sebaliknya justru ingin mengembalikan 
dan memfungsikan ajaran agama sebagaimana mestinya. 

PKT berupaya menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dari 
belenggu, melawan segala bentuk dominasi dan penindasan, membuka tabir dan 
selubung pengetahuan yang munafik dan hegemonik. Semua ini adalah pokok- 
pokok pikiran yang terkandung dalam Islam. Oleh karenanya pokok-pokok 
pikiran inilah yang dapat diterima sebagai titik pijak penerapan PKT di kalangan 
warga PMII. Contoh yang paling kongkrit dalam hal ini bisa ditunjuk pola 
pemikiran yang menggunakan paradigma kritis dari beberapa intelektual Islam, 
diantaranya Hassan Hanafi dan Arkoun. 


Mengapa PMII memilih Paradigma Kritis Transformatif? 

“Berpikir Kritis & Bertindak Tansformatif” itulah Jargon PMII dalam 
setiap membaca tafsir sosial yang sedang terjadi dalam konteks apapun. Dan 
ada beberapa alasan yang menyebabkan PMII harus memiliki Paradigma Kritis 
Transformatif sebagai dasar untuk bertindak dan mengaplikasikan pemikiran 
serta menyusun cara pandang dalam melakukan analisa terhadap realitas sosial. 
Alasan-alasan tersebut adalah: 
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Masyarakat Indonesia saat ini sedang terbelenggu oleh nilai-nilai kapitalisme 

modern, dimana kesadaran masyarakat dikekang dan diarahkan pada satu 

titik yaitu budaya massa kapitalisme dan pola berpikir positivistik 

modernisme. 

2. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk/plural, beragam, baik 
secara etnis, tradisi, kultur maupun kepercayaan (adanya pluralitas society). 

3. Pemerintahan yang menggunakan sistem yang represif dan otoriter dengan 
pola yang hegemonik (sistem pemerintahan menggunakan paradigma 
keteraturan yang anti perubahan dan pro status guo). 

4. Kuatnya belenggu dogmatisme agama, akibatnya agama menjadi kering dan 

beku, bahkan tidak jarang agama justru menjadi penghalang bagi kemajuan 

dan upaya penegakan nilai kemanusiaan. 


Beberapa alasan mengenai mengapa PMII memilih Paradigma Kritis 
Tansformatif untuk dijadikan pisau analisis dalam menafsirkan realitas sosial. 
Karena pada hakekatnya dengan analisis PKT mengidealkan sebuah bentuk 
perubahan dari semua level dimensi kehidupan masyarakat (ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan dll) secara bersama-sama. Hal ini juga 
tercermin dalam imagened community (komunitas imajiner) PMII yang 
mengidealkan orientasi out-put kader PMII yang diantaranya adalah : Intelektual 
Organik, Agamawan Kritis, Profesional Lobbiyer, Ekonom Cerdas, Budayawan 
Kritis, Politisi Tangguh, dan Praktisi Pendidikan yang Transformatif. 


(Penulis: Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A., Majelis Pembina PMII 
Komisariat Al-Ghozali Cilacap, nuriel.ugm@gmail.com/ 085647634312) 
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Hand-Out 07 
PETA ANALISIS SOSIAL 
Uraian tentang Paradigma Sosiologi, Teori Perubahan Sosial, 
Langkah Praxis Analisis Sosial dan Pengorganisasian Masyarakat 


Prawacana 

Sebelum dibahas lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya 
mengenai berbagai aliran ideologi dan keyakinan serta teori tentang perubahan 
sosial dan kritik pembangunan, maka terlebih dahulu dalam bagian ini diuraikan 
dan dijelaskan mengenai apa latar belakang yang mempengaruhi terbentuknya 
teori-teori tersebut. Salah satu dari banyak hal yang sangat mempengaruhi dan 
membentuk suatu teori adalah apa yang dikenal dengan istilah paradigma 
(paradigm). Untuk itu uraian pada bagian kedua buku ini akan memfokuskan 
pembahasan untuk memahami apa yang sesungguhnya dimaksud dengan 
paradigma, mengapa dan bagaimana suatu paradigma terbentuk, serta apa 
pengaruh paradigma terhadap terbentuknya teori-teori perubahan sosial dan 
praktik pembangunan. Pembahasan mengenai masalah paradigma ini perlu 
dilakukan mengingat pentingnya paradiima dalam membentuk dan 
mempengaruhi teori maupun analisis seseorang. Pada dasarnya tidak ada suatu 
pandangan atau teori sosial pun yang bersifat netral dan objektif, melainkan 
salah satunya bergantung pada paradigma yang dipergunakan. Namun, sebelum 
melangkah lebih lanjut, uraian ini akan dimulai dengan menjawab pertanyaan 
dasar apa sesungguhnya yang dimaksud dengan paradigma itu? 

Sebagaimana diuraikan wMansour Fagih', paradigma secara 
sederhana dapat diartikan bagai kacamata atau alat pandang. Namun, 
pengertian yang lebih akademis dapat dipahami dari beberapa pemikiran yang 
akan diuraikan berikut. Pada dasarnya, istilah paradigma menjadi sangat 
terkenal justru setelah Thomas Khun menulis karyanya yang berjudul The 
Structure of Scientific Revolution. Dalam buku itu Khun menjelaskan tentang 
model bagaimana suatu aliran teori ilmu lahir dan berkembang menurutnya 
disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma, di mana suatu pandangan 
teori ditumbangkan oleh pandangan teori yang lain. Paradigma diartikan sebagai 
satu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan 
atau pijakan suatu teori. Berkembangnya suatu paradigma erat kaitannya 
dengan seberapa jauh suatu paradigma mampu melakukan konsolidasi dan 
mendapat dukungan dari berbagai usaha seperti penelitian, penerbitan, 
pengembangan, dan penerapan kurikulum oleh masyarakat ilmiah 
pendukungnya. Oleh karena itu, untuk memahami berkembang maupun runtuh- 
nya suatu teori perubahan sosial dan pembangunan erat kaitannya dengan 
persoalan yang dihadapi oleh paradigma masing-masing yang menjadi landasan 
teori tersebut. 

Selain Khun, peneliti pemikir lain seperti Patton (1975) juga 
memberikan pengertian paradigma yang tidak jauh dengan apa yang 
didefinisikan oleh Khun, yakni sebagai "a world view, a general perspective, a 


7 Mansour Fagih, Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, Insist Press, Cet. I., 2001) h. 17-43. 
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way of breaking down the complexity of the real worla"' Dengan demikian, dapat 
ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud paradigma adalah konstelasi 
teori, pertanyaan, pendekatan, selain dipergunakan oleh suatu nilai dan tema 
pemikiran. Konstelasi ini dikembangkan dalam rangka memahami kondisi 
sejarah dan keadaan sosial, untuk memberikan kerangka konsepsi dalam 
memberi makna realitas sosial.” Paradigma merupakan tempat kita berpijak 
dalam melihat suatu realitas. Justru kekuatan sebuah paradigma terletak pada 
kemampuannya membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat se- 
suatu, apa yang kita anggap masalah, apa masalah yang kita anggap 
bermanfaat untuk dipecahkan serta apa metode yang kita gunakan dalam 
meneliti dan berbuat. Paradigma, sebaliknya, mempengaruhi apa yang tidak kita 
pilih, tidak ingin kita lihat, dan tidak ingin kita ketahui." Oleh karena itu, jika ada 
dua orang melihat suatu realitas sosial yang sama, atau membaca ayat dari 
sebuah kitab suci yang sama, akan menghasilkan pandangan berbeda, 
menjatuhkan penilaian dan sikap yang berbeda pula. Paradigma pulalah yang 
akan mempengaruhi pandangan seseorang tentang apa yang "adil dan yang 
tidak adi", bahkan paradigma mempengaruhi pandangan seseorang ataupun 
teori tentang baik buruknya suatu program kegiatan. Misalnya saja hubungan 
lelaki prempuan pada suatu masyarakat, atau hubungan antara majikan dan 
buruh, oleh suatu paradigma pemikiran disebutkan sebagai "harmonis saling 
membantu" dan tidak ada masalah, oleh paradigma yang lain, akan dilihat 
sebagai hubungan hegemonik, dominasi gender ataupun bahkan dianggap 
eksploitatif. Dalam hal perbedaan paradigma seperti itu, tidak relevan 
membicarakan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena masing-masing 
menggunakan alasan, nilai, semangat, dan visi yang berbeda tentang fenomena 
tersebut. 

Oleh karena itu, dominasi suatu paradigma terhadap paradigma yang 
lain sesungguhnya bukanlah karena urusan "salah atau benar, yakni yang benar 
akan memenangkan paradigma yang lain. Ritzer (1975) mengungkapkan bahwa 
kemenangan satu paradigma atas paradigma yang lain lebih disebabkan karena 
para pendukung paradigma yang menang ini lebih memiliki kekuatan dan 
kekuasaan (power) dari pengikut paradigma yang dikalahkan, dan sekali lagi 
bukan karena paradigma yang menang tersebut lebih benar atau "lebih baik dari 
yang dikalahkan".'" Demikian halnya dalam memahami dipilihnya atau 
diterapkannya suatu aliran teori perubahan sosial maupun pembangunan juga 
erat kaitannya dengan kekuasaan penganut paradigma perubahan sosial yang 
bersangkutan untuk memenangkannya. Dengan demikian, dominasi atau 
berkuasanya suatu teori perubahan sosial ataupun teori pembangunan, adalah 
lebih karena teori tersebut yang merupakan hasil atau dibentuk oleh suatu 


8 Lihat: Michael Guin Patton, Alternative Evaluation Research Paradigm. Grand Forks: 


University North Dakota, 1970. 
Definisi ini meminjam uraian Popkewitz. Lihat Popkewitz, Thomas. Paradigm and Ideology in 
Educational Research. New York: Palmer Press, 1984. 

10 Thomas Khun (1970) dikenal orang pertama yang membuat terkenal istilah paradigma. Ia 
tertarik pada perkembangan dan revolusi ilmu pengetahuan, dengan menganalisis hubungan antara 
berbagai paradigma dan penelitian ilmiah. Untuk uraian mengenai paradigma lihat: Thomas Kuhn. The 
Structures of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press, 1970. 

Lihat Ritzer, "Sociology: A Multiple Paradigm Science" dalam Jumal The American 
Sociologist No. 10, 1975. hal: 156-157. 
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paradigma tertentu, ada kaitannya dengan kekuatan dan kekuasaan bagi 
penganut teori tersebut, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kebenaran teori 
tersebut. Lantas pertanyaannya mengapa dan bagaimana kita harus memilih 
satu paradigma atau teori perubahan sosial tertentu? 

Meskipun penjelasan Kuhn sangat bermanfaat untuk memahami 
bagaimana paradigma mempengaruhi terciptanya teori, tetapi penjelasan Kuhn 
tentang proses pergantian paradigma menurutnya berjalan secara revolusioner. 
Dengan kata lain, bergantinya suatu paradigma melalui pergantian, paradigma 
lama mati dan diganti oleh paradigma baru. Penjelasan mengenai pergantian 
paradigma ini sudah banyak dibantah orang. Dalam kenyataannya telah terjadi 
berbagai fenomena yang tidak dibayangkan oleh Kuhn dalam teorinya. Pertama 
telah terjadi pluralitas dan konvergensi teori. Kuhn berpendapat bahwa 
paradigma akan selalu menggantikan posisi paradigma lama, dan jika tidak, para 
ilmuwan tidak memiliki kerangka kerja yang mapan. Dalam ilmu alam, 
pandangan seperti ini memang terjadi. Namun, dalam perkembangan ilmu-ilmu 
sosial menunjukkan kecenderungan semakin menguatnya pertikaian antar 
paradigma, atau bahkan terjadi dialog antara dua paradigma atau lebih pada era 
yang sama. Bahkan, proses teori pada dasarnya adalah terjadinya saling dialog 
antar teori dan proses kemampuan teori untuk menyesuaikan diri. Marxisme, 
misalnya, telah berkembang setelah berdialog dengan semakin canggihnya 
kapitalisme. Sebaliknya, terjadi penguatan gejala dimana teori-teori sosial yang 
bersandar pada keyakinan kapitalisme berkembang ke arah penyesuaian diri 
terhadap kritik. Dalam perkembangan Marxisme, misalnya, perkembangan dan 
kritik interen terhadap praktik perkembangannya, hal ini menghasilkan masuknya 
analisis hegemoni kultur dan ideologi dalam Marxisme, sesuatu yang membuat 
analisis Marxisme saat ini telah bergeser dari pikiran Marx pertama kali yang 
lebih memfokuskan pada analisis ekonomi. Demikian halnya maraknya 
perkembangan teologi pembebasan (liberation theology) di Amerika Latin dan 
tempat-tempat lain adalah suatu adaptasi akibat dari suatu dialog paradigma. 
Demikian halnya, perkembangan paham dan teori kapitalisme dalam 
perkembangannya hingga seperti saat ini justru belajar dan mendapat 
keuntungan dari kritik yang dilakukan oleh teori Marxisme. Kapitalisme 
sesungguhnya banyak belajar dan menyesuaikan diri karena mendapat kritikan 
dari Marxisme. 

Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apa manfaat dan 
sikap yang diperlukan dalam memahami paradigma sosial. Pada dasarnya 
memahami paradigma dan teori perubahan sosial seharusnya tidak sekedar 
untuk mempelajari dan memahaminya. Suatu teori ataupun paradigma dipelajari 
dan dipahami dalam rangka menegakkan komitmen untuk suatu proses 
emansipasi, keadilan sosial dan transformasi sosial. Persoalan pilihan terhadap 
pardigma dan teori perubahan sosial maupun teori pembangunan pada dasarnya 
bukanlah karena alasan benar dan salahnya teori tersebut, pilihan suatu teori 
lebih karena dikaitkan dengan persoalan mana teori yang akan berakibat pada 
penciptaan emansipasi dan penciptaan hubungan-hubungan dan struktur yang 
secara mendasar lebih baik. Oleh karena itu, memilih paradigma dan teori 
perubahan sosial adalah suatu pemihakan dan berdasarkan nilai-nilai tertentu 
yang dianut. Pertanyaan yang penting diajukan di sini adalah siapa dan dengan 
tujuan apa sesungguhnya kegiatan dan aksi kita diabdikan? Masalah siapa yang 
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ingin kita pecahkan melalui aksi dan program kegiatan kita? Jadi, masalahnya 
bukanlah apakah kita harus memihak, karena pemihakan adalah mustahil untuk 
dapat dihindarkan bagi semua teori perubahan sosial dan teori pembangunan, 
tetapi masalahnya adalah kepada siapa atau kepada apa pemihakan tersebut 
diabdikan.'? Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan pemahaman paradigma 
sosiologi yang menjadi kacamata dan dasar bertindak dibalik setiap teori 
perubahan sosial maupun pembangunan. 


BAGIAN | 
Paradigma-paradigma Ilmu-ilmu Sosial 

Untuk memberikan bingkai bagaimana memahami teori perubahan 
sosial, termasuk di dalamnya teori pembangunan, kita perlu mengenal peta 
paradigma dalam ilmu sosial. Ada beberapa peta pendekatan yang telah 
dihasilkan oleh para ahli ilmu sosial. Dalam rangka itu, berikut diuraikan 
beberapa model paradigma dalam melihat masalah sosial. Pertama adalah 
model pemetaan paradigma sosial yang diuraikan oleh salah seorang penganut 
mazhab Frankfurt, terutama Jurgen Habermas. Model pembagian paradigma 
kedua adalah dengan mengikuti tokoh pemikir pendidikan kritis asal Brazil, Paulo 
Freire. Sedangkan model ketiga adalah peta paradigma sosiologi yang dibuat 
oleh Barnel dan Morgan (1979). 


Ilmu Sosial Paradigma Dominatif Lawan Emansipatoris 

Meminjam analisis Habermas yang secara sederhana membagi 
paradigma ilmu-ilmu sosial menjadi tiga paradigma, dapat digunakan untuk 
memahami suatu sudut perbedaan paradigma dalam ilmu-ilmu sosial. Habermas 
pada dasarnya membagi paradigma ilmu sosial dalam pembagian yang secara 
sederhana dapat dipahami sebagai berikut. Menurutnya ilmu sosial dapat 
dibedakan menjadi tiga paradigma yang dapat secara sederhana diuraikan 
sebagai berikut, 

Pertama, yang disebutnya sebagai instrumental knowledge. Dalam 
perspektif paradigma 'instrumental" ini, pengetahuan lebih dimaksudkan untuk 
menaklukkan dan mendominasi objeknya. Yang dimaksud Habermas dengan 
paradigma pengetahuan instrumental ini sesungguhnya adalah paradigma 
positivisme. Positivisme pada dasarnya adalah ilmu sosial yang dipinjam dari 
pandangan, metode, dan teknik ilmu alam dalam memahami realitas. Positivisme 
adalah aliran filsafat yang berakar pada tradisi ilmu sosial yang dikembangkan 
dengan mengambil cara ilmu alam menguasai benda, yakni dengan kepercayaan 
adanya universalisme dan generalisasi, melalui metode determinasi, fixed law 
atau kumpulan hukum teori (Schoyer, 1973). Positivisme berasumsi bahwa 
penjelasan sifat universal, artinya cocok atau appropriate untuk semua, kapan 
saja, di mana saja suatu fenomena sosial. Oleh karena itu, mereka percaya 
babwa riset sosial harus didekati dengan metode ilmiah, yakni obyektivitas, 
netral, dan bebas nilai. Pengetahuan selalu menganut hukum ilmiah yang ber- 
sifat universal, prosedur harus dikuantifikasi dan diverifikasi dengan metode 


12 Pertanyaan ini kami adaptasi dan pinjam dari Becker, yang membahas tentang pilihan-pilihan 
dalam paradigma dan teori penelitian. Lihat tulisan Becker, "Whose side are we on? dalam buku yang di 
edit oleh W.J. Fisltead (Ed.). @ualitative Methodology Chicago: Markham, 1970. 
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scientific atau ilmiah. Dengan kata lain, positivisme mensyaratkan pemisahan 
fakta dan nilai (values) dalam rangka menuju pemahaman objektif atas realitas 
sosial. 

Sebutan "kaum positivist" berkesan sentimen dan merupakan 
diskursus yang di dalamnya memuat suatu strategi daripada mengacu pada 
pengertian bahasa yang mendalam dan bermanfaat untuk menjelaskan kata 
positif lawan yang negatif dari konsep itu. Istilah itu digunakan untuk mengacu 
pada suatu sikap dan pendirian epistemologis tertentu. Positivisme sering 
dicampur-adukkan dengan 'empirisme' sehingga membuat rancu beberapa 
pengertian pokoknya. Pendirian epistemologis kaum positivis kalau ditelaah lebih 
dalam didasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam "ilmu alam," atau 
dengan kata lain, lebih jelas dapat dikatakan bahwa ilmu sosial positivistik, pada 
dasamya meminjam cara, metodologi, sikap dan visi bagaimana ilmu alam 
menghadapi objek studi mereka yakni benda dan fenomena alam. Perbedaan 
utamanya terletak pada istilah yang digunakan dan objek yang dihadapi. Dalam 
ilmu alam objeknya adalah benda dan fenomena alam, sedangkan positivisme 
memberlakukan masyarakat atau manusia seperti ilmu alam memperlakukan 
benda dan fenomen alam. Tatanan sosial dapat dibuktikan kebenarannya melalui 
penelitian eksperimental, atau laboratorium, meskipun sering terjadi hipotesis 
keliru yang tak pernah dapat dibuktikan kebenarannya. Kaum verifikasionis 
(membuktikan kebenaran, dan falsifikasionis (membuktikan kekeliruan) hipotesis 
tentang tatanan sosial, sependapat bahwa pengetahuan hakikatnya merupakan 
proses akumulasi di mana pemahaman baru diperoleh sebagai tambahan atas 
kumpulan pengetahuan atau penghapusan atas hipotesis salah yang pernah 
ada. 

Dengan pendekatan seperti itu, ilmu sosial dengan paradigma 
positivisme lebih mensyaratkan sikap-sikap tertentu yang tercermin dalam 
metodologi dan teknik kajian mereka. Di antara banyak sikap yang kemudian 
disebutkan sebagai sikap "ilmiah" tersebut adalah bahwa ilmu sosial dan peneliti- 
an sosial haruslah bersikap netral dan tidak memihak. Selain itu, ilmu sosial bagi 
paradigma positivisme juga tidak boleh bersifat subjektif, melainkan harus 
objektif, rasional, tidak boleh emosional, komitmen dan empati. Ilmu sosial juga 
harus mampu menjaga jarak (detachment) terhadap objek studi dan hasil kajian, 
bersikap universal, dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. 

Untuk memahami lebih lanjut pendirian paradigma positivisme, kita 
dapat memahaminya melalui pendirian teori-teori anti-positivisme. Meskipun 
epistemologis kaum antipositivis beragam jenisnya, semuanya tidak menerima 
berlakunya kaidah-kaidah universalitas, bahwa yang terjadi pada suatu tatanan 
sosial tertentu tidak secara serta merta akan berlaku pada semua tatanan atau 
peristiwa sosial. Realitas sosial adalah nisbi, hanya dapat dipahami dari 
pandangan orang per orang yang langsung terlibat dalam peristiwa sosial 
tertentu. Mereka menolak kedudukan sebagai 'peneliti dan pengamat' atau 
pengembang masyarakat ahli luar seperti layaknya kedudukan kaum positivis. 
Seorang hanya bisa "mengerti" dengan 'memasuki' kerangka pikir orang yang 
terlibat langsung atau diri mereka sendiri sebagai peserta atau pelaku dalam 
tindakan. Seseorang hanya mengerti dari sisi dalam, bukan dari luar realitas 
sosial, betapa pun ahlinya karena ilmu sosial bersifat subjektif, dan menolak 
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anggapan bahwa ilmu pengetahuan dapat ditemukan sebagai pengetahuan 
objektif. 

Kalau kita pelajari secara mendalam, sesungguhnya ada dua tradisi 
pemikiran besar yang mewamai perkembangan ilmu dan analisis sosial selama 
lebih dari dua ratus tahun terakhir, yakni pertikaian antara postivisme dan 
idealisme Jerman. Aliran ini mewakili pandangan yang berusaha menerapkan 
cara dan bentuk penelitian alam ke dalam pengkajian peristiwa kemanusiaan. 
Realitas sosial disamakan dengan realitas alam. Dengan meniru kaum realis 
dalam ontologinya, epistimologi kaum positivis, pandangan deterministik menge- 
nai sifat manusia dan nomotetis metodologinya. Sementara itu, lawannya adalah 
tradisi "idealisme Jerman". Aliran ini menyatakan bahwa realitas tertinggi bukan 
kenyataan lahir yang dapat dilihat indera, tetapi justru pada "ruh" atau gagasan". 
Oleh karena itu epistiomologi mereka anti-positivis di mana sifat subjektivitas dari 
peristiwa kemanusiaan lebih penting dan menolak cara dan bentuk penelitian 
ilmu alam. 

Kedua, adalah paradigma  interpretative. Latar belakang 
perkembangan paradigma interpretatif ini dapat ditelusuri dari pergumulan dalam 
teori ilmu sosial sebelum tahun 1970 ketika telah mulai berkembang suatu tradisi 
besar terutama di bidang filsafat sosial dengan munculnya fenomenologi, 
etnometodologi dan teori-teori aksi. Aliran-aliran filsafat sosial ini selain 
menyatakan pendiriannya sendiri sering juga menentang aliran sosiologi 
positivisme. Aliran-aliran ini dapat dipahami dengan baik dengan mengenali 
perbedaan-perbedaan anggapan dasarnya masing-masing. Aliran hermeneutic 
knowledge atau juga dikenal dengan paradigma interpretative, secara sederhana 
dapat dijelaskan bahwa pengetahuan dan khususnya ilmu-ilmu sosial dan 
penelitian sosial dalam paradigma ini 'hanya' dimaksud untuk memahami secara 
sungguh-sungguh. Dasar filsafat paradigma interpretative adalah phenom- 
enology dan hermeneutics, yaitu tradisi filsafat yang lebih menekankan minat 
yang besar untuk memahami. Semboyan yang terkenal dari tradisi ini adalah 
"biarkan fakta bicara atas nama dirinya sendiri". Namun dalam paradigma ini 
pengetahuan tidak dimaksudkan sebagai proses yang membebaskan. Misalnya 
saja yang termasuk dalam paradigma ini adalah ethnography dalam tradisi 
kalangan antropolog. 

Ketiga, adalah paradigma yang disebut sebagai "paradigma kritik" 
atau critical/ emancipatory knowledge. Ilmu sosial dalam paradigma ini lebih 
dipahami sebagai proses katalisasi untuk membebaskan manusia dari segenap 
ketidakadilan. Melalui kritik yang mendasar terhadap ilmu sosial yang 
mendominasi (instrumental knowledge), paradigma kritis ini menganjurkan 
bahwa ilmu pengetahuan terutama ilmu-ilmu sosial tidak boleh dan tidak mungkin 
bersifat netral. Paradigma kritis memperjuangkan pendekatan yang bersifat 
holistik, serta menghindari cara berpikir deterministik dan reduksionistik. Oleh 
sebab itu, mereka selalu melihat realitas sosial dalam perspektif kesejarahan. 
Paradigma kritis tidak hanya terlibat dalam teori yang spekulatif atau abstrak, 
tetapi lebih dikaitkan dengan pemihakan dan upaya emansipasi masyarakat 
dalam pengalaman kehidupan mereka sehari-hari. 

Implikasi dari kritik paradigma ini terhadap positivisme menyadarkan 
kita akan perlunya perenungan tentang moralitas ilmu dan penelitian sosial. Oleh 
karena teori dan penelitian sosial begitu berpengaruh terhadap praktik 
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perubahan sosial seperti program pembangunan, maka paradigma ilmu dan 
penelitian sosial adalah faktor penting yang menentukan arah perubahan sosial. 
Itulah mengapa paradigma kritik selalu mempertanyakan "mengapa rakyat dalam 
perubahan sosial" selalu diletakkan sebagai passive objects untuk diteliti, dan 
selalu menjadi objek "rekayasa sosial" bagi penganut positivisme. Positivisme 
percaya bahwa rakyat tidak mampu memecahkan masalah mereka sendiri. 
Perubahan sosial harus didesain oleh ahli, perencana yang bukan rakyat, 
kemudian dilaksanakan oleh para teknisi. Rakyat dalam hal ini dilihat sebagai 
masalah dan hanya para ahli yang berhak untuk memecahkannya. 

Sebaliknya, pandangan paradigma kritik justru menempatkan rakyat 
sebagai subjek utama perubahan sosial. Rakyat harus diletakkan sebagai pusat 
proses perubahan dan penciptaan maupun dalam mengontrol pengetahuan 
mereka. Inilah yang menjadi dasar sumbangan teoretik terhadap perkembangan 
participatory research. Kritik terhadap positivisme dilontarkan karena 
pengetahuan tersebut menciptakan dominasi yang irasional dalam masyarakat 
modern. Ilmu sosial harus mampu memungkinkan setiap orang untuk 
memberikan partisipasi dan kontribusinya. Pemikiran tersebut mempengaruhi 
arah ilmu sosial kritis yang menekankan pentingnya subjektivitas manusia, 
pemihakan dan kesadaran dalam proses membangun teori. Paradigma kritis 
inilah yang memberikan legitimasi terhadap ilmu sosial pembebasan, yang 
tadinya dianggap 'tidak ilmiah' tersebut. Itulah sebabnya paradigma kritik 
sekaligus merupakan kritik terhadap paradigma dominasi dan interpretasi. 

Dengan kerangka peta pembagian paradigma seperti itu, kita dapat 
memahami dan menyadari segenap perkembangan, asumsi, dan konflik antar 
berbagai teori perubahan sosial dan kritik terhadap teori-teori pembangunan 
yang menjadi fokus utama pembahasan-pembahasan dalam berbagai uraian 
pada bagian-bagian berikutnya. 


Dari Paradigma Reformasi ke Transformasi: Peta Kesadaran Freire 

Arena perbedaan paradigma yang lain yang juga berpengaruh dalam 
perkembangan dan kajian teori perubahan sosial dan teori pembangunan adalah 
dengan meminjam pembagian paradigma yang dikembangkan oleh Paulo Freire. 
Ketika Freire (1970) menerbitkan buku Pedagogy of the Oppressed yang 
pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris tahun 1970, umumnya orang 
menyangka bahwa ia sedang melakukan kritik terhadap dunia pendidikan. 
Namun, dengan membaca karya Freire lainnya, terutama mendengar dialognya 
dengan tokoh social movement Amerika Serikat, Miles Horton, yang dibukukan 
dengan judul We Making the Road by Walking (1990), orang baru sadar bahwa 
Freire sedang berbicara soal yang lebih luas dari dunia pendidikan yakni 
mengenai paradigma perubahan sosial. Dia mengakui sangat dipengaruhi oleh 
Gramsci, seorang pemikir kebudayaan yang radikal yang pertama kali mengupas 
bahwa sesungguhnya peperangan yang terpenting pada abad modern ini adalah 
ideologi, yang disebutnya sebagai proses 'hegemony'. Dari situlah orang baru 
menyadari bahwa Freire sedang membicarakan pendidikan dalam kaitannya 
dengan struktur dan sistem budaya, ekonomi, dan politik yang lebih luas. 

Tugas teori sosial menurut Freire adalah melakukan apa yang 
disebutnya sebagai conscientizacao atau proses penyadaran terhadap sistem 
dan struktur yang menindas, yakni suatu sistem dan struktur. Proses 


(MI 


MAPABA PMII KOMISARIAT AL-GHOZALI 2011 


dehumanisasi yang membunuh kemanusiaan. Gramsci menyebut proses ini 
sebagai upaya counter hegemony. Proses dehumaniasi tersebut terselenggara 
melalui mekanisme kekerasan, baik yang fisik dan dipaksakan, maupun melalui 
cara penjinakan yang halus, yang keduanya bersifat struktural dan sistemik. 
Artinya kekerasan dehumanisasi tidak selalu berbentuk jelas dan mudah dikenali. 
Kemiskinan struktural, misalnya, pada dasarnya adalah suatu bentuk kekerasan 
yang memerlukan analisis untuk menyadarinya. Bahkan, kekerasan sebagian 
besar terselenggara melalui proses hegemoni: cara pandang, cara berfikir, 
ideologi, kebudayaan, bahkan selera, golongan yang mendominasi telah 
dipengaruhkan dan diterima oleh golongan yang didominasi. Dengan begitu, 
pendidikan dan ilmu pengetahuan, sebagaimana kesenian, bukanlah arena 
netral tentang estetika belaka. Kesenian dan kebudayaan tidaklah berada dalam 
ruang dan masa yang steril, melainkan dalam sistem dan struktur yang bersifat 
hegemonik. 

Freire (1970) membagi ideologi teori sosial dalam tiga kerangka besar 
yang didasarkan pada pandangannya terhadap tingkat kesadaran masyarakat. 
Tema pokok gagasan Freire pada dasarnya mengacu pada suatu landasan 
bahwa pendidikan adalah "proses memanusiakan manusia kembali". Gagasan ini 
berangkat dari suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, 
dan budaya masyarakat, menjadikan masyarakat mengalami proses 
dehumanisasi. Pendidikan, sebagai bagian dari sistem masyarakat, justru 
menjadi pelanggeng proses dehumanisasi tersebut. Secara lebih rinci Freire 
menjelaskan proses dehumanisasi tersebut dengan menganalisis tentang 
kesadaran atau pandangan hidup masyarakat terhadap diri mereka sendiri. 
Freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi: kesadaran magis (magical 
consciousnees), kesadaran naif (naival consciousnees) dan kesadaran kritis 
(critical consciousness). Bagaimana kesadaran tersebut dan kaitannya dengan 
sistem pendidikan dapat secara sederhana diuraikan sebagai berikut. 

Pertama, kesadaran magis, yakni suatu keadaan kesadaran, suatu 
teori perubahan sosial yang tidak mampu mengetahui hubungan atau kaitan 
antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya saja suatu teori yang percaya 
akan adanya masyarakat miskin yang tidak mampu, kaitan kemiskinan mereka 
dengan sistem politik dan kebudayaan. Kesadaran magis lebih mengarahkan 
penyebab masalah dan ketakberdayaan masyarakat dengan faktor-faktor di luar 
manusia, baik natural maupun super natural. Dalam teori perubahan sosial jika 
proses analisis teori tersebut tidak mampu mengaitkan antara sebab dan 
musabab suatu masalah sosial, proses analisis teori sosial tersebut dalam 
perspektif Freirean disebut sebagai teori sosial fatalistik. Suatu teori sosial bisa 
dikategorikan dalam model pertama ini jika teori yang dimaksud tidak 
memberikan kemampuan analisis, kaitan antara sistem dan struktur terhadap 
satu permasalahan masyarakat. Masyarakat secara dogmatik menerima 
'kebenaran' dari teoretisi sosial tanpa ada mekanisme untuk memahami 'makna' 
ideologi setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat. 


18 Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed. New York: Praeger, 1986. 
14 Lihat Smith, Themaning of Conscientacao: The Goal of Paulo Freire's Pedagogy Amherst: 
Center for International Education, UMASS, 1976. 
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Yang kedua adalah apa yang disebutnya sebagai "Kesadaran Naif". 
Keadaan yang dikategorikan dalam kesadaran ini adalah lebih melihat 'aspek 
manusia' sebagai akar penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini 
'masalah etika, kreativitas, 'need for achievement' dianggap sebagai penentu 
dalam perubahan sosial. Jadi, dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat 
miskin, bagi analisis kesadaran ini, adalah disebabkan oleh kesalahan 
masyarakat sendiri, yakni mereka malas, tidak memiliki jiwa kewiraswastaan, 
atau tidak memiliki budaya 'pembangunan', dan seterusnya.'" Oleh karena itu, 
man power development adalah sesuatu yang diharapkan, akan menjadi pemicu 
perubahan. Teori perubahan sosial dalam konteks ini berarti suatu teori yang 
tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada 
dianggap sudah baik dan benar, merupakan faktor given dan, oleh sebab itu, 
tidak perlu dipertanyakan. Tugas teori sosial adalah bagaimana membuat dan 
mengarahkan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan sistem yang sudah 
benar tersebut. Paradigma inilah yang dikategorikan sebagai paradigma 
perubahan yang bersifat reformatif dan bukanlah paham perubahan yang bersifat 
transformatif. 

Kesadaran ketiga adalah yang disebut sebagai kesadaran kritis. 
Kesadaran ini lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. 
Pendekatan struktural menghindari blaming the victims dan lebih menganalisis 
secara kritis struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya dan 
bagaimana kaitan tersebut berakibat pada keadaan masyarakat. Paradigma kritis 
dalam teori perubahan sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mampu 
mengidentifikasi 'ketidakadilan' dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian 
mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta 
bagaimana mentransformasikannya. Tugas teori sosial dalam paradigma kritis 
adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar masyarakat terlibat dalam 
suatu proses dialog "penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih 
baik atau lebih adil Kesadaran ini pula yang disebut sebagai kesadaran 
transformatif. 


18 Pemikiran yang bisa dikategorikan dalam analisis ini adalah para penganut modernisasi dan 
developmentalisme. Paham modernisasi selanjutnya menjadi aliran yang dominan dalam ilmu-ilmu 
sosial. Misalnya saja dalam antropologi, pikiran Kuncaraningrat tentang budaya pembangunan sangat 
berpengaruh bagi kalangan akademik dan birokrat. Paham modernisasi juga 'berpengaruh' dalam 
pemikiran Islam di Indonesia. Adanya yang salah dalam teologi fatalistik yang dianut umat Islam 
dianggap sebagai penyebab keterbelakangan. Asumsi itu dianut oleh kaum modemis sejak Muhammad 
Abduh atau Jamaluddin Afgani sampai kelompok pembaharu saat ini seperti Nurcholish Madjid c.s. 
Lihat: Dr. Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1978. serta majalah 
ulasan tentang "Gerakan Pembaharuan Islam" dalam Ulumul @uran tahun 1993. 
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Diagram 1 
Peta analisis kesadaran masyarakat, Paulo Freire (1970) 


KESADARAN MAGIS KESADARAN NAIF KESADARAN KRITIS 


Magical Naival Critical 
Consciousness Consciousness Consciousness 
Perubahan sosial Perubahan sosial Perubahan sosial 
ditentukan oleh: ditentukan oleh: ditentukan oleh: 

NATURAL, ETIKA, KREATIFITAS, SISTEM SOSIAL, 
SUPERNATURAL NEED FOR EKONOMI, POLITIK & 
ACHIEVEMENT BUDAYA 
Berimplikasi pada: Berimplikasi pada: Berimplikasi pada: 
Kesadaran Fatalistik Kesadaran Reformatif Kesadaran 
Transformatif 


Dengan menggunakan paradigma yang dikembangkan Freire ini 
membantu kita untuk dapat memahami bagaimana logika berbagai teori sosial 
yang akan dibahas dikembangkan. Dengan demikian, teori modernisasi dan 
pembangunan serta berbagai teori pendukung setelahnya dalam epistimologi, 
atau menurut paradigma kesadaran Freire dapat digolongkan dalam kesadaran 
naif, karena bukan struktur yang lebih dipersoalkan melainkan manusianya dan 
oleh karenanya bersifat reformatif. Sementara itu, paradigma dan teori 
perubahan sosial kritik yang dibahas dalam bab berikutnya dalam perspektif 
Freire dapat digolongkan dalam kesadaran kritis dan merupakan proses 
perubahan sosial menuju lebih adil yang bersifat transformatif. 

Uraian pembagian peta paradigma yang dipinjam dari analisis Freire 
tersebut, selain dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami dan 
memetakan teori-teori perubahan sosial dan teori-teori pembangunan, peta 
paradigma tersebut juga sangat berpengaruh terhadap para praktisi 
pengembangan masyarakat ataupun pemberdayaan masyarakat di akar rumput. 
Banyak praktisi pembangunan dalam berhadapan maupun mengembangkan 
program-programnya di masyarakat dipengaruhi oleh jenis kesadaran yang men- 
dominasi pemikiran dan analisis para praktisi sehingga sangat berpengaruh 
terhadap pendekatan maupun metodologi program mereka. Para praktisi 
pengembangan masyarakat yang mengembangkan program "pemberdayaan 
masyarakat", tetapi dalam melakukan analisis terhadap "masalah kemiskinan" 
masyarakat bersandar pada analisis kesadaran naif dan reformatif, akan 
melahirkan program yang berbeda dengan jika mereka dipengaruhi oleh analisis 
yang bersandar pada kesadaran kritis untuk transformasi sosial. 


Paradigma-paradigma Sosiologi 

Untuk lebih mempertajam pemahaman dan seluk-beluk peta 
paradigma yang dapat digunakan untuk memahami teori-teori perubahan sosial 
dan teori pembangunan, maka perlu juga kita memetakan secara lebih luas 
paradigma dalam ilmu sosiologi. Untuk itu dalam bagian ini dikemukakan dan 
disajikan peta paradigma sosiologi yang dikembangkan oleh Burnell dan Morgan 
(1979). Burnell dan Morgan membuat suatu pemetaan paradigma sosiologi yang 
dapat membantu kita untuk memahami 'cara pandang' berbagai aliran dan teori 
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ilmu-ilmu sosial. Mereka membantu memecahkan sumber utama keruwetan peta 
teori ilmu sosial dengan mengajukan peta filsafat dan teori sosial.'? Secara 
sederhana mereka mengelompokkan teori sosial ke dalam empat kunci 
paradigma. Empat paradigma itu dibangun atas pandangan yang berbeda 
mengenai dunia sosial. Masing-masing pendirian dalam kebenarannya dan 
melahirkan analisis tentang kehidupan sosial. Sejak tahun 1960-an 
sesungguhnya telah muncul berbagai aliran pemikiran sosiologi yang dalam 
perkembangannya justru tidak membantu untuk memperjelas peta paradigma 
sosiologi. Namun pada awal tahun 1970-an terjadi kebutuhan dalam perdebatan 
sosiologi mengenai sifat ilmu sosial dan sifat masyarakat seperti halnya terjadi 
pada tahun 1960-an. Untuk memecahkan kebuntuan itu mereka usulkan untuk 
menggunakan kembali unsur penting dari perdebatan 1960-an, yakni cara baru 
dalam menganalisis empat paradigma sosiologi yang berbeda. Empat paradigma 
itu ialah: Humanis Radikal, srukturalis radikal, interpretatif dan Fungsionalis. Ke- 
empat paradigma itu satu dengan yang lain memiliki pendirian masing-masing, 
karena memang meniliki dasar pemikiran yang secara mendasar berbeda. 

Sifat dan kegunaan empat paradigma tersebut adalah selain untuk 
memahami dan menganalisis suatu praktik sosial, juga untuk memahami ideologi 
dibalik suatu teori sosial. Paradigma sebagai anggapan-anggapan meta-teoretis 
yang mendasar yang menentukan kerangka berpikir, asumsi dan cara 
bekerjanya teori sosial yang menggunakannya. Di dalamnya tersirat kesamaan 
pandangan yang mengikat sekelompok penganut teori mengenai cara pandang 
dan cara kerja dan batas-batas pengertian yang sama pula. Jika ilmuwan sosial 
menggunakan paradigma tertentu, berarti memandang dunia dalam satu cara 
yang tertentu pula. Peta yang digunakan di sini adalah menempatkan empat 
pandangan yang berbeda mengenai sifat ilmu sosial dan sifat masyarakat yang 
didasarkan pada anggapan-anggapan meta-teoretis. Empat paradigma itu 
merupakan cara mengelompokkan kerangka berpikir seseorang dalam suatu 
teori sosial dan merupakan alat untuk memahami mengapa pandangan- 
pandangan dan teori-teori tertentu dapat lebih menampilkan sentuhan pribadi 
dibanding yang lain. Demikian juga alat untuk memetakan perjalanan pemikiran 
teori sosial seseorang terhadap persoalan sosial. Perpindahan paradigma sangat 
dimungkinkan terjadi, dan hal ini sama bobotnya dengan pindah agama. 
Misalnya, apa yang pernah terjadi pada Karl Marx yang dikenal Marx tua dan 
Marx muda, yakni perpindahan dari humanis radikal ke strukturalis radikal 
Perpindahan ini disebut epistemological break. 


Paradigma Fungsionalis 

Paradigma fungsionalisme sesungguhnya merupakan aliran pemikiran 
yang paling banyak dianut di dunia. Pandangan fungsionalisme berakar kuat 
pada tradisi sosiologi keteraturan. Pendekatannya terhadap permasalahan 
berakar pada pemikiran kaum obyektivis. Pemikiran fungsionalisme sebenarnya 
merupakan sosiologi kemapanan, ketertiban sosial, stabilitas sosial, 
kesepakatan, keterpaduan sosial, kesetiakawanan, pemuasan kebutuhan, dan 
hal-hal yang nyata (empirik). Oleh karenanya, kaum fungsionalis cenderung 


18 Burnell & Morgan, Sociological Paradigms & Organizational Analysis London: Heinemann, 
1979. 
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realis dalam pendekatannya, positivis, deterministis dan nomotetis. Rasionalitas 
lebih diutamakan dalam menjelaskan peristiwa atau realitas sosial. Paradigma ini 
juga lebih berorientasi pragmatis, artinya berusaha melahirkan pengetahuan 
yang dapat diterapkan, berorientasi pada pemecahan masalah yang berupa 
langkah-langkah praktis untuk pemecahan masalah praktis juga. Mereka lebih 
mendasarkan pada "filsafat rekayasa sosial” (social engineering) sebagai dasar 
bagi usaha perubahan sosial, serta menekankan pentingnya cara-cara 
memelihara, mengendalikan atau mengontrol keteraturan, harmoni, serta 
stabilitas sosial. 

Paradigma ini pada dasamya berusaha menerapkan metode 
pendekatan pengkajian masalah sosial dan kemanusiaan dengan cara yang 
digunakan ilmu alam dalam memperlakukan objeknya. Paradigma ini dimulai di 
Prancis pada dasawarsa pertama abad ke-19 karena pengaruh karya Comte, 
Spencer, Durkheim, dan Pareto. Aliran ini berasal dari asumsi bahwa realitas 
sosial terbentuk oleh sejumlah unsur empirik nyata dan hubungan antar semua 
unsur tersebut dapat dikenali, dikaji, diukur dengan pendekatan dan menekankan 
alat seperti yang digunakan dalam ilmu alam. Menggunakan kias ilmu mekanika 
dan biologi untuk menjelaskan realitas sosial pada dasarnya adalah prinsip yang 
umumnya digunakan oleh aliran ini. Namun demikian, sejak awal abad ke-20, 
mulai terjadi pergeseran, terutama setelah dipengaruhi oleh tradisi pemikiran 
idealisme Jerman seperti pemikiran Max Weber, Geroge Simmel dan George 
Herbet Mead. Sejak saat itu banyak kaum fungsionalis mulai meninggalkan 
rumusan teoretis dari kaum objektivis dan mulai bersentuhan dengan paradigma 
interpretatif yang lebih subjektif. Kias mekanika dan biologi mulai bergeser 
melihat manusia atau masyarakat, suatu pergeseran pandangan menuju para 
pelaku langsung dalam proses kegiatan sosial. 

Pada tahun 1940-an pemikiran sosiologi "perubahan radikal" mulai 
menyusupi kubu kaum fungsionalis untuk meradikalisasi teori-teori fungsionalis. 
Sungguhpun telah terjadi persentuhan dengan paradigma lain, paradigma 
fungsonalis tetap saja secara mendasar menekankan pemikiran objektivisme dan 
realitas sosial untuk menjelaskan keteraturan sosial. Karena persentuhan 
dengan paradigma lain itu sebenarnya telah lahir beragam pemikiran yang 
berbeda atau campuran dalam paham fungsionalis. 


Paradigma Interpretatif (Fenomenologi) 

Paradigma interpretatif sesungguhnya menganut pendirian sosiologi 
keteraturan seperti halnya fungsionalisme, tetapi mereka menggunakan 
pendekatan objektivisme dalam analisis sosialnya sehingga hubungan mereka 
dengan sosiologi keteraturan bersifat tersirat. Mereka ingin memahami 
kenyataan sosial menurut apa adanya, yakni mencari sifat yang paling dasar dari 
kenyataan sosial menurut pandangan subjektif dan kesadaran seseorang yang 
langsung terlibat dalam peristiwa sosial bukan menurut orang lain yang 
mengamati. 

Pendekatannya cenderung nominalis, antipositivis dan ideografis. 
Kenyataan sosial muncul karena dibentuk oleh kesadaran dan tindakan 
seseorang. Karenanya, mereka berusaha menyelami jauh ke dalam kesadaran 
dan subjektivitas pribadi manusia untuk menemukan pengertian apa yang ada di 
balik kehidupan sosial. Sungguhpun demikian, anggapan-anggapan dasar 
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mereka masih tetap didasarkan pada pandangan bahwa manusia hidup serba 
tertib, terpadu dan rapat, kemapanan, kesepakatan, kesetiakawan. 
Pertentangan, penguasan, benturan sama sekali tidak menjadi agenda kerja 
mereka. Mereka terpengaruh lansung oleh pemikiran sosial kaum idealis Jerman 
yang berasal dari pemikiran Kant yang lebih menekankan sifat hakikat rohaniah 
daripada kenyataan sosial. Perumus teori ini yakni mereka yang penganut filsafat 
fenomenologi antara lain Dilttey, Weber, Husserl, dan Schutz. 


Paradigma Humanis Radikal 

Para penganut humanis radikal pada dasamya berminat 
mengembangkan sosiologi perubahan radikal dari pandangan subjektivis yakni 
berpijak pada kesadaran manusia. Pendekatan terhadap ilmu sosial sama 
dengan kaum interpretatif yaitu nominalis, antipositivis, volunteris dan ideografis. 
Kaum humanis radikal cenderung menekankan perlunya menghilangkan atau 
mengatasi berbagai pembatasan tatanan sosial yang ada. Namun demikian, 
pandangan dasar yang penting bagi humanis radikal adalah bahwa kesadaran 
manusia telah dikuasai atau dibelenggu oleh supra struktur idiologis di luar 
dirinya yang menciptakan pemisah antara dirinya dengan kesadarannya yang 
murni (alienasi), atau membuatnya dalam kesadaran palsu (false consciousness) 
yang menghalanginya mencapai pemenuhan dirinya sebagai manusia sejati. 
Karena itu, agenda utamanya adalah memahami kesulitan manusia dalam 
membebaskan dirinya dari semua bentuk tatanan sosial yang menghambat 
perkembangan dirinya sebagai manusia. Penganutnya mengecam kemapanan 
habis-habisan. Proses-proses sosial dilibat sebagai tidak manusiawi. Untuk itu 
mereka ingin memecahkan masalah bagaimana manusia bisa memutuskan 
belenggu-belenggu yang mengikat mereka dalam pola-pola sosial yang mapan 
untuk mencapai harkat kemanusiaannya. Meskipun demikian, masalah-masalah 
pertentangan struktural belum menjadi perhatian mereka Paulo Freire misalnya 
dengan analisisnya mengenai tingkatan kesadaran manusia dan usaha untuk 
melakukan "konsientisasi", yang pada dasarnya membangkitkan kesadaran 
manusia akan sistem dan struktur penindasan, dapat dikategorikan dalam 
paradigma humanis radikal. 


Paradigma Strukturalis Radikal 

Penganut paradigma strukturalis radikal seperti kaum humanis radikal 
memperjuangkan perubahan sosial secara radikal tetapi dari sudut pandang 
objektivisme. Pendekatan ilmiah yang mereka anut memiliki beberapa 
persamaan dengan kaum fungsionalis, tetapi mempunyai tujuan akhir yang 
saling berlawanan. Analisisnya lebih menekankan pada konflik struktural, bentuk- 
bentuk penguasaan dan pemerosotan harkat kemanusiaan. Karenanya, 
pendekatannya cenderung realis, positivis, determinis, dan nomotetis. 

Kesadaran manusia yang bagi kaum humanis radikal penting, justru 
oleh mereka dianggap tidak penting. Bagi kaum strukturalis radikal yang lebih 
penting justru hubungan-hubungan struktural yang terdapat dalam kenyataan 
sosial yang nyata. Mereka menekuni dasar-dasar hubungan sosial dalam rangka 
menciptakan tatanan sosial baru secara menyeluruh. Penganut paradigma 
strukturalis radikal terpecah dalam dua perhatian, pertama lebih tertarik pada 
menjelaskan bahwa kekuatan sosial merupakan kunci untuk menjelaskan 
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perubahan sosial. Sebagian mereka lebih tertarik pada keadaan penuh 
pertentangan dalam suatu masyarakat. 

Paradigma strukturalis radikal diiihami oleh pemikiran setelah 
terjadinya perpecahan epistemologi dalam sejarah pemikiran Marx, di samping 
pengaruh Weber. Paradigma inilah yang menjadi bibit lahirnya teori sosiologi 
radikal. Penganutnya antara lain Luis Althusser, Polantzas, Colletti, dan 
beberapa penganut kelompok kiri baru. 


Diagram 2 
Peta Analisis Sosial Barnel & Morgan (1979) 


PARADIGMA PARADIGMA 
INTERPRETATIF FUNGSIONALISME 
(FENOMENOLOGI) 


Keteraturan 


Subyektivis 
SINIP2A9O 
UBInyeJajOM 


SUBYEKTIVIS 
SINILMIAGO 


PARADIGMA PARADIGMA 
HUMANIS STRUKTURALIS 
RADIKAL RADIKAL 


Pertentangan 
Subyektivis 
SINNY9A9GO 

ueRbuejudHag 


Catatan Kritis 

Paradigma-paradigma sosiologi tersebut sangat mempengaruhi 
bagaimana seorang pemikir sosial dalam mengembangkan teori sosial. Misalnya 
saja, penganut paradigma interpretatif atau sosiologi fenomenologis akan 
mengembangkan teori perubahan sosial yang sama sekali berbeda dengan 
penganut fungsionalisme. Penganut aliran fenomenologis, karena dasar 
filsafatnya adalah mencoba memahami dan mendengarkan kehendak 
masyarakat, maka perubahan sosial lebih diutamakan ke arah yang dikehendaki 
oleh masyarakat tersebut. Berbagai metodologi dikembangkan, seperti 
"etnografi" ataupun "riset observasi", untuk menangkap dan memahami simbol- 
simbol kehendak masyarakat. 

Sementara bagi penganut fungsionalisme yang bersandarkan pada 
paradigma positivisme, mereka merasa berhak untuk melakukan "rekayasa 
sosial" sehingga akan berpengaruh ketika mereka berhadapan dengan 
masyarakat. Masyarakat dalam proses perubahan sosial model positivisme dan 
rekayasa sosial, ditempatkan sebagai "objek" perubahan. Oleh karenanya, 
mereka diarahkan, dikontrol, direncanakan, serta dikonstruksi oleh kalangan 
ilmuwan, birokrat, dan bahkan koordinator program LSM yang menganut paham 
positivisme tersebut. Mereka memisahkan antara masyarakat sebagai objek 
perubahan, ilmuwan dan peneliti atau bahkan tenaga lapangan sebagai tenaga- 
tenaga ilmiah yang objektif, rasional, tidak memihak, dan bebas nilai, dan birokrat 
atau negara dalam proses perubahan sosial berperan sebagai pengambil- 
pengambil keputusan. Dengan demikian, proses perubahan sosial penganut 
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paradigma ini, teori perubahan sosialnya bersifat elitis. Demikian halnya, 
penganut paradigma struktural akan memahami masalah sosial dan mengajukan 
teori perubahan sosial yang berbeda dibanding teori yang diajukan para 
penganut fungsionalis maupun fenomenologis. Bagi para penganut paradigma 
kritis transformatif, teori perubahan sosial dimaksudkan sebagai proses yang 
melibatkan korban untuk perubahan transformasi sistem dan struktur menuju ke 
sistem yang lebih adil. Dengan demikian proses perubahan sosial berwatak 
subjektif, memihak, tidak netral, dan untuk terciptanya keadilan sosial dan oleh 
karenanya berwatak populis. 

Dengan memahami berbagai peta paradigma perubahan sosial 
tersebut, akan lebih mudah bagi kita untuk memahami apa motivasi dan dasar 
pikiran suatu teori perubahan sosial dan pembangunan. Dengan memahami 
paradigma sosiologi yang dianut oleh pencetusnya, kita juga dapat memahami 
berbagai metodologi dan pendekatan proyek pembangunan maupun aksi sosial 
di akar rumput. Hal ini karena, pada dasarnya, metodologi dan teknik program 
perubahan sosial maupun pembangunan, serta teori-teori perubahan sosial yang 
dikembangkan oleh seseorang atau suatu organisasi sangat konsisten dalam 
mengikuti paradigma yang diyakini maupun yang dianutnya. Paradigma 
sosiologis yang dianut tidak saja mempengaruhi bagaimana suatu teori sosial 
memberi makna terhadap realitas sosial, tetapi juga mempengaruhi visi dan misi 
suatu teoti sosial, bahkan mempengaruhi pula penentuan pendekatan ketika 
seseorang atau suatu organisasi melakukan penelitian serta aksi praktik 
manajemen pelaksanaan suatu teori sosial dalam bentuk program 
pengembangan masyarakat ataupun pembangunan, maupun pilihan pendekatan 
evaluasi terhadap program tersebut. 


BAGIAN II 
Langkah Praxis Analisis Sosial 
Apakah Analisa Sosial Itu? 

Suatu proses analisa sosial adalah usaha untuk mendapatkan 
gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan-hubungan 
struktural, kultural dan historis. Sehingga memungkinkan menangkap dan 
memahami realitas yang sedang dihadapi. Suatu analisis pada dasarnya "mirip" 
dengan sebuah "penelitian akademis" yang berusaha menyingkap suatu hal atau 
aspek tertentu. Dalam proses ini yang dilakukan bukan sekedar mengumpulkan 
data, berita atau angka, melainkan berusaha membongkar apa yang terjadi se- 
sungguhnya, bahkan menjawab mengapa demikian, dan menemukan pula 
faktor-faktor apa yang memberikan pengaruh kepada kejadian tersebut. Lebih 
dari itu, analisis sosial, seyogyanya mampu memberikan prediksi ke depan: 
kemungkinan apa yang tetjadi. 

Analisa sosial merupakan upaya untuk mengurai logika, nalar, 
struktur, atau kepentingan dibalik sebuah fenomena sosial. Analisa sosial bukan 
semata deskripsi sosiologis dari sebuah fenomena sosial. Analisa sosial hendak 
menangkap logika struktural atau nalar dibalik sebuah gejala sosial. Analisa 
sosial dengan demikian material, empiris, dan bukan sebaliknya, mistis, atau 
spiritualistik. Analisa sosial menafsirkan gejala sosial sebagai gejala material. 
Kekuatan dan gagasan ideologis dibalik gejala sosial harus dianalisa. 
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Wilayah Analisa Sosial 

1. Sistem-sistem yang beroperasi dalam suatu masyarakat. 

2. Dimensi-dimensi obyektif masyarakat (organisasi sosial, lembaga-lembaga 
sosial, pola perilaku, kekuatan-kekuatan sosial masyarakat) 

3. Dimensi-dimensi subyektif masyarakat (ideologi, nalar, kesadaran, logika 
berpikir, nilai, norma, yang hidup di masyarakat). 


Pendekatan Dalam Analisa Sosial 

1. Historis: dengan mempertimbangkan konteks struktur yang saling berlainan 
dari periode-periode berbeda, dan tugas strategis yang berbeda dalam tiap 
periode. 

2. Struktural: dengan menekankan pentingnya pengertian tentang bagaimana 
masyarakat dihasilkan dan dioperasikan, serta bagaimana pola lembaga- 
lembaga sosial saling berkaitan dalam ruang sosial yang ada. 


Bagaimana Hasil Analisa Sosial? 

Apakah hasil kesimpulan dari analisa sosial bersifat final? tentu saja 
tidak. Karena hasil dari analisa tersebut dapat dikatakan hanya merupakan 
kebenaran tentatif, yang bisa berubah sesuatu dengan fakta atau data dan 
temuan-temuan yang baru. Dengan demikian, analisa ini bersifat dinamis, terus 
bergerak, memperbarui diri, dikaji ulang dan terus harus diperkuat dengan fakta- 
fakta pendukung. Hasil analisa bukan suatu dogma, atau sejenis kebenaran 
tunggal. 


Batas Analisa Sosial 

1. Analisa sosial bukanlah kegiatan monopoli intelektual, akademisi, atau 
peneliti. Siapapun dapat melakukan analisa sosial. 

2. Analisa sosial tidaklah bebas nilai. 

3. Analisa sosial memungkinkan kita bergulat dengan asumsi-asumsi kita, 
mengkritik, dan menghasilkan pandangan-pandangan baru. 


Siapa Pelaku Analisa Sosial? 

Semua pihak atau pelaku sosial yang menghendaki untuk mendekati 
dan terlibat langsung dengan realitas sosial. Bicara tentang analisis sosial, pada 
umumnya selalu dikaitkan dengan dunia akademik, kaum cendikiawan, ilmuwan 
atau kalangan terpelajar lainnya. Ada kesan yang sangat kuat bahwa analisis 
sosial hanya milik "mereka". Masyarakat awam tidak punya hak untuk 
melakukannya. Bahkan kalau melakukan, maka disediakan mekanisme 
sedemikian rupa, sehingga hasil analisis awam itu dimentahkan. 

Pemahaman yang demikian, bukan saja keliru, melainkan 
mengandung maksud-maksud tertentu yang tidak sehat dan penuh dengan 
kepentingan. Pengembangan analisis sosial di sini, justru ingin membuka sekat 
atau dinding pemisah itu, dan memberikatmya kesempatan kepada siapapun 
untuk melakukannya. Malahan mereka yang paling dekat dengan suatu kejadian, 
tentu akan merupakan pihak yang paling kaya dengan data dan informasi. Justru 
analisis yang dilakukan oleh mereka yang dekat dan terlibat tersebut akan lebih 
berpeluang mendekati kebenaran. Dengan demikian, tanpa memberikan 
kemampuan yang cukup kepada masyarakat luas untuk melakukan analisis 
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terhadap apa yang terjadi di lingkungan mereka, atau apa yang mereka alami, 
maka mereka menjadi sangat mudah "dimanipulasi", "dibuat bergantung" dan 
pada gilirannya tidak bisa mengambil sikap yang tepat. 


Mengapa Gerakan Sosial Membutuhkan Analisa Sosial ? 

Kalau kita pahami secara lebih mendalam, aktivitas sosial adalah 
sebuah proses penyadaran masyarakat dari suatu kondisi tertentu kepada 
kondisi yang lain yang lebih baik (baca: kesadaran kritis) Kalau kita 
menggunakan istilah yang lebih populer, aktivitas semacam itu bisa juga 
disebut sebagai aktivitas pemberdayaan (Empowerment) untuk suatu entitas 
atau komunitas masyarakat tertentu. Dari statemen tersebut, maka akan 
termuat suatu makna bahwa sebenarnya kesadaran kritis atas realitas sosial 
ini pada dasarnya ada pada setiap diri manusia. Hanya saja tingkat 
kesadaran kritis pada masing-masing orang itu kadarnya berbeda-beda. 
Dan aktivitas sosial adalah alat untuk menyadarkan atau memotivasi bagi 
munculnya kesadaran tersebut. Meskipun, sebagaimana kita ketahui, bahwa 
membangun kesadaran kritis atas realitas sosial itu tidaklah semudah 
membalik tangan, karena kesadaran itu dilingkupi oleh persoalan-persoalan 
(sosial dan sebagainya), yang senantiasa membelenggunya. Kalau kita 
gambarkan, maka persoalan yang melingkupi kesadaran kritis akan realitas 
sosial itu adalah sebagai berikut: 


Diagram 3 
Peta Aktivitas Analisis Sosial, H.A. Taufigurrahman (1999) 


Aktivitas Sosial Aktivitas Non-Sosial 


Budaya 


Out-put: Aktivis Gerakan Sosial yang Kritis akan Realitas Sosial 


Oleh karena itu, untuk masuk pada titik sentral kesadaran kritis atas 
realitas sosial sebagaimana dimaksud dalam gerakan sosial di atas, maka 
tidak mungkin untuk tidak membongkar, mengurai dan menganalisa 
persoalan-persoalan yang ada disekitarnya. Pada konteks inilah kompetensi 
analisis sosial dalam gerakan sosial. 


(101) 


MAPABA PMII KOMISARIAT AL-GHOZALI 2011 


Signifikansi Analisa Sosial 


1. 


Untuk mengidentifikasikan dan memahami persoalan-persoalan yang 
berkembang (ada) secara lebih mendalam dan seksama (teliti): berguna 
untuk membedakan mana akar masalah (persoalan mendasar) dan 
mana yang bukan, atau mana yang merupakan masalah turunan. 


. Akan dapat dipakai untuk mengetahui potensi yang ada (kekuatan dan 


kelemahan) yang hidup dalam masyarakat. 


. Dapat mengetahui dengan lebih baik (akurat) mana kelompok 


masyarakat yang paling dirugikan (termasuk menjawab mengapa 
demikian). 


. Dari hasil analisa sosial tersebut dapat proyeksikan apa yang mungkin akan 


terjadi, sehingga dengan demikian dapat pula diperkirakan apa yang harus 
dilakukan. 


Orientasi Analisa Sosial 


1. 


2. 


Analisa sosial jelas didedikasikan dan diorientasikan untuk keperluan 
perubahan. 

Analisa sosial adalah watak mengubah yang dihidupkan dalam proses 
identifikasi. Justru karena itu pula, maka menjadi jelas bahwa analisa sosial 
merupakan salah satu titik simpul dari proses mendorong perubahan. 


. Analisa sosial akan menghasilkan semacam peta yang memberikan arahan 


dan dasar bagi usaha-usaha perubahan. 


Prinsip-Prinsip Analisa Sosial 


1. 


Analisa sosial bukan suatu bentuk pemecahan masalah, melainkan hanya 
diagnosis (pencarian akar masalah), yang sangat mungkin digunakan dalam 
menyelesaikan suatu masalah, karena analisa sosial memberikan 
pengetahuan yang lengkap, sehingga diharapkan keputusan atau tindakan 
yang diambil dapat merupakan pemecahan yang tepat. 


. Analisa sosial tidak bersifat netral, selalu berasal dari keberpihakan terhadap 


suatu keyakinan. Soal ini berkait dengan perspektif, asumsi-asumsi dasar 
dan sikap yang diambil dalam proses melakukan analisa. Karena pernyataan 
di atas, maka analisa sosial dapat digunakan oleh siapapun. 


. Analisa sosial lebih memiliki kecenderungan mengubah, tendensi untuk 


menggunakan gambaran yang diperoleh dari analisa sosial bagi keperluan 
tindakan-tindakan mengubah, maka menjadi sangat jelas bahwa analisa 
sosial berposisi sebagai salah satu simpul dan siklus kerja transformasi. 


. Analisa sosial selalu menggunakan “tindakan manusia' sebagai sentral atau 


pusat dalam melihat suatu fenomena nyata. 


Tahap-Tahap Analisa Sosial 


1. 


Tahap menetapkan posisi, orientasi: pada intinya dalam tahap ini, pelaku 
analisa perlu mempertegas dan menyingkap motif serta argumen 
(ideologis) dari tindakan analisa sosial. 


. Tahap pengumpulan dan penyusunan data: tujuan dan maksud dari tahap 


ini, agar analisa memiliki dasar rasionalitas yang dapat diterima akal 
sehat. Ujung dari pengumpulan data ini adalah suatu upaya untuk 
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merangkai data, dan menyusunnya menjadi diskripsi tentang suatu 
persoalan. 

Tahap analisa: pada tahap ini, data yang telah terkumpul diupayakan 
untuk dicari atau ditemukan hubungan diantaranya. 


Apa Yang Penting Ditelaah dalam Melakukan Analisa Sosial 


1. 


Kaitan Historitas (Sejarah Masyarakat). 


2. Kaitan Struktur. 
3. Nilai. 
4. Reaksi yang berkembang dan arah masa depan. 


Model Telaah dalam Analisa Sosial 


1. 


Telaah Historis, dimaksudkan untuk melihat ke belakang. Asumsi dasar 
dari telaah ini bahwa suatu peristiwa tidak dengan begitu saja hadir, 
melainkan melalui sebuah proses sejarah. Dengan ini, maka kejadian, 
atau peristiwa dapat diletakkan dalam kerangka masa lalu, masa kini dan 
masa depan. 


. Telaah Struktur. Biasanya orang enggan dan cemas melakukan telaah 


ini, terutama oleh stigmatisasi tertentu. Analisa ini sangat tajam dalam 
melihat apa yang ada, dan mempersoalkan apa yang mungkin tidak 
berarti digugat. Struktur yang akan dilihat adalah: ekonomi (distribusi 
sumberdaya), politik (bagaimana kekuasaan dijalankan), sosial 
(bagaimana masyarakat mengatur hubungan di luar politik dan ekonomi): 
dan budaya (bagaimana masyarakat mengatur nilai). 


. Telaah Nilai. Penting pula untuk diketahui tentang apa nilai-nilai yang 


dominan dalam masyarakat. Mengapa demikian. Dan siapa yang 
berkepetingan dengan pengembangan nilai-nilai tersebut. 


. Telaah Reaksi. Melihat reaksi yang berkembang berarti mempersoalkan 


mengenai siapa yang lebih merupakan atau pihak mana yang sudah 
bereaksi, mengapa reaksi muncul dan bagaimana bentuknya. Telaah ini 
penting untuk menuntun kepada pemahaman mengenai "peta" kekuatan 
yang bekerja. 


. Telaah Masa Depan. Tahap ini lebih merupakan usaha untuk 


memperkirakan atau meramalkan, apa yang terjadi selanjutnya. 
Kemampuan untuk memberikan prediksi (ramalan) akan dapat menjadi 
indikasi mengenai kualitas tahap-tahap sebelumnya. 
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Diagram 4 


Peta Kerangka Pikir Analisas Sosial 


Paradigma Konsensus 


Konservatif 


Liberal 


Paradigma Konilik 
Konflik/ Transformis 


Dalam masyarakat ada kelas-kelas sosial, dan 


ada kerukunan kelas 


Ada kelas sosial, ada 
konlik antar-kelas 


Struktur sosial merupakan hasil konsensus antar 
anggota masyarakat, struktur sosial tidak pernah 
dipemasalahkan, bahkan dipertahankan 


Struktur sosial adalah 
hasil konstruksi kelas 
sosial tertentu, yang 
dipaksakan untuk ditaati 
oleh masyarakat. 
Struktur sosial selalu 
dipermasalahkan 


Akar pemasalahan 
terletak pada manusia itu 
sendiri, atau karena 
sesuatu kekuatan 
suprasejarah 


Akar permasalahan 
terletak pada 
kesenjangan 
kesadaran, 
kurangnya 
kesempatan, 
kurangnya 
keterampilan, 
kesempatan, dan 
lainnya. 


Akar permasalahan 
berakar pada struktur 
sosial yang tidak adil, 
menindas. 


Meringankan beban 
korban 


Modernisasi sosial 


Mentransformasikan 
struktur yang tidak adil 
ke struktur yang adil 


Pembagian sembako, 


Pelatihan, kurus, 


Pengorganisiran 


bakti sosial, pengobatan pembangunan masyarakat, pendidikan 
gratis, khotbah, bantuan infrastruktur politik, gerakan sosial, 
untuk kelaparan, advokasi 
pelayanan kaum cacat, kebijakan,gerakan 
himbauan moral, dan massa, pemogokan, 
lainnya pemboikotan, gagasan- 
gagasan sosial dan 
struktur alternatif 
Masyarakat itu sendiri Kaum elite, Masyarakat dan 
pemerintah, kepemimpinan 
agamawan, LSM, perubahan/gerakan 
dan lainnya 


Otoritas 


Instruktif, konsultatif 


Delegatif, kepemanduan, 
trasnformatif 


Kasinh sayang, menolong 


Persamaan hak dan 


Kesadaran struktural 


orang miskin, kepedulian, | kesempatan 
rasa kemanusiaan 
Karitatif Reformatif Transformatif 
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Diagram 5 


Model-Model Perubahan dan Implikasinya 


Implikasi Model EKonomi Model Sosial Model Politik 
Ekonomi Akumulasi (Re)Distribusi Transformasi 
kapital/kapitalisasi struktural 
Politik Stabilitas Bantuan Mobilisasi/trasnfor 
masi politik 
Kebudayaan | Pertumbuhan Kesamaan Trasnformasi 
kultural/Imajinasi 
Transformasi | Pertumbuhan Penguatan daya Struktural 
infrastruktur beli 
Missi Panggilan kelas Bekerja dengan Mendorong 
menengah masyarakat trasnformasi 
marjinal struktural dalam 
semua level 
Pendidikan Peningkatan Pemberian atau Akses struktural 
infrastruktur pencarian beasiswa | Pendidikan 
sekolah 
Diagram 6 
Model Perubahan Interpretatif 
Variabel Tradisional Liberal | Radikal 
Pandangan Siklis evolusioner Transformatif 
waktu 
Pandangan organis pluralis Interdependen 
ruang 
Prinsip Otoritarian/ Managerial/ Partisipatif/lm asyarakat 
pengatur ketertiban Keseimbangan 
Perubahan Biologis/ Tubuh | mekanistik Transformasional 
utama 
Sikap Menyerap atau Mengawasi Mengelola konflik 
terhadap menolak 
konflik 
Keterangan: 
Tradisional 


1. Siklis: kepingan-kepingan episode (maa lalu, kini, masa depan) diintegrasikan 
dalam keseluruhan sejaah 
2. Organis: hanya ada susunan tunggal yang diatur sesuai kepentingan umum 
3. Otoritarian: masyarakat dipandang seperti piramida yang dikendalikan dari 
puncak dengan sedikit partisipasi bawah 
4. Biologis: masyarakat dipandang seperti organisme yang analog dengan 
tubuh manusia 


5. Menyimpang: 


perubahan 


menyimpang 


yang mengubah 
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Liberal 
1. Evolusioner: perkembangan sejarah bersifat linear. Gerak sejarah bukan 
siklis, tapi kemajuan/progresif 

2. Pluralis: ruang sosial disusun berdaasarkan berbagai macam bagian yang 
tidak terpisah dan tak berhubungan 

. Manajerial: menjaga keseimbangan semua unsur atau bagian 

. Mekanistik: masyarakat dipandang sebagai mesin yang bekerja 

. Pengawasan: perubahan sosial merupakan kehendak sejarah, namun tidak 
mengubah struktur dasar yang mendasarinya. Perubahan selalu diawasi agar 
tidak menyimpang 


A2 Oo 


Transformatif 

1. Transformatif: setiap peristiwa sejaah dipandang secara fundamental 
menimbulkan tahapan baru, masa lalu, sekarang, dan masa depan, terkait 
secara dialektik 

2. Interdependen: masyarakat dianggap sebagai keseluruhan sistem yang 
kreatif, dialektik. 

3. Partisipasi: kepentingan umum merupakan input masyarakat, hasil definisi 
masyarakat 

4. Transformasi kultural: masyarakat terbentuk secara kreatif melalui dialog 
maupun Cita-cita utopis anggotanya. 

5. Kreatif: konflik merupakan penggerak sejarah, dan kemajuan. 


Tahap Penarikan Kesimpulan Analisa Sosial 

Pada tahap ini, setelah berbagai aspek tersebut ditemukan, maka 
pada akhirnya suatu kesimpulan akan diambil, kesimpulan merupakan 
gambaran utuh dari suatu situasi, yang didasarkan kepada hasil analisa. 
Dengan demikian kualitas kesimpulan sangat bergantung dari proses tahap- 
tahap analisa, juga tergantung pada kompleksitas isu, kekayaan data dan 
akurasi data yang tersedia, ketepatan pertanyaan atau rumusan terhadap 
masalah, dan kriteria yang mempengaruhi penilaian-penilaian alas unsur- 
unsur akar masalah. 


Dasar Penarikan Kesimpulan Analisa Sosial 

Yang tidak kalah penting adalah menemukan apa yang menjadi 
akar masalah. Untuk menemukan akar masalah dapat dituntun dengan 
pertanyaan: mengapa? Untuk sampai kepada akar masalah, maka penting 
dilakukan kualifikasi secara ketat, guna menentukan faktor mana yang paling 
penting. Kesimpulan tidak lain berbicara mengenai faktor apa yang memberikan 
pengaruh paling dominan (paling kuat) dan demi kepentingan siapa unsur akar 
tersebut bekerja. Sebagaimana diungkapkan di depan, kesimpulan tidak menjadi 
sesuatu yang final, melainkan akan mungkin diperbaiki menurut temuan-temuan 
atau data baru. 


(Penulis: Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A., Majelis Pembina PMII 
Komisariat Al-Ghozali Cilacap, nuriel.ugm@gmail.com/ 0856476343121 


(106) 


MAPABA PMII KOMISARIAT AL-GHOZALI 2011 


Hand-Out 08 
IDEOLOGI GENDER 


Prawacana 

Konsep penting yang harus dipahami dalam rangka membahas 
masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis 
kelamin) dan konsep gender (konstruksi sosial). Pemahaman terhadap 
perbedaan antara konsep seks dengan gender sangat diperlukan untuk 
melakukan analisis dan memahami persoalan-persoalan mengenai ketidakadilan 
sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya kaitan 
antara perbedaan gender (gender difference) dan ketidakadilan gender (gender 
inegulities) dengan struktur keadilan masyarakat seeara lebih luas. 

Pemahaman alas konsep gender sangat diperlukan mengingat dari 
konsep ini telah melahirkan suatu analisis gender. Analisis gender juga ikut 
mempertajam analisis kritis yang sudah ada. Misalnya analisis kelas yang 
dikembangkan oleh Karl Marx ketika melakukan kritik terhadap sistem 
kapitalisme. Demikian halnya dengan analisis kritis lain seperti analisis hegemoni 
ideologi dan kultural yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, merupakan kritik 
terhadap kelas yang dianggap sangat sempit. Dalam bidang epistemologi dan 
riset misalnya analisis kritis (critical theory) dan penganut mazhab Frankfurt 
yang memuatkan perhatian kepada perkembangan akhir masyarakat kapitalisme 
dan dominasi epistemologi positivisme terutama kurang mendasar justru karena 
tidak ada pertanyaan tentang gender dalam kritiknya. Lahirnya epistemologi 
feminis dan riset feminis adalah penyempumaan dari kritis mazhab Frankfurt 
dengan adanya pertanyaan gender. Demikian pula analisis diskursus (discourse 
analysis) yang berangkat dari pemikiran Foucault dan Althusser yaitu merupakan 
kritik atas semangat reduksionisme dan anti pluralisme dari keseluruhan analisis 
di bawah pengaruh zaman modernisme. 

Perbedaan anatomi biologis utara laki-laki dan perempuan cukup 
jelas, akan telapi efek yang timbul akibat perbedaan jenis kelamin inilah 
menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin seeara 
biologi (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interprelasi budaya 
lerhadap jenis kelamin inilah yang disebut gender. Sesugguhnya atribut dan 
beban gender tidak mesti ditentukan oleh analisis biologis. Jadi dapat dibedakan 
antara pemilikan penis dan vagina sebagai peristiwa sosial budaya dan pemilikan 
penis dan vagina sebagai peristiwa biologis. Yang pertama dapat disebut alat 
kelamin biologi (physical genital) dan yang kedua dapal disebut alat kelamin 
budaya (cultural genital). Secara biologis, alat kelamin adalah kontruksi biologis 
karena bagian anatomi tubuh seseorang, yang tidak langsung terkait dengan 
keadaan sosial budaya masyarakal (gender less). Akan tetapi seeara budaya, 
alat jenis kelamin menjadi faktor paling penting dalam melegitimasikan atribut 
gender Seseorang. Begitu atribut jenis kelamin kelihatan, maka pada saat itu 
kontruksi badaya mulai terbentuk. Atribut ini juga senantiasa digunakan untuk 
menentukan hubungan relasi gender, seperti pembagian fungsi, peran dan stalus 
dalam masyankat. 

Aksesori yang membedakan antara bayi laki-laki dan perempuan 
adalah atribut gender (gender atribute). Jika atribut gender sudah jelas, misalnya 
seorang anak mempunyai penis, maka ia dikonsepsikan sebagai anak laki-laki. 
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la diberikan pakaian dengan motif dan bentuk sebagaimana layaknya anak laki-- 
laki lain. Jika mempunyai vagina, maka ia dikonsepsikan sebagai anak 
perempuan. la diberikan pakaian dengan motif dan bentuk sebagaimana 
layaknya anak perempuan lain. Kekhususan inilah yang melekat kepada diri 
anak tersebut yang kemudian disebut dengan identitas gender (gender identity). 
Begitu anak dilahirkan bukan saja dijemput dengan idenlitas budaya tetapi juga 
nilai budaya, antara laki-laki dan perempuan memiliki peran badaya yang 
berbeda dalam masyarakat. Perbedaan peran budaya ini ini biasanya diistilahkan 
dengan beban gender (gender Assignment). Pola pembenar beban gender 
dalam lintsan budaya masyarakal (cross cultural society) lebih banyak mengacu 
pada jenis kelamin (sex) 

Di dalam suatu negara yang masyarakatnya kental dengan nilai-nilai 
budaya dan teratama nilai-nilai ajaran agama Islam, merupakan suatu 
konsekuensi logis, apabila nilai-nilai tersebut menjadi sumber dari pembuatan 
berbagai produk hukum atau peraturan perundang-undangan. Hal ini juga 
berlaku terhadap nilai pembagian peran aturan laki-laki dan perempuan (baca: 
suami dan istri). Di dalam hukum Indonesia, kita mengenal sebuah undang:-- 
undang yang sangat strategis mengantar masalah pembagian peran ini, yakni 
undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, yang dalam pasalnya, antara 
lain pasal 31 dan 34 disebutkan, pria adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu 
ramah tangga. Selanjutnya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan 
segala kemampuannya, sementara istri wajib mengantar ramah tangga sebaik- 
baiknya. Jadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi 
oleh banyak faktor, misalnya bisa ditinjau dari aspek sosial budaya, agama, 
polilik, hukum, dan aspek lain yang melingkupi sendi kehidupan manusia. 
Keberadaan budaya masyarakat inilah yang harus dinetralisisir dari segala 
bentuk kekerasan, sub-ordinasi dan marginalisasi terhadap hak asasi dan 
kehendak perempuan. Sehingga nantinya dalam proses transformasi sosial out- 
putnya akan terwujud masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan. 


Pengertian Gender 

Kata "Gender" berasal dari bahasa Inggris "gender" berarti "jenis kelamin". Dalam 
Webter New World Dictionary, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak 
antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku". 

Di dalam Women Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu 
konsep kultural yang berupaya membut pembedaan (distinction) dalam hal 
peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan 
perempuan yang berkembang dalam masyarakat. 

Hilany M. Lips dalam bukunya yang terkenal Sex and Gender, an Introduction 
mengatakan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan 
perempuan (cultural ecpectations for women and men), Pendapat ini sejalan 
dengan pendapat umumnya kaum feminis seperli Linda L. Lindsey, yang 
menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang 
sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (what A 
given society difines as masculine or feminine is a component of gender). 

HT. Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar 
untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada 
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kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki- 
laki dan perempuan. 

» Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan 
perempuan dilihat dari konstrukli sosial budaya. la menekankannya sebagai 
konsep analisis (an analytic concept) yang dapat digunakan untuk menunjukkan 
sesuatu. 

» Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita dengan ejaan "gender". Gender diartikan 
sebagai "interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki- 
laki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan 
pembagian karya yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. 

Dari berbagli definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa gender adalah 
suatu konsep yang digunakan untuk mengidentilikasi perbedaan laki-laki dan 
perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan 
laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis. 

Konsep gender yakni suatu hal yang melekat pada kaum laki-laki alan 
perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural sejarah perbedaan 
gender (gender difference) antara manum jenis laki-laki dan perempuan terjadi 
melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan 
gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosiatiasikan, 
diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosil dan kultural melalui ajaran 
keagamaan maupun negara. 


Perbedaan Sex dan Gender 

Gender secara umum digunakan unttuk mengidentikasi perbedaan 
laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sedangkan sex secara umum 
digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi 
anatomi biologis. Istilah sex berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang, 
meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormone dalam tubuh, anatomi fisik, 
reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara gender lebih banyak 
berkonsentrasi pada aspek sosial budaya, psikologis dan aspek-aspek non 
biologis lainnya. 

Secara fisik biologis, laki-laki dan perempuan tidak saja dibedakan 
oleh identitas jenis kelamin, bentuk dan anatomi biologi lainnya, melainkan juga 
komposisi kimia dalam tubuh. Perbedaan yang terakhir ini menimbulkan akibal- 
akibat fisik biologis seperti laki-laki yang mempunyai suara lebih besar, berkumis, 
berjenggot, pinggul lebih ramping dan dada yang datar. Sementara perempuan 
mempunyai suara lebih bening, buah dada menonjol, pinggul umumnya lebih 
besar dan organ reproduksi yang amat berbeda dengan laki-laki. 


Implikasi Perbedaan Biologis Terhadap Manusia 

Anatomi biologis dan kompotisi kimia tubuh manusia memiliki 
beberapa keunggulan sebagaimana dapat dilihat dalam perilaku manusia. 
Potensi keunggulan ini menjadikan manusia sebagai penguasa di kaumi (khalifah 
fil Ara). 

Perbedaan anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh oleh 
sejumlah ilmuwan dianggap berpengaruh pada perkembangan emosional dan 
kapasitas intelektual masing-masing urgen, misalnya, mengidentifikasi 
perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan yaitu: 
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Laki-laki (Masculine) Perempuan (Feminine) 


Sangat agresif Tidak selalu agresif 
Obyektif Subyektif 

Lebih logis Kurang logis 
Kompetitif Kurang kompetitif 
Mendunia Konsentrasi dirumah 


Kalangan feminis dan ilmuwan Marxis menolak anggapan diatas dan 
menyebutnya hanya sebagai bentuk stereotipe gender. Mereka membantah 
adanya skematisasi perilaku manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. 
Perbedaan anatomi tubuh dan genetika antara laki-laki dan perempuan 
didominisir dan dipolitisir terlalu jauh sehingga seolah-olah secara subtansial 
perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. 

Anggapan bahwa laki-laki tebih kuat, lebih cerdas, dan emosional, 
lebih stabil, sementara perempuan lemah, kurang cerdas dan emosinal, kurang 
stabil hanyalah stereotipe gender. Para feminis menunjuk beberapa faktor yang 
dianggap sebagai agen pemasyarakatan (“agent of civilization”) stereotip gender, 
antara lain penganut bahwa susana keluarga, kehidupan ekonomi dan susana 
sosial politik. 

Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah 
melahirkan berbagai ketidakadilan gender (gender ineguelities) bagi kaum laki- 
laki terutama terhadap kaum perempuan.  Ketidakadilan gender 
termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yakni: marginnalisasi 
atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting 
dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau dalam pelabelan negatif 
kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta 
sosialisasi ideologi nilai peran gender. 

Uraian berikut membahas secara lebih rinci masing-masing 
kelidakadilan gender (gender inegualities), sbb: 


Gender dan Marginalisasi Perempuan 

Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan. sesungguhnya 
banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki 
dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya, 
penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi, namun adalah satu bentuk 
pemiskinan, disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, 
tempat dan waktu serta mekanisme protes marginalisasi kaum perempuan 
karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari 
kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan 
atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. 

Banyak studi telah dilakukan dalam rangka membahas program 
pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab kemiskinan kaum 
perempuan. Misalnya program  adaya pangan atau revolusi hijau (green 
revolution) secara otonomi telah menyingkirkan kaum perempuan dan 
pekerjaannya sehingga memiaskinkan mereka. Di Jawa misalnya, program 
revolusi hijau dengan memperkenatkan jenil padi unggul yang timbul lebih 
rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan bibit tidak 
lagi memungkinkan pemanenan menggunakan ani-ani padahal alat tersebut 
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melekat dan digunakan oleh kaum perempuan. Akibatnya banyak kaum 
perempuan miskin di dan termarginalkan yakni semakin miskin dan tersingkir 
karena tidak mendapatkan pekerjaan disawah padi musim panen. Berarti 
program revolusi hijau dirancang tanpa mempertimbankan aspek gender. 

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, 
tetapi rugi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur atau bahkan bangsa. 
Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam 
bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. 
Marginalisasi juga diperkuat oleh adat-istiadat maupun tafsir keagamaan 
misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak 
kepada perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir 
keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum 
perempuan. 


Gender dan Subordinasi 

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap 
perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga 
perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang 
menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. 

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam 
bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu. Di Jawa, dulu 
ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya 
akan ke dapur juga. Bahkan pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika 
suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga), dia bisa mengambil keputusan 
sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus 
seizin suami. Dalam rumah tangga, masih sering terdengar jika keuangan 
keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil kepulusan untuk menyekolahkan 
anak-anaknya, maka anak-anak laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktis/ 
perbuatan seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak 
adil. 


Gender dan Stereotipe 

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap 
suatu kelompok tertentu. Celakanya, stereotipe aelalu merugikan dan 
menimbulkan kelidakadilan. Stereotipe yang diberikan kepada suatu suku 
bangsa tertentu misalnya Yahudi di Barat, Cina dan Asia Tenggara, telah 
merugikan suku bangsa tersebut. Salah satu garis stereotipe itu adalah yang 
bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan jenis kelamin 
tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan (stereotipe) 
yang dilakukan pada mereka. Misalnya penandaan yang berawal dari asumsi 
bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan 
jenisnya, maka tiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu 
dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh 
perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. 
Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah 
melayani suami. Stereotipe ini berakibat wajar sekali bila pendidikan kaum 
perempuan dinomorduakan. Stereotipe terhadap kaum perempuan ini terjadi di 
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mana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan 
kebiasan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut. 


Gender dan Kekerasan 

Kekerasan (violence) adalah serangan atau invansi (assault) terhadap 
fisik maupun integritas mental pslikologis seseorang. Kekerasan terhadap 
sesama manusia pada dasarya berawal dari berbagai sumber, namun jelas satu 
kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh bias 
gender ini. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut gender 
related violence. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh 
ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak maestrim dan 
bentuk kejahatan yang bila dikategorikan sebagai kekerasan gender, di 
antaranya: 

Pertama, bentunk pemerkosaan terhadap perempuan, terrnamk dalam 
perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk 
mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. 

Kedua, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi di rumah 
tangga (domestic violence), termasuk tindak kekerasan dalam bentuk 
penyiksaan terhadap anak-anak (cild abuse). 

Ketiga, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin 
(genital mutilation), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. 

Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution). Pelacuran 
merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggerakan oleh 
suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. 

Kelima, kekerasan dalam bentuk propaganda pornografi adalah jenis 
kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk jenis 
kekerasan non-fisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh 
perempuan dijadikan obyek demikian juga dengan seseorang. 

Keenam, kekerasan dalam bentuk sterilisasi dalam Keluarga 
berencana (enforced sterilization). Keluarga berencana di banyak tempat 
temyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. 

Ketujuh, adalah jenis kekerasan terselubung (molestion), yakni 
memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dari berbagai 
cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan seperli ini 
sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bus. 

Kedelapan, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling 
umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual 
atau sexual and emotional harrasment. 

Ada beberapa bentuk yang bisa dikategorikan pelecehan seksual, 
diantaranya adalah: 

» Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar kepada seseorang dengan cara 
dirasakan dengan sangat sensitif. 

" Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor. 

»  Menginterogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau 
kehidupan pribadinya. 

" Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja atau 
untuk mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya. 
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» Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa seizin 
dari yang bersangkutan. 


Gender dan Beban Kerja (Double Burden) 

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara 
dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa 
semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. 

Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi 
ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotipe dan beban kerja tersebut terjadi di 
berbagai tingkatan. Pertama, manifestasi ketidakadilan gender tersebut teljadi di 
tingkat negara. Kedua, manifestasi ketidakadilan gender terjadi di tempat kerja, 
organisasi, maupun dunia pendidikan. Ketiga, manifestasi ketidakadilan gender 
juga terjadi pada adapt-istiadat, masyarakat di banyak kelompok etnik, dalam 
kultur suku-suku atau dalam tradisi keagamaan. 


Perpektif Teori Gender 

Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh 
dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki- 
laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut: 


1. Teon Psikoanalisa/ Identifikasi 

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856- 
1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan 
perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud 
menjelaskan kepribadian seseorang tersusun atu tiga struktur. Pertama, id, 
sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis seseorang sejak lahir, termasuk 
nafau seksual dan insting yang cenderung selalu agresif. Kedua, ego, 
bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif 
dari id. Ego berusaha mengatur antara keinginan subyektif individual dan 
tuntutan obyektif realitas sosia. Ketiga, super ego, berfungsi sebagai aspek 
moral dalam kepribadian, berupaya mewujudkan kesempurnaan hidup, lebih 
dari sekedar mencari kesenangan dan kepuasan. 


2. Teori Funsionalis Struktural 

Teori ini berangkat dariuumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas 
berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur 
mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi 
fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur 
tersebut didalam masyarakat. 

Sebenanya teori strukturalis dan teori fangsionalis dibedakan oleh 
beberapa ahti, seperti Hilany M. Lips dan SA. Shield. Teori strukturalis lebih 
condong ke persoalan sosiologis, sedangkan teori fungsionalis lebih condong 
ke persoalan psikoiogs. 

R. Dahrendolf, salah seorang pendukung teori ini, meringkaskan 
prinsip-prinsip teori ini sebagai berikut: 

» Suatu masyarakat adalah suatu kesatuan dari berbagai bagian. 
»  Sistem-sistem sosial senantiesa terpelihara karena mempunyai 
perangkat mekanisme kontrol. 
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» Ada bagian-bagian yang tidak berfungsi tetapi bagian-bagian itu dapat 
dipelihara dengan sendirinya atau hal itu melembaga dalam waktu yang 
cukup lama. 

» Perubahan terjadi secara berangsur-angsur. 

» Integrasi sosial dicapai melalui persepakatan mayoritas anggota 
masyarakat terhadap seperangkat nilai. Sistem nilai adalah bagian yang 
paling stabil di dalam suatu sistem masyarakat. . 


3. Teori Konflik 

Dalam soal gender, teori konflik diidentikkan dengan teoti Marx 
karena begitu kuat pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teon ini berangkat dari 
usmsi bahwa dalam susunan di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa 
kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Siapa yang 
memiliki dan menguaai smber-sumber produksi dan distribusi merekalah 
yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalamnya. 

Marx yang kemudian dilengkapi oleh Friedrich Engels 
mengemukakan satu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan 
gender antara laki-laki dan perempuan, tidak disebabkan oleh perbedaan 
sosioiogis, tetapi merupakan bagian dari penindasan, dari kelas yang 
berkumpil dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga 
(family). Hubungan suami dan istri tidak ubahnya dengan hubungan proletar 
dan borjuis, hamba dan tuan, pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, 
ketimpangan gender dalam masyarakat bukan karena faktor biologis atau 
pemberian Tuhan (divine creation), tetapi karena konstruksi masyarakat 
(social contribution). 


4. Teori-teori Feminis 
Pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender laki-laki dan 
perempuan secara umum dapat dikategorikan kepada tiga kelompok sebagai 
berikut: 


a. Feminisme Liberal 

Tokoh aliran ini antara lain Margaret Faller (1810-1850), Harrief Martineau 
(1802-1876), Anglina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906). 
Dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia laki-laki dan 
perempuan, diterapkan seimbang dan serari dan mestinya tidak terjadi 
penindasan antara satu dengan lainnya. 


b. Feminisme Marxis-Solialis 

Aliran ini mulai berkembang di Jerman dan Rusia dengan menampilkan 
beberapa tokohnya, seperti Clara Zefkir (1857-1933) dan Rosa Luxemburg 
(1871-1919). Berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa 
ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin ini sesunggubnya lebih 
disebabkan oleh faktor budaya alam. 


c. Feminisme Radikal 
Alilan ini mulai muncul di awal abad ke-19 dengan mengangkat isu besar, 
menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan, karena 


(114) 


MAPABA PMII KOMISARIAT AL-GHOZALI 2011 


term ini jelas-jelas menguntungkan laki-laki Lebih dari itu, di antara kaum 
feminis radikal ada yang lebih ekstrim, tidak hanya menuntut persamaan hak 
dengan laki-laki tetapi juga persamaan seksual, dalam arti kepuasan seksual 
juga diperoleh dari sesama perempuan sehingga mentolelir praktek lesbian. 


d. Teori Sosio-Biologis 

Teori ini dikembangkan oleh Pierre Van Den Berghe, Lionel Tiger dan Robin 
Fox dan intinya bahwa semua pengaman peran jenis kelamin tercermin dari 
“biogram” dasar yang diwarnai manusia modern dari nenek moyang primat 
dan hominid mereka. Integritas keunggulan laki-laki tidak saja ditentukan oleh 
factor biologis tetapi juga elaborasi kebudayaan atau biogram manusia. Teori 
ini disebut “bio-sosial” karena melibatkan faktor biologis dan sosial dalam 
menjelaskan relasi gender. 


Kodrat Perempuan dalam Islam 

Kodrat berasal dari bahasa Arab gadara/gadira,- yagduru/ yagdiru - 
gudratan, Dalam kamus Munjid fi a-lughah Wal al-A'lam, kata ini diartikan 
dengan gawiyyun 'ala as-syai (kuasa mengerjakan senatu), ja'alajhu 'ala 
migdarih — (membagi sesuatu menurut porsinya), atau  gashshara 
(memendekkan/membatasi). Dari akar kata gadara/ gadira ini juga lahir kata 
tagdir (gaddra-yugaddira - tagdir). 

Bagaimana sesungguhnya pandangan Islam (a-Gur'an dan Hadits) 
dalam menempatkan perbedan jenis kelamin dalam konsep pranata sosial. 
Catatan sejarah tentang kedudukan dalam struktur sosial, khususnya 
masyarakat Arab pra-Islam sangat memprihatinkan. Perempuan dipandang tidak 
lebih dari "obyek", perlakuan seks kaum laki-laki dan dianggap sebagai beban 
dalam strata sosial. Itulah sebabnya, dalam budaya masyarakat Arab ketika itu 
bukan sesuatu yang naif untuk "menyingkirkan" perempuan dalam kehidupan 
dan pergaulan mereka. Tidak segan-segan mereka membunuh, bahkan 
mengubur anak perempuan mereka. Al-Guran sendiri secara langsung 
menyinggung hal ini dan menyindir mereka yang berpikiran picik yang 
menganggap anak, khususnya perempuan, hanya sebagai beban sosial dan 
ekonomi. 

AS. Al-An'am (16): 151: ... Dan janganlah kamu membubuh anak- 
anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dam 
kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik 
yag tampak diataranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah membunuh 
jiwa yang diharamkan Allah (membubuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) 
yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya 
kamu memahaminya'. 

Islam mengakui adanya perbedaan (distintion) antara laki-laki dan 
perempuan, bukan pembedaan (discrimination). Perbedaan tersebut didasarkan 
atas kondisi fisik biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki., 
namun perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan 
merendahkan yang lainnya. 

Dalam Islam, kaum perempuan juga memperoleh berbagai hak 
sebagaimana halnya kawan laki-laki. 

a. Hak-Hak Dalam Bidang Politik. 
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Tidak ditemukan ayat/hadits yang melarang kaum perempuan untuk akill 
dalam dunia polilik. Hal ini terdapat dalam AS. &I-Taubah (9): 71, AS. al- 
Mumtahanah (160): 12. 

b. Hak-hak dalam Memilih Pekerjaan. 
Memilih pekerjaan bagi perempuan juga tak ada larangan baik itu di dalam 
atau di luar rumah, baik secara mandiri atau secara kolektif, baik di lembaga 
pemerintah atau swasta. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam 
suasana terhormat, sopan dan tetap memelihara agamanya, serta tetap 
menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan 
lingkungannya. 

Cc. Hak memperoleh pekerjaan. 
Kalimat pertama yang diturunkan dalam Al-Gur'an adalah kalimat perintah, 
yaitu perintah untuk membaca (igra). Perintah untuk menuntut ilmu 
pengetahuan tidak hanya bagi kaum laki-laki lelapi juga perempuan 
"menuntut ilmu pengetahuan difardIlukan kepada kaum Muslim laki-laki dan 
perempuan". 


(Penulis: Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A., Majelis Pembina PMII 
Komisariat Al-Ghozali Cilacap, nuriel.ugm@gmail.com/ 085647634312) 
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Hand-Out 09 
STUDI DASAR KAPITALISME 


A. Gagasan Dasar Kapitalisme 

Membincarakan dasar teori ekonomi kapitalisme, sosok Adam Smith 
dengan buku termasyhurnya, The Wealth of Nations, dapat di sebut sebagai 
Bapak Kapitalisme. Dalam membahas teori dasar kapitalisme adalah dengan 
mengetahui ciri dasar sistem tersebut, yaitu pemaksimalan keuntungan individu 
melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimaksudkan membantu kepentingan 
publik. 

Makna kapitalisme untuk kepentingan publik tersebut, oleh Adam Smith 
diilustrasikan dengan sangat jelas: “Apa yang kita harapkan untuk makan malam 
kita tidaklah datang dari keajaiban dari si tukang daging, si pemasak bir atau si 
tukang roti, melainkan dari apa yang mereka hormati dan kejar sebagai 
kepentingan pribadi. Malah seseorang umumnya tidak berkeinginan untuk 
memajukan kepentingan publik dan ia juga tidak tahu sejauh mana ia memiliki 
andil untuk memajukannya. Yang ia hormati dan ia kejar adalah keuntungan bagi 
dirinya sendiri. Di sini ia dituntun oleh tangan-tangan yang tak terlihat (the 
invisible hands) untuk mengejar yang bukan bagian dari kehendak sendiri. 
Bahwa itu juga bukan merupakan bagian dari masyarakat, itu tidak lantas berarti 
suatu yang lebih buruk dari masyarakat. Dengan mengejar kepentingan sendiri, 
ia kerap kali memajukan kepentingan masyarakat lebih efektif dibandingkan 
dengan jika ia sungguh-sungguh bermaksud memajukannya. Saya tidak pernah 
menemukan kebaikan yang dilakukan mereka yang sok berdagang demi 
kepentingan publik”. 

Penjelasan ilustratif tersebut sebenarnya tidak bermaksud lain kecuali 
kehendak untuk memaknai kapitalisme dengan memadukan kepentingan individu 
di satu pihak dan kepentingan publik di pihak yang lain. Dari premis itu ialah 
bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang lebih berorientasi 
pada pemenuhan kebutuhan ekonomi secara individu. Meskipun demikian, 
orientasi individu tetap merupakan tahapan awal bagi kepentingan publik atau 
sosial. Motif sosial yang tersembunyi (hidden social motive) yang disebut Smith 
sebagai the invisible hands. 

Kehendak untuk memadukan kepentingan privat dan publik ini selanjutnya 
dijelaskan bahwa setiap manusia, dengan demikian, dipimpin langsung oleh 
kepentingan dan tindak tanduk ekonominya. Manusia yang bersangkutanlah 
yang mengetahui apa kepentingan mereka sesungguhnya. Oleh sebab itu, dialah 
yang dapat memenuhi kepentingan dengan sebaik-baiknya. Hal ini bukan 
dimaksudkan untuk mengesampingkan kepentingan bersama, tetapi mereka 
berfikir bahwa kepentingan bersama ini akan dapat diperhatikan dengan sebaik- 
baiknya pula apabila setiap individu mendapat kesempatan untuk memenuhi, 
memuaskan, dan mengekspresikan kepentingannya masing-masing tanpa 
restriksi. 

Setelah ia menulis The Wealth of Nations, Smith sudah mengemukakan 
dalam Theory of Moral Sentiments sebagai dasar filsafat teori ekonominya. Ia 


17 Premis ini di kemukakan Adam Smith dalam The Wealth of Nations pendahuluan dan catatan 
pinggir oleh Edwin Cannan, New York: The Modern Library, 1973, hlm. 14, 423. 
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menentang dengan tegas pendapat de Mandeville bahwa privet vice makes 
public benevit. De Mandeville memandang bahwa kemewahan atau pengejaran 
keuntungan ekonomi itu dosa, meski dosa itu sendiri diperlukan untuk 
kesejahteraan masyarakat. Smith justru melihat sebaliknya, dengan meniru 
gurunya Francis Hutcheson, ia mengatakan bahwa kebajikan adalah pengendali 
nafsu dan bukan sebuah antipati yang mutlak. Dalam The Wealth of Nations 
sendiri, Smith pernah mengatakan bahwa: “The nature and causes of the wealth 
of nations is what is properly called political economy”. Ini menunjukkan bahwa 
nama bukunya saja sudah cukup untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang 
menjadi tujuan dari aktifitas ekonomi." 

Mempelajari paradigma dan ide dasar kapitalisme juga bisa dilakukan 
dengan membuat interpretasi-interpretasi karya Smith seperti yang banyak 
dilakukan. Kita memahami bahwa masterpiece Smith tersebut sesungguhnya 
hanya meletakkan gagasan-gagasan cemerlangnya secara umum saja. Sjahrir 
(1995) menerjemahkan The Wealth of Nations yang membidani lahirnya teori 
kapitalisme itu dengan membuat rincian sederhana seperti, apa yang harus 
diproduksi dan dialokasikan, bagaimana cara memproduksi dan mengalokasikan 
sumber daya, serta bagaimana cara mendistribusikan sumber daya dan hasil 
produksi." 

Pemahaman lain tentang ide dasar kapitalisme juga diberikan oleh Max 
Weber”. Ia mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem produksi komoditi 
berdasarkan kerja berupah untuk dijual dan diperdagangkan guna mencari 
keuntungan. Ciri produksi berdasarkan upah buruh itu merupakan karakter 
mendasar bagi kapitalisme. Bagi Weber, ciri kapitalisme yang lebih mendasar 
lagi adalah pada sistem pertukaran di pasar. Sistem di pasar ini menimbulkan 
konsekuensi logis berupa rasionalisasi yang mengacu pada bagaimana cara 
meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan kata lain, bagaimana 
melakukan akumulasi kapital secara terus menerus. Akumulasi kapital itu 
dimaksudkan untuk melakukan produksi barang atau jasa yang lebih 
menguntungkan (more profitable). Keuntungan inilah yang secara dominan bagi 
rasionalitas tekhnologi. 

Sedangkan bagi Marx, kapitalisme tidak didefinisikan oleh motif atau 
orientasi kaum kapitalis. Apapun motif yang mereka sadari, mereka sebenarnya 
didorong oleh logika sistem ekonomi untuk memupuk modal. Kapitalisme bagi 
Marx suatu bentuk masyarakat kelas yang distrukturasikan dengan cara khusus 
di mana manusia diorganisasikan untuk produksi kebutuhan hidup.? 

Sejalan dengan zaman, kapitalisme terus berkembang, bergerak dan 
beradaptasi dengan sejarah. Jorge Larrain mengemukakan, “Kapitalisme 


BS Tani Zimmerman, Sejarah Pendapat-pendapat tentang Ekonomi, Bandung: N.V. Penerbitan 
W. Van Hoeve, 'S-Gravenhage, 1995, hlm. 42-43. Edisi Indonesia dikerjakan oleh K. Siagian. Periksa 
buku aslinya yang berjudul Geschiedenis Van Het Economisch Denken. 

Sjahrir, Formasi Mikro-Makro ekonomi Indonesia, Jakarta, Ul Press, 1995, hlm. 113-114. 

20 Max Weber, The Protestant ethic of Spirit Capitalism, New York, Scribner, 1958, Edisi 
Inggrisnya dikerjakan oleh Talcot Parson dengan Pengantar RH Tawney. 

Pada tahun 1887, muncullah Das Capita-nya Marx yang amat termashur itu. Marx 
mengatakan bahwa kapitalisme itu mempunyai ciri mutlak, yakni borjuis dan eksploitasi. Oleh 
karenanya, begitu Marx, dengan revolusi kekerasanlah pemerintah sosialis harus didirikan. Demi 
terjaminnya stabilitas sistem ini, maka ia harus dijaga oleh sistem kepemimpinan yang diktator 
proletariat. 
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dicirikan oleh dominasi obyek atas subyek, modal atas pekerja, kondisi produksi 
atas produsen, buruh mati atas buruh hidup. Bahkan menurut Marx, kapitalisme 
adalah hasil dari praktek reproduksi manusia. Marx menganalisa hal tersebut 
tidak hanya untuk mengetahui bagaimana sistem itu bekerja dan memproduksi 
diri sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan kondisi yang mampu 
menggantikannya”.2 

Kapitalisme yang dibuat oleh Lorens Bagus, berasal dari bahasa Inggris, 
capitalism atau kata latin, caput yang berarti kepala. Kapitalisme itu sendiri 
adalah sistem perekonomian yang menekankan peranan kapital atau modal.2 
Poin-poin penting yang bisa dilihat dan biasa digunakan untuk mengartikan 
kapitalisme adalah: Pertama, kapitalisme adalah ungkapan kapitalisme klasik 
yang dikaitkan dengan apa yang dimaksud oleh Adam Smith sebagai permainan 
pasar yang memiliki aturan sendiri. Ia yakin bahwa dengan kompetisi, pekerjaan 
dari tangan yang tidak kelihatan akan menaikkan harga pada tingkat alamiah dan 
mendorong tenaga kerja atau modal mengalami pergeseran dari perusahaan 
yang kurang menguntungkan. Ini berarti kapitalisme merupakan usaha-usaha 
kompetitif manusia yang akan dengan sendirinya berubah menjadi kepentingan 
bersama atau kesejahteraan sosial (social welfare). Kedua, kapitalisme 
merupakan ungkapan Prancis laissez-faire, laissez-passer, yang berarti 
'semaunya', yang dilekatkan sebagai ungkapan penyifat. Ungkapan laissez-faire 
menekankan sebuah pandangan bahwa dalam sistem ini, kepentingan ekonomi 
dibiarkan berjalan sendiri agar perkembangan berlangsung tanpa pengendalian 
Negara dan dengan regulasi seminimal mungkin. Ketiga, kapitalisme adalah 
ungkapan Max Weber bahwa ada keterkaitan antara bangkitnya kapitalisme 
dengan protestanisme. Kapitalisme merupakan bentuk sekuler dari penekanan 
protestanisme pada Individualisme dan keharusan mengusahakan keselamatan 
sendiri. 


B. Akar Historis Kapitalisme 

Sistem perekonomian kapitalisme muncul dan semakin dominan sejak 
peralihan zaman feodal ke zaman modern. Kapitalisme seperti temuan Karl Marx 
menjadi sistem yang dipraktekkan di dunia bermula di penghujung abad XIV dan 
awal abad XV. Kapitalisme sebagai sistem perekonomian dunia terkait erat 
dengan kolonialisme. Pada zaman kolonialisme ini akumulasi modal yang 
terkonsentrasi di Eropa (Inggris) didistribusikan ke penjuru dunia, yang 
menghadirkan segenap kemiskinan di wilayah jajahannya. 

Kelahiran kapitalisme ini dibidani oleh tiga tokoh besar, yaitu Martin 
Luther yang memberi dasar-dasar teosofik, Benjamin Franklin yang memberi 
dasar-dasar filosofik dan Adam Smith yang memberikan dasar-dasar 
ekonominya. Martin Luther yang memberi dasar-dasar teosofik adalah seorang 
Jerman yang melakukan gerakan monumentalnya, 31 Oktober 1571 dengan 
menempelkan tulisan protesnya di seluruh penjuru Roma. Ia tidak menerima 
kenyataan praktik pengampunan dosa yang diberlakukan gereja Roma. 


2 | ihat Jorge Larrain, The Concept of Ideology, Forteword by Tom Bottomore, First Published, 
Australia: Hotchinson Publishing Group, 1979, versi Indonesia oleh Ngatawi al Zastrouw (editor) dan 
Ryadi Gunawan (penerjemah), Yogyakarta: LKPSM, 1997, hlm. 55. 

Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta, Gramedia, 1996, hlm.391. 
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Kemudian ia meletakkan ajaran dasarnya, yaitu: “Manusia menurut kodratnya 
menjadi suram karena dosa-dosanya dan semata-mata lewat perbuatan dan 
karya yang lebih baik saja mereka dapat menyelamatkan dirinya dari kutukan 
abadi”. Sedangkan bagi Benjamin Franklin yang memberi dasar-dasar filosofik, 
mengajak orang untuk bekerja keras mengakumulasi modal atas usahanya 
sendiri. Kemudian Franklin mengamanatkan: “Waktu adalah Uang”. Bagi Adam 
Smith yang memberikan dasar-dasar ekonominya dan tarcantum dalam buku An 
Inguiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations, Adam Smith lebih 
mengkongkretkan spirit kapitalismenya dalam sebuah konsep sebagai 
mekanisme pasar. Basis folologisnya adalah laissez-faire, laissez-passer. Ia 
mengatakan bahwa barang langka akan menyebabkan harga barang tersebut 
menjadi mahal sehingga menjadi sulit didapatkan terutama oleh mereka yang 
berpenghasilan rendah. Tetapi menurut Smith bahwa yang harus dilihat adalah 
perilaku produsen. Ketika harga barang mahal, maka keuntungan akan 
meningkat. Ketika keuntungan yang dijanjikan atas barang tersebut tinggi, maka 
banyak produsen yang memproduksinya. Sehingga dengan demikian 
kelangkaan barang tersebut akan terpenuhi dan menjadi murah dan kebutuhan 
masyarakat akan terpenuhi. Sehingga masalah yang terjadi di masyarakat akan 
diselesaikan oleh the invisible hands. 

Banyak pakar memberikan penjelasan bahwa kapitalisme sebagai 
sistem perekonomian dunia baru dimulai sejak abad XVI. Menurut Dudley Dillard 
pada zaman kuno sebenarnya sudah terdapat model-model ekonomi yang 
merupakan cikal-bakal kapitalisme. Bagi Dillard, kapitalisme tidak saja dipahami 
sebagai sistem ekonomi pasca abad XVI. Kantong-kantong kapitalisme sebagai 
cikal-bakal dan ruh kapitalisme justru mulai berkembang diakhir abad 
pertengahan. Dillard membagi urutan perkembangan kapitalisme menjadi tiga 
tahapan.” Secara kronologis dalam tahapan sejarah perkembangannya: 
Kapitalisme Awal, Kapitalisme Klasik dan Kapitalisme Lanjut. 


1. Kapitalisme Awal (1500-1750). 

Kapitalisme untuk periode ini masih mendasarkan pada pemenuhan 
kebutuhan pokok yang ditandai dengan kehadiran industri sandang di Inggris 
sejak abad XIV sampai abad XVIII. Meski industri sandang tersebut masih 
menggunakan mesin pemintal yang sangat sederhana, pada gilirannya mampu 
meningkatkan apa yang disebut sebagai surplus sosial. Seperti dijelaskan Dillar, 
dalam prakteknya industri sandang mengahadapi banyak problem dan kesulitan. 
Namun demikian, berbagai kendala tersebut tak mampu menjadi penghalang 
bagi kesuksesan industri tersebut. Bahkan di beberapa wilayah pelosok Inggris, 
industri tersebut terus berkembang pesat selama kurun waktu abad XVI sampai 
XVII. Surplus sosial yang didapatkan terus menerus secara produktif ternyata 
mampu menjadikan kapitalisme mampu bersaing dengan sistem ekonomi 
sebelumnya. Kelebihan itu didayagunakan untuk usaha perkapalan, 
pergudangan, bahan-bahan mentah, barang-barang jadi dan variasi untuk 
kekayaan yang lain. 


4 Sudono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Proses, Makalah dan Dasar Kebijaksanaan, 
Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1985, hlm. 10. 
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Perluasan demi perluasan dengan argumentasi produktifitas yang 
dilakukan selanjutnya mengahdirkan fenomena dramatis dengan munculnya 
kolonisasi atau imperealisme ke daerah-daerah lain yang tak memiliki 
keseimbangan produksi. Lebih lanjut pada informasi yang sama, Dillar juga 
pernah menguraikan bahwa perkembangan kapitalisme pada tahapan ini 
didukung oleh tiga faktor yang sangat penting yaitu: (1) dukungan agama dengan 
menanamkan sikap dan karakter kerja keras dan ajuran untuk hidup hemat, (2) 
hadirnya logam mulia terhadap distribusi pendapatan atas upah, laba dan sewa, 
serta (3) keikutsertaan Negara dalam membantu membentuk modal untuk 
berusaha. 

Studi Russel, Modes of Productions individu Wolrd History London and 
New York, Routledge, 1988, menjelaskan bahwa kapitalisme pada fase ini tidak 
bisa tidak menyebut bahwa Eropa dan Inggris abad ke-12 adalah sebagai lokasi 
awal perkembangan kapitalisme. Russel menunjuk wilayah perkotaan untuk 
mencontohkan bahwa saudagar kapitalis menjual barang-barang produksi 
mereka dalam suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mula-mula 
mereka hanya menjual barang kepada teman sesama saudagar perjalanan. 
Kegiatan ini kemudian berkembang menjadi perdagangan publik. 


2. Kapitalisme Klasik (1750-1914). 

Pada fase ini terjadi pergeseran perilaku para kapitalis yang semula 
hanya perdagangan publik, ke wilayah yang mempunyai jangkauan lebih luas 
yaitu industri. Transformasi dari dominasi modal perdagangan ke dominasi modal 
industri yang seperti itu merupakan ciri Revolusi Industri di Inggris. Perubahan 
dalam cara menentukan pilihan tekhnologi dan cara berorganisasi berhasil 
memindahkan industri dari pedesaan ke sentra-sentra perdagangan lama di 
perkotaan selama Revolusi Industri. Akumulasi kapital yang terus menerus 
membengkak selama dua atau tiga abad mulai menunjukkan hasil yang baik 
pada abad XVIII. Penerapan praktis dari ilmu pengetahuan teknis yang tumbuh 
selama berabad-abad dapat sedikit demi sedikit dilakukan. Kapitalisme mulai 
menjadi penggerak bagi perubahan tehnologi karena akumulasi modal 
memungkinkan penggunaan berbagai inovasi. 

Tepat pada fase ini kapitalisme mulai meletakkan dasarnya yaitu laissez- 
faire, laissez-passer sebagai doktrin mutlak Adam Smith. Dillar menerangkan 
bahwa perkembangan kapitalisme pada fase kedua ini semata-mata 
menggunakan argumentasi ekonomis. Perkembangan ini tentu saja menjadi 
parameter keberhasilan bagi kaum borjuis dalam struktur sosial masyarakat. 
Kesuksesan ekonomis berimbas pada kesuksesan di bidang politik, yaitu 
hubungan antara kapitalis dan Negara. Proses ini menguntungkan kapitalisme 
terutama dalam penentuan gaya eksplorasi, eksploitasi dan perluasan daerah 
kekuasaan sebagai lahan distribusi produksi. Periode kapitalisme klasik erat 
kaitannya dengan karya Adam Smith An Inguiry into The Nature and Causes of 
The Wealth Nations (1776) melalaui karya ini terdapat analisa bahwa kapitalisme 
kuno sudah berakhir dan bergeser menjadi kapitalisme klasik. 


3. Kapitalisme Lanjut (Pasca 1914). 
Kapitalisme lanjut dijelaskan mulai berkembang sejak abad XIX, 
tepatnya tahun 1914, Perang Dunia | sebagai momentum utama. Abad XX 
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ditandai oleh perkembangan kapitalisme yang sudah tidak lagi bisa disebut 
sebagai kapitalisme tradisional. Kapitalisme fase lanjut sebagai peristiwa penting 
ini ditandai paling tidak oleh tiga momentum. Pertama, pergeseran dominasi 
modal dari Eropa ke Amerika. Kedua, bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di 
Asia dan Afrika terhadap kolonialisme Eropa sebagai ekses dari kapitalisme 
klasik, yang kemudian memanifestasikan kesadaran itu dengan perlawanan. 
Ketiga, Revolusi Bolzhevik Rusia yang berhasrat meluluhlantakkan institusi 
fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan kapital secara individu atas 
penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan dan 
kemapanan agama. Dari sana kemudian muncul ideologi tandingan, yaitu 
komunisme. 

Kapitalisme abad XX berhasil tampil meliuk-liuk dengan performance 
yang selalu bergerak mengadaptasikan kebutuhan umat manusia pada zaman 
dan situasi lingkungannya. Bagi Daniel Bell, fleksibilitas ini sukses membawa 
kapitalisme sebagai akhir ideologi (The End of Ideology) yang mengantarkan 
umat manusia tidak hanya menuju gerbang yang penuh pesona ekstasi 
melainkan juga pada gerbang yang berpeluang besar untuk kehancuran umat 
manusia. 

Budiman (1997: 86) menyebut bahwa kapitalisme seolah menjadi 
pesolek tanpa tanding dalam merebut perhatian para teoritisi sosial dunia. Salah 
satu hal yang membuat kapitalisme bertahan adalah kelenturan produk yang 
ditawarkan. Produk-produk yang disediakan bersifat adaptif dengan zamannya. 
Citra-citra yang disodorkan tidak pernah dibiarkan begitu saja dan menjadi 
sebentuk kesombongan ideologis yang menjenuhkan, melainkan disesuaikan 
dengan berbagai desakan pluralisasi wacana kehidupan. Kapitalisme berhasil 
tetap bertahan karena ia mampu menghadirkan demokrasi ekonomi dan politik 
sebagai bentuk keinginan umat manusia yang paling mutakhir, tapi sebatas citra, 
demokrasi yang semu. Produk kapitalisme yang menggairahkan tersebut 
dipandang Guy Debord sebagai trap, bahwa saat ini kapitalisme sedang 
menyiapkan perangkat kebudayaan yang mengantarkan umat manusia pada 
kondisi komoditi yang final dan melelahkan.2 

Produk lain yang ditunjukkan oleh kapitalisme lanjut adalah sedemikian 
menjamurnya korporasi-korporasi modern. Korporasi sudah tidak lagi bergerak di 
bidang industri manufaktur, melainkan jasa dan informasi. la berusaha 
mendominasi dunia dengan kecanggihan tekhnologi serta orientasi menghadapi 
ekonomi global. Ia lazim berbentuk MNC/TNC (MultiNational Corporation/Trans 
National Corporation). Kehadirannya semakin mempertegas bahwa pelaku 
aktifitas ekonomi sesungguhnya bukanlah institusi Negara, melainkan para 


2 Penjelasan ini sekaligus mengawali kajian tentang Kapitalisme fase lanjut atau kapitalisme 
mutakhir seperti yang diratapi oleh Daniel Bell. Beberapa kajian dalam poin ini sepenuhnya mengacu ke 
sana. Untuk memperjelas keterangan ini periksa karya Bell seperti (1) The End of Ideology, New York: 
Free Press, 1960: (2) The Coming of Post Industrial Society, New York: Penguin Books Edition, 1973, 
(3) The Cultural Contradictions of Capitalism, New York: Basic Books, 1976. Sedangkan untuk edisi 
Indonesia, karya Bell ini dapat diperhatikan di Y.B. Mangunwijaya (ed.), Tekhnologi dan Dampak 
Lingkungannya, Volume II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985: atau Daniel Bell dan Irving Kristol 
(ed.), Model dan Realita di Dalam Wacana Ekonomi, Dalam Krisis Teori Ekonomi, Jakarta: LP3ES, 
1988. 

26 Guy Debord, The Society of The Spectacle, seperti dikutip oleh Fredric Jameson, 
Postmodernism or The Cultural of The Late Capitalism, London, Verso, 1990, hlm. 8. 
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pengusaha bermodal besar. Sebab hanya dengan modal mereka bisa 
melakukan kegiatan ekonomi apa dan di mana saja. 

Dengan semakin pentingnya modal, peranan Negara menjadi tereduksi, 
tapi juga hilang sama sekali. Negara hanya sekedar menjadi aktor pelengkap 
(Complement Actor) saja dalam percaturan ekonomi dunia, meski dalam 
beberapa kasus peran Negara tetap dibutuhkan sebagai fasilitator untuk 
mendukung roda ekonomi yang sedang diputar kapitalis. Inilah yang dinubuat 
Galbraith dengan mengatakan bahwa korporasi modern menerapkan kekuasaan 
melalui pemerintahan. Para kapitalis ini tetap membutuhkan keterlibatan Negara 
untuk memfasilitasi setiap produk yang dipasarkan. Hubungan simbiosis 
mutualisme ini selanjutnya menjadi karakter dasar dari kapitalisme lanjut. 
Peristiwa ini menyebabkan para pakar menyebut bahwa kapitalisme lanjut 
adalah kapitalisme monopoli (monopoly capitalism) atau kapitalisme kroni (crony 
capitalism).” 

Korporasi modern dan Negara menjalin hubungan yang didasarkan pada 
distribusi kekuasaan dan profit. Hubungan yang berkembang antara korporasi 
modern dan birokrasi publik, seperti kapitalis yang membuat mobil dan Negara 
yang membangun jalan raya, kapitalis yang membuat pesawat tempur dengan 
Negara yang mengendalikan Departemen Udara dan sebagainya.? Selain hal 
itu, apa yang diungkap Galbraith sebagai kapitalisme lanjut adalah pemfungsian 
institusi Negara sebagai jaminan kontrol dari doktrin mekanisme pasar. Bahkan 
para kapitalis dengan sengaja berani membiayai dan merekayasa Negara. 
Tujuannya adalah untuk mengatasi kemungkinan terjadinya disintegrasi sistem 
soaial dalam struktur masyarakat yang diakibatkan oleh kontradiksi-kontradisi 
dalam tubuh kapitalisme itu sendiri. Asumsi ini diperkuat oleh fakta pertumbuhan 
industri-industri kapitalisme hingga menciptakan sindroma korporasi-korporasi 
modern ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kekuasaan 
politik. 

Dalam hal ini Galbraith memperkuat argumentasinya dengan uraian 
yang mendalam tentang keterkaitan Negara dalam dimensi politis dan kapitalis 
dalam dimensi ekonomis. Semakin menguatnya campur tangan institusi Negara 
ke dalam aktifitas-aktifitas ekonomi acap mendisfungsionalisasikan fungsi dari 
Negara itu sendiri. Hal itu bisa ditunjukkan dengan merosotnya atensi Negara 
yang bersangkutan terhadap persoalan-persoalan lain di luar masalah teknis 
administratif. 

Sementara menurut pandangan Clauss Offe dalam Habermas, sejauh 
kegiatan Negara diarahkan pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, politik 
selalu menampilkan sifat negatif yang khas. Politik diarahkan untuk mengatasi 
disfungsionalitas dan menghindari resiko-resiko yang membahayakan sistem. 
Politik tidak diupayakan untuk merealisasikan tujuan-tujuan, melainkan pada 
pemecahan masalah-masalah teknis. Kegiatan Negara dibatasi hanya pada 
persoalan-persoalan teknis yang bisa dipecahkan secara administratif sehingga 


21 Kapitalisme monopoli sebagai bentuk dari kapitalisme fase lanjut seringkali diberi pengertian 
yang merujuk pada peran penting dari kolaborasi di tingkat birokrat Negara dan pengusaha kapitalis 
untuk menguasai lahan produksi yang ditujukan pada kepentingan-kepentingan publik. 

28 | ihat John Kenneth Galbraith, The New Industrial State, New York: Mentor Book Paperback 
Edition, 1972, hlm. 258. Periksa juga Budiman, Op. Cit. 
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dimensi praksisnya hilang.? Hubungan faktor politik-kapitalis dengan melakukan 
kolaborasi adalah cara pandang Keynes, dan persoalan itu susah untuk 
dihindarkan. Keynes sangat tertarik pada keseluruhan adegan sosial dan politik 
yang diproduksi secara bersamaan. Ia memandang teori ekonomi sebagai suatu 
alat kebijakan politik. Ia membelokkan apa yang disebut metode ilmu ekonomi 
klasik yang bebas nilai untuk melayani tujuan dan target mental, dan untuk itu ia 
membuat ilmu ekonomi menjadi persoalan politik dengan cara yang berbeda. 

Keterkaitan Negara-kapitalis yang ditunjukkan dengan bergesernya 
mekanisme kapitalisme bisa dipahami dari Negara Amerika. Yang terjadi di 
Amerika dewasa ini bukanlah paham kapitalisme yang asli yang menganut 
paham laissez-faire, laissez-passer, melainkan suatu sistem ekonomi yang tetap 
menggunakan prinsip dasar kapitalisme yang disesuaikan dengan berbagai 
rambu hukum yang membatasi penguasaan resaources dan konsumsi yang 
berlebihan, baik secara individual maupun pada tingkat perusahaan.” Nilai-nilai 
yang berlaku pada sistem kapitalisme Amerika selalu mempertimbangkan 
beberapa aspek. 

Pertama, asas kebebasan (freedom), dengan pengertian, bebas 
berkonsumsi dan berinvestasi (free entry individu consumption and investment) 
serta pembatasan investasi pemerintah sekaligus mengikhtiarkan model politik 
yang demokratis. Kedua, asas keseimbangan (eguality), dengan pengertian, 
adanya difusi antara kekuatan politik dan ekonomi, adanya bargaining power 
yang sama untuk produsen dan konsumen serta adanya kesempatan yang sama 
sekaligus upaya untuk menciptakan pemerataan. Ketiga, asas keadilan 
(fairness), dengan pengertian, sebuah upaya untuk menghindari praktik yang 
tidak adil seperti adanya upah buruh yang tidak memenuhi standar, hubungan 
tuan dan majikan yang eksploitatif dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap 
praktek ekonomi harus dilandasi dengan sikap yang penuh dengan kejujuran dan 
keterbukaan (full honesty and disclosure). Keempat, asas kesejahteraan 
(welfare), dengan pengertian, adanya pertimbangan efisiensi alokasi dan 
produksi. Parameter kesejahteraan bisa diketahui melalui pengawasan 
pemerintah terhadap stabilitas harga serta upaya untuk menciptakan kondisi 
ketenagakerjaan yang bersifat full employment. Kesehatan dan keselamatan 
lingkungan hidup juga mendapat perhatian yang besar. Kelima, asas 
pertumbuhan berkesinambungan (sustainable growth) yang indikasinya adalah 
pertumbuhan pendapatan riil dan kemajuan tekhnologi. Ada beberapa 
kebijaksanaan pemerintah Amerika yang menjadi prioritas dalam menjamin 
kebesaran kapitalisme. Di antaranya adalah kebijaksanaan yang menjamin 
terciptanya kompetisi seperti terciptanya UU Anti Trust (Sherman Act and 
Clayton Act). Tujuannya untuk mencegah persaingan yang tidak sehat diantara 
pihak yang bersaing. Peraturan ini secara teknis bertujuan untuk menjamin 


2 Jurgen Hebermas, Ilmu dan Tekhnologi Sebagai Ideologi, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 76-77. 

30 Dalam banyak hal, pembahasan kapitalisme fase lanjut tidak bisa dilepaskan begitu saja dari 
pembahasan tentang sistem ekonomi kapitalisme yang ada di Amerika. Sebab seperti yang sudah 
dijelaskan terdahulu bahwa salah satu ciri pokok yang mendasari kapitalisme fase lanjut adalah 
pergeseran modal dari kapitalisme klasik yang didominasi oleh Negara-negara Eropa menuju 
kapitalisme Amerika. Posisi Amerika sebagai pusat perdagangan dunia (world trade center), dengan 
demikian, bisa dijadikan referensi dan parameter perkembangan kapitalisme global selanjutnya. 
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kebebasan dan keamanan dalam berinvestasi (free exit and entry). Kemudian 
kebijaksanaan yang mengatur ke mana arah kompetisi digerakkan. 
Pengaturan-pengaturan ini berfungsi untuk melindungi konsumen dan 
produsen. Hal itu bisa dilakukan dengan menetapkan etika periklanan dan 
standarisasi barang-barang dari segi kualitas maupun kuantitas. Perlindungan 
merk dagang dan hak cipta juga mendapatkan perhatian yang cukup serius. 
Selain itu, adanya kebijaksanaan yang menjadi jaminan bagi distribusi 
pendapatan, yakni melalui pajak. Pajak bisa difungsikan sebagai sarana 
pemerataan, insentif serta regulator untuk mempengaruhi alokasi produksi 
maupun konsumsi. Yang penting lagi adalah adanya kebijaksanaan yang 
mengatur public utility. Ide dasar kapitalisme klasik laissez-faire, laissez passer 
dan jargon the invisible hand merupakan asas fundamental yang terus-menerus 
diperbaiki dan digunakan untuk mencirikan kapitalisme. Mereka berpandangan 
bahwa teori ekonomi secara jelas menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak 
akan mampu menyelesaikan proses alokasi barang-barang publik seperti hukum, 
pertahanan dan lingkungan. Padahal barang-barang ini merupakan sesuatu yang 
vital bagi terjaminnya hidup manusia. Jika mekanisme pasar dibiarkan dengan 
sendirinya untuk menentukan alokasi barang-barang publiknya, maka 
penyediaannya akan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan permintaan 
masyarakat (socially desirealible). Karenanya diperlukan peranan pemerintah 
untuk menyediakannya. Tindakan ini menjamin produksi barang-barang 
kebutuhan dasar (merit goods) diproduksi pada tingkat optimal secara sosial.” 
Suasana lain dari kapitalisme lanjut adalah kompetisi (competition), dan 
kompetisi dalam kapitalisme Amerika merupakan poin penting dari buku The 
New Industrial State (1971) yang ditulis Galbraith. Menurutnya, dalam ilmu 
ekonomi klasik persaingan adalah banyaknya penjual yang memperoleh bagian 
yang kecil dari pasaran. Galbraith kemudian mengatakan bahwa model 
persaingan klasik ini sebagian besar sudah lenyap karena banyak pasar yang 
dikuasai oleh beberapa perusahaan. Galbraith juga mengatakan bahwa dalam 
perkembangan kapitalisme, timbul institusi yang berusaha mengimbangi kelas 
kapitalis, yang disebutnya sebagai kekuatan pengimbang (countervailing power). 
Kekuatan tersebut bisa berupa lembaga konsumen yang mengontrol perilaku 
dan pengaruh produsen, himpunan buruh yang mengimbangi kekuatan kelas 
pemilik modal dan kelas manajer. Lembaga pelindung konsumen, pelindung 
alam serta organisasi-organisasi volunteer lain yang berusaha untuk 
mempertahankan sekaligus memperjuangkan kepentingan golongan lemah 
(marginal) dalam masyarakat, yang tentunya mayoritas. Deskripsi awal dengan 
menyebut Amerika sebagai pusat segala sesuatu untuk mengkaji kapitalisme 
lanjut harap dimaklumkan mengingat kita tidak bisa menolak bahwa Amerika 
adalah sentral kapitalisme dunia dari pasca perang dingin atau awal abad XIX 
sampai detik ini. Namun sample ini bukan serta merta ingin menunjukkan bahwa 
kapitalisme lanjut hanya terbatas (limited) seperti yang tercermin di Amerika. 


3! Ini semakin memperjelas bahwa teori mekanisme pasar tidak bisa dibiarkan sebebas apa 
yang sudah didoktrinkan dalam teori ekonomi kapitalisme klasik. Pemerintah atau Negara dibutuhkan 
kehadirannya dalam mengurusai bidang-bidang yang bersangkut-paut dengan kebutuhan publik seperti 
penjelasan di atas. Dengan demikian, hadirnya Negara sebagai wasit adalah berfungsi untuk mengatur 
pasar. 
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Seorang sejarawan peranakan Jepang, Francis Fukuyama, yang 
kemudian tenar dengan karyanya, The End of History and Last Man, menyatakan 
bahwa demokrasi liberal dan kapitalisme Amerika merupakan titik akhir dari 
perkembangan ideologi manusia.? Fukuyama menjelaskan bahwa sejarah 
manusia ini sudah berhenti pada satu titik yang ekstrim, yakni kapitalisme. 
Karenanya akhir sejarah akan merupakan saat yang menyedihkan. Tatkala 
keberanian, semangat, imajinasi, idealisme dan humanisme mulai digantikan 
dengan perhitungan-perhitungan ekonomi yang rasional. Pada saat itu pula 
manusia akan terjebak pada pemecahan masalah teknis yang tidak ada habis- 
habisnya. Kapitalisme sibuk merancang kebutuhan konsumen yang bercita rasa 
melangit. Sehingga Galbraith dalam karya yang sama juga menuturkan bahwa 
selama paruh terakhir abad ini hampir tidak ada topik lain yang dibahas secara 
serius dan mendalam kecuali tentang masa depan kapitalisme (The Future of 
Capitalism).? 

Akumulasi modal sekarang tidak sekedar menjadi kebiasaan. Ia telah 
menjadi sebuah hukum, di balik nuansa ini, tersimpan keniscayaan akan adanya 
alienasi bagi mereka, para kelompok mayoritas seperti buruh, petani dan 
perempuan. Kita menyadari bahwa kapitalisme model baru menyimpan 
keniscayaan atas penindasan kelompok mayoritas. Segitiga konspirasi ala 
O'Donnel sampai hari ini masih relevan dalam menjelaskan mekanisme 
ketertindasan struktural rakyat. Secara empiris konspirasi itu dapat dilihat dari 
bagaimana kebijakan-kebijakan Negara terbentuk atas pengaruh kepentingan 
TNC. Tiga pilar neo klasik, TNC/MNC, World Bank/IMF, dan WTO berjalan linier, 
sevisi, setujuan menuju kepentingan yang sama, yakni liberalisasi pasar. Di 
samping itu ketiga institusi itu adalah kekuatan terbesar dunia abad ini. Sehingga 
kita tidak pernah menemukan kebijakan internasional yang tanpa memuat 
kepentingan ketiganya. 

Kita memang bisa menyadari bahwa kapitalisme lanjut tidak hanya 
dipahami sesederhana itu. Jika hujatan terpedas hari ini pada kapitalisme 
diserangkan oleh kelompok Marx dengan asumsi konflik kelas, sesungguhnya 
saat ini kita juga menyaksikan bagaimana kapitalisme menghadapinya dengan 
dada terbuka. Cita-cita Marx yang tertuang dalam kata-kata msayarakat tanpa 
kelas, justru secara mengejutkan, bukan terjadi dalam masyarakat komunisme, 
melainkan dalam masyarakat kapitalisme. Konsep pilihan publik (public choice) 
yang mencoba mengagregasikan kebutuhan-kebutuhan individu berhadapan 
dengan Negara, justru pada akhirnya mampu menciptakan masyarakat tanpa 
kelas. Maka pada saat kapitalisme, dalam kaitannya dengan Negara, mampu 
memelihara Negara dengan mengupayakan reinventing government, bukan 
barang mustahil apabila masyarakat tanpa kelas adalah milik kapitalisme, bukan 
komunisme. Masyarakat tanpa kelas ternyata gagal dipraktekkan oleh 
komunisme. Barangkali inilah yang disebut sebagai akhir sejarah itu, threshold 
capitalism. 


2 | ihat Francis Fukuyama, The End of History and Last Man, London: Hamish Hamilton, 1992. 
bandingkan dengan pandangan-pandangan dalam literatur abad ke-19 yang dikenal sebagai abad 
ideologi (the age of ideology). Bandingkan juga dengan literatur abad ke-20 yang dianggap sebagai 
abad: (1) Akhir Ideologi (The End of Ideology) karya sosiolog Daniel Bell, (2) Akhir Alam Semesta (The 
End of Nature) karya Paul MacKiben. 

“8 Lihat Galbraith, Op. Cit. 
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Hand-Out 10 
DEMOKRASI, GLOBALISASI DAN SEJARAH EKONOMI INTERNASIONAL 


DEMOKRASI 

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu 
negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) 
atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar 
demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik 
negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis 
lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg 
sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga 
negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan 
saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis 
lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang 
memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan 
eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan 
kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk 
Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di 
bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil 
yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya 
(konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, 
selain sesuai hukum dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak 
keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, 
diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti 
diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan 
secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua 
warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). Kedaulatan rakyat 
yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau 
anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. 
Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak 
menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat 
memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak 
kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, 
suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara 
berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan 
tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu 
adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan 
jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu 
membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih 
kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan 
yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana). 


Sejarah dan Perkembangan Demokrasi 

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di 
Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai 
contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi 
modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan 
definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan 
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perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. Kata "demokrasi" berasal 
dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti 
pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang 
lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 
Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu 
politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai 
indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital 
dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya 
berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang 
diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting 
untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah 
(eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk 
masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah 
seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. 

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya 
kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk 
gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, 
tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara 
bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal 
yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini 
mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan 
lembaga negara tersebut. 


Demokrasi di Indonesia 

Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 
1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara 
demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung 
jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. 
Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan 
negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia 
sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk 
pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian 
Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem 
pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah 
demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, 
Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika 
pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi 
Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi 
Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu. 


HAKIKAT DEMOKRASI 
Pengertian Etimologis Demokrasi 

Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani 
yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti 
pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa, demos-cratein atau demos- 
cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. 
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Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam 
hidup bernegara antara abad ke-4 SM - abad ke-6 M. Demokrasi yang 
dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsting (direct democracy), 
artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara 
langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Hal ini dapat dilakukan karena 
Yunani pada waktu itu berupa negara kota (polis) yang penduduknya terbatas 
pada sebuah kota dan daerah sekitarnya yang berpenduduk sekitar 300.000 
orang. 

Disebabkan adanya perkembangan zaman dan juga jumlah penduduk 
yang terus bertambah maka keadaan seperti yang dicontohkan dalam demokrasi 
secara langsung yang diterapkan seperti di atas mulai sulit dilaksanakan, dengan 
alasan berikut. 

a. Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup 
banyak 

b. Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak 
sulit dilakukan. 

c. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tereapai, karena sulitnya 
memungut suara dari peserta yang hadir 

d. Masalah yang dihadapi negara semakin kompleks dan rumit schingga 
membutulikan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam 
penyelesaian masalah tersebut. 


Maka untuk menghindari kesulitan seperti di atas dan agar rakyat 
tetap memegang kedaulatan tertinggi, dibentuklah badan perwakilan rakyat. 
Badan inilah yang menjalankan demokrasi. Namun pada prinsipnya rakyat tetap 
merupakan pernegang kekuasaan tertinggi selinigga mulailah dikenal "demokrasi 
tidak langsung" atau "demokrasi perwakilan. Jadi, demokrasi atas dasar 
penyaluran kehendak rakyat ada dua macam, yaitu 
a. Demokrasi langsting adalah paliarn demokrasi yang mengikutsertakan setiap 
warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan 
umum. dan undang-undang. 

b. Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan 
melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi 
perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. 


Untuk negara-negara modem, penerapan demokrasi tidak langsung 
dilakukan karena berbagai alasan, antara lain: 

a. penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada 
suatu tempat tidak dimungkinkan, 

b. masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan 
hidup semakin banyak: 

C. setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam 
mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan 
pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan 
negara. 
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Pengertian Terminologis Demokrasi 

Dari sudut terminologi, banyak sekali definisi demokrasi yang 
dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Masing-masing memberikan definisi dari 
sudut pandang yang berbeda. Berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi. 


Menurut Samuel Huntington 

Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan 
kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melatui pernililian umurn yang 
adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem. itu para calon bebas bersaing untuk 
memperolch suara dan hampir sernua penduduk dewasa berhak memberikan 
suara. 

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling 
populer di antara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada 
tahun 1863 oleh Abraham. Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah 
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government ofthe 
people, by the people, and for the people). 

Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada di 
tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan di 
negara tersebut. Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang 
kekuasaan tertinggi disebut pernerintahan demokrasi. Secara substantif, prinsip 
utama dalam demokrasi ada dua (Maswadi Rauf 1997), yaitu 
a. kebebasan/persamaan (feedonileguality), dan 
b. kedaulatan rakyat (people sovereignty). 

Dengan konsep kedaulatan rakyat, pada hakikatnya kebijakan yang 
dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme 
semacam ini akan mencapai dua hal, pertama, kecil kemungkinan terjadi 
penyalahgunaan kekuasaan dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam 
tugas-tugas pemerintahan. 


Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan 
Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari para 

filsuf Yunani. Dalam pandangan ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk 

pemerintahan. Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato, 

dibedakan beberapa macam: 

a. Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang 
sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. 

b. Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang olch sescorang 
sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. 

C. Aristokrasi, yaitu suatu bentuk pernerintahan yang dipegang oleh sekelompok 
orang yang memimpin dan dijalankan unluk kepentingan rakyat banyak. 

d. Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang olch sekelompok 
dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. 

e. Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dari 
dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. 

f. Mobokrasi/Oklilokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh 
rakyat tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, 
dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya 
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pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat 
banyak. 


Adapun bentuk pemerintahan yang dianut atau diterima dewasa ini 
adalah bentuk pernerintahan modem menurut Nicollo Machiavelli membedakan 
bentuk pemerintahan, yaitu, 

a) Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin 
negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. 

b) Republik adalah bentuk pernerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden 
atau perdana menteri. 


Demokrasi sebagai Sistem Politik 

Pada masa sekarang demokrasi dipahami tidak semata suatu bentuk 
pemerintahan tetapi sebagal sistem politik. Sistern politik cakupannya lebih luas 
dari sekadar bentuk pemerintahan. Beberapa ahli telah mendefinisikan 
demokrasi sebagai sistem, politik. Misalnya, 

a. Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagal sistem, politik merupakan 
suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas 
dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif olch rakyat 
dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik 
dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. 

b. Samuel Huntington, menyatakan bahwa sistem politik sebagai demokratis 
sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu 
dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam 
sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir 
semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. 

Sukarno dalam buku Demokrasi Vs Kediktatoran (1981) 
mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari 
otoritarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi, 
sebagai berikut: 

.. pembagian kekuasaan, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada 
pada badan yang berbeda, 

2 pemerintahan konstitusional, 

3. pemerintahan berdasarkan hukum (Rule of Law): 

4. pemerintahan mayoritas, 

5. pemerintahan dengan diskusi, 

6. pemilihan umum yang bebas, 

7. partal politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, 

8.  manaJemen yang terbuka, 

9. pers yang bebas, 

10. pengakuan terhadap hak-hak minoritas, 

11. perlindungan terhadap hak asasi manusia, 

12. peradilan yang bebas dan tidak memihak, 

13. pengawasan terhadap administrasi negara: 

14. mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat 

dengan kehidupan politik pemerintah: 

15. kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa 

paksaan dari lembaga manapun, 
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16. penempatanpejabat pemerintahan dengan merit system bukan poll system: 
17. penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi: 

18. jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu: 

19. konstitusi UUD yang demokratis: 

20. prinsip persetujuan. 


Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoran yang 
berlaku pada sistem politik otoriter atau totaliter. Prinsip-prinsip ini bisa disebut 
sebagai prinsip nondemokrasi, yaitu sebagai berikut. 

1. Pemusatan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatlf, kekuasaan eksekutif, dan 
kekuasaan yudikatif menjadi satu. Ketiga kekuasaan itu dipegang dan 
dijalankan oleh satu lembaga saja. 

2. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusi yang sifatnya konstitusional, tetapi 
pemerintatian dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi 
kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. 

3. Rule of Power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan 
supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum. 

4. Pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah, tetapi melalui 
dekrit. 

5. demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan 
penguasa atau pemerinta'h negara. 

6. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin. 


Demokrasi sebagai Sikap Hidup 

Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya 
dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi 
dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Pernerintahan 
atau sistem politik demokrasi tidak datang, tumbuh dan berkembang dengan 
sendirinya. Perilaku demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi. Perilaku, 
yang senantiasa bersandar pada nilai-nilai demokrasi akan membentuk budaya 
atau kultur demokrasi. Pemerintahan demokratis membutulikan kultur demokrasi 
untuk membuatnya performed (eksis dan tegak). Perilaku demokrasi ada dalam 
manusia itu sendiri, baik selakii warga negara maupun pejabat negara. 


DEMOKRATISASI 
Demokratisasi melalui beberapa tahapan, yaitu 

a. Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa nondemokratis 
kepenguasa demokrasi, 

b. Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik 
demokrasi: 

Cc. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi, 

d. Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik 
bernegara. 


Dalam rumusan yang hampir sama, Samuel Huntington (2001), 
menyatakan bahwa proses demokratisasi melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu 
pengakhiran rezim nondemokratis, pengukuhan rezim demokratis, dan 
pengkonsolidasian sistem yang demokratis. Demokratisasi juga berarti proses 
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menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat 
terbentuk secara bertahap. 


Nilai (Kultur) Demokrasi 
Henry B. Mayo dalam Mirriam Budiardjo (1990) menyebutkan adanya 

delapan nilai demokrasi, yaitu: 
1. menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela, 
2. menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu, masyarakat yang 
selalu berubah: 
pergantian penguasa dengan teratur, 
penggunaan paksaan sesedikit mungkin: 
pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman: 
menegakkan keadilan, 
memajukan ilmu pengetahuan: 
pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. 

kita mengetahui bahwa demokrasi yang semula merupakan bentuk 
pemerintahan dan sistem politik telah berkembang sebagai suatu pandangan 
atau budaya hidup, yaitu pandangan hidup demokratis. 


DADARD 


Lembaga (Struktur) Demokrasi 

Menurut Mirriam Budiardjo (1997), untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi 

perlu diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain sebagai berikut, 

a. Pemerintahan yang bertanggung jawab. 

b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan 
dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan 
rahasia. 

c. Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai (sistem 
dwipartai, multipartai). Partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu 
dengan masyarakat. 

d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. 

e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan 
mempertahankan keadilan. 


Dengan demikian untuk berhasilnya demokrasi dalam suatu negara, 
terdapat dua hal penting sebagai berikut. 

a. Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang inenjadi sikap dan 
pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

b. Terbentuk dan betjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam sistem politik 
dan pemerintahan. 

Jadi, suatu negara dikatakan negara demokrasi apabila memenuffi 
dua kriteria, yaitu : 

a. pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya institusi (struktur) 
demokrasi, 

b. masyarakat demokratis yang berwujud pada adanya budaya (kultur) 
demokrasi. 
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Ciri Demokratisasi 

a) Berlangsung secara evolusioner. Artinya Demokratisasi berlangsung dalam 
waktu yang lama. Berjalan secara perlahan, bertahap, dan bagian demi 
bagian. 

b) Proses perubahan secara persuasif bukan koersif. Artinya Demokratisasi 
dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan atau tekanan. Proses menuju 
demokrasi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan setiap warga 
negara. 

c) Proses yang tidak pemah selesai. Demokratisasi merupakan proses yang 
berlangsung terus-menerus. 


DEMOKRASI DI INDONESIA 
Demokrasi Desa 
Menurut Mohammad Hatta dalam Padmo Wahyono (1990), desa-desa 
di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemililian kepala 
desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut "demokrasi asli". Demokrasi 
desa memiliki 5 (lima) unsur atau anasir, yaitu 
rapat, 
mufakat, 
gotong-royong, 
hak mengadakan protes bersama, dan 
hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. 


pa0o0p 


Demokrasi desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia 
modem. Namun, kelima unsur demokrasi desa tersebut dapat dikembangkan 
menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia 
modern menurut Moh. Hatta harus meliputi 3 (tiga) hal, yaitu 
a. demokrasi di bidang politik, 

b. demokrasi di bidang ekonomi, dan 
C. demokrasi dibidang sosial. 


Demokrasi Pancasila 
Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di 
Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu 
seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. 
Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai: 
1) cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan 
menilai keputusan politik: 
2) alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur 
penyelesaian konflik yang terjadi 


Nilai-nilai demokrasi yang terj abar dari nilai-nilai Pancasila tersebut 
adalah sebagai berikut. 
a. Kedaulatan rakyat 
b. Republik 
c. Negara berdasar atas hukum 
d. Pemerintahan yang konstitusional 
e. Sistem perwakilan 
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f. Prinsip musyawarah 
g. Prinsip ketuhanan 


Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, 
sebagai berikut. 
1) Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan 
pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politilc, ekonomi, dan sosial, 
2) Secars sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang 
dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan perwakilan. 


Perkembangan Demokrasi Indonesia 

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut 
dan sesuai dengan usia Republik Indonesia itu sendiri. Lahimya konsep 
demokrasi dalam sejarah modem Indonesia dapat ditelusuri pada sidang-sidang 
BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli 1945. 

Membicarakan pelaksanaan demokrasi tidak lepas dari periodisasi 
demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia. Menurut Mirriam 
Budiardjo (1997) dipandang dari sudut perkembangan sej arah, demokrasi 
Indonesia sampal masa Orde Baru dapat dibagi dalam 3 (tiga) masa yaitu 
sebagai berikut: 

a) Masa Republik I, yang dinamakan masa demokrasi parlementer. 

b) Masa Republik II, yaitu masa demokrasi terpimpin. 

c) Masa Republik III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang menonj olkan sistem 
presidensil. 


Afan Gaffar (1999) membagi alur periodisasi demokrasi Indonesia 
terdiri atas: 
a. periode masa revolusi kemerdekaan, 
b. periode masa demokrasi parlementer (representative democracy), c. 
C. periode masa demokrasi terpirapin (guided democracy), 
d. periode pemerintahan Orde Baru (Pancasila democracy). 


Pelaksanaan demokrasi di indonesia dapat pula dibagi ke dalam 
periode berikut. 
a. Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi tahun 1945 sampai 1950. 
b. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama yang terdiri: 
e# Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, 
e# Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. 
Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. 
Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi tahun 1998 sampai 1999, 
e. Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi tahun 1999 sampai sekarang. 


op 


Pada masa reformasi ini, masyarakat memiliki kesempatan yang luas 
dan bebas untuk melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Pada masa 
transisi dan reformasi ini juga, banyak terjadi pertentangan, perbedaan pendapat 
yang kerap menimbulkan kerusuhan dan konflik antarbangsa sendiri. Setelah 
pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004, bangsa Indonesia 
memulai penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Diharapkan 
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penyelenggaraan bernegara secara demokratis dapat dijalankan sebagai sarana 
mencapai kesejahteraan dan keadilan rakyat. 


SISTEM POLITIK DEMOKRASI 
Landasan Sistem Politik Demokrasi di Indonesia 

Berdasarkan pembagian sistem politik, ada dua pembedaan, yaitu 
sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi (Samuel Huntington, 

200 1). Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai. prinsip, prosedur, dan 

kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokrasi diyakini mampu 

menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan 
dan memberikan keadilan. Banyak negara menghendaki sistem politiknya adalah 
sistern politik demokrasi. 

Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat 
dalam: 

1. Pembukaan UUD 1945 pada Alinea 4 yaitu "...maka disusunlah kemerdekaan 
kebangsaan Indonesia itu dalam suatn UUD Negara RI yang terbentu.k 
dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat. 

2. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan 
rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UM 


Sendi-Sendi Pokok Sistem Politik Demokrasi Indonesia 
Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia 
sebagai berikut. 
a. Ide kedaulatan rakyat 
b. Negara berdasar atas hukum 
c. Bentuk republik 
d. Pemerintahan berdasarkan konstitusi 
e. Pemerintahan yang bertanggung jawab 
f. “Sistem perwakilan 
g. Sistem pemerintahan presidensil 


Mekanisme dalam Sistem Politik Demokrasi Indonesia 
Pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia sebagai berikut. 

a. Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Di 
samping adanya pemerintah pusat terdapat pemerintah daerah yang memiliki 
hak otonom. 

b. Bentuk pernerintahan republik, sedangkan sistem pernerintahan presidensil. 

c. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan 
wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 
tahun. 

d. Kabinet atau mented diangkat oleh presiden dan bertanggungjawab kepada 
presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR maupun DPR. Di 
samping kabinet, presiden dibantu oleh suatu dewan pertimbangan. 

e. Parlemen terdiri dari dua (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

f. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota 
DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/ 
Kota dari kepala daerah. 
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g. Sistem multipartai. Banyak sekali partal politik yang bermunculan di Indonesia 
terlebih setelah berakhir Orde Baru. Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik. 
Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik. 

h. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MahkarnahAgung dan badan peradilan 
di bawahnya yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah 
Mahkamah Konstitusi. 

i. Lembaga negara lainnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Kornisi 
Yudisial. 


Masa Depan Demokrasi 

Masa depan demokrasi bergantung pada persyaratan-persyaratan 
atau demokrasi perlu syarat hidupnya. Proses demokrasi terutama pada 
pemerintahan transisi dapat berubah menjadi bencana bagi negara-negara 
tersebut, baik transisi dari sistem diktator maupun rezim militer ke arah sistem 
politik demokrasi. Negara-negara maju dan demokratis percaya bahwa transisi 
menuju demokrasi akan membawa stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan 
kemajuan bagi bangsa berkembang. 6 kondisi yang diperlukan bagi kelancaran 
demokratisasi di negara-negara berkembang (David Beetharn dan Kevin Boyle, 
2000), yaitu sebagai berikut. a. Penguatan struktur ekonomi yang berbasis 
keadilan sehingga memungkinkan terwujudnya prinsip kesederajatan warga 
negara. b.Tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kepentingan survive 
warga negara seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. c. Kemapanan 
kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan terhadap pembelahan dan 
perbedaan sosial politik warga negara. d. Pengetahuan yang luas, pendidikan, 
kedewasaan, sikap toleransi, dan rasa tanggung jawab kolektif warga negara 
khususnya masyarakat pemilih. c. Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab 
dalam menggunakan sumber-sumber publik secara efisien. f. Pengakuan yang 
berkelanjutan dari negara-negara demokratis terhadap praktik demokrasi yang 
berjalan dan secara khusus bersedia menawarkan pelatilian dan penyebarluasan 
praktik demokrasi yang baik dan kredibel. 

Pendapat lain menyatakan, diperlukan 6 kondisi yang dianggap 
mendukung pembangunan demokrasi yang stabil (Soerensen, 2003), yaitu 
sebagai berikut: 

a. Para pernimpin tidak menggunakan instrumen kekerasan, yaitu polisi dan 
militer untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. 

b. Terdapatriya organisasi masyarakat pluralis yang modem dan dinamis. 

c. Potensi konflik dalam pluralisme subkultural dipertahankan pada level yang 
masih dapat ditoleransi. 

d. Di antara penduduk negeri, khususnya lapisan politik aktif, terdapat budaya 
politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide dan lembaga demokrasi. 

e. Dampak dari pengaruh dan kontrol oleh negara asing dapat menghambat 
atau mendukung secara positif. 

Masa depan demokrasi Indonesia sesungguhnya telah mendapat 
pijakan kuat atas keberhasilan Orde Baru memajukan pendidikan dan keschatan 
warga negara. 
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GLOBALISASI DAN SEJARAH EKONOMI INTERNASIONAL 
Prawacana 

Globalisasi kegiatan ekonomi dan persoalan pengelolaannya sering 
dianggap baru muncul setelah Perang Dunia II, khususnya pada tahun 1960-an. 
Masa sesudah tahun 1960-an adalah masa munculnya perusahaan multinasional 
(MNC) dan berkembangnya perdagangan internasional. Kemudian, setelah 
sistem nilai tukar setengah-tetap Bretton Woods ditinggalkan pada tahun 1971- 
1973, investasi dalam bentuk surat-surat berharga internasional dan pemberian 
kredit oleh bank mulai berkembang dengan cepat, seiring dengan meluasnya 
pasar modal ke seluruh dunia, yang menambah rumit hubungan ekonomi 
internasional dan membuka jalan bagi globalisasi ekonomi dunia yang 
terintegrasi dan saling tergantung. 

Sejarah meluasnya kegiatan perusahaan ke seluruh dunia adalah 
sejarah yang teramat panjang, dan bukannya baru dimulai pada tahun 1960. 
kegiatan dagang, misalnya, telah ada sejak zaman peradaban kuno, tetapi pada 
Abad Pertengahan, barulah di Eropa, muncul kegiatan dagang yang teratur lintas 
Negara, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sifatnya korporasi swasta, 
meski seringkali mendapat dukungan dan bantuan yang besar dari 
pemerintahannya. Pada abad ke-14, para pedagang petualang 
memperdagangkan wol dan tekstil yang dihasilkan Inggris ke Belanda, Belgia, 
Luxemburg, dan Negara-negara lain. Selain itu, di Italia, perusahaan-perusahaan 
dagang dan bank-bank memainkan peran penting dalam kegiatan perdagangan 
ke seluruh dunia pada masa-masa awal Renaissance. Pada akhir abad ke-14, di 
Italia, ada sekitar 150 bank yang sudah melakukan kegiatan di berbagai Negara 
(Duning, 1993, hlm. 97-98). Dalam abad ke-17 dan ke-18 dukungan oleh Negara 
meluas dengan berdirinya perusahaan-perusahaan dagang besar kolonial, 
seperti Dutch East India Company, British East India Company, Muscovy 
Company, Royal Africa Company dan Hudson Bay Company. Semua 
perusahaan ini mempelopori perdagangan berskala besar di wilayah yang kelak 
menjadi wilayah jajahan yang penting. 

Tetapi, penyebaran industri ke seluruh dunialah, sebagai akibat dari 
revolusi industri, yang paling dekat dengan perusahaan multinasional di zaman 
modern. Di sini peranan perusahaan Inggris sebagai perusahaan multinasional 
pertama penghasil barang pabrik tampak jelas. Mula-mula Amerika Utara dan 
Amerika Selatan membuka peluang untuk penanaman modal yang paling 
menguntungkan, disusul kemudian oleh Afrika & Australia. Muncul perdebatan 
apakah “investasi kolonial” dapat dianggap pendahulu penanaman modal asing, 
tetapi yang pasti produksi untuk pasar lokal mulai dengan cara ini. 
Perkembangan teknik & organisasi setelah tahun 1870-an memungkinkan 
berbagai jenis barang yang sama dapat dihasilkan di dalam & di luar negeri oleh 
perusahaan yang sama, eksplorasi & pengelolaan bahan tambang & bahan baku 
lainnya juga menarik penanaman modal asing dalam jumlah besar (Dunning, 
1993, Bab 5). 

Namun, salah satu masalah dengan klasifikasi yang berlaku surut seperti 
itu adalah konsep model “penanaman modal asing” di satu pihak (ada 
pengendalian dari luar) dan investasi “potofolio” di pihak lain (jual beli surat 
berharga yang diterbitkan lembaga luar negeri untuk mendapat keuntungan 
tanpa ikut serta mengendalikan atau mengelola) baru pada tahun 1960-an 
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muncul, bersamaan dengan munculnya istilah MNC (multinational corporation). 
Meski tidak ada klasifikasi data yang konsisten, pada umumnya disepakati, MNC 
sudah ada dalam ekonomi dunia setelah pertengahan abad ke-19 dan berdiri 
kokoh tidak lama sebelum Perang Dunia I. kegiatan bisnis intenasional tumbuh 
pesat pada tahun 1920-an ketika perusahaan multinasioanl yang benar-benar 
terdiversifikasi dan terintegrasi kokoh, tetapi kemudian menurun selama masa 
depresi tahun 1930-an, hancur lebur karena perang pada tahun 1940-an, dan 
bangkit kembali setelah tahun 1950.” 

Sejarah bangsa-bangsa adalah sejarah perang berbasis kepentingan 
ekonomi. Perang meliputi perang senjata, perang ekonomi, dan perang budaya. 
Perang senjata adalah perangnya antar Negara penjajah dalam memperebutkan 
daerah jajahan yang kaya sumberdaya alam. Perang yang demikian adalah 
perwujudan dari kerakusan sistem kapitalisme-kolonialisme dalam akumulasi 
modal melalui peperangan, akibatnya adalah Negara-negara terjajah bangkit 
rasa nasionalismenya melawan penjajah dan melahirkan Negara- negara 
merdeka, yang lazim disebut Negara Sedang Berkembang (NSB)." 

Kapitalisme sebagai suatu sistem dunia bermula pada akhir abad 15 dan 
awal abad 16 ketika orang-orang Eropa yang menguasai pengetahuan pelayaran 
jarak jauh, menghambur keluar dari sudut kecil dunia mereka dan mengarungi 
tujuh lautan, untuk melanklukan, merampas dan berniaga. Sejak itu kapitalisme 
terdiri dari dua bagian yang berbeda tajam: di satu pihak ada sejumlah kecil 
Negara-negara dominan yang memeras, dan di pihak lain, dengan jauh lebih 
besar Negara-negara yang dikuasai dan diperas. Keduanya terjalin secara tak 
terpisahkan dan tidak ada kejadian dalam kedua Negara itu yang dapat 
dimengerti jika dilihat terpisah dari sistem itu yang menjadi sebuah keharusan. 
Penting untuk menekankan bahwa hal itu benar, baik untuk “kapitalisme 
modern”, dalam arti sistem kapitalisme masa kini, maupun ketika ia masih 
merupakan kapitalisme merkantilis dari masa sebelum revolusi industri. 

Seperti sejarah yang mengalir mengikuti perubahan zaman, pola 
eksploitasi kapitalisme internasional pun mengalami perubahan wujud 
eksploitasinya. Pada awal abad ke-16 di Inggris terjadi revolusi industri yang 
memacu laju perkembangan kapitalisme awal. Proses ini didorong lagi oleh 
munculnya revolusi Prancis pada tahun 1789, yaitu revolusi yang mengakhiri 
hegemoni kaum feodal di Eropa Barat dan mendorong matangnya kekuasan 
kaum borjuis. Di tangan para borjuis Eropalah kapitalisme mulai menanamkan 
kuku eksploitasinya sampai ujung dunia. 

Ketika di Eropa Barat terjadi over-produksi akibat maraknya 
industrialisasi, maka yang kemudian harus dilakukan oleh Negara-negara Eropa 
adalah ekspansi ke daerah-daerah terbelakang seperti Asia, Afrika, Pasifik dan 
Amerika. Maka lahirlah pembagian kekuasaan atas wilayah-wilayah tersebut 
untuk memasarkan hasil industri dari Eropa dan juga untuk mengambil bahan- 


34 Paul Hirst & Grahame Thompson , Globalisasi Adalah Mitos, Jakarta, Yayasan Obor 
Indonesia, 2001. Him. 31-34. 
85 Liaht Darsono P, dalam Globalisasi Suatu Strategi Penjajahan Bentuk Baru, 
http: /Www. polarhome. com/pipermail/nusantara/2006- november/000189.htm. 
8 Paul M Sweezy, “Kapitalisme Modern”, dalam Kapitalisme: Dulu dan Sekarang: Kumpulan 
Karangan dari berbagai sumber asing, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 5 
Lihat www.westpapua.net/doc/paper/paper6/capitalism.htm 
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bahan mentah bagi kepentingan industrialisasi di Eropa. Daerah-daerah ini 
adalah daerah-daerah yang ketika itu belum mengalami proses perubahan 
sejarah masyarakat seperti Eropa Barat zaman itu. Karena perubahan 
kepentingan pula, maka dua Perang Dunia dihasilkan oleh kepentingan 
kapitalisme internasional, Perang Dunia Pertama pada tahun 1918-1939 dan 
kemudian Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-1945 adalah sejarah nyata di 
mana kapitalisme Vs kapitalisme berperang untuk menanamkan pengaruhnya 
terhadap wilayah-wilayah jajahannya. Jadi perang yang dilakukan antara Blok 
Sekutu dan Blok Fasis adalah perang antara dua kapitalis yang ingin melebarkan 
sayap eksploitasinya terhadap Negara-negara dunia ketiga. 

James Petras mengatakan bahwa globalisasi telah dimulai pada abad 
15, yaitu sejak mulai berkembangnya kapitalisme yang ditandai dengan 
ekspansi, penaklukan dan penghisapan Negara-negara di Asia, Afrika, Amerika 
Latin dan bahkan Amerika Utara dan Australia oleh kekaisaran global pada 
waktu itu, Spanyol dan Portugis. Karena itulah globalisasi selalu diasosiasikan 
dengan imperialisme, yaitu hubungan global yang didasarkan pada akumulasi 
untuk Eropa, penghisapan dunia ketiga untuk akumulasi dunia pertama. 
Menururt Pieterse, globalisasi dimulai sejak 1950-an. Menurut Marx dimulai 
1500-an dengan tema kapitalisme modern. Wallerstein mencatat mulai 1500-an 
dengan tema sistem dunia baru. Robertson menilai globalisasi mulai 1870-1920- 
an dengan tema multidimensional, Giddens tahun 1800-an dengan tema 
modernitas, dan Tomilson tahun 1960-an dengan tema planetarisasi budaya.” 

Sementara Scholte, menyatakan bahwa globalisasi berlangsung sejak 
tahun 1960-an, hal ini telah membantu memperluas jangkauan dalam tiga 
komodifikasi dalam tiga wilayah. Pertama, konsumerisme yang terhubungkan 
dengan produk-produk global yang diperluas oleh kapitalisme industri. Kedua, 
pertumbuhan lembaga-lembaga yang beroperasi dalam lingkup global (supra 
territorial) seperti global banking dan global securities sehingga memperluas 
jangkauan modal uang. Ketiga, globalisasi telah mendorong perluasan 
komodifikasi dalam wilayah baru yang melibatkan informasi dan komunikasi 
sebagai akibatnya, item-item software komputer dan telepon panggil telah 
menjadi objek akumulasi.” 

Sebenarnya sejak Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) 
berdiri pada tahun 1944 serta GATT (sekarang WTO) pada tahun 1947, praktis 
dunia sudah memasuki globalisasi ekonomi, karena masalah pembangunan 
menjadi tanggung jawab internasional. Bank Dunia mengucurkan dana pinjaman 
berbunga rendah bagi proyek-proyek pembangunan di berbagai Negara untuk 
memajukan ekonominya, sedangkan IMF memberikan pinjaman bagi Negara- 
negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran luar negeri dan 
GATT berfungsi untuk mengatur perdagangan global." 


3 8 |ihat, Links, International Journal of Sosialist Renewal, No. 7 tahun 1996, hlm. 59 
Jan Nederveen Pieterse, “Globalization as Hybridization”, individu Mike Featherstone et all. 
Edt, Global Modernities, Sage Publications, London, 1995, hlm. 47 
Budi Winarno, “Ekonomi Global dan Krisis Demokrasi”, dalam Jurnal Hubungan 
Internasional, Edisi 1, Februari 2004, hlm. 7 
“ Lihat http:/Awww.theindonesianinstitute.org/gglob02.htm. 
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Pada fase pasca PD II, strategi ekonomi politik yang dilancarkan oleh AS 
dan para sekutunya adalah strategi Developmentalisme” (pembangunanisme), 
untuk mengamankan investasi modalnya, kapitalisme internasional memberikan 
dukungan bagi orang-orang kuat di sejumlah negara dunia ketiga yang berasal 
dari jajaran militernya. Di Amerika Latin kita jumpai sejumlah regime yang 
dipimpin oleh militer (otoriter), di Asia Tenggara dan Selatan juga dijumpai 
regime otoriter yang kebanyakan dipimpin oleh militer. Militer pada zaman ini 
adalah anak emas yang dibesarkan oleh kapitalisme dengan tujuan 
mengamankan investasi modal. Pada fase ini (1960-1970-an)” dekolonisasi 
ditawarkan pada sejumlah Negara-negara jajahan Eropa Barat dan Amerika 
Serikat di Asia, Afrika dan Pasifik serta sebagian Negara-negara Amerika Latin." 

Setelah perang dingin berakhir, komunis runtuh, Uni Sovyet pudar dan 
blok komunisme hancur, secara riil AS menghadapi musuh barunya: Negara- 
negara Eropa. Kelompok politik dan ekonomi ini telah menjadi musuh baru AS, 
sebab di satu sisi mereka memang mempunyai kemampuan untuk menyaingi AS 
dalam perdagangan dunia. Di sisi lain, Negara-negara Eropa itu telah mulai 
bergerak untuk menggabungkan Negara-negara Eropa Timur ke dalam Uni 
Eropa setelah Negara-negara itu berpindah dari sosialisme ke sistem 
kapitalisme. 

Pergeseran dan perubahan konstelasi politik internasional itu telah 
mendorong AS untuk mengumumkan kelahiran Tata Dunia Baru. Prinsip utama 
Tata Dunia Baru di bidang ekonomi, tak lain adalah perdagangan bebas dan 
pasar bebas. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin terbukanya pasar dunia 
bagi perdagangan dan pendapatan AS. Untuk mewujudkan strategi ekonominya 
ini, AS berupaya memperlemah dan memperlambat gerak pasar bersama Eropa 
dengan membentuk blok-blok perdagangan baru, menghidupkan kesepakatan- 
kesepakatan lama dan mengaktifkan kembali, mendirikan NAFTA yang 
beranggotakan Canada, AS, dan Mexiko dan juga, membentuk APEC. 

Pada bulan November 1992, atas undangan Presiden Clinton, telah 
diadakan pertemuan puncak untuk membentuk organisasi kerjasama ekonomi 
bagi Negara-negara Asia Pasifik itu (APEC). Pendirian organisasi ini bertujuan 
untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas, membuka pasar-pasar, dan 
menekan bea masuk. Pendiriannya tidak dimaksudkan untuk mewujudkan 
kesatuan ekonomi dan mata uang sebagaimana pasar bersama Eropa. Pendirian 
APEC justru untuk tetap mengamankan pasar Asia Pasifik bagi AS dari 
persaingannya dengan pasar bersama Eropa. 

AS melihat bahwa Uni Eropa merupakan saingan kuat untuk menantang 
dan menyaingi AS di bidang ekonomi. Alasan-alasan AS itu adalah: Pertama, 
kesatuan Eropa secara politik dan ekonomi. Kedua, Eropa memiliki kemampuan 


2 Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi pembangunanisme. Developmen- 
talisme adalah sebuah istilah ekonomi-politik. Sebuah konsep atau kebijakan politik luar negeri Amerika 
Serikat yang dicetuskan pada masa Presiden Harry S Truman pada tahun 1949 untuk menjawab 
berbagai permasalahan kemiskinan atau keterbelakangan (Underdevelopment) yang terjadi di Negara- 
negara dunia ketiga, sekaligus sebagai alat ideologi untuk membendung sosialisme. 

Fase di mana dekolonisasi ditawarkan bagi dunia ketiga dan terjadi proses eksploitasi 
kapitalisme dari yang bersifat kolonilistik kepada fase yang bersifat lunak 

a Hihat www.westpapua.net/doc/paper/paper6/capitalism.htm 

“5 http://www.al-islam.or.id/tampil.php?halaman-buletin&id-24 
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bersaing di bidang perdagangan, sebab Eropa mempunyai kemampuan tinggi 
dalam produksi barang dan jasa. Ketiga, setelah berakhirnya perang dingin dan 
hancurnya Uni Sovwyet, lenyaplah momok komunisme yang sebelumnya 
digunakan AS untuk mengancam Eropa. Eropa seluruhnya lalu berkonsentrasi 
dan bersiap-siap dengan serius untuk terjun ke dalam kancah ekonomi 
internasional. Diantara persiapan Eropa nampak dari fakta bahwa seluruh Eropa 
yang merupakan Negara-negara industri yang produktif telah menghilangkan 
hambatan bea masuk di antara mereka, membuka tapal batas Negara masing- 
masing untuk memudahkan pemindahan tenaga kerja, dan berusaha 
mewujudkan kesatuan mata uang.” Hal ini kemudian mendorong Eropa untuk 
memasuki pasar-pasar di Asia dan Afrika, di samping faktor utama bahwa Eropa 
memang mempunyai kapabilitas untuk bersaing dalam pasar bebas. Di samping 
itu AS terdorong pula untuk memperkokoh pasarnya di Asia dan Eropa dengan 
membentuk kelompok-kelompok ekonomi seperti APEC. Dan AS pun dalam hal 
ini telah sukses pula menunggangi WTO (World Trade Orgazation) untuk 
semakin melicinkan jalannya menguasai ekonomi dunia. 

APEC mulai muncul ke permukaan sejak tahun 1989 atas prakarsa 
Australia. APEC menghimpun 17 negara yang berasal dari tiga benua, AS, 
Canada, Mexiko, Australia, Selandia Baru, RRC, Jepang, Hongkong, Papua 
Nugini, Taiwan, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, Philipina, Korea 
Selatan, dan Thailand. Organisasi ekonomi internasional ini menggabungkan 
keanggotaan dua kelompok ekonomi besar, yaitu NAFTA yang beranggotakan 
Negara-negara Amerika Utara, dan ASEAN yang beranggotakan Negara-negara 
Asia Tenggara. 

Negara-negara anggota APEC menguasai 40 Yo dari keseluruhan 
volume perdagangan dunia, sekaligus merupakan pasar yang jumlah 
konsumennya mencapai lebih dari 1 milyar jiwa. Dari seluruh penjelasan 
tersebut, nampak bahwa AS telah berhasil mencapai target-targetnya untuk 
merealisasikan prinsip-prinsip yang menjadi landasan ekonominya. AS nampak 
terus mengembangkan dan membangunnya hingga stabil dan mantap, bahkan 
menjadikan prinsip-prinsipnya itu sebagai realitas global yang tidak bisa dihindari 
lagi. Akan tetapi, terwujud dan terbukanya pasar bebas secara internasional itu, 
niscaya akan menambah semangat untuk bersaing secara internasional pula. Di 
samping itu, produksi melimpah dari banyak Negara dan blok ekonomi akan 
terus melestarikan sikap saling bersaing, mendominasi, dan menguasai, yang 
didukung oleh kekuatan militer dan perluasan pengaruh untuk melindungi 
penimbunan-penimbunan produk yang melimpah. 

Dalam analisis Friedman, dunia saat ini adalah dalam era globalisasi 
kedua, yang dimulai sejak tahun 1989 setelah AS, Inggris dkk, memenangkan 
perang dingin. Jadi setelah era perang dingin itulah tonggak globalisasi dengan 
tahapan yang lebih massif. Globalisasi kedua hakikatnya adalah suatu proses 
dunia menjadi satu atap di bawah hegemoni dan dominasi pemenang perang 
dingin. Negara-negara dunia ketiga atau Negara-negara sedang berkembang 
mau tidak mau harus menerima kenyataan yang demikian, yaitu menjadi 
bawahan AS dkk. Thomas L Friedman menyatakan bahwa globalisasi diberi 


“bid 
4 Ibid 
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makna modernitas (the lexus) di mana masyarakat harus berpersepsi fungsional 
melalui solidaritas organik” yaitu menempatkan manusia (bangsa) sebagai 
fungsi manusia lain (bangsa lain) untuk mencapai tujuannya. Lawan dari the 
lexus (modernisasi) adalah the olive tree yaitu masyarakat yang berpersepsi 
mistis, di mana mereka merasa menikmati hidup dalam kungkungan tradisi. The 
lexus adalah symbol dari Negara-negara maju (Canada, AS, Jerman, Italia, 
Perancis, dan Inggris) dan the olive tree adalah symbol dari negara-negara 
sosialis dan Negara-negara sedang berkembang. The olive tree harus 
menyesuaikan diri dengan the lexus, jika mereka ingin tetap eksis.” 

Globalisasi kedua ini ditandai oleh lahirnya revolusi tekhnologi, revolusi 
telekomunikasi, dan revolusi informasi. Ketiga revolusi itu mengakibatkan biaya 
produksi kapitalis rendah dan kapital bisa menjelajah dunia tanpa kendala 
sehingga kapital dan komoditi Negara-negara maju (the lexus) dapat menguasai 
dunia. Bagi dunia kedua (blok sosialis) dan dunia ketiga harus menerima 
kenyataan ini. Anthony Giddens, bahkan mengatakan jika globalisasi yang 
ditopang oleh revolusi tekhnologi komunikasi tersebut tidak hanya baru, 
melainkan revolusioner. 

Akhirnya, globalisasi adalah bentuk baru hegemoni ekonomi, legitimasi 
baru terhadap pasar, kompetisi dan profit. Setelah dekolonisasi dan runtuhnya 
blok sosialis, globalisasi menjadi bentuk baru hegemoni atas nama pasar bebas, 
revolusi informasi, dunia sebagai satu dunia dan lain sebagainya. Akhir sejarah 
juga merupakan legitimasi baru kapitalisme setelah runtuhnya komunisme, 
seolah-olah sejarah berhenti dan waktunya habis. Revolusi informasi merupakan 
dalih baru untuk menyatukan dunia atas nama tekhnologi komunikasi baru, dunia 
sebagai satu desa dan hukum pasar.” 


Teori Sistem Dunia 

Teori yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein, merupakan reaksi 
atas teori ketergantungan yang dianggap tidak bisa menjelaskan gejala 
pembangunan di dunia ketiga. Dalam perspektif sistem dunia, setiap Negara 
atau kawasan dilihat sebagai entitas yang tak terpisahkan dari sistem dunia 
seperti sistem ekonomi global. Berdasarkan pandangan ini, fenomena mobilitas 
antar Negara merupakan dampak dari proses perkembangan ekonomi kapitalis 
di berbagai Negara. Semenjak kapitalisme tumbuh dan berkembang ke luar dari 
Negara intinya di Eropa, Amerika Utara, Oceania dan Jepang, belahan bumi ini 
seolah-olah terus membesar tanpa batas yang jelas dan akhirnya melahirkan 
suatu masyarakat yang global.”? 


H 8 Istilah yang digunakan Talcot Person. 
Thomas L Friedman, The Lexus and The Oleive Tree, Harper Collins Publisher, London, 
2000, hlm. 31 
0 Anthony Giddens, Run Way World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita, PT 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 5 
Hasan Hanafi, Cakrawala Baru Peradaban Global: Revolusi Islam Untuk Globalisme, 
Pluralisme, Egalitarianisme Antar Peradaban, IRCISoD, Yogyakarta, 2003, hlm. 69 
2 | ihat M Arif Nasution, Globalisasi dan Migrasi Antar Negara, Penerbit Alami, Bandung, 1999, 
hlm. 65 


(143) 


MAPABA PMII KOMISARIAT AL-GHOZALI 2011 


Immanuel Wallerstein mendefinisikan sistem dunia sebagai “A Unit With 
A Single Division of Labour And Multiple Cultural System” Ini merupakan 
sistem yang lahir dari proses transformasi struktural yang pernah ada dalam 
sejarah. Dalam bahasa Wallerstein, sistem ini merupakan sistem yang 
menyejarah (Historical System): suatu sistem yang dengan isinya lahir, 
berkembang dan mati serta timbul kembali sebagai akibat adanya semacam 
proses pembagian kerja terus-menerus dan lebih canggih. Dalam perkembangan 
itulah Wallerstein menyebut adanya 3 sistem yang menyejarah: Sistem Mini (The 
Mini System), Sistem Kekaisaran Dunia (The World Empires) dan Sistem 
Ekonomi Dunia (The World Economic System). 

Farchan Bulkin menyebutkan empat hal mengapa pendekatan sistem 
dunia penting dalam memahami dunia ketiga. Pertama, sebagai usaha untuk 
meletakkan perkembangan politik dan ekonomi dunia ketiga ke dalam 
pergolakan ekonomi dan politik, serta dinamika dan potensi untuk perubahan dan 
transformasinya. Hal ini menjadi penting mengingat hampir sebagian besar 
Negara dunia ketiga telah terintegrasi ke dalam pergolakan dan ekonomi dunia. 
Kedua, watak dan ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Negara dunia ketiga juga bisa 
diuraikan logikanya dan diurut pertumbuhannya dalam kaitannya dengan 
interaksinya dengan perekonomian dunia. Ketiga, pendekatan sistem dunia telah 
menawarkan suatu logika atas perbedaan-perbedaan substansial antara 
kekuatan-kekuatan politik yang tumbuh di wilayah kapitalisme pusat dan 
pinggiran (peripheri), sehingga hubungan-hubungan antara kekuatan-kekuatan di 
kedua wilayah menjadi jelas, sekalipun tidak langsung dan masing-masing 
memainkan perannya dalam jaringan sistem ekonomi dunia. Keempat, dengan 
pendekatan ini kita dapat menempatkan kekuatan-kekuatan politik di dunia ketiga 
dalam suatu dinamika perubahan yang menyeluruh dan global sifatnya. 

Proyek perang Amerika atas Irak memiliki kecenderungan imperialistik, 
perang ini sejak awal tidak dilandasi oleh sebuah alasan masuk akal yang bisa 
digunakan untuk membenarkan invasi bersenjata sebuah Negara terhadap 
Negara lain. Karena perang tersebut dalam banyak Hal bersandar pada 
kepentingan Amerika untuk mempertahankan dominasinya dalam dunia 
internasional. Kepentingan untuk memperoleh keuntungan, terutama atas 
minyak, pembangunan ekonomi pasca perang, dan kontrol serta penguasaan 
terhadap pemerintah Irak yang baru oleh pemerintah Bush atau Amerika tanpa 
batas waktu. Dalam politik internasional, imperialisme sering didefinisikan 
sebagai penguasaan satu Negara kuat atas suatu wilayah atau Negara yang 
lebih lemah dengan maksud untuk mengambil dan menguasai penduduknya. 
Dalam pandangan kaum sosialis, imperialisme tidak dapat dipisahkan dari 
ideologi kapitalisme yang dianut oleh Amerika Serikat dan sekutunya, orang- 
orang kapitalis harus menguasai dan mengeksploitasi wilayah atau Negara lain 
agar modal atau kapital yang dimiliki tetap berjumlah banyak. Pandangan ini 
pernah secara eksplisit dikatakan Vladimir Ilych Lenin, pencetus Revolusi 
Bolshevik di tahun 1917 dan pendiri Republik Sosialis Uni Sovyet dalam bukunya 


58 Wallerstain, seperti dikutip Roland H Chilcote, Theories of Development and Under- 


Development, Westview Press, Colorado, 1994, hlm. 94 
4 Frachan Bulkin, dalam pengantarnya untuk Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, LP3ES, 
Jakarta, 1985 
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Imperialism: The Highest Stage of Capitalism yang terbit di tahun 1919. Dalam 
buku tersebut dikatakan bahwa Negara-negara kapitalis harus menjadi imperialis 
untuk mempertahankan pasar atas barang mereka dan akses atas sumberdaya 
alam. Bahwa penguasaan Negara kuat atas Negara lemah akan menyebabkan 
perang. Perang juga dapat ditimbulkan karena persaingan antar Negara kapitalis 
dalam memperebutkan wilayah jajahan. Irak dipilih sebagai Negara tujuan untuk 
dikuasai mengingat Negara ini mempunyai banyak kelebihan yang diperlukan 
untuk mempertahankan kebesaran Amerika. Cara-cara Amerika untuk 
menguasai dunia termasuk Irak bukan terjadi demikian saja, tetapi penuh dengan 
perencanaan dan strategi dalam kerangka politik global. 


Faktor Pendorong Globalisasi 

Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dalam 
saling keterhubungan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Paham 
yang demikian itu disebut globalisasi atau neo-liberalisme. Beberapa faktor 
pendorong globalisasi yaitu: Pertama, kekuatan kaum kapitalis internasional, 
yaitu Negara-negara imperialis pusat, Negara menjadi motor penggerak 
globalisasi karena ia memiliki kekuasaan dalam mengatur formulasi strategis 
globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global termasuk 
MNC. MNC yang mampu beroperasi hampir di seluruh dunia, dan merupakan 
sumber kekuatan dari globalisasi itu sendiri dikemudian hari yang pada akhirnya 
peran MNC dalam dinamika globalisasi ini begitu kuatnya seolah-olah MNC telah 
menjadi parasit yang memakan induk semangnya dan menjadi lebih kuat dan 
lebih besar. Kekuatannya ini didukung oleh Bretton Woods Institution, yaitu: Bank 
Dunia (World Bank, Dana Moneter Internasional (IMF) dan GATTWTO 
kemudian diaplikasikan pada tiga sistem yaitu liberalisasi perdagangan, 
keuangan, investasi. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, 
khususnya di bidang telekomunikasi. Ketiga, dukungan pemerintah Negara- 
negara sedang berkembang (NSB) terhadap ekspansi kaum kapitalis 
internasional di Negara mereka. 


1. Kekuatan Kaum Kapitalis Internasional 

Sejak lima abad yang lalu perusahaan-perusahaan di Negara-negara 
yang perekonomiannya telah maju, telah meluaskan jangkauannya melalui 
aktivitas produksi dan perdagangan, yang semakin intensif di masa penjajahan 
ke berbagai belahan dunia. Namun, sejak dua atau tiga dekade yang lalu, 
globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauan tersebut 
sebagai akibat dari berbagai faktor, seperti perkembangan tekhnologi dan 
terutama kebijakan-kebijakan liberalisasi yang telah menjalar ke seluruh dunia. 

Liberalisasi perdagangan berarti menghilangkan segala peraturan yang 
bersifat melindungi industri dan pasar domestik. Menurut logika neo-liberal, 
ekonomi Negara akan berkembang bila ada kebebasan pasar. Liberalisasi ini 
juga berarti penghapusan beban-beban yang harus ditanggung oleh swasta. 
Liberalisasi berarti kebebasan yang seluas-luasnya bagi kapitalis untuk 
mengeruk keuntungan.”” Aspek-aspek terpenting yang tercakup dalam proses 
globalisasi ekonomi adalah runtuhnya hambatan-hambatan ekonomi nasional, 


58 Lihat http://www.pds.or.id/globalisasi penghisapan rakyat htm. 


(145) 


MAPABA PMII KOMISARIAT AL-GHOZALI 2011 


meluasnya aktivitas-aktivitas produksi, keuangan dan perdagangan secara 
internasional serta semakin berkembangnya kekuasaan perusahaan-perusahaan 
transnasional dan institusi-institusi Moneter Internasional. Walaupun globalisasi 
ekonomi merupakan proses yang terjadinya tidak secara merata, dengan 
peningkatan perdagangan dan investasi hanya terfokus di segelintir Negara saja, 
namun hampir semua Negara di dunia sangat dipengaruhi oleh proses tersebut. 
Sebagai contoh, sebuah Negara berpendapatan rendah yang pangsa 
perdagangannya sangat kecil dalam perdagangan dunia, namun perubahan 
permintaan atau harga komoditas-komoditas ekspornya atau kebijakan untuk 
secara cepat menurunkan bea-bea impornya dapat secara sosial dan ekonomi 
berpengaruh besar pada Negara tersebut. Negara tersebut mungkin hanya 
memiliki peran yang kecil dalam perdagangan dunia, namun perdagangan dunia 
memiliki pengaruh yang sangat besar atas Negara tersebut, yang mungkin saja 
pengaruhnya jauh lebih luas dibandingkan dengan pengaruhnya atas 
perekonomian-perekonomian yang telah maju.” 

Liberalisasi eksternal dari perekonomian nasional mencakup 
penghapusan  hambatan-hambatan nasional atas aktivitas ekonomi, 
meningkatkan keterbuakaan dan integrasi dari Negara-negara ke dalam pasar 
dunia. Di kebanyakan Negara, hambatan-hambatan nasional dalam bidang 
moneter dan pasar uang, perdagangan dan investasi asing langsung secara 
umumnya telah dihapus. Liberalisasi moneter adalah persoalan yang paling 
mendapat perhatian. Selama ini telah terjadi liberalisasi yang ekstensif dan 
progresif atas berbagai kontrol terhadap aliran dan pasar uang. Gugurnya sistem 
Bretton Woods pada tahun 1972-1973, telah membuka peluang perdagangan 
valuta asing, dan kegiatan tersebut telah berkembang secara spektakuler. 
Volume yang diperdagangkan di pasar valuta asing dunia meningkat dari $ 5 
milyar per hari di tahun 1973 menjadi melebihi $ 900 milyar di tahun 1992, dan 
saat ini bahkan telah melampaui $ 1000 milyar. Banyak dari transaksi tersebut 
merupakan transaksi spekulatif, dan diperkirakan hanya sebagian kecil (kurang 
dari 2 Yo) dari total valuta asing yang diperdagangkan digunakan sebagai 
pembayaran perdagangan. Sehubungan dengan saling terkaitnya antara pasar 
uang, sistem moneter dan aliran uang yang sangat besar, secara umum terdapat 
keprihatinan yang semakin meningkat mengenai kerentanan dan ketidakstabilan 
maupun resiko dari melemahnya bagian-bagian atau keseluruhan sistem yang 
ada, pada suatu saat kesalahan terjadi dan berkembang di satu bagian dunia 
atau suatu bagian sistem, dan dampaknya dapat tersebar luas. 

Nilai tukar mata uang telah menciptakan ketidakstabilan nilai tukar yang 
sangat tajam yang berbalik mendorong terciptanya sebuah masa yang sangat 
besar pada dunia uang. Uang tesebut tidak memiliki eksistensi di luar ekonomi 
global dan itu adalah pasar-pasar uang utama. Hal itu belum pernah ada 
sebelumnya dalam praktek ekonomi tradisional mengenai definisi uang, apakah 
itu standar ukurannya, muatan nilainya, atau media pertukarannya. Benar-benar 
baru, tidak dikenal. Hal tersebut tampak maya (virtual) dibanding dengan hal 
yang nyata (real). Tetapi kekuatannya begitu nyata. Volume peredaran uang 
dunia begitu besar pergerakannya yang masuk maupun yang keluar, mata uang 
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memiliki dampak yang besar dan jauh dibandingkan arus keuangan di sektor 
perdagangan, atau investasi. Dalam satu hari uang maya (virtual money) yang 
diperdagangkan senilai dengan seluruh uang yang dibutuhkan dalam transaksi 
keuangan sektor perdagangan dan investasi selama satu tahun penuh. Virtual 
money ini memiliki daya gerak yang sangat tinggi karena tidak terkait dengan 
fungsi-fungsi ekonomi yang sudah ada. Masalah tersebut dimungkinkan karena 
hal tersebut tidak memiliki kaitannya dengan fungsi ekonomi maupun fungsi 
keuangan sama sekali, uang ini bahkan tidak mengikuti logika ekonomi maupun 
hal-hal yang rasional. Hal itu begitu rentan dan mudah panik oleh isu-isu dan 
rumor atau sesuatu peristiwa yang tidak diperkiraan. Satu contoh adalah ketika 
dollar Amerika diburu pada musim gugur 1995 yang membuat tekanan terhadap 
Presiden Clinton mengabaikan rencana dia tentang rencana pengeluaran dan 
neraca belanja seimbang. Kekacauan dimulai oleh kegagalan para politikus 
Partai Republik di senat untuk meloloskan amandemen konstitusi mengenai 
neraca belanja. Meskipun amandemen tersebut lolos hal itu tidak akan berarti 
apa-apa. Hal tersebut akan sulit karena harus melalui upaya ratifikasi di 38 
negara bagian untuk dibuat menjadi peraturan yang biasanya akan memakan 
waktu selama satu tahun. Tentu saja hal itu membuat para pedagang mata uang 
menjadi panik dan mulailah kekacauan dollar Amerika. Virtual money selalu 
muncul sebagai pemenangnya, ini membuktikan bahwa ekonomi global telah 
menunjukkan kemampuannya menjadi penengah yang baik disektor keuangan 
dan kebijakan dalam sektor fiskal. Kekacauan mata uang, bagaimanapun juga 
bukan hal yang baik bagi ketidakstabilan fiskal suatu Negara. Kasus di Mexico 
sesuatu yang mengerikan telah terjadi yang konon lebih parah dari epidemik 
penyakit. Pada tahun 1995 kekacauan yang menimpa Peso menghempaskan 
perjuangan ekonomi selama enam tahun yang berhasil mengangkat Mexico dari 
Negara miskin menjadi Negara yang makmur. Sejauh ini belum ada yang dapat 
mengontrol ketidakstabilan fiskal.” 

Satu-satunya sistem yang dapat bekerja ialah kebijakan fiskal dan 
keuangan satu Negara yang terbebas dari hutang jengka pendek. Mudah 
berubahnya uang yang mampu menutupi defisit. Jelas ini sepertinya 
membutuhkan suatu neraca seimbang atau sesuatu yang lebih cenderung ke 
bentuk keseimbangan, selama tiga atau lima tahun periode berjalan. Dan hal ini 
lalu menempatkan keterbatasan kepada otonomi kebijakan keuangan dan fiskal 
nation-state yang pada tahun 1973 nilai tukar mengambang telah terlepas 
sepanjang masa. Proses perbaikan di tingkat non nasional dan supranasional 
sedang berjalan. Bahwa keputusan ekonomi yang mendasar diputuskan oleh 
pengaruh ekonomi global daripada pengaruh yang terjadi di dalam negeri nation- 
state. Bentuk tidak mengekangnya keuangan dan kedaulatan kebijakan 
keuangan yang diberikan nation-state dalam nilai tukar mengambang 25 tahun 
yang lalu sama sekali tidak baik lagi bagi pemerintah. Terjadi pemindahan 
pengaruh, pengambil keputusan bukan lagi pemerintah tetapi malah para 
kelompok yang lebih khusus. Sehingga pemerintah kehilangan kewibawaannya 
dan hal itu tentu saja mengganggu jalannya kebijakan-kebijakan yang lain. Dan 
itu hampir terjadi di setiap Negara di dunia. Ada fenomena menarik, yaitu ketika 
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nation-state kehilangan kedaulatan atas sistem keuangan dan fiskal malah terjadi 
penguatan." 

Keprihatinan-keprihatinan terhadap kemungkinan krisis moneter global 
diperkuat oleh krisis keuangan di Asia Timur, yang dimulai pada paruh kedua 
tahun 1997 dan menjalar hingga Rusia, Brasil dan Negara-negara lain, 
menyebabkan kekacauan moneter dan resesi ekonomi terburuk dalam periode 
pasca Perang Dunia II. 

Liberalisasi perdagangan juga meningkat secara gradual, namun tidak 
seperti yang terjadi pada liberalisasi moneter. Peran perdagangan yang 
meningkat dibarengi dengan pengurangan tarif secara umum, baik di Negara- 
negara maju maupun di NSB (Negara sedang berkembang), sebagian sebagai 
akibat dari kebijakan-kebijakan otonom dan sebagian lagi sebagai akibat dari 
babak-babak putaran perdagangan multilateral di bawah GTT (General 
Agreement on Tariff and Trade). Namun demikian, tarif-tarif yang tinggi tetap 
masih muncul di Negara-negara maju, dalam sektor-sektor seperti pertanian, 
tekstil dan produk-produk manufaktur tertentu, yang merupakan sektor dimana 
(NSB) memiliki keunggulan komparatif. Lebih jauh lagi, terdapat peningkatan 
penggunaan hambatan non tarif yang mempengaruhi akses dari NSB ke pasar 
Negara-negara maju.” 

Juga telah terjadi pertumbuhan yang mantap dalam liberalisasi investasi 
asing langsung (FDI), meski pada skala yang lebih kecil dari aliran moneter 
internasional. Kebanyakan FDI dan peningkatannya merupakan akibat dari 
aliran-aliran dana invstasi langsung di antara Negara-negara maju. Akan tetapi, 
sejak awal tahun 1990-an, aliran FDI ke NSB telah meningkat secara relatif, dari 
rata-rata 17 Yo pada tahun 1981-1990 menjadi 32 Yo pada tahun 1991-1995. Hat 
tersebut sejalan dengan liberalisasi kebijakan-kebijakan investasi asing di 
kebanyakan NSB dalam waktu belakangan ini. Namun, banyak dari FDI tersebut 
memusat hanya di beberapa NSB. Secara khusus, Negara-negara terbelakang 
(Least Developed Countries) menerima bagian yang sangat kecil dari aliran- 
aliran FDI tersebut, meskipun mereka telah meliberalisasi kebijakan- 
kebijakannya. Dengan demikian, FDI bukan merupakan suatu sumber keuangan 
eksternal yang signifikan kebanyakan NSB, yang benar, kemungkinan masih 
tetap berlangsung dalam beberapa tahun mendatang. 

Ciri utama dari globalisasi adalah peningkatan konsentrasi dan monopoli 
berbagai sumberdaya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan 
transnasional, maupun oleh perusahaan-perusahaan keuangan dan dana global. 
Proses ini sering diistilahkan sebagai transnasionalisasi, di mana semakin sedikit 
perusahaan transnasional yang mampu meraih pangsa besar atau peningkatan 
proporsi secara cepat dari pembagian sumberdaya ekonomi, produksi dan 
pangsa pasar. Jika dulu perusahaan multinasional mendominasi pasar dari 
sebuah produk tunggal, saat ini perusahaan transnasional yang besar secara 
khusus memproduksi dan menjual berbagai produk, pelayanan di bidang-bidang 
yang kian beragam. Melalui marger dan akuisisi, makin sedikit perusahaan 
transnasional yang saat ini mampu menguasai pangsa pasar global yang lebih 
besar, baik dalam komoditas, barang-barang manufaktur ataupun jasa. 
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2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi 

Pada permulaan abad 21 ini, trend global semakin variatif. Barang, uang, 
manusia, tekhnologi, dan informasi dalam era globalisasi telah menyebar secara 
luas melewati batas Negara (nation state cross border), yang berimplikasi 
terhadap semakin saling terhubungnya setiap dinamika perubahan global saat 
ini, dan mengikat semakin kuat membentuk suatu komunitas tunggal yang 
terintegrasi dan dalam hal ekonomi telah menjadi semacam pasar tunggal. Hal 
ini telah menjadikan dunia sebuah global village. Kehadiran tekhnologi komputer 
yang merupakan terobosan baru sebagai infrastruktur global, bahkan sampai 
saat ini komputer telah menyandang sebagai simbol kedua dari globalisasi. Tidak 
ada satu arenapun (ekonomi, politik, sosial dan budaya) di dunia ini yang kebal 
dari tekhnologi komputer.”? Pada saat ini lebih dari 400 juta komputer digunakan 
di dunia," dan pertumbuhan penggunaan komputer saat ini menembus angka 18 
sampai 20 juta pertahun. Salah satu penyebab utama dari pertumbuhan itu 
adalah tekhnologi mikroarsitektur yang memungkinkan komputer dapat dibuat 
dengan ukuran mini yang praktis. 

Perusahaan multinasional (MNC) merupakan salah satu topik yang 
menarik dalam wacana kompetisi global. Karakteristik utama dari sebuah MNC 
adalah pengelolaan jaringan bisnis yang rumit dan mempunyai skala global oleh 
perusahaan induk, agar perusahaan cabang dapat melakukan proses- proses 
produksi dan juga pemasaran sehingga tercapai suatu bisnis secara global."2 
MNC sebagai salah satu pemain terbesar dalam kompetisi global tumbuh 
dengan cepat setelah era Perang Dunia II, kunci keberhasilan itu adalah temuan 
berbagai inovasi tekhnologi yang selalu direspon dengan positif oleh mereka. 
Tekhnologi informasi sebagai perkembangan terbaru dalam dunia tekhnologi 
juga mendapatkan tempat yang strategis dalam dunia bisnis berskala global, 
seperti yang dilakukan oleh Microsoft Corporation. Dengan adanya tekhnologi 
komunikasi yang memungkinkan terjadinya globalisasi komunikasi, telah 
menyebabkan berakhirnya dominasi Negara-negara dalam melakukan monopoli 
dalam dunia telekomunikasi," dengan adanya internet perusahaan dapat 
menyelenggarakan sistem informasi mereka sendiri secara lebih efisien tanpa 
campur tangan yang berarti dari Negara. Pemotongan birokrasi dalam proses- 
proses perdagangan antar Negara yang dapat dilakukan oleh tekhnologi ini akan 
berimplikasi terhadap efisiensi yang cukup tinggi. 

Sistem syaraf digital yang merupakan suatu upaya eksplorasi tekhnologi 
informasi yang dibangun Microsoft layak disebut sebagai salah satu infrastruktur 
terjadinya globalisasi, karena sistem tersebut dapat digunakan sebagai media 
untuk meningkatkan hubungan komunikasi secara global dengan sistem yang 
tunggal yang melewati batas-batas Negara tanpa campur tangan yang berarti 
dari Negara yang bersangkutan. Di masa datang jika sistem syaraf digital dapat 
di bangun dengan sempurna, maka akan terciptalah pola hubungan yang sangat 
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komplek antar manusia di bumi di mana kegiatan sekelompok orang, individu 
maupun sebuah institusi di tempat lain dapat dipantau dengan kecepatan 
tekhnologi informasi tersebut. Di sinilah kemudian akan terjadi apa yang disebut 
complex interdependence, di mana jika sudah mencapai tahap interlocking, 
kehidupan manusia di bumi harus senantiasa selaras dengan meminimalisasi 
konflik, sebab jika pada tahap ini terjadi sebuah konflik yang besar akan memicu 
sebuah efek yang destruktif. 

Era digital atau sering disebut dengan abad informasi yang ditandai 
dengan kehadiran tekhnologi internet, telah merubah segalanya, dan salah satu 
perubahan itu terjadi pada dunia bisnis. Terobosan-terobosan yang dapat 
dilakukan oleh tekhnologi informasi telah terbukti mampu meningkatkan kinerja 
sebuah perusahaan. Tekhnologi ini kemudian dijadikan sebagai salah satu 
infrastruktur utama di sebuah perusahaan ataupun pemerintahan suatu Negara 
dalam rangka menyusun strategi kompetisi global. Tekhnologi Informasi (TI) 
yang kini berkembang amat pesat, tak bisa dipungkiri memberikan kontribusi 
yang signifikan terhadap seluruh proses globalisasi ini. 

Mulai dari wahana TI yang paling sederhana berupa perangkat radio dan 
televisi, hingga internet dan telepon genggam dengan protocol aplikasi tanpa 
kabel (WAP), informasi mengalir dengan sangat cepat dan menyeruak ruang 
kesadaran banyak orang. Perubahan informasi kini tidak lagi ada dalam skala 
minggu atau hari atau bahkan jam, melainkan sudah berada dalam skala menit 
dan detik. Perubahan harga saham sebuah perusahaan farmasi di Bursa Efek 
Jakarta hanya membutuhkan waktu kurang dari sepersepuluh detik untuk 
diketahui di Surabaya. Indeks nilai tukar dollar yang ditentukan di Wall Street, 
AS, dalam waktu kurang dari satu menit sudah dikonfirmasi oleh Bank Indonesia 
di Medan Merdeka. 

Hal ini akhirnya menuju pada sebuah Global Brain yang memungkinkan 
akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi di dunia. Dunia 
penelitian, bisnis, industri dimungkinkan untuk menggunakan suberdaya manusia 
maupun fasilitas lainnya tanpa terikat pada dimensi-dimensi ruang dan batas- 
batas Negara. 

Sebuah Negara, perusahaan, ataupun organisasi untuk memikirkan 
sebuah alternatif dalam tingkat persaingan yang tinggi yaitu mengembangkan 
sistem informasi dan menggunakan tekhnologi informasi semaksimal mungkin 
sebagai alat untuk melakukan persaingan dengan yang lainnya. Karena di era 
global ini setiap informasi yang didapat tidaklah dapat dilepaskan dari rantai 
tekhnologi, informasi adalah hasil pengolahan data mentah, sedangkan 
tekhnologi informasi merupakan tulang punggung pengolahan dan penyimpanan 
informasi tanpa mengenal batas ruang dan waktu. 

Hanya pihak yang menguasai tekhnologi informasilah yang dapat eksis 
dalam era revolusi global saat ini. Joseph S. Nye menjelaskan bahwa globalisasi 
bukan menyengsarakan masyarakat miskin, tetapi justru menguntungkan. 
Dengan adanya perkembangan tekhnologi informasi dan modal internasional, 
manusia bisa mendapatkan keuntungan besar. Argumen ini dikuatkan oleh 
beberapa hasil penelitian di beberapa Negara berkembang, misalnya 
perbandingan antara Korea Selatan dan Ghana, pada tahun 1960-an kedua 


65 http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/28/nasional/280846.htm 


(150) 


MAPABA PMII KOMISARIAT AL-GHOZALI 2011 


Negara tersebut mempunyai pendapatan perkapita yang sama, tetapi sekarang 
Korea Selatan lebih mampu memanfaatkan globalisasi, sehingga lebih kaya 30 
kali lipat disbanding Ghana, dan dapat menghilangkan ketimpangan tingkat 
kesejahteraannya, dapat mengirit ongkos dan mempermudah informasi dengan 
Negara-negara industri yang telah lama maju.s8 Meskipun globalisasi berhasil 
mengembangkan berbagai tekhnologi dan komunikasi yang memudahkan atau 
dapat memecahkan persoalan-persoalan, tak urung pula secara faktual 
keberhasilan tersebut makin mempertajam kemiskinan, baik ditingkat nasional 
maupun hubungan antar Negara. 


3. Dukungan Pemerintah Negara-negara Sedang Berkembang 

Pelaku utama dari globalisasi adalah Negara imperialis yang berkuasa” 
artinya Negara yang mempunyai prinsip ekonomi world competitive dan mereka 
tidak mempunyai kerugian apa-apa karena semua biaya yang dikeluarkan 
berasal dari pembukaan pasar (open market). Kelompok ini hendak 
memperjuangkan globalisasi yang bebas (unrestricted globalization), mereka 
cenderung untuk membuka perekonomian mereka dan sebagai gantinya mereka 
juga menuntut Negara lain agar membuka perekonomiannya. Kelompok kedua 
yang pro globalisasi adalah Negara-negara pelayan (clients) dari kelompok 
pertama. Kelompok kedua (NSB) ini mengkhususkan dirinya pada ekspor 
barang-barang agromineral, kelautan, dan kehutanan yang semua itu 
mendukung produk dan memberi keuntungan bagi kelompok pertama. 

Negara imperialis juga memainkan peran penting dalam membuka pintu 
perekonomian dunia dengan menciptakan lembaga keuangan internasional 
seperti Bank Dunia, IMF dan GATT/WTO. Lembaga-lembaga ini dikontrol oleh 
orang-orang yang ditunjuk oleh Negara imperialis di bawah pimpinan Amerika 
Serikat dan Negara-negara Eropa. Fungsi mereka adalah menggantikan peran 
pasar domestik dan produsen lokal serta menghancurkan lembaga sosial 
setempat dengan tujuan memfasilitasi masuknya MNC dan terjaminnya ekspor 
barang-barang kebutuhan Negara dunia pertama. Negara imperialis memainkan 
peran penting dalam pembangunan kembali ekonomi perusahaan-perusahaan 
raksasa, mereka memberikan bantuan militer dan perlindungan politik bagi 
perluasan MNC, sementara MNC tersebut membiayai lembaga keuangan 
internasional yang bertugas untuk membuka pasar baru dan tempat investasi 
yang baru. Di bawah bayang-bayang modal multinasional korporasi, Negara 
imperialis juga ikut mensubsidi dan membiayai ekspansi modal, sementara di sisi 
lain penghisapan terhadap pasar domestik terus dilakukan untuk membiayai 
ekspansi tersebut. 

Kebijakan domestik maupun internasional pemerintah Negara-negara 
berkembang itu ditransformasikan melalui introduksi dan adopsi semacam 
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utama juga pada saat ini, dan agen utama eksploitasi berbagai sumberdaya di berbagai belahan dunia 
ketiga, yang pada akhirnya hasilnya dibawa kembali ke Negara-negara metropolis 
Lihat: James Petras, “Negara Sebagai Agen Imperialis”, dalam Globalisasi Perspektif 
Sosialis, Ali Sugihardjanto, dkk, Penerbit Cubuc, Jakarta, 2001, hlm. 164 
Ibid, hlm. 166 
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reformasi liberalisasi ekonomi yang diniatkan untuk menata kembali peran dan 
keterlibatan Negara dalam ekonomi.'? Reformasi ini didukung dengan berbagai 
derajat antusiasme yang berlainan di berbagai Negara berkembang, tapi jelas 
efeknya mengarah pada sebuah reduksi internasional terhadap intervensi 
pemerintah dalam perekonomian, mengarah pada meningkatnya kepercayaan 
atas mekanisme pasar dan kebebasan yang lebih besar bagi sektor swasta, yaitu 
makin banyak dianutnya marketisasi dan privatisasi. Bahkan di Negara seperti 

India, Brasil, dan Nigeria di mana nasionalisme ekonomi mengakar secara 

historis, investor asing tidak hanya disambut dengan penghapusan pembatasan 

Segi lal modal asing, melainkan juga dengan tawaran insentif bagi investasi 

aru. 

Sementara itu di Dunia Ketiga, peran Negara tidak bisa dihilangkan. Ada 
relasi yang dialektis antara peran Negara di pasar domestik dan proses 
globalisasi. Dengan kebijakan upah rendah, pengurangan subsidi, dan 
pemupukan modal swasta, Negara Dunia Ketiga mengonsentrasikan 
pendapatannya untuk ekspansi ke luar (globalisasi ataupun capital relocation). 
Proses ini sudah terlihat jelas dalam program yang dikenal dengan istilah 
Struktural Adjustment Programs (SAPs) atau program pengetatan ekonomi. 
Program ini dirancang oleh Bank Dunia dan IMF yang bekerja sama dengan elite 
Negara Dunia Ketiga, tujuannya adalah meningkatkan arus keluar modal dan 
kesediaan pasar nasional untuk melakukan swastanisasi bagi kepentingan 
MNC.'? Berikut adalah contoh beberapa persyaratan SAP: 

1. Penghapusan tarif-tarif yang membantu industri-industri kecil lokal agar 
tetap mampu bertahan hidup berhadapan dengan perusahaan-perusahaan 
besar global. Padahal, tarif-tarif tersebut sesungguhnya memberi ruang 
bernafas bagi Negara-negara miskin untuk berkembang secara internal 
dalam menghadapi pesaing-pesaing yang lebih besar dan lebih kaya. 

2. Penghapusan berbagai peraturan dalam negeri yang mungkin dapat 
menghambat atau terlalu banyak mengatur masuknya investasi luar negeri. 
Dengan demikian ini memungkinkan para pemodal dan korporasi global 
untuk secara bebas masuk dan dengan mudah menguasai bisnis-bisnis di 
tingkat lokal, bahkan tak jarang di seluruh lini perekonomian. 

3. Penghapusan kontrol harga (bahkan berkenaan dengan kebutuhan pokok 
seperti pengadaan air sekalipun) dan secara tidak adil mewajibkan 
pemberlakuan terhadap kontrol atas upah. Alhasil, sudah dapat dipastikan 
para pekerja yang upahnya sudah teramat kecil, menjadi semakin kecil 
kemampuannya untuk bertahan hidup. 

4. Pengurangan secara drastis berbagai pelayanan sosial dan badan-badan 
yang menjalankannya, seperti pelayanan kesehatan, perawatan medis, 


70 Stephan Haggard & Robert R. Kaufman, ed., Introduction: Institution and Economic 


Adjustment, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1992, hlm. 3 
Thomas J Bierstecker., “The Logic of Unfulfilled Pomise of Privatization individu Developing 

Countries”, individu Louis Puterman & Dietrich Ruescameyer, eds, State and Market individu 
Development: Sinergy of Rivalry?, Bouldera, CO: Liene Riener, Publisher, Inc, 1992, hlm. 106 

7? James Petras, Negara Sebagai Agen Imperialis, Op. Cit, hlm. 1666-167 

1 Jerry Mander, Debi Barker & David Korten, “Globalisasi Membantu Kum Miskin”, dalam 
Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003, hlm. 10- 
12 
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pendidikan, bantuan pangan, bantuan usaha kecil, angkutan, sanitasi, air 
dll. Kerap kali berbagai pelayanan tersebut diprivatisasi sehingga bantuan 
yang sebelumnya diterima Cuma-Cuma oleh rakyat, kini memerlukan biaya 
yang ujung-ujungnya harus dibayarkan kepada korporasi global. Akibatnya, 
begitu banyak orang tidak mampu membayarnya, sehingga secara otomatis 
mereka tersingkir keluar dari sistem. 

5.  Penghancuran secara agresif atas program-program rakyat, yang menjadi 
sarana bagi bangsa-bangsa untuk bisa mencapai kemandirian dalam hal 
kebutuhan pokok. Tentu saja, korporasi-korporasi global tidak bisa 
mendapatkan keuntungan jika bangsa-bangsa mampu memecahkan 
persoalan dalam negeri mereka sendiri, keuntungan korporasi global itu 
sendiri berasal dari pengembangan proses-proses penciptaan nilai tambah, 
khususnya melalui perdagangan global. 

6. Perubahan yang dilaksanakan secara cepat atas perekonomian dalam 
negeri untuk menekankan produksi ekspor, yang biasanya dikelola tanpa 
ketatalaksanaan langsung dari investor asing dan korporasi global. Produksi 
yang terdiversifikasi secara lokal dan berskala kecil, seperti dalam bidang 
industri atau pertanian, akan digantikan dengan produksi berorientasi 
ekspor uang terspesialisasi dalam skala besar. Dalam hal ini, teori yang 
berlaku adalah ketika Negara-negara memusatkan produksi mereka pada 
sejumlah kecil produk ekspor, maka mereka akan mendapatkan cadangan 
devisa (foreign exchange) dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dengan 
demikian mereka akan mampu membeli barang-barang kebutuhan mereka 
di pasar-pasar asing. 


Globalisasi dan Krisis Masyarakat Kapitalisme 

Dampak perkembangan konstelasi politik-ekonomi internasional adalah 
efek globalisasi yang telah masuk ke segala sendi kehidupan manusia di dunia 
internasional. Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan telah timbul 
berbagai masalah. Ternyata perkembangan ilmu pengetahuan tidak mampu 
mengatasi, jurang yang besar antara Negara kaya dan miskin, masyarakat 
marginal, kelaparan, kemiskinan internasional, dan masalah perkembangan 
indigeneous technology di dunia ketiga.” Jelaslah bahwa perkembangan ilmu 
pengetahuan, dinamik yang menguasai jurusan-jurusan pertumbuhannya serta 
pilihan-pilihan masalahnya seperti juga tekhnologi, tidak berdiri sendiri, 
merupakan bagian dari sistem sosial, » Tengkap dengan tujuan-tujuan, 
kepentingan, prioritas, serta sistem nilainya.” Oleh karena itu pilihan tekhnologi 
tidak boleh diambil hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai 
implikasi sosialnya. 

Dalam hal ini ilmu pengetahuan dalam bidang tekhnologi informasi 
memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan globalisasi dan 
pada akhirnya menimbulkan krisis di masyarakat kapitalisme. Untuk memberikan 
gambaran lebih jelas tentang masyarakat kapitalisme, penulis paparkan lebih 


"4 Soedjatmoko, Etika Pembebasan, Pilihan Karangan tentang Agama Kebudayaan Sejarah 
dan Ilmu Pengetahuan, Jakarta, LP3ES, 1984. hlm. 277. 
Ibid. 
78 Ibid, hlm. 282. 
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mendetail perihal relasi Negara, globalisasi dan logika neo-liberalisme. Karena 
paham tersebut merupakan sebuah ideologi sebagai dampak dari krisis 
kapitalisme. Dan tentunya seluruh sistem sosial. 

Globalisasi yang diperjuangkan oleh aktor-aktor globalisasi yakni 
perusahaan-perusahaan transnasional (TNC, Trans-National Corporations) dan 
Bank Dunia/IMF melalui kesepakatan yang dibuat di World Trade Organization 
(WTO, Organisasi Perdagangan Dunia) sesungguhnya dilandaskan pada suatu 
ideologi yang dikenal dengan sebutan “neo-liberlisme”. Neo-liberalisme pada 
dasarnya tidak ada bedanya dengan liberalisme. Para penganut neo-liberlisme 
percaya bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hasil normal “kompetisi bebas”. 
Mereka percaya bahwa 'pasar bebas" itu efisien, dan cara yang tepat untuk 
mengalokasikan sumberdaya alam yang langka untuk memenuhi kebutuhan 
manusia. Harga barang dan jasa menjadi indikator apakah sumberdaya telah 
habis atau masih banyak. Kalau harga murah, berarti persediaan memadai. 
Harga mahal artinya produksinya mulai langka. Harga tinggi maka orang akan 
menanam modal ke sana. Oleh sebab itu, harga menjadi tanda apa yang harus 
diproduksi. Itulah alasan mengapa neo-liberalisme tidak ingin pemerintah ikut 
campur tangan dalam ekonomi. “Serahkan saja pada mekanisme dan hukum 
pasar”, demikian keyakinan mereka. Keputusan individual atas interes pribadi 
diharapkan mendapat bimbingan dari invisible hand (tangan yang tidak tampak), 
sehingga masyarakat akan mendapat berkah dari ribuan keputusan individual 
tersebut. Kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang tersebut pada akhirnya 
akan trickle down (menetes ke bawah) kepada anggota masyarakat yang lain. 
Oleh karena itu sedikit orang tersebut perlu difasilitasi dan dilindungi. Kalau perlu 
jangan dipajaki. 

Krisis berkepanjangan yang menimpa kapitalisme awal abad 19, yang 
berdampak depresi ekonomi 1930-an berakibat tenggelamnya paham 
liberalisme. Pendulum beralih memperbesar pemerintah sejak Roosevelt dengan 
“New Deal” tahun 1935. Tetapi dalam perjalanan kapitalisme, di akhir abad 20 
pertumbuhan dan akumulasi kapital menjadi lambat. Kapitalisme memerlukan 
strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan akumulasi kapital. Strategi 
yang ditempuh adalah menyingkirkan segenap rintangan investasi dan pasar 
bebas, dengan memberlakukan perlindungan hak milik intelektual, good 
governance (pemerintahan yang baik), penghapusan subsidi dan program 
proteksi rakyat, deregulasi, penguatan civil society, program anti-korupsi, dan 
lain sebagainya. Untuk itu diperlukan suatu tatanan perdagangan global, dan 
sejak itulah gagasan globalisasi dimunculkan. Dengan demikian globalisasi pada 
dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali paham liberalisme, suatu paham 
yang dikenal sebagai neo-liberalisme. Neo-liberalisme sesungguhnya ditandai 
dengan kebijakan pasar bebas, yang mendorong perusahaan swasta dan pilihan 
konsumen, penghargaan atas tanggungjawab personal dan inisiatif 
kewiraswastaan, serta menyingkirkan birokrat dan “parasit” pemerintah, yang 
tidak akan pernah mampu meskipun dikembangkan. Aturan dasar kaum neo- 
liberal adalah “Liberalisasikan perdagangan dan keuangan”, “Biarkan pasar 
menentukan harga”, “Akhiri inflasi, Stabilisasi ekonomi-makro, dan privatisasi”, 
“Pemerintah harus menyingkir dari menghalangi jalan”. Paham inilah yang saat 
ini mengglobal dengan mengembangkan “consensus” yang dipaksakan yang 
dikenal dengan “Globalisasi”, sehingga terciptalah suatu tata dunia. Arsitek tata 
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dunia ini ditetapkan dalam apa yang dikenal “The Neo-Liberal Washington 
Consensus”, yang terdiri dari para pembela ekonomi swasta terutama wakil dari 
perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi 
internasional dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi informasi kebijakan 
dalam membentuk opini publik. 

Pokok-pokok pendirian neo-liberal meliputi, pertama, bebaskan 
perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah, misalnya jauhkan 
pemerintah dari campur tangan di bidang perburuhan, investasi, harga serta 
biarkan perusahaan itu mangatur diri sendiri untuk tumbuh dengan menyediakan 
kawasan pertumbuhan. Kedua, hentikan subsidi Negara kepada rakyat karena 
bertentangan dengan prinsip pasar dan persaingan bebas. Negara harus 
melakukan swastanisasi semua perusahaan Negara, karena perusahaan Negara 
dibuat untuk melaksanakan subsidi Negara pada rakyat. Ini juga menghambat 
persaingan bebas. Ketiga, hapuskan ideologi “kesejahteraan bersama” dan 
pemilikan komunal seperti yang masih banyak dianut oleh masyarakat 
“tradisional” karena menghalangi pertumbuhan. Serahkan manajemen 
sumberdaya alam kepada ahlinya, bukan kepada masyarakat “tradisional” 
(sebutan bagi masyarakat adaptif) yang tidak mampu mengelola sumberdaya 
alam secara efisien dan efektif. 


(Penulis: Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A., Majelis Pembina PMII 
Komisariat Al-Ghozali Cilacap, nuriel.ugm@gmail.com/ 085647634312) 
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Hand-Out 11 
PETA PEMIKIRAN KARL MARX (1818-1883): 
MATERIALISME DIALEKTIKA & MATERIALISME HISTORIS 


Karl Marx dalam Lintasan Sejarah 

Karl Marx, pelopor utama gagasan “sosialisme ilmiah” dilahirkan tahun 
1818 di kota Trier, ayahnya ahli hukum dan diumur tujuh belas tahun Karl Marx 
masuk Universitas Bonn, juga belajar hukum. Belakangan dia pindah ke 
Universitas Berlin dan kemudian dapat gelar doktor dalam ilmu filsafat dari 
Universitas Jena. Entah karena lebih tertarik, Marx menceburkan diri ke dunia 
jumalistik dan sebentar menjadi redaktur Rheinische Zeitung di Cologne. Tapi 
pandangan politiknya yang radikal menyeretnya kedalam kesulitan dan 
memaksanya pindah ke Paris. Disitulah dia mula pertama bertemu dengan 
Freidrich Engels. Tali persahabatan dan persamaan pandangan politiknya 
mengikat kedua orang ini selalu dwi tunggal hingga akhir hayatnya. Karl Marx tak 
bisa lama tinggal di Paris dan segera ditendang dari sana dan pindah ke Brussel. 

Di kota inilah, tahun 1847, dia pertama kali menerbitkan buah 
pikirannya yang penting dan besar The Poverty of Philoshophy (Kemiskinan 
Filsafat). Tahun berikutnya bersama dengan Freidrich Engels mereka 
menerbitkan Communist Manifesto, buku yang akhimya menjadi bacaan dunia. 
Pada tahun itu juga Karl Marx kembali ke Cologne untuk kemudian diusir lagi 
dari sana hanya selang beberapa bulan. Sehabis terusir dari sana-sini, akhimya 
Marx menyeberang selat Canal dan menetap di London hingga akhir hayatnya. 

Meskipun hanya sedikit uang dikoceknya berkat pekerjaan jumalistik, 
Marx menghabiskan sejumlah besar waktunya di London melakukan 
penyelidikan dan menulis buku-buku tentang politik dan ekonomi. (di tahun-tahun 
itu Marx dan familinya mendapat bantuan dari Freidrich Engels kawan karibnya). 
dilid pertama Das Kapital, karya ilmiah Marx terpenting terbit tahun 1867. 
Tatkala Marx meninggal di tahun 1883, kedua jilid sambungannya belum 
sepenuhnya rampung. Kedua jilid sambunganya itu disusun dan diterbitkan oleh 
Engels berpegang pada cacatan-catatan dan naskah yang ditinggalkan Marx. 
Karya tulisan Marx merumuskan dasar teoretis komunisme. Ditilik dari 
perkembangan luar biasa gerakan ini di abad ke-20. Komunisme mempunyai am 
penting jangka panjang dalam sejarah. Sejak timbulnya komunisme sebagai 
bagian tak terpisahkan dari masa kini, terasa sedikit sulit menentukan dengan 
cermat perspektif masa depannya. Kendati tak seorangpun sanggup memastikan 
seberapa jauh Komunisme bisa berkembang dan seberapa lama ideologi ini bisa 
bertahan, yang sudah pasti dia merupakan ideologi kuat dan tangguh serta 
berakar kuat menghujam ke Bumi, dan sudah bisa dipastikan punya pengaruh 
besar di dunia untuk paling sedikit beberapa abad mendatang. 

Pada saat ini sekitar seabad sesudah kematian Marx jumlah manusia 
yang sedikitnya terpengaruh oleh Marxisme mendekati angka 1,3 Milyar 
banyaknya. Jumlah penganut ini lebih besar dari penganut ideologi manapun 
sepanjang sejarah manusia. Bukan sekedar jumlahnya yang mutlak, melainkan 
sebagai kelompok dari keseluruhan penduduk dunia. Ini mengakibatkan kaum 
komunis dan juga sebagian yang bukan komunis percaya bahwa, di masa depan 
tidak bisa tidak Marxisme akan merebut kemenangan diseluruh dunia Namun, 
adalah sukar untuk memantapkan kebenarannya dengan keyakinan yang tak 
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tergoyahkan. Telah banyak contoh-contoh ideologi yang tampaknya sangat 
punya pengaruh penting pada jamannya tapi akhimya melayu dan sirna. (Agama 
yang didirikan oleh Mani bisa dijadikan misal yang menarik). Jika kita surut ke 
tahun 1900, akan tampak jelas bahwa demokrasi konstitusional merupakan arus 
yang akan menjadi anutan masa depan. 


Manifesto Komunis 

Masyarakat borjuis modern yang muncul dari keruntuhan masyarakat 
feodal tidak menyingkirkan antagonisme kelas itu. Malah ia memunculkan kelas- 
kelas baru, kondisi baru untuk melakukan tekanan, bentuk-bentuk baru 
persaingan dengan menggantikan yang lama. Borjuis menempatkan negeri di 
tangan penguasa kota. la telah menciptakan kota-kota besar, telah banyak 
menambah penduduk kota dibanding penduduk pedesaan dan dengan demikian 
menyelamatkan sebagian besar penduduk dari kehidupan desa yang bodoh. 
Persis sperti yang berlaku bagi sesuatu negeri dengan ketergantungan pada 
kota, borjuis itu telah pula membuat negeri-negeri barbar dan semi barbar 
bergantung pada negeri beradab, bangsa petani (bergantung pada) bangsa 
borjuis, timur pada barat. Senjata yang dipergunakan borjuis untuk merobohkan 
feodalisme, ini dipergunakan untuk borjuis itu sendiri. Akan tetapi bukan saja 
borjuis itu mengumpulkan senjata untuk membunuh dirinya sendiri, ia juga 
membunuh orang-orang yang mengadakan senjata tersebut yaitu kelas pekerja 
modern dikalangan proletar. Dengan perkembangan industri, proletar bukan saja 
bertambah jumlahnya, ia berkumpul dalam kumpulan yang tambah besar, 
kekuatannya berkembang dan ia merasakan kekuatannya yang bertambah 
itupun mulai membentuk kombinasi (organisasi buruh) melawan borjuis. Di sana- 
sini pertentangan berkobar dan berkembang menjadi kerusuhan. 


Sejarah Materialisme dan Dialektika 

Pandangan materialis sejarah adalah teori Karl Marx tentang hukum 
perkembangan masyarakat. Inti pandangan ini ialah bahwa perkembangan 
masyarakat ditentukan oleh bidang produksi. Bidang ekonomi adalah basis, 
sedangkan dua dimensi kehidupan masyarakat lainnya, institusi-institusi sosial, 
terutama negara, dan bentuk-bentuk kesadaran sosial merupakan bangunan 
atas. Oleh karena faktor penentu adalah basis, maka harus memperhatikan 
dahulu bidang ekonomi. Ciri yang menurut Marx paling menentukan bagi semua 
bentuk ekonomi sampai sekarang adalah pemisahan antara para pemilik dan 
pekerja. Masyarakat terdiri dari kelas-kelas sosial yang membedakan diri satu 
sama lain berdasarkan kedudukan dan fungsi masing-masing dalam proses 
produksi. Pada garis besarnya (terutama semakin produksi masyarakat 
mendekati pola kapitalis) kelas-kelas sosial termasuk salah satu dari dua 
kelompok kelas. Yaitu kelas-kelas pemilik dan kelas-kelas pekerja. Yang pertama 
memiliki sarana-sarana kerja, sedangkan yang kedua hanya memiliki tenaga 
kerja mereka sendiri. Oleh karena kelas-kelas pemilik begitu berkuasa. Misalnya 
para pemilik tanah mengontrol para buruh tani. Itu berarti bahwa para pemilik 
dapat menghisap tenaga kerja para pekerja, jadi mereka hidup dari penghisapan 
tenaga mereka yang harus bekerja. Kelas-kelas pemilik merupakan kelas-kelas 
atas dan dan kelas-kelas pekerja merupakan kelas-kelas bawah dalam 
masyarakat. Jadi menurut Marx ciri khas semua pola masyarakat sampai 
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sekarang ialah, bahwa masyarakat dibagi ke dalam kelas-kelas atas dan bawah. 
Struktur ekonomi tersusun sedemikian rupa hingga yang pertama dapat hidup 
dari penghisapan tenaga kerja yang kedua. 

Bangunan atas mencerminkan keadaan itu. Negara adalah alat kelas- 
kelas atas untuk menjamin kedudukan mereka, jadi untuk seperlunya menindas 
usaha kelas-kelas bawah untuk membebaskan diri dari penghisapan oleh kelas- 
kelas atas sedangkan “bangunan atas idealis” istilah Marxis bagi agama, filsafat, 
pandangan-pandangan moral, hukum, estetis dan lain sebagainya berfungsi 
untuk memberikan legitimasi pada hubungan kekuasaan itu. Jadi Marx menolak 
paham bahwa negara mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Negara 
dikuasai oleh dan berpihak pada kelas-kelas atas, meskipun kadang-kadang juga 
menguntungkan kelas-kelas bawah. Walaupun negara mengatakan ia adalah 
milik semua golongan dan bahwa kebijaksanaannya demi kepentingan seluruh 
masyarakat namun sebenarnya negara melindungi kepentingan kelas atas 
ekonomis. Maka negara menurut Marx termasuk lawan kelas-kelas bawah. 
Negara bukan milik dan bukan kepentingan mereka. Dari negara mereka tidak 
dapat mengharapkan sesuatu yang baik. Seperti halnya negara, begitu pula 
agama, filsafat, pandangan tentang norma-norma moral dan hukum dan 
sebagainya menurut Marx tidak mempunyai kebenaran pada dirinya sendiri, 
melainkan hanya berfungsi untuk melegitimasikan kepentingan kedudukan kelas 
atas. 

Seperti halnya negara, begitu pula agama, filsafat, pandangan 
tentang norma-norma moral, serta hukum dan sebagainya menurut Marx tidak 
mempunyai kebenaran pada dirinya sendiri, melainkan hanya berfungsi untuk 
melegitimasikan kepentingan kedudukan kelas atas. Cara suatu masyarakat 
berfikir, apa yang dianggapnya sebagai baik, bernilai, dan masuk akal, menurut 
Marx ditentukan oleh kelas-kelas yang menguasai masyarakat. Maka bentuk- 
bentuk kesadaran sosial itu menurut kekhasan masing-masing, mengemukakan 
sebagai baik bagi seluruh masyarakat apa yang sebenarnya hanya baik bagi 
kelas-kelas atas. “Bangunan atas ideologis” itu menciptakan kesan bahwa 
kesediaan masing-masing kelas untuk menerima kedudukannya dalam 
masyarakat adalah sesuatu yang baik dan rasional. Jadi fungsinya ialah 
membuat kelas-kelas bawah bersedia untuk menerima kedudukan mereka 
sebagai kelas-kelas bawah. 

Bila tingkat produksi tadi yang diambil sebagai tesis, dan mulai 
dengan tingkat feodalisme (jadi ini merupakan tesis). Anti tesisnya adalah tingkat 
produksi borjuis atau kapitalisme, sintesisnya nanti adalah tingkat produksi 
sosialisme. Teori dialektika dengan tesis, antitesis, dan sintesis dapat diharapkan 
baik dalam hubungan dengan kelas-kelas itu, maupun pada tingkat-tingkat 
produksi itu sendiri. Demikian tesis golongan bangsawan (di Abad Tengah) 
menimbulkan antitesis golongan peminjam tanah, tetapi keduanya ini 
menumbuhkan sintesis golongan borjuis. Ini merupakan tesis kembali dan 
antitesisnya ialah golongan pekerja, sintesisnya ialah manusia komunis yang 
terdapat dalam masyarakat komunisme. Dengan demikian maka Marx melihat 
negara sebagai alat belaka dari kelas penguasa (berpunya) untuk menindas 
kelas yang dikuasa (tidak berpunya). Negara dan pemerintahan identik dengan 
kelas penguasa, artinya dengan kelas berpunya, berturut-turut dalam sejarah 
umat manusia dikenal kelas pemilik budak, kelas bangsawan (atau tuan tanah), 
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kelas borjuasi. Soal hak dan keadilan, oleh sebab itu adalah sekedar ucapan 
penghias bibir dari pihak yang berkuasa. Dialektika Marx sebenarnya 
mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat feodalisme ke masyarakat 
borjuasi atau kapitalisme dan seterusnya ke msyarakat sosialisme merupakan 
suatu kelanjutan yang tidak dapat dielakkan. Tetapi ini tidak berarti bahwa 
manusia berdiam diri saja dengan menanti perkembangan itu berjalan 
sebagaimana maunya. Kelas-kelas itu sendiri adalah kelas-kelas yang berjuang 
untuk kelasnya, jadi manusia yang dilihat Marx adalah manusia yang berbuat. 
Bagi Marx masalah pokok bukanlah memahami sejarah atau dunia ini, melainkan 
bagaimana mengubahnya. “manusia membuat sejarahnya sendiri”. 

Oleh sebab itu, maka revolusi yang digambarkan oleh Marx itu terdiri 
dari dua tahap. Tahap pertama adalah revolusi yang dipelopori oleh golongan 
Borjuis yang hendak menghancurkan feodal. Tahap kedua adalah revolusi yang 
dilakukan oleh kelas pekerja dalam menghancurkan golongan borjuis. Dengan 
lenyapnya kelas borjuis, fungsi pemerintahan tidak lagi mempunyai sifat politik. 
Kelas pekerja yang memegang kekuasaan itu pun tidak lagi merupakan kelas, 
sehingga tidak ada kelas yang ditindas dan negara akan lenyap. Masing-masing 
orang akan melakukan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya. Orang 
bekerja bukan karena ingin mencukupi nafkah tapi karena panggilan hati. Oleh 
karena itu tiap orang memberikan sumbangan sesuai dengan kesanggupannya. 
Pada saat ini tingkat produksi menjadi berlimpah, dan pendapatan tidak lagi 
berupa upah, melainkan bergantung pada keperluan manusia yang 
bersangkutan. 


Teori Nilai Lebih 

Dalam memahami teori Marx tentang masyarakat dan negara tidak 
boleh dilupakan sama sekali teorinya di bidang ekonomi. Teori ekonominya itu 
berupa teori nilai berdasar pada tenaga, teori nilai lebih, teori akumulasi kapital, 
teori konsentrasi kapital dan teori pemiskinan semuanya pada pokoknya 
merupakan teori eksploitasi untuk memperlihatkan bahwa golongan berpunya 
hidup dari tenaga golongan tidak berpunya. Tentu saja teori demikian ini timbul 
dalam pemikiran Marx setelah melihat masyarakat yang dihadapinya, sekurang- 
kurangnya mengingat masyarakat yang telah berupa negara. Marx berpendapat 
bahwa pada mulanya, dalam kehidupan primitif komunal dimana alat-alat 
produksi dimiliki bersama, pengisapan manusia oleh manusia tidak didapati. 
Kelas masyarakat tidak ada, penindasan pun tidak pula. Masyarakat pun tidak 
mengenal kekuasaan, dan oleh karena itu tidak mengenal negara. Marx 
berpendapat bahwa bentuk negara itu tidak selamanya ada. 

Menurut pendiri komunisme ini, maka sejarah manusia sesudah 
terbentuknya negara memeperlihatkan empat tingkatan produksi. Produksi 
berdasar perhambaan, feodalisme, produksi kapitalis atau borjuasi dan produksi 
sosialisme. Sesuai pendapatnya tentang unerbau dan oberbau diatas, maka 
dalam tingkat-tingkat produksi kapitalisme atau borjuasi pembagian kelas itu 
lebih sederhana, yang terpenting ialah kelas-kelas yang bertentangan: kelas 
borjuasi atau kapitalis dan kelas pekerja. Teori dialektika dengan tesis, anti tesis, 
dan sintesis dapat diterapkan baik dalam hubungan dengan kelas-kelas itu, 
maupun pada tingkat-tingkat produksi itu sendiri. Demikianlah tesis golongan 
bangsawan (di abad tengah) menimbulkan anti tesis golongan peminjam tanah, 
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tetapi keduanya ini menumbuhkan sintesis golongan borjuis. Hal itu merupakan 
tesis kembali dan anti tesis ialah golongan pekerja, sintesisnya ialah manusia 
komunis yang terdapat dalam masyarakat komunisme. 

Bila tingkat produksi diambil sebagai tesis, dan kita mulai dengan 
tingkat feodalisme (merupakan tesis), maka anti tesisnya ialah tingkat produksi 
borjuis atau kapitalisme, sintesisnya adalah tingkat produksi sosialisme. Dengan 
demikian, maka Marx melihat negara sebagai alat belaka dari kelas penguasa 
(berpunya) untuk menindas kelas yang dikuasai (yang tidak berpunya). Negara 
dan pemerintahan identik dengan kelas penguasa, artinya dengan kelas 
berpunya, berturut-turut dalam sejarah umat manusia dikenal kelas pemilik 
budak, kelas bangsawan (atau tuan tanah), kelas borjuis. Soal hak dan keadilan, 
oleh karena itu adalah sekedar ucapan penghias bibir 


Komunisme dan Masyarakat Tanpa Kelas 

Yang dimaksud Marx dengan komunisme bukanlah sebuah 
kapitalisme negara, jadi dimana hak milik diadministrasikan oleh negara. Marx 
mengatakan bahwa hanya pada permulaan, sosialisasi berarti nasionaliasasi- 
jadi negara mengambil alih hak milik pribadi. Ciri-ciri masyarakat komunis adalah 
penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi penghapus adanya kelas- 
kelas sosial, menghilangnya negara, penghapusan pembagian kerja. Kelas-kelas 
tidak perlu dihapus secara khusus sesudah kelas kapitalis ditiadakan karena 
kapitalis sendiri sudah menghapus semua kelas, sehingga hanya tinggal 
proletariat. Itulah sebabnya revolusi sosialis tidak akan menghasilkan 
mesyarakat dengan kelas atas dan kelas bawah. 

Marx tidak pernah menguraikan bagaimana ia membayangkan 
organisasi masyarakat sesudah penghapusan hak milik pribadi. Ia hanya 
berbicara secara umum dan abstrak. Satu-satunya tempat ia berbicara banyak 
dengan agak romantis (dan bertolak dari sebuah teks Feuerbach) adalah dalam 
German Ideology: “Dalam masyarakat komunis amsing-masing orang tidak 
terbatas pada bidang kegiatan ekslusif, melainkan dapat mencapai kecakapan 
dalam bidang apapun, masyarakat mengatur produksi umum, dengan 
memungkinkan hal ini saya kerjakan hari ini, hal itu besok, pagi hari berburu, 
siang hari memancing ikan, sore hari memelihara ternak, sesudah makan 
mengkritik...” (MEW 3,33). Marx mempergunakan istilah sosialisme dan 
komunisme dalam arti yang sama, yaitu keadaan masyarakat sesudah 
penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Langkah pertama adalah 
kediktatoran proletariat dan sosialisme negara, lalu sesudah kapitalisme 
dihancurkan, negara semakin kehilangan fungsinya. Sosialisme tercapai apabila 
tidak ada lagi sedangkan negara komunis yang dimaksud Marx adalah bahwa 
negara bukan hanya menghilang bahkan menjadi maha kuasa. 


Analisis 

Salah satu alasan mengapa Marx menjadi tokoh yang begitu penting 
ialah karena ia mewakili suatu campuran intelektual yang berhasil dalam politik, 
yang memandang dunia dengan perasaan dingin dan mencari suatu masa depan 
yang lebih bermoral dan lebih bebas bagi manusia, politisi praktis yang terlibat 
dalam konflik-konflik dengan musuh-musuh politiknya, kanan dan kiri: serta 
profesional yang mengembangkan suatu teori perubahan ilmiah aeperti 
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materialisme dialektika. Serangan utama Marx difokuskan pada kapitalisme dan 
liberalisme politik, terutama karena dalam permulaan abad ke-19, telah nyata 
bahwa sistem liberal dapat berjalan. Secara fundamental, pengandaian- 
pengandaian abad ke-19 timbul dari kontradiksi-kontradiksi luar biasa dalam 
kapitalisme industri, yang tidak cukup dipahami oleh para teoritisi. Kontrak sosial 
terdahulu dan yang menimbulkan hal-hal yang tidak mampu ditangani baik oleh 
teori hak alamiah, maupun oleh penegasan kembali secara sederhana asas-asas 
moral publik (Apter, 1996: 104). 

Bila paradigma sosialis ingin berhasil dalam menentang paradigma 
liberal, maka secara intelektual ia harus kuat. Memang, ia harus menangani 
secara teoritis apa yang tidak mampu ditangani oleh paradigma liberal, yaitu 
masalah konflik dan polarisasi kelas. Marx mengakui bahwa evolusi mengikuti 
suatu garis lengkung tertentu, tetapi bukan dalam cara-cara mudah atau segera. 
Rakyat perlu berusaha mewujudkan hasil revolusioner dengan menyadari 
peranan mereka dalam sejarah sebagai satu kelas. Jadi alam, kebebasan, 
pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan hukum dinamis dari perkembangan 
industri dipadukan oleh Marx dalam sebuah sintesa revolusioner (Apter, 
1966:123). Pandangan Marx mengenai Materialisme Dialektika, ia memadukan 
suatu yang empiris dengan yang deduktif dalam rumusan sejarah yang 
dinamakan materialisme dialektika. Materialisme dalam masalah manusia 
mengacu pada proses ekonomi dan cara produksinya. Hipotesa Marx adalah 
bahwa ketimpangan akan tumbuh bersama dengan produktivitasnya, ketika 
suatu lompatan besar pada karakter teknologi akan memungkinkan untuk 
pertama kalinya dalam sejarah manusia, suatu keadaan yang berlebihan, bukan 
kelangkaan. Tetapi apa yang paling ditekankan oleh Marx, bukanlah aspek moral 
kondisi-kondisi sosial pada kekejaman kapitalisme melainkan ia berusaha 
menjelaskan bagaimana dialektika, jika diterapkan pada cara produksi, akan 
mengungkapkan cara kerja dinamika pertukaran, yang di bawah kapitalisme 
menghasilkan nilai-lebih atau keuntungan, dalam menggerogoti kapitalisme itu 
sendiri. Marx dan Engels menggabungkan sejumlah unsur intelektual yang 
berlainan sebagai garis pemisah radikalisme. Marx berusaha menjadikan 
radikalisme kurang sebagai visi, dan lebih merupakan ilmu pengetahuan tentang 
sosialime dengan menerapkan suatu interpretasi sejarah yang khusus. Kini, 
tekanan perhatian dari pra-Marxis menjadi bagian diskusi atau perdebatan 
seksama mengenai bagaimana mendorong bentuk-bentuk politik baru. 
Rancangan-rancangan masa kini meliputi usaha mencari ide-ide generatif baru, 
yang telah timbul bukan hanya dari penolakan-penolakan terhadap teori-teori 
yang lebih utilitarian, tetapi juga dari pengalaman-pengalaman dengan 
sosialisme otokratis dan ekses-ekses stalinisme. Marx telah menjadi seorang 
monopolis yang berhasil dalam lingkungan ide-ide sosialis (Apter, 1996: 106 dan 
111). 

Bagi Marx perhatian pada kebebasan manusia menjadi masalah 
bagaimana orang menjadi tidak teralienasi secara sosial. Hal ini merupakan 
proses yang membutuhkan bentuk ekonomi khusus yakni sosialisme, suatu 
kondisi perkembangan khusus-suatu pemahaman bahwa rantai yang 
membelenggu rakyat adalah politik dan bahwa hal itu diakibatkan oleh dominasi 
kelas. Marx mengemukakan (1) metode penafsiran sejarah, dan (2) penerapan 
metode itu tujuan khusus. 
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Komunisme 

Menyangkut komunisme, seseorang sangat percaya dan tahu persis 
betapa hebatnya pengaruh komunisme di dunia saat ini dan dunia masa depan, 
Orang pasti masih mempertanyakan arti penting Karl Marx di dalam gerakan 
komunis. Pemerintah Uni Soviet sekarang tidak terawasi oleh karya karya Mark 
yang menulis dasar dasar pikiran sepem dialektika gaya Hegel dan tentang teori 
"nilai lebih", Teori teori itu kelihatan kecil pengaruhnya dalam praktek perputaran 
roda politik pemerintah Uni Soviet, baik politik dalam maupun luar negeri. 

Komunisme masa kini menitik beratkan empat ide: (1) Sekelumit kecil 
orang hidup dalam kemewahan yang berlimpah, sedangkan kaum pekerja yang 
teramat banyak jumlahnya bergelimang papa sengsara, (2) Cara untuk 
merombak ketidakadilan ini adalah dengan jalan melaksanakan sistem sosialis, 
yaitu sistem dimana alat produksi dikuasai negara dan bukannya oleh pribadi 
swasta, (3) Pada umumnya, satu-satunya jalan paling praktis untuk 
melaksanakan sistem sosialis ini adalah lewat revousi kekerasan, (4) Untuk 
menjaga kelanggengan sistem sosialis harus diatur oleh kediktatoran partai 
Komunis dalam jangka waktu yang memadai. 

Tiga dari ide pertama sudah dicetuskan dengan jelas sebelum Marx, 
sedangkan ide yang keempat berasal dari gagasan Marx mengenai "diktatur 
proletariat", sementara itu lamanya berlaku kediktatoran Soviet sekarang lebih 
merupakan langkah-langkah Lenin dan Stalin daripada gagasan tulisan Marx, 
Hal ini nampaknya menimbulkan anggapan bahwa pengaruh Marx dalam 
Komunisme lebih kecil dari kenyataan sebenamya, dan penghagaan orang- 
orang terhadap tulisantulisannya lebih menyerupai etalase untuk membenarkan 
sifat "keilmiahan" dari pada ide dan politik yang sudah terlaksana dan diterima. 

Sering dituding bahwa teori Marxis dibidang ekonomi sangatlah buruk 
dan banyak keliru. Tentu saja banyak dugaan-dugaan tertentu Marx terbukti 
meleset Misalnya Marx meramalkan bahwa dalam negeri-negeri kapitalis kaum 
buruh akan semakin melarat dalam pengalanan sang waktu. Jelaslah bahwa 
ramalan ini tidak terbukti. Marx juga meramalkan bahwa kaum menengah akan 
disapu dan sebagian basar orangnya akan masuk kedalam golongan proletar 
dan hanya sedikit yang bisa bangkit dan masuk dalam kelas kapitalis. Ini pun 
jelas tak terbukti. Marx tampaknya juga percaya, meningkatnya mekanisasi akan 
mengurangi keuntungan kapitalis, kepercayaan yang bukan saja salah tetapi 
juga tampak tolol. Tapi lepas apakah teori ekonomi benar atau salah, semua itu 
tidak ada sangkut pautnya dengan pengaruh Marx. Arti penting filosof bukan 
terletak pada kebenaran pendapatnya tetapi terletak pada masalah apakah buah 
pikirannya telah menggerakkan orang untuk bertindak atau tidak. Diukur dari 
sudut ini, tak perlu diragukan lagi bahwa Marx punya arti penting dalam 
perkembangan sejarah masyarakat. 


Hakekat Manusia Menurut Karl Marx 

Pendirian Marx tentang hakekat manusia sanagat menentukan 
jawaban yang diberikannya terhadap masalah, seperti, "Apakah negara itu? Dan 
"Apakah sejarah itu? Dipapakan oleh Louis O. Kattsoff tentang hakekat manusia 
dalam penyelesaian materialisme historis, yaitu, (1) hakekat manusia adalah 
berubah-rubah, manusia selalu berubah secara dialektis dan historis, (2) 
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hakekat manusia adalah tingkah laku, manusia ialah apa yang mereka kerjakan, 
(3) hakekat manusia adalah menguasai dan merencanakan, manusia mengubah 
sejarah dengan teknologinya dan ia juga mengubah dirinya sendiri, (4) hakekat 
manusia ditentukan oleh alat-alat produksi, orang dapat membayangkan betapa 
pentingnya menguasasi alat produksi bagi penganut Marxisme. Sebab, manusia 
ialah apa yang mereka kerjakan, dan yang mereka kerjakan ditentukan oleh 
cara-cara produksi, maka menguasai alat-alat produksi berarti menguasai 
hakikat manusia. 


Keterasingan & Emansipasi Manusia 

Marx meletakkan dasar emasipasi atas keterasingan manusia pada 
tiga hal: Pertama, emansipasi atas keterasingan manusia Karl Marx berangkat 
dari kritik terhadap hukum negara Hegel. Hegel melukiskan masyarakat sebagai 
kacau balau, sebagai bellum omnium contra omnes (perang semua lawan 
semua) karena satu-satunya hukum batinnya adalah pemuasan kebutuhan 
individu-individu. Masyarakat semacam itu mesti menghancurkan diri sendiri 
karena semua anggota hanya mencari kepentingan egois mereka masing- 
masing. Oleh karena itu masyarakat tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi 
harus ditampung oleh negara. Maka, Hegel menganggap negara sebagai 
realitas dan tujuan masyarakat yang sebenamya sedangkan keluarga dan 
masyarakat luas ini merupakan unsur-unsmya. Anggapan itu dikritik oleh Marx, 
pertama, Hegel memutar balikkan tatanan yang sebenarnya. Bukan negara 
sebagai subyek yang unsur-unsurnya adalah keluarga dan masyarakat luas, 
melainkan keluarga dan masyarakat luas adalah pengandaian-pengandaian 
negara. Dengan sarkasme tajam Marx menulis: "Logika ini bukan unuk 
membuktikan negara, melainkan negara dipakai sebagai bukti logika". Marx 
mengkritik bahwa masyarakat luas merupakan realitas yang terpisah dari 
negara. Masyarakat hidup dalam dunia skizofren: Dalam masyarakat luas ia 
hidup sebagai individu egois terisolasi, sedangkan hakikat sosialnya terpisah 
daripadanya dijadikan negara yang menghadapinya sebagai kekuatan represif. 
Manusia harus memecahkan hakikatnya, eksistensi negara sebagai pemerintah 
selesai tanpa anggota masyarakat, dan eksistensinya dalam masyarakat luas 
selesai tanpa negara". Marx mengkritik Hegel pada dua hal, (1) Bahwa ia 
memutar membalikkan subyek dan obyek: Hegel menyatakan negara sebagai 
subyek dan masyarakat sebagai obyek, padahal kenyataan adalah 
kebalikannya, (2) Hegel hendak mengatasi egoisme masyarakat melalui negara 
sebagai penertib, hal ini berarti bahwa kesosialan (anti-egoisme) tidak masuk 
kembali kedalam masyarakat, melainkan hanya dipaksakan dari luar kepadanya 
oleh negara: padahal yang perlu adalah mengembalikan kesosialan manusia 
sendiri. 

Kedua, emansipasi atas keterasingan manusia Karl Marx berangkat 
dari kritik terhadap agama. Gagasan Karl Marx tentang kritik terhadap agama 
bertolak dari pemikiran Feurbach (1804-1872). Feurbach memandang Hegel 
sebagai puncak rasionalisme modern, tetapi dalam suasana semacam ini 
dominasi agama tetap mewamai kehidupan sehingga dunia materi khususnya 
"manusia" tidak ditempatkan pada martabat semestinya. Feurbach 
menggariskan filsafatnya dengan corak materialistis, tetapi nama yang lebih 
disukainya adalah filsafat organisme. Kecenderungan ini timbul karena Feurbach 
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pun tidak setuju dengan paham materialisme kasar yang dikembangkan oleh 
penganut materialisme mekanis-menurut Marx materialisme Feurbach tetap 
vulgar karena manusia sehakikat dengan mesin. Pada bagian ini Marx 
menentang paham Feurbach, karena manusia tidak semata tergantung pada 
kondisi materi, tetapi pada kondisi sosial, yaitu hidup dalam masyarakat 'social 
being that it, the live of community". Disini Feurbach telah mengabaikan corak 
historis serta hubungan sosial manusia. Bagi Marx agama hanyalah pemyataan 
radikal manusia yang menjadi korban sistem ekonomi yang tidak manusiawi, 
manusia terasing secara sosial. Kritik agama bagi Marx, adalah sekunder. Yang 
seharusnya dikritik adalah keterasingan nyata manusia dalam masyarakat 
modem. "Kritik surga menjadi kritik bumi, kritik agama menjadi kritik hukum, kritik 
teologi menjadi kritik politik". Tuntutan emansipasi manusia berubah membawa 
Marx secara konsekuen ke kritik masyarakat 

Ketiga, emansipasi dari keterasingan manusia Karl Marx berangkat 
dari kritik terhadap masyarakat kapitalisme. Terjadinya masyatakat borjuis erat 
kaitannya dengan kapitalisme. Hakekat masyarakat borjuis adalah uang, 
"pelacur umum, makcomblangnya orang-orang dan bangsa-bangsa". Uang 
menjadikan manusia menjadi budak, yang tergantung, yang ditentukan dari luar. 
la menjadi komoditi. Emansipasi berarti penghapusan masyarakat seperti itu. 
Oleh karena itu masyakat kapitalis berdasarkan hak milik pribadi atas alat-alat 
produksi, emansipasi menurut Karl Marx hanya dapat tercapai kalau hak milik 
pribadi itu dihapus. Marx menggambarkan dehumanisasi ini terjadi dibawah 
sistem produksi kapitalis dengan sebulan "keterasingan" (Etfremdung). Bahwa 
emansipasi manusia itu perlu diusahakan dan tercapai apabila manusia dapat 
mewujudkan diri secara bebas dari heteronomi, secara sosial, bebas dari 
kepentingan, secara produktif. Hubungan masyarakat dalam sistem ekonomi 
kapitalistik bersifat eksploitatif. 


Tendensi Akar Materialisme 

Materialime dalam konteks pembahasan filsafat sering dilawankan 
dengan idealisme, sebab kedua aliran (school) ini memiliki kawasan yang 
bertitrik pisah dan masing-masing mempunyai ciri atau penganut dalam sejarah 
kemanusiaan. Materialisme yang juga lazim disebut serba zat merupakan bagian 
dari filsafat metafisika dan terutama ontologi. Zatlah yang menjadi sifat dan 
keadaan terakhir kenyataan. Segala keadaan dan kejadian berasal dari metari. 
Unsur dasar seluruh kenyataan adalah zat. Tendensi akar materialisme terlihat 
pada filosof lonian, dan filsafat Yunani Kuno. 


Materialisme Dialektis 

Materialisme dialektika timbul dari perjuangan sosial yang hebat, yang 
muncul sebagai akibat dari Revolusi Industri. Ide tersebut banyak kaitannya 
dengan Karl Marx (1818-1883) dan Freidrich Engels (1820-1895), dan telah 
menjadi filsafat resmi dari Rusia dan RRC: doktrin Marx dan Engels telah diberi 
tafsiran dan diperluas oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lainnya. 

Materialisme dialektik walaupun sangat menghormati sains dan 
menyatakan bahwa persepsi indrawi sains memberi kita pengetahuan yang riil, 
adalah suatu pendekatan dari segi politik dan sejarah dan bukan dari segi sains 
alam. Disitu ditekankan pandangan bahwa perkembangan sejarah dimana materi 
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dalam bentuk organisasi ekonomi dalam masyarakat dianggap sebagai dasar. 
Dengan begitu maka dipakai istilah: materialisme sejarah dan determinisme 
ekonomi. Untuk memahami materialisme dialektik, kita harus memahami dan 
menelusuri kembali ide-ide George Hegel (1770-1831). Hegel, seorang idealis 
yang pikirannya banyak mempengaruhi Marx, berpendapat bahwa alam ini 
adalah proses menggelarnya fikiran-fikiran. Disitu timbullah proses alam, sejarah 
manusia, organisme dan kelembagaan masyarakat. Bag: Hegel, materi adalah 
kurang riil dari pada jiwa, karena jiwa atau pikiran adalah esensi dari alam. Marx 
menolak idealisme Hegel ia membalikkan filsafat Hegel dan mengatakan bahwa 
materilah (dan bukan jiwa atau ide) yang pokok. Materi, yang khususnya 
diperlihatkan oleh organisasi ekonomi dari masyarakat serta cara-cara produksi, 
menentukan kelembagaan politik dan sosial dari masyarakat. Kemudian hal-hal 
tersebut mempengaruhi pemikiran, filsafat, etika dan agama. 

Walaupun Karl Marx dan Freidrich Engels menolak idealisme Hegel, 
tetapi mereka menerima metodologi filsafatnya, hampir seluruhnya. Dunia 
menurut Hegel adalah selalu dalam proses perkembangan. Proses-proses 
perubahan tersebut bersifat dialektik, artinya, perubahan-perubahan itu 
berlangsung dengan melalui tahap afirmasi atau tesis, pengingkaran atau 
antitesis dan akhimya sampai pada integrasi atau Sintesa. 

Salah satu contoh proses dialektika yang berasal dari Hegel misalnya, 
menyangkut tiga bentuk negara. Bentuk negara yang pertama ialah diktatur. 
disini masyarakat diatur dengan baik, tetapi warga negara tidak mempunyai 
kebebasan apapun juga (tesis). Keadaan ini menampilkan lawannya: anarki 
(antitesis). Dengan bentuk negara seperti ini para warga negara mempunyai 
kebebasan tanpa batas, tetapi hid up kemasyarakatan menjadi kacau. Tesis dan 
antitesis ini diperdamaikan dalam suatu sintesis, yaitu demokrasi konstitusional. 
Dalam bentuk negara yang ketiga ini dijamin dan dibatasi oleh undang-undang 
dan kehidupan masyarakat berjalan dengan memuaskan. 

Seperti semua Hegelian haluan kiri, Marx pun sangat mengagumi 
metode dialektika yang diintroduksikan Hegel kedalam filsafat Tetapi dialektika 
Hegel-katanya-berjalan pada kepalanya dan ia mau meletakkannya diatas 
kakinya. Maksudnya ialah bahwa pada Hegel dialektika ialah dialektika pada ide, 
dan ia mau menjadikannya dialektika materi. Untuk hegel dan dialektika pada 
umumnya, alam merupakan buah dart roh, tetapi bagi Marx dan Engels segala 
sesuatu yang bersifat rohani merupakan buah hasil materi dan bukan sebaliknya. 

Dengan demikian Marx dan Engels memihak pada usaha Feuerbach 
untuk mengganti idealisme dengan materialisme. Dengan menganut suatu 
materialisme yang bersifat dialektis, Marx dan Engels menolak materialisme 
abad ke-18 dan juga materialisme abad ke-19 yang kedua-duanya bersifat 
mekanistis. Menurut materialisme abad ke-18 tidak ada perbedaan prinsipil 
antara sebuah mesin dan makhluk hidup (termasuk manusia). Hanya dalam hal 
terakhir ini mekanisme adalah lebih pelik. Salah satu prinsip materialisme dialetik 
adalah perubahan dalam hal kualitas. Itu berarti bahwa kejadian pada taraf 
kuantitatif (misalnya pengintergrasian lebih rapat dari bagian-bagian materi) 
dapat menghasilkan sesuatu yang sama sekali baru. Dengan cara itulah 
kehidupanm berasal dart materi mati dan kesadaran manusiawi berasal dari 
kehidupan organis. 
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Materialisme Historis 

Produksi ditentukan oleh alat Alat-alat itu adalah materi, yang 
dihasilkannya juga materi. Perkembangan sejarah adalah history (sejarah). 
History ditentukan oleh materi. Oleh karena itulah filsafat Marx disebut sebagai 
historis materialime. Manusia dapat menggunakan yang lain dart alam untuk 
keperluan-keperluannya. Ialah satu-satunya makhluk yang dapat mengganti 
kehidupannya, dan ikut mengganti sejarahnya. Tetapi pendorong untuk tindakan 
tidak terdapat dalam ide atau dalam keinginan seseorang atau dalam otaknya, 
akan tetapi pada pokoknya dalam proses produksi dan hubungan kelas 
masyarakat. Pada tahun 1848 Karl Marx dan Freidrich Engels menerbitkan 
Manifesto Komunis, suatu dokumen yang banyak mempengaruhi gerakan 
revolusioner. Akhimya Karl Marx menerbitkan karyanya yang besar, Das Kapital, 
Jilid pertama terbit pada tahu 1867. Marx membentuk interpretasi ekonomi 
tentang sejarah, dan interpretasi tersebut telah berpengaruh kuat selama seratus 
tahun terakhir ini. Bagi Marx faktor ekonomi adalah faktor yang menentukan 
dalam perkembangan sejarah manusia. sejarah digambarkan sebagai 
pertempuran kelas, dimana alat-alat produksi, didistribusi dan pertukaran barang 
dalam struktur ekonomi dari masyarakat menyebabkan perubahan dalam 
hubungan kelas, dan ini semua mempengaruhi kebiasaan dalam tradisi politik, 
sosial, moral dan agama 

Terdapat lima macam sistem produksi, empat macam telah muncul 
bergantian dalam masyarakat manusia. Sistem kelima diramalkan akan muncul 
pada hari esok yang dekat, dan sekarang sudah mulai terbentuk, (1) Sistem 
komunisme primitif, (2) Sistem produksi kuno yang didasarkan atas perbudakan, 
(3) Tingkatan dimana kelompok-kelompok feodal menguasasi penduduk- 
penduduk, (4) Timbullah sistem borjuis atau kapitalis dengan meningkatnya 
perdagangan, penciptaan dan pembagian pekerjaan, sistem pabrik menimbulkan 
industrialis kapitalis, yang memiliki dan mengontrol alat-alat produksi, (5) 
Masyarakat tanpa kelas atau komunisme murni. 

Pikiran dasar materialisme historis adalah arah yang ditempuh sejarah 
sama sekali ditentukan atau dideterminasi oleh perkembangan sarana-sarana 
produksi yang materiil. Jika sebagai contoh kita memilih pengolahan tanah, maka 
perkembangan sarana produksi adalah: tugal, pacul, bajak, mesin. Biarpun 
sarana-sarana produksi merupakan buah hasil pekerjaan manusia, tetapi sejarah 
tidak tergantung pada kehendak manusia. Menurut pendapat Marx manusia 
memang mengadakan sejarahnya, tetapi ia tidak bebas dalam mengadakan 
sejarahnya. sebagaimana juga materi sendiri, sejarahpun dideterminasi secara 
dialektis bukan secara mekanistis. Kemanakan arah perkembangan sejarah? 
Apakah titik akhir dari sejarah? Marx berkeyakinan bahwa sejarah manusia 
menuju ke suatu keadaan ekonomis tertentu, yaitu komunisme, dimana hak milik 
pribadi akan diganti dengan milik bersama. Perkembangan menuju fase sejarah 
ini bertangsung secara mutlak dan tidak mungkin dihindarkan. Tetapi manusia 
dapat mempercepat proses ini dengan menjadi lebih sadar dan dengan aksi-aksi 
revolusioner yang berdasar atas penyadaran itu. 
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Epilog 

Dari uraian yang dipaparkan diatas, penulis setidaknya memiliki 
harapan kepada segenap insan pergerakan untuk selalu menyadarkan diri 
sendiri akan realitas disekeliling kita yang timpang, tidak adil, dan menindas. 
Akan menjadi suatu hat yang sangat fatal dan busuk jika manusia selu diam 
melihat dan merasakan penindasan tetapi diam dan acuh. Pemikiran Karl Marx 
memberikan inspirasi bagi gerakan buruh di seluruh dunia untuk bergerak 
melawan sistem ekonomi kapitalis yang mengekspolitasi, menghisap dan 
menindas hakekat kesosialan manusia. Pemikiran Karl Marx bisa dijadikan alat 
atau kaca mata analisa atas sekian ketidakadilan yang disebabkan oleh negara 
yang repressif dan intstrumen kapitalistik internasional yang memiskinkan dan 
mengasingkan manusia dari fitrahnya. Maka, revolusi sosial menjadi penting 
untuk segera praxiskan. 


PEMIKIRAN KARL MARX TENTANG KRITIK EKONOMI-POLITIK 
Prawacana: Tentang Das Kapital 

Proses Produksi Kapital'”, adalah suatu pembahasan yang mendalam 
tentang ekonomi politik yang ditulis oleh Karl Marx. Marx melakukan suatu 
analisis kritis terhadap kapitalisme dan aplikasi praktisnya dalam ekonomi serta 
dalam bagian tertentu, merupakan kritik terhadap teori-teori terkait lainnya. 
Kekuatan pendorong utama kapitalisme, menurut Marx, terdapat dalam 
eksploitasi dan alienasi tenaga kerja. Sumber utama dari keuntungan baru dan 
nilai tambahnya adalah bahwa majikan membayar buruh-buruhnya untuk 
kapasitas kerja mereka menurut nilai pasar, namun nilai komoditi yang dihasilkan 
oleh para buruh itu melampaui nilai pasar. Para majikan berhak memiliki nilai 
keluaran (output) yang baru karena mereka memiliki alat-alat produksi (kapital) 
yang produktif. Dengan menghasilkan keluaran sebagai modal bagi majikan, 
para buruh terus-menerus mereproduksikan kondisi kapitalisme melalui 
pekerjaan mereka. 

Namun, meskipun Marx sangat prihatin dengan aspek-aspek sosial dari 
perdagangan, bukunya bukanlah sebuah pembahasan etis, melainkan sebuah 
upaya (yang tidak selesai) untuk menjelaskan tujuan dari “hukum gerak” (“laws of 
motion”) dari sistem kapitalis secara keseluruhan, asal-usulnya dan masa 
depannya. Ia bermaksud mengungkapkan sebab-sebab dan dinamika dari 
akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja bayaran, transformasi tempat kerja, 
konsentrasi modal, persaingan, sistem bank dan kredit, kecenderungan tingkat 
keuntungan untuk menurun, sewa tanah, dan banyak hal lainnya. Marx 
memandang komoditi sebagai "bentuk sel" atau satuan bangunan dari 
masyarakat kapitalis—ini adalah obyek yang berguna bagi orang lain, tetapi 
dengan nilai jual bagi si pemilik. Karena transaksi komersial tidak menyiratkan 
moralitas tertentu di luar apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
transaksinya, pertumbuhan pasar menyebabkan dunia ekonomi dan dunia moral- 


77 Marx menerbitkan jilid pertama dari Das Kapital pada 1867, tetapi ia meninggal dunia 
sebelum sempat menyelesaikan jilid kedua dan ketiganya yang sudah dibuat naskahnya. Buku-buku ini 
kemudian disunting oleh teman dan rekan kerjanya Friedrich Engels dan diterbitkan 1885 dan 1894, jilid 
keempat, yang berjudul, yang disebut Theories of Surplus-Value, pertama-tama disunting dan diterbitkan 
oleh Karl Kautsky pada 1905-1910. Naskah-naskah persiapan lainnya diterbitkan baru beberapa 
dasawarsa kemudian. 
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legal menjadi terpisah dalam masyarakat: nilai subyektif moral menjadi terpisah 
dari nilai obyektif ekonomi. 

Ekonomi politik, yang mulanya dianggap sebagai “ilmu moral” yang 
berkaitan hanya dengan distribusi kekayaan yang adil, atau sebagai suatu 
"aritmetika politik" untuk pengumpulan pajak, dikalahkan oleh disiplin ilmu 
ekonomi, hukum dan etika yang terpisah.Marx percaya bahwa para ekonom 
politik dapat mempelajari hukum-hukum kapitalisme dalam cara yang “obyektif”, 
karena perluasan pasar pada kenyataannya telah mengobyektifikasikan 
sebagian besar hubungan ekonomi: cash nexus membuang semua Ilusi 
keagamaan dan politik sebelumnya (namun kemudian menggantikannya dengan 
ilusi jenis lain—fetishisme komoditi), Marx juga mengatakan bahwa ia 
memandang "formasi ekonomi masyarakat sebagai suatu proses sejarah alam". 
Pertumbuhan perdagangan terjadi sebagai suatu proses di mana tak seorangpun 
dapat menguasai atau mengarahkan, menciptakan suatu kompleks jaringan 
kesalingterkaitan sosial yang sangat besar secara global. Dengan demikian, 
suatu "masyarakat" terbentuk "secara ekonomi" sebelum orang benar-benar 
secara sadar menguasai kapasistas produktif yang sangat beasr dan 
kesalingterkaitan yang telah mereka ciptakan, untuk membangunnya secara 
kolektif untuk dipergunakan sebaik-baiknya. 

Jadi, analisis Marx dalam Das Kapital, difokuskan terutama pada 
kontradiksi-kontradiksi struktural, daripada antagonisme kelas, yang mencirikan 
masyarakat kapitalis-“gerakan kontradiktif” (gegens?tzliche Bewegung) yang 
berasal pada sifat ganda pekerjaan,” bukannya dalam perjuangan antara tenaga 
buruh dan modal, atau antara kelas pemilik dan kelas pekerja. Lebih jauh, 
kontradiksi-kontradiksi ini beroperasi (seperti yang digambarkan oleh Marx 
dengan menggunakan suatu ungkapan yang dipinjam dari Hegel) “di belakang 
punggung” kaum kapitalis maupun buruh, artinya, sebagai akibat dari 
aktivitasaktivitas mereka, namun demikian tidak dapat diminimalkan ke dalam 
kesadaran mereka baik sebagai individu maupun sebagai kelas. Oleh karena itu, 
Das Kapital, tidak mengusulkan suatu teori revolusi (yang dipimpin oleh kelas 
buruh dan wakil-wakilnya) melainkan teori tentang krisis sebagai kondisi untuk 
potensi revolusi, atau apa yang dirujuk oleh Marx dalam Manifesto Komunis 
sebagai "senjata" potensial, "ditempa" oleh para pemilik modal, "berbalik 
memukul kaum borjuis sendiri" oleh kelas pekerja. Krisis seperti itu, menurut 
Marx, berakar dalam sifat komoditi yang kontradiktif, bentuk sosial yang paling 
dasar dari masyarakat kapitalis. Dalam kapitalisme, perbaikan-perbaikan dalam 
teknologi dan meningkatnya tingkat produktivitas menambah jumlah kekayaan 
materi (atau nilai pakai) dalam masyarakat sementara pada saat yang 
bersamaan mengurangi Nilai (ekonomi) dari kekayaan ini, dan dengan demikian 
merendahkan tingkat keuntungan—suatu kecenderungan yang membawa 
kepada situasi tertentu, yaitu ciri khas dalam kapitalisme, yakni "kemiskinan di 
tengah kelimpahan," atau lebih tepatnya, krisis produksi yang berlebihan di 
tengah konsumsi yang terlalu rendah. 

Marx mendasarkan karyanya pada para ekonom klasik seperti Adam 
Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan bahkan Benjamin Franklin. Namun, ia 
mengolah kembali gagasan-gagasan para pengarang ini, sehingga bukunya 
merupakan sintesis yang tidak mengikuti gagasan pemikir manapun. Buku ini 
juga mencerminkan metodologi dialektis yang diterapkan oleh G.W.F. Hegel 
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dalam bukunya The Science of Logic dan The Phenomenology of Mind, dan 
pengaruh para sosialis Perancis seperti Charles Fourier, Comte de Saint-Simon, 
dan Pierre-Joseph Proudhon. Marx sendiri mengatakan bahwa tujuannya adalah 
"membawa suatu ilmu fartinya, ekonomi politik) melalui kritik kepata suatu titik di 
mana ia dapat secara dialektis digambarkan", dan dalam cara ini 
"mengungkapkan hukum gerak masyarakat modern". Dengan memperlihatkan 
bagaimana perkembangan kapitalis itu adalah pendahulu dari suatu cara 
produksi sosialis yang baru, ia berusaha memberikan dasar ilmiah bagi gerakan 
buruh modern. Dalam mempersiapkan bukunya ini, ia mempelajari literatur 
ekonomi yang tersedia pada masanya selama dua belas tahun, terutama di 
British Museum di London. Aristoteles, dan filsafat Yunani pada umumnya, 
merupakan pengaruh penting lainnya (meskipun seringkali diabaikan) dalam 
analisis Marx terhadap kapitalisme. Pendidikan Marx di Bonn terpusat pada para 
penyair Yunani dan Romawi. Disertasi yang diselesaikannya di universitas 
adalah tentang perbandingan antara filsafat alam dalam karya Demokritus dan 
Epikurus. Lebih dari itu, sejumlah pakar telah mengajukan pendapatnya bahwa 
rancangan dasar Das Kapital-termasuk kategori-kategori penggunaan dan nilai 
tukar, serta "silogisme" untuk sirkulasi sederhana dan diperluas (M-C-M dan M- 
C-M')—diambil dari Politik (Aristoteles) dan Etika Nikomakea. Lebih dari itu, 
gambaran Marx tentang mesin di bawah hubungan-hubungan produksi kapitalis 
sebagai “otomat” yang bertindak sendiri, adalah sebuah rujukan langsung 
kepada spekulasi Aristoteles kepada alat-alat yang tidak bernyawa yang mampu 
mengikuti perintah sebagai kondisi untuk penghapusan perbudakan. 


Dasar Kritik Ekonomi-Politik 

Dalam studi kritik ekonomi-politik pandangan Karl Heinrich Marx 
(1818-1883) dianggap paling berpengaruh. Dari segi teoritis, banyak pakar dan 
pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Marx sangat dalam dan 
luas. Teori-teorinya tidak hanya didasarkan atas pandangan ekonomi saja, tetapi 
juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, falsafah dan sebagainya. 
Karl Marx sangat benci dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh 
Adam Smith dan kawan-kawan. Untuk menunjukkan kebenciannya Marx 
menggunakan berbagai argumen untuk “membuktikan” bahwa sistem liberal atau 
kapitalis itu buruk. Argumen-argumen yang disusun Marx dapat dilihat dari 
berbagai segi, baik dari sisi moral, sosiologi maupun ekonomi.” 


78 Dari segi moral Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. 
Ketidakadilan ini akhirnya akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang 
tidak bisa dipertahankan. Walau ada pengakuan bahwa sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar 
ini lebih efisien, akan tetapi sistem ini tetap dikecam sebab sistem liberal tersebut tidak perduli tentang 
masalah kepincangan dan kesenjangan sosial. Dengan menerapkan sistem “upah besi” kaum buruh 
dalam sistem perekonomian liberal tidak akan pernah mampu mengangkat derajatnya lebih tinggi 
karena—sebagaimana diucapkan Marx—'pasar bebas memang telah mentakdirkannya demikian”. 
Untuk mengangkat harkat para buruh yang sangat menderita dalam sistem liberal tersebut Marx 
mengajak kaum buruh untuk bersatu, dan sistem perekonomian liberal-kapitalis harus digantikan dengan 
sistem lain yang lebih memperhatikan masalah pemerataan bagi semua untuk semua, yaitu sistem 
perekonomian sosialis-komunis. Dari segi sosiologi, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas. 
Dalam sistem liberal-kapitalis yang diamati Marx ada sekelompok orang (yaitu para pemilik modal) yang 
menguasai kapital, dan ada sekelompok orang lainnya (yaitu kaum buruh) sebagai kelas proletar yang 
seperti sudah ditakdirkan untuk selalu menduduki posisi kelas bawah. Jika tidak dilakukan sesuatu, 
demikian argumentasi Marx, jumlah kaum nestapa ini akan semakin besar. Sebagai langkah antisipasi, 
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Menurut ramalan Marx sistem kapitalis hancur bukan disebabkan oleh 
faktor-faktor lain, melainkan karena keberhasilannya sendiri. Sistem kapitalis 
dinilai Marx mewarisi daya self destruction, suatu daya dari dalam yang akan 
membawa kehancuran bagi sistem perekonomian liberal itu sendiri. Bagi Marx 
sistem kapitalis adalah suatu sistem yang “sudah busuk dari dalam” dan tidak 
mungkin diperbaiki. Untuk membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih 
baik, tidak ada jalan lain, sistem liberal atau kapitalis tersebut harus dihancurkan 
dan diganti dengan sistem yang lain yang lebih manusiawi, yaitu sistem sosialis 
atau komunis. 

Dalam buku Manifesto Komunis dapat diikuti bagaimana teori Marx 
tentang pertentangan kelas. Menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada 
hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas. Di zaman 
kuno ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. Di zaman 
pertengahan ada tuan tanah sebagai pemilik dan hamba sahaya yang 
menggarap tanah bukan kepunyaannya. Bahkan di zaman modern ini juga ada 
majikan yang memiliki alat-alat produksi dan buruh yang hanya punya tenaga 
kerja untuk dijual kepada majikan. 

Disamping itu juga ada masyarakat kelas kaya (the haves) dan kelas 
masyarakat tak berpunya (the haves not). Semua kelas-kelas masyarakat ini 
dianggap Marx timbul sebagai hasil dari kehidupan ekonomi masyarakat.Menurut 
pengamatan Marx, di seluruh dunia ini di sepanjang sejarah, kelas yang lebih 
bawah selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan status 
kesejahteraan mereka. Sekarangpun (maksudnya di masa Marx) tak terkecuali, 
tetap ada perjuangan kelas. Dengan anggapan seperti ini Marx meramal bahwa 
kaum proletar yang terdiri dari para buruh akan bangkit melawan kesewenang- 
wenangan kaum pemilik modal dan akan menghancurkan kelas yang berkuasa. 
Bagaimana Marx menganggap bahwa kaum proletar dihisap dan diproses oleh 
para pemilik modal? Teori yang digunakan untuk menjelaskan penindasan 
tersebut adalah teori lebih (theory of surplus value), yang sebenarnya berasal 
dari kaum klasik sendiri. 

Menurut pandangan kaum klasik (Ricardo), nilai suatu barang harus 
sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang tersebut, yang di 
dalamnya sudah termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami (natural 
wages). Upah alami yang diterima oleh para buruh hanya cukup sekedar 
penyambung hidup secara subsistem, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang 
sangat pokok-pokok saja. Padahal nilai dari hasil kerja para buruh jauh lebih 
besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai upah alami. Kelebihan nilai 
produktivitas kerja buruh atas upah alami inilah yang disebut Marx sebagai nilai 


Marx menganjurkan agar sistem liberal yang menyebabkan kaum buruh menderita tersebut harus 
diperbaiki, atau lebih tepat lagi, diganti dengan sistem sosialis yang lebih “berpihak” pada golongan 
kaum buruh. Dari segi ekonomi, Marx melihat bahwa akumulasi kapital di tangan kaum kapitasil 
memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi pembangunan dalam sistem 
kapitalis sangat bias terhadap pemilik modal. Untuk bisa membangun secara nyata bagi seluruh lapisan 
masyarakat, perlu dilakukan perombakan struktur melalui revolusi sosial. Jika langkah ini berhasil, maka 
langkah berikutnya yang harus diambil ialah penataan kembali hubungan produksi (khususnya dalam 
sistem pemilikan tanah, alat-alat produksi dan modal). Menurut Marx, hanya atas dasar hubungan yang 
lebih manusiawi ini pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan dapat diterima oleh 
seluruh lapisan rakyat. Atas pandangan yang sangat skeptis di atas, tidak heran jika Marx meramal 
bahwa suatu masa sistem kapitalis akan hancur. 
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lebih (surplus value)'?, dinikmati oleh para pemilik modal. Makin besar nilai 
surplus yang dinikmati pemilik modal, yang bagi Marx berarti makin besar 
penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atau kaum buruh. 

Di sini tampak perbedaan yang sangat nyata antara Marx dan Smith 
dalam memandang persaingan. Kalau Smith menganggap persaingan bebas 
sebagai prasyarat bagi terbentuknya masyarakat sejahtera, sebaliknya Marx 
memandangnya sebagai penyebab terjadinya konsentrasi-konsentrasi ekonomi 
atau monopoli. Kompetisi dinilai Marx mengandung sesuatu daya yang kalau 
tidak diawasi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. 
Perusahaan-perusahaan besar akan mencaplok yang kecil. Yang lemah akan 
tergusur dari pasar. Akibatnya jumlah golongan menengah menciut, jumlah kaum 
proletar akan semakin banyak. Sebagai ekses dari persaingan yang tidak sehat 
tersebut maka sebagian yang kalah tercampak dari pasar. Mereka yang tergusur 
dari pekerjaan semula akan mengumpul di pusat-pusat industri, membentuk 
perkampungan-perkampungan kumuh. Tetapi adanya pemusatan para 
penganggur ini justru menguntungkan kaum kapitalis, sebab mereka bisa 
dijadikan sebagai cadangan tenaga kerja murah. Dengan banyaknya orang yang 
antri mencari pekerjaan, maka kaum buruh yang “cukup beruntung memperoleh 
pekerjaan” walau dengan upah sangat rendah tersebut tidak akan bisa macam- 
macam. Kalau mereka membuat ulah, dengan segera mereka bisa dipecat 
(PHK) dan seribu orang siap menggantikannya. Akibat yang lebih nyata dari 
keadaan ini: kehidupan buruh kian lama semakin tergencet. Tetapi dengan 
praktek “gencet menggencet” seperti ini siapa sesungguhnya yang rugi? Kaum 
buruh jelas rugi, sebab mereka hanya bis memperoleh nafkah sekedar 
penyambung hidup belaka. Bagaimana dengan pemilik modal? Pada mulanya 
dengan menekan upah buruh mereka memang untung. Tetapi dengan jumlah 
buruh yang sangat banyak, sedang pendapatan mereka sangat rendah, siapa 
yang akan membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik? 
Karena daya beli masyarakat rendah, barang-barang yang dihasilkan menjadi 
tidak laku. Pabrik-pabrik terpaksa tutup. Semua ini bukan karena salah siapa- 
siapa, melainkan karena tingkah kaum kapitalis sendiri. Lebih lanjut Marx 
menganalisis: jika pabrik-pabrik pada tutup, pengangguran akan semakin 
merajalela, yang akan membawa kekalutan pada masyarakat. Marx meramal 
akan datang suatu masa, di mana terjadi krisis besar-besaran, yang akan 
mengakhiri riwayat sistem kapitalistis. 

Dari setiap argumen yang dilontarkan Marx di atas jelas sekali bahwa 
ide tentang konflik selalu ditekankan: konflik antara ideal dan realitas, antara 
kapital dan labor: juga antara pertumbuhan dan stagnasi. Dari setiap konflik akan 


" Sebagaimana yang tertulis oleh Marx dalam Das Capital (yang sudah diterjemahkan dalam 
bahasa Inggris oleh Samuel Moore dan Edward Aveling menjadi: Capital: A Critigue of Political Economy 
(1984): The Rate of surplus-value is therefore an expression for the degree of exploitation of labour- 
power by capital, or of the labourer by capitalist. Menurut Marx, sebagian dari nilai surplus itu merupakan 
hak para pekerja, tetapi semuanya dikangkangi oleh para pemilik modal. Mereka (para pemilik modal 
tersebut) telah memakan yang bukan hak mereka. Sebagian dari nilai lebih tersebut kembali ditanamkan 
untuk investasi, apakah perluasan usaha yang ada atau membuka lapangan usaha baru. Dari hasil 
investasi ini para pemilik modal akan menerima hail yang lebih besar. Kekayaan mereka terus 
menumpuk, sehingga makin lama semakin besar. Akumulasi kapital akan semakin berhasil jika para 
kapitalis bisa menindas kaum buruh sekeras-kerasnya, yaitu dengan memberikan tingkat upah yang 
sangat rendah. 
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muncul perubahan, dan untuk alasan ini Marx berpendapat bahwa sistem 
kapitalisme mesti diganti dengan sistem lain di mana konflik diganti dengan 
harmoni atau keselarasan etis, sosial dan ekonomi. Proses pembangunan 
melalui konflik merupakan proses dialektik.”' Proses ini mempunyai basis dalam 
pembagian masyarakat atas kaum pekerja dan kapitalis. Bagi Marx, pangkal dari 
semua perubahan adalah karena dilakukannya penghisapan atau eksploitasi dari 
para kapitalis terhadap kaum buruh. Eksploitasi terhadap buruh tersebut telah 
memungkinkan terjadinya akumulasi kapital di pihak pemilik modal, tetapi 
menyebabkan pemiskinan di kalangan buruh. Perbedaan yang sangat menyolok 
antara pemilik kapital dan kaum proletariat sebagaimana dijelaskan di atas akan 
membawa ke arah revolusi sosial. Bagaimana revolusi sosial tersebut terjadi 
sebagai akibat dilakukannya eksploitasi terhadap labor. Uraian tentang dasar 
kritik-ekonomi politik diatas dapat dijadikan kerangka teoretik dan kemudian 
membatasi sekaligus sebagai alat analisa dan verifiksi terhadap logika 
perkebangan masyarakat dalam menyusun teori negara menurut Marx. 


Kelas dan Kapitalisme” 

Kritik Marx terhadap konsep negara liberal dan Hegelian perlu 
dipahami dalam kerangka pemikian Marx yang lebih luas tetang posisi Indonesia 
dalam masyarakat, hubungan-hubungan produksi, dan sistem produksi modern 
yang ia sebut kapitalisme. Pada dasarnya Marx bisa menerima keberadaan 
individu sebagai organisme yang memiliki kapasitas unik, hasrat dan 
kepentingan untuk memilih secara bebas. Namun, ia menolak pandangan liberal 
yang melihat individu sebagai organisme yang abstrak tanpa kaitannya dengan 
kehidupan sehari-hari yang besifat riil. la juga mengkritik kecenderungan 
menempatkan individu sebagai entitas sosial yang paling utama untuk 
memahami kehidupan politik dan perilaku negara. (Giddens and Held, 1982). 
Dalam Critigue Hegel's Philosophy of Right (1843a). Marx menegaskan, “man is 
not an abstrac being sguatting outside the world. Man is the human world, the 
state, society” (h. 131). Keberadaan individu karenanya hanya bisa diterima 
dalam kaitannya dengan sesama individu lainnya. Individu bukanlah sekumpulan 
organisme yang bertindak secara otonom yang terlibat aktif dalam produksi dan 
kehidupan politik, melainkan humam beings yang hidup dalam jaring-jaring 
interaksi dan relasi sosial dengan sesama manusia lainnya. Sifat-sifat dasar dan 


30 Bagi Marx, dialektika sejarah merupakan suatu keniscayaan: sesuatu yang pasti bakal 
terjadi. Yang jelas, jika kaum proletar sudah tidak tahan lagi, mereka akan melancarkan revolusi. Para 
pekerja akan menghancurkan pabrik-pabrik dan merusak segala milik kaum kapitalis. Tetapi jika ini 
terjadi, semua pihak akan rugi: baik kaum kapitalis maupun mereka sendiri. Sebab, jika pabrik-pabrik 
hancur, berarti mereka akan tergusur dari lapangan kerja. Untuk menghindari tindakan-tindakan yang 
merugikan semua pihak, di sinilah peran kaum komunis diharapkan. Menurut Marx, kaum komunis yang 
memperjuangkan nasib kaum proletar harus menuntun revolusi yang dilancarkan kaum proletar ke arah 
yang benar, dan revolusi harus dilancarkan sebaik-baiknya. 

Agar revolusi berjalan sukses, Marx menganjurkan agar kaum komunis mendukung setiap 
gerakan melawan tatanan sosial politik sistem kapitalis. Kaum proletar yang sudah sangat menderita 
dan tidak memiliki apa-apa di bawah sistem kapitalis tidak akan kehilangan apa-apa dalam 
memperjuangkan revolusi. Bagi Marx, untuk memperjuangkan nasib mereka sendiri kaum buruh di 
seluruh negeri harus bersatu memperjuangkan sebuah sistem baru yang lebih berpihak kepada kaum 
buruh, yaitu sistem sosialis atau komunis. 

Lih. Eric Hiariej, Teori Negara Marxis, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas ISIPOL 
UGM, Volume 7, Nomor 2, November 2003 (261-282) h. 268-272. 
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perilaku setiap individu merupakan produk sejarah yang bersumber dari berbagai 
bentuk interaksi sosial antara manusia. Bagi pemikir liberal, perbedaan antara 
seorang budak dan majikan menjadi tidak penting karena kedua-duanya 
merupakan individu yang berdaulat. Akan tetapi bagi Marx perbedaan itu sangat 
nyata karena merupakan produk interaksi antar manusia yang membawa efek 
ekonomi dan sosial yang bertolak belakang (Marx, 1858). 

Kunci untuk memahami perilaku individu adalah struktur kelas. Akan 
tetapi tidak semua masyarakat mengalami proses pemilahan berdasarkan kelas. 
Masyarakat tribal, diantaranya, tidak mengenal kelas karena masyarakat tidak 
mengenal surplus dan tidak mengakui pemilikan pribadi atas alat-alat produksi. 
Sistem produksi dijalankan secara gotong royong dan dibagikan secara merata 
kepada setiap anggota masyarakat. Sebaliknya, pemilahan kelas hanya 
berkembang dalam sistem produksi yang mengejar surplus dan mengakui hak- 
hak pemilikan pribadi. Surplus tersebut dicapai setelah kelas sosial non-produktif 
berhasil menguasai alat-alat produksi dan memaksakan eksploitasi atas kelas 
sosial produktif (Marx, 1867). Kelas sosial yang menguasai alat-alat produksi 
menjadi kelas dominan, sementara kelas sosial produktif yang ditindas atas 
nama keuntungan menjadi kelas sub-ordinan. Pada gilirannya, ketika sistem 
produksi yang mengejar surplus dan mengakui hak-hak properti ini berkembang 
menjadi sistem produksi yang utama, kelas dominan dan subordinan 
akanmenjadi dua kelas uatam yang membelah masyarakat. Hubungan antara 
kedua kelas ini selalu ditandai oleh eksploitasi dan konflik, yang berpengaruh 
besar terhadap dinamika sebuah masyarakat. (Marx dan Engels, 1848). 
Sayangnya tulisan Marx tidak memberikan perhatian cukup serius pada 
kemungkinan hubungan yang saling tumpang tindih antar penindasan 
berdasarkan kelas dan penindasan berbasiskan gender. Topik ini baru menjadi 
perhatian yang cukup serius dalam tulisan Engels, On Origins of The Family, 
Private Property and The State. Menurut Engels (1881), dalam masyarakat kuno 
yang bersifat matriarchal posisi perempuan sedikit lebih dominan dibanding laki- 
laki. Namun hubungan antara keduanya berubah total setelah pengakuan atas 
hak-hak pemilikan pribadi. Laki-laki menjadi lebih beruntung karena hak atas 
warisan memungkinkan laki-laki menguasai hak-hak pemikiran tersebut. 

Dalam masyarakat modern struktur kelas merupakan produksi sisten 
kapitalisme. Sistem ini dibangun berdasarkan hak pemilikan pribadi atas faktor 
produksi, kebebasan mempertukarkan barang dan jasa, dan relasi yang tidak 
seimbang antara modal dan tenaga kerja. Produksi ditujukan untuk 
mengahasilkan profit dan surpluse value dan bukan untuk kepentingan jangka 
panjang memuaskan kebutuhan manusia. (Held, 1996, Brown, 1995, MacEwan, 
1999). Menurut Marx, sistem ini pada dasarnya mengandung ketegasan- 
ketagasan yang melekat secara inheren dalam keseluruhan proses 
menghasilkan profit dan surpluse value. Perkembangan sejarah dalam banyak 
hal ditentukan oleh hasil ketegangan-ketegangan ini, diataranya ketegangan 
hubungan produksi dan tehnik produksi dan konflik kelas. Menurut Marx, sistem 
produksi kapitalisme terdiri dari, setidaknya, dua macam struktur dasar yang 
disebut Marx dengan social formation dan mode of production (Marx, 1859). 
Formasi sosial merupakan sekumpulan kumpulan interaksi dan lembaga- 
lembaga sosial yang membentuk sebuah masyarakat. Struktur ini meliputi 
seluruh aspek kehidupan sosial termasuk sistem ekonomi, sistem kekuasaan 
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dan kehidupan budaya yang saling berhubungan satu sama lain. Formasi sosial 
dibentuk oleh determinasi mode of production atau infrastruktur ekonomi atas 
kesadaran sosial, kehidupan budaya dan sistem politik. 

Di lain pihak, infrastruktur ekonomi—atau sering juga disebut 
economic base—merupakan kombinasi dari relation of production menyangkut 
tiga jenis relasi sosial: pertama, hubungan-hubungan produksi yang bersifat 
primer seperti hubungan butuh dan majikan, kedua, hubungan-hubungan 
produktif yang bersifat sekunder seperti serikat buruh, asosiasi pemilik modal 
dan pola-pola dasar kehidupan keluarga yang berkaitan erat dengan sistem 
produksi kapitalistiks dan ketiga hubungan-hubungan politik dan sosial yang 
bersumber dari hubungan produksi primer dan sekunder seperti negara, 
lembaga-lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang 
mencermikan hubungan buruh-majikan. Sementara itu, forces of productions 
meliputi alat-alat produksi, tehnik produksi, sumber daya alam dan manusia dan 
pengorganisasian produksi berdasarkan alat, tehnik dan sumber daya yang 
dimiliki. Menurut Marx, infrastruktur ekonomi berpengaruh besar terhadap bentuk 
dasar masyarakat. Hubungan produksi, diantaranya, menentukan proses 
menghasilkan surplus. Sebuah formasi sosial dapat dikategorikan kapitalistik jika 
hubungan produksi ini ditujukan untuk merebut use value yang dihasilkan pekerja 
dan mengubahnya menjadi exchange value yang dilekatkan pada komoditi 
tertentu sebelum mengahasilkan profit. Pemisahan antara kelompok sosial yang 
menghasilkan profi—dan karenanya menguasai kapital—dan kelompok sosial 
yang hanya mempu menjual tenaga kerjanya bukan saja menentukan hubungan 
kelas, tetapi juga menjadi basis eksploitasi dan konflik sosial dalam masyarakat 
modern. 

Pemahaman tentang kelas dan kapitalisme membawa implikasi luas 
terhadap pemahaman Marx dan Engels tentang negara. Bertolak belakang 
dengan Hegel yang memisahkan negara dari masyarakat (sipil) sembari 
menempatkan negara sebagai aktor yang otonom dan menentukan. Marx 
memahami kehadiran negara sebagai bagian dari dinamika yang terjadi dalam 
masyarakat, terutama hubungan antar kelas sosial yang konfliktual. Marx dan 
Engels juga berbeda dengan para pemikir liberal yang memusatkan perhatiannya 
pada ketegangan antara hak-hak individu dan netralitas negara karena ia melihat 
keberadaan otoritas politik dalam konteks sistem produksi untuk menghasilkan 
surplus value yang menjadi basis material hubungan tidak seimbang antara kelas 
dominan dan subordinan. Bagi Marx, gagasan tentang negara harus selalu 
dikaitkan dengan dua faktor: pertama, negara merupakan orde politik yang 
merepresentasikan kepentingan kelas sosial dominan, termasuk didalamnya 
menjamin keberlangsungan dominasi modal atas tenaga kerja. Kedua, negara 
juga merupakan orde politik yang menjamin keberlangsungan akumulasi kapital 
tanpa gangguan perjuangan kelas. 


(Penulis: Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A., Majelis Pembina PMII 
Komisariat Al-Ghozali Cilacap, nuriel.ugm@gmail.com/ 085647634312) 
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Hand-Out 12 
SEJARAH TEOLOGI PEMBEBASAN AMERIKA LATIN (TAHUN 60-AN) 


Pra Wacana 

Teologi pembebasan pada awalnya muncul di Eropa pada abad kedua 
puluh dan menjadu studi bagai agama-agama untuk melihat peran agama dalam 
membebaskan manusia dari ancama globalisasi dan menghindarkan manusia 
dari berbagi macam dosa sosial, serta menawarkan pardigma untuk 
memperbaiki sistem sosial.perkembangan teologi pembebasan di Eropa lebih 
pada pemikiran, sedangkan di Amerika Latin dan Asia pada pemikiran kegerakan 
untuk melawan hegemoni kekuasaan yang otoriter. 

Perkembangan teologi pembebasan di negeri kita sangat lambat, 
teologi pembebasan pernah menjadi momok di Indonesia di seputar tahun 1980- 
1990-an. Tudingan kiri dan komunis selalu membayangi gerakan dan paham 
yang ditujukan untuk membela kaum lemah. Bahkan di kalangan para teolog di 
Indonesia sendiri terjadi perbedaan pandangan tentang teologi pembebasan. 
Ada sebagian kalangan yang menuding teologi pembebasan di Amerika Latin 
sebagai penganjur — pembebasan dengan kekerasan bersenjata. Prasangka 
buruk yang melekat pada gerakan di Amerika Latin tidak hanya datang dari 
negara di Asia, tetapi juga Eropa dan Amerika Utara, termasuk Amerika Serikat, 
yang tentu saja dengan alasan yang tidak selalu sama. Demikian pula pendapat 
yang sangat berbeda dengan para rohaniwan atau teolog yang menerima. 
Sebaliknya, Wahono Nitiprawira melihat Teologi Pembebasan sebagai kajian 
ilmiah yang harus dilihat secara obyektif, baik kekurangan maupun kelebihannya. 

Berbicara tentang teologi pembebasan dalam diskusi-diskusi resmi 
atau tak resmi memang terasa problematik. Seringkali diskusi seperti ini dicurigai 
sebagai gerakan pemikiran kekiri-kirian yang diasosiasikan dengan pendukung 
komunisme atau dianggap menyebarkan pemikiran subversif. (khususnya pada 
era Orde Baru lalu). Setelah Orba jatuh dan kebebasan berpikir mulai terbuka 
diskusi semacam ini juga dianggap tabu dan dipandang dengan mata sinis oleh 
sebagian kalangan. 

Rupanya persepsi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, 
adanya kesalahpahaman mengenai term teologi pembebasan (liberation 
theology) itu sendiri. Kedua, karena teologi pembebasan adalah terminologi yang 
lahir dari tradisi Kristiani, khususnya di Amerika Latin, dan tidak pernah dikenal 
secara eksplisit dalam khazanah pemikiran Islam. Dan ketiga, karena teologi 
pembebasan sedikit banyak diinspirasikan oleh ideologi kiri dari pemikiran 
Marxisme yang dalam sejarah perpolitikan Indonesia dianggap memiliki cacat 
yang tak termaafkan setelah peristiwa G 30 S. Tulisan reflektif ini dimaksudkan 
untuk sedikitnya mengklarifikasikan asumsi-asumsi yang enjadi keberatan 
berbagai kalangan terhadap wacana teologi pembebasan. Dan untuk tujuan ini 
saya berusaha menyelami sejarah sekaligus menemukan makna dan signifikansi 
teologi pembebasan bagi pemahaman keagamaan kita ke arah pengertian yang 
lebih transformatif, rasional dan fungsional. 
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Teologi 

Teologi (bahasa Yunani , theos, "Allah, Tuhan", logia, "kata-kata," 
"ucapan," atau "wacana"”) adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai 
agama, spiritualitas dan Tuhan (“Teologi dan agama-agama lain diluar agama 
Kristen”). Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala 
sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala 
sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Para teolog berupaya menggunakan 
analisis dan argumen-argumen rasional untuk mendiskusikan, menafsirkan dan 
mengajar dalam salah satu bidang dari topik-topik agama. Teologi dapat 
dipelajari sekadar untuk menolong sang teolog untuk lebih memahami tradisi 
keagamaannya sendiri ataupun tradisi keagamaan lainnya, atau untuk menolong 
membuat perbandingan antara berbagai tradisi atau dengan maksud untuk 
melestarikan atau memperbarui suatu tradisi tertentu, atau untuk menolong 
penyebaran suatu tradisi, atau menerapkan sumber-sumber dari suatu tradisi 
dalam suatu situasi atau kebutuhan masa kini, atau untuk berbagai alasan 
lainnya. 

Kata 'teologi' berasal dari bahasa Yunani klasik, tetapi lambat laun 
memperoleh makna yang baru ketika kata itu diambil dalam bentuk Yunani 
maupun Latinnya oleh para penulis Kristen. Karena itu, penggunaan kata ini, 
khususnya di Barat, mempunyai latar belakang Kristen. Namun demikian, di 
masa kini istilah ini dapatdigunakan untuk wacana yang berdasarkan nalar di 
lingkungan ataupun tentang berbagai agama. Di lingkungan agama Kristen 
sendiri disiplin 'teologi' melahirkan banyak sekali sub-divisinya. Pada Abad 
Pertengahan, teologi merupakan subyek utama di sekolah-sekolah universitas 
dan biasa disebut sebagai "The Gueen of the Sciences". Dalam hal ini ilmu 
filsafat merupakan dasar yang membantu pemikiran dalam teologi. 

Secara umum, teologi adalah pembicaraan tentang Tuhan. Menurut 
Schoof (1970) teologi adalah refleksi sistematis dan metodis tentang realitas 
iman, yaitu "integrasi ilmiah dari sabda Tuhan sebagaimana itu ditujukan kepada 
kita". Sementara, "pembebasan" adalah refleksi kritis tentang Tuhan baik dalam 
iman, tindakan dan realitas kesejarahan. Banyak kalangan yang berpikir teologi 
pembebasan sebagai Marxis dan Komunis, Wahono justru mengingatkan bahwa 
teologi pembebasan lebih banyak didasarkan oleh ajaran Kristen yang dekat 
dengan kemiskinan dan berpihak pada rakyat kecil. Meskipun diakui teologi 
Amerika Latin menggunakan metode analisis sejarah perjuangan kelas yang 
dimulai dengan praksis untuk mengubah basis hubungan sosial ekonomi. Akan 
tetapi, para teolog pembebasan tidak berhenti pada analisis Marxis saja, 
melainkan disambung dengan proses eksegetis sebagaimana dituntut oleh 
komitmen dan iman Kristiani yang bersumber pada Kitab Suci. Teologi 
pembebasan yang ada saat ini tidak semata-mata muncul begitu saja di awal 
tahun 1960-an. Akan tetapi merupakan proses berkelanjutan dari kegiatan 
berteologi sejak tahun 1564. Cikal bakal teologi pembebasan tersebut tenggelam 
pada masa kolonialisasi (1553-1808). Setelah Gustavo Gutierrez, pastor Peru 
yang menerbitkan A Theology of Liberation pada tahun 1971, gerakan 
pembebasan telah menjadi radikal, baik secara politik maupun teologis. 
Perkembangan umat dalam berteologi tidak dapat dilepaskan dari konteks 
masyarakatnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan di negara-negara 
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Amerika Latin teologi pembebasan tumbuh subur sebagai alat melawan 
penguasa dan pemilik modal. 


Teologi pembebasan, apa itu? 

Pada mulanya istilah teologi pembebasan atau liberation theology 
diperkenalkan oleh para teolog Katolik di Amerika Latin pada pertengahan abad 
lalu. Para teolog ini mau membedakan antara metode teologi pembebasan 
dengan teologi tradisional. Teologi tradisional adalah teologi yang membahas 
tentang Tuhan semata-mata, sementara teologi pembebasan adalah cara 
berteologi yang berasal dari refleksi iman di tengah realitas konkrit yang 
menyejarah. Yakni teologi yang memprihatini nasib dan solider kepada mereka 
yang menderita ketidakadilan, kalah, miskin, ditindas dan menjadi korban 
sejarah, teologi yang mau mentransformasikan dunia. Atau dalam ungkapan 
Gustavo Gutierrez: Teologi Pembebasan adalah sebuah teologi yang tidak hanya 
merefleksikan dunia, melainkan juga mencoba melakukan proses transformasi 
terhadapnya. Ia (teologi pembebasan| adalah teologi yang berupaya untuk 
melawan pelecehan terhadap martabat manusia, melawan perampasan oleh 
mayoritas, berupaya untuk membebaskan cinta dan membangun suatu 
masyarakat baru yang adil dan penuh persaudaraan “ untuk meraih rahmat dari 
Kerajaan Tuhan).(Alfred T. Hennelly, SJ, 1995: 16). 

Metode teologi barat-yang berlaku di Eropa dan Amerika Tengah- 
dengan metode teologi pembebasan Amerika Latin. Teologi barat bertolak dari 
reaksi terhadap penyusupan ilmu pengetahuan modern dan sekularisme yang 
menciptakan sikap ateistis. Sedangkan teologi pembebasan mencari cara 
berbicara tentang Tuhan dalam "dunia yang tidak adil", dunia yang menciptakan 
"bukan orang" (nonperson). Di Amerika Latin teologi pembebasan lahir sebagai 
akibat dari sistem liberal kapitalis di negara-negara berkembang yang justru 
menimbulkan jurang makin dalam antara miskin-kaya. Hingga kata 
pembangunan bagi rakyat miskin tidak cocok lagi, tetapi "pembebasan" yang 
artinya membebaskan rakyat dari ketertindasan pemilik modal dan pemegang 
kekuasaan. Dua hal yang berperan besar dalam proses marginalisasi kehidupan 
para buruh dan rakyat miskin. Oleh karena itu, teologi pembebasan menangani 
orang yang dianggap "bukan orang" lagi. Dalam praktisnya, teologi pembebasan 
menumpahkan darah dan banyak korban. Hal itu terjadi sebagai reaksi 
perlawanan karena mereka sudah tidak mampu untuk bertahan terus-menerus 
dalam situasi tertekan secara ekonomi dan psikologis. Pastor, biarawati ataupun 
biarawan yang melindungi rakyat seringkali menjadi korban pembunuhan oleh 
tentara pemerintah ataupun para tuan tanah. Harga korban semakin mahal 
bukan sekadar pastor tetapi para uskup yang menjadi korbannya. Uskup Agung 
Oscar Arnulfo Romero, Uskup Agung San Salvador, diberondong mesiu ketika 
hendak mengangkat persembahan pada misa mengenang arwah para pastor 
dan awam yang belum lama dimartir(24 Maret 1980). 

Termasuk korban masyarakat sipil telah kehilangan hak-haknya dalam 
jumlah tak terhitung lagi. Lambat laun rakyat memiliki keberanian yang dipimpin 
oleh teolog. Pada akhirnya perjuangan membela kaum tertindas, menghadapi 
segelintir kaum penindas yang berpengaruh tidak akan luput dari berbagai 
tudingan miring, satu diantaranya bahwa orang itu telah menjadi Marxis, merah 
atau Komunis. Para gerilyawan yang menggunakan kekerasan senjata untuk 
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melawan kekerasan yang menindas umumnya hanya sampai tataran pertama 
yakni pembebasan dari belenggu sistem ekonomi, sosial, politik yang mapan. 
Contoh perjuangan senjata Ernesto "Che" Guevara di Bolivia. Tataran 
pembebasan yang kedua adalah pembebasan untuk memanusiakan manusia 
dalam solidaritas, seperti secara samar-samar disuarakan oleh pemikiran dan 
keputusan Camillo Torres dan Nestor Paz dalam memperjuangkan perlakuan 
manusiawi terhadap buruh dan tani pabrik. Tataran pembebasan ketiga, adalah 
pembebasan dari dosa dengan segala akar-akarnya yakni ketamakan dan riba, 
dicapai oleh Dom Helder Camara dan Pedro Casaldiga yang menolak bentuk 
kekerasan baik represif maupun subversif. 

Teologi pembebasan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan 
bebas semau gue atau sikap permisif sebagaimana yang sudah disalahpahami. 
Anggapan seperti itu tentu saja salah alamat dan menunjukkan kebodohan saja. 
Untuk lebih jelas mengenai karakter dan jalan yang ditempuh teologi 
pembebasan, mari sejenak melihat teologi pembebasan Amerika Latin. 


Belajar Dari Teologi Pembebasan Amerika Latin 

Teologi pembebasan di Amerika Latin merupakan sebuah entitas 
gerakan sekaligus juga doktrin. Gerakan ini muncul karena perpaduan dari 
perubahan-perubahan internal dan eksternal. Secara internal gerakan ini muncul 
berbarengan dengan perkembangan aliran-aliran teologis dan keterbukaan 
terhadap perkembangan sains sosial modern. Sementara secara eksternal ia 
didorong oleh dua situasi: pertama adalah keterbelakangan, ketergantungan, 
keterpinggiranm ketertindasan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh proses 
industrialisasi sejak tahun 1950-an di seluruh benua di bawah arahan modal 
multinasional, dan kedua meningkatnya perjuangan sosial, gerakan-gerakan 
gerilya, pergantian pemerintah melalui kudeta militer dan krisis keabsahan sistem 
politik, sejak meletusnya revolusi Kuba. Gerakan teologi pembebasan ini 
melibatkan sektor-sektor penting gereja (para romo, pengamal tarekat atau ordo- 
ordo, para uskup), gerakan keagamaan orang awam, keterlibatan pastoral yang 
merakyat serta kelompok-kelompok basis masyarakat gereja yang menghimpun 
diri menentang sebab-sebab penghisapan dan penindasan, atas dasar nalar 
moral dan kerohanian yang diilhami oleh budaya keagamaan mereka. Dorongan 
moral dan keagamaan inilah yang merupakan faktor hakiki yang menggerakkan 
semangat ribuan aktifis dalam serikat-serikat buruh, kerukunan-kerukunan 
tetangga, dan front-front kerakyatan untuk melawan penindasan dan kemiskinan. 

Adapun doktrin atau ajaran-ajaran penting yang menggerakkan 
mereka di antaranya adalah: pertama, gugatan moral dan sosial yang amat keras 
terhadap ketergantungan pada kapitalisme sebagai suatu sistem yang tidak adil 
dan tidak beradab, sebagai suatu bentuk dosa struktural. Kedua, penggunaan 
alat analisis Marxisme dalam rangka memahami sebab musabab kemiskinan, 
pertentangan-pertentangan dalam tubuh kapitalisme dan bentuk-bentuk 
perjuangan kelas. Ketiga, pilihan khusus bagi kaum miskin dan kesetiakawanan 
terhadap perjuangan mereka menuntut kebebasan. Keempat, pengembangan 
basis kelompok-kelompok masyarakat agama di kalangan orang-orang miskin 
sebagai suatu bentuk baru keagamaan dan alternatif terhadap cara hidup 
individualis yang dipaksakan oleh sistem kapitalis. Kelima, suatu penafsiran baru 
Kitab Suci yang memberikan perhatian penting pada bagian-bagian yang 
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mengusung paradigma perjuangan pembebasan rakyat yang diperbudak. 
Keenam, perlawanan terhadap permberhalaan sebagai musuh utama agama, 
yakni berhala-berhala baru: uang, kekayaan, kekuasaan, keamanan nasional, 
negara, militerisme, peradaban Barat. Ketujuh, sejarah pembebasan manusia 
adalah antisipasi akhir dari Keselamatan. Dan kedelapan, kecaman terhadap 
teologi tradisional yang bercorak platonik yang memisahkan antara sejarah 
kemanusiaan dan ketuhanan (Michel Lowy, 1999: 25-30). 

Dari susunan doktrin teologi pembebasan di atas nampak jelas sekali 
bahwa gerakan tersebut tidak semata-mata diilhami oleh spirit moral dan 
keagamaan, melainkan juga oleh keterbukaan para pemrakarsa dan aktivisnya 
terhadap pemikiran-pemikiran filsafat dan ilmu-ilmu sosial modern, khususnya 
Marxisme. Rupanya karena itulah dalam perjalanannya model teologi 
pembebasan ini juga banyak menerima kritik bahkan cemoohan dan tentangan 
dari berbagai kalangan. Di antara para pengkritik sendiri adalah para agamawan 
konservatif yang masih mempertahankan ortodoksi. Mereka pada umumnya 
berada, berlindung dan mengambil untung dari kekuasaan yang ada yang justeru 
lalim dan menindas, dan untuk itu mereka menggunakan dalil-dalil keagamaan 
untuk mempertahankan status guo. Para pengkritik lain menganggap teologi 
pembebasan cenderung menggunakan jalan kekerasan sebagai alat 
perlawanan. Hal ini dipandang berkebalikan dengan nilai agama yang membawa 
pesan cinta kasih dan perdamaian. 

Teologi pembebasan tentu sangat berbeda dengan pandangan 
teologis kaum konservatif di atas yang menggunakan agama sebagai instrumen 
status guo. Kaum konservatif telah memperlakukan agama sebagai candu untuk 
mencapai kenikmatan sesaat, seraya mengabaikan panggilan profetik kenabian 
yang bersolidaritas terhadap kaum miskin dan tertindas. Di tangan kaum 
konservatif ini pulalah energi agama yang sesungguhnya menjadi kekuatan 
untuk melawan kezaliman, ketidakadilan dan penindasan menjadi susut dan 
akhirnya musnah.Konservatisme biasanya juga selalu berkarakter sempit dalam 
cara berpikir dan tertutup dalam wawasan. Mereka menolak keterbukaan karena 
dianggap mengurangi kadar keimanannya. Sehingga dalam beberapa 
kesempatan mereka menolak teologi pembebasan yang telah memakai analisis 
kelas yang dikembangkan Marxisme. Bagi mereka konflik kelas dalam Marxisme 
telah menyebabkan agama telah kehilangan watak spiritualitasnya sekaligus 
menjadi sekadar gerakan sosial yang kerap diperjuangkan dengan cara-cara 
kekerasan. Oleh pandangan-pandangan yang sempit inilah, lalu dalam setiap 
wacana dan gerakannya teologi pembebasan banyak disalahpahami dan dicibir. 
Bukannya menjadi sarana belajar dan refleksi kritis atas praksis untuk 
memperkaya pemahaman keagamaan yang sudah usang. 

Ada beberapa tokoh atau teolog di Amerika Latin yang mulai 
membangun dan merumuskan teologi pembebasan. Di antara mereka adalah 
Gustavo Gutierrez, Joan Luis Segundo Galilea dan Ronaldo Munoz.agak 
mengherankan bahwa Leonardo Boff memberikan definisi yang agak kurus 
terhadap istilah “pembebasan” dalam matriks pembebasan ada tiga macam 
pembebasan yang terkait satu sama lain, yaitu 1) Pembebasan dari belenggu 
ekonomi, sosial dan politik(Gutierrez), atau alienasi kultural (Galilea) dan 
ketidakadilan (Munoz). 2) pembebasan dari belenggu yang melembaga yang 
menghalangi terciptanya manusia baru dan digairahkannya solidaritas atar 
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manusia (Gutierrez) atau lingkaran setan kekrasan yang menantang orang untuk 
berperan serta dalam kematian kristus (Galilea) dan praktek-praktek yang 
menentang usaha pemanusian manusia sebagai tindakan pembebsan Tuhan 
(Munoz). 3) pembebasan dari dosa yang memungkinkan manuisa masuk dalam 
persekutuan dengan Tuhan dan semua manusia (Gutierrez) atau pembebasan 
spiritual menuju pemenuhan Kerajaan Allah (Munoz) dan pemebebasan mental 
(Galilea). 

Sedangkan rumusan Leonardo Boff mengenai pembebasan adalah 
sebuah proses menuju kemerdekaan, pembebasan dari segala sistem yang 
menindas dan kedalam bentuk pembebasan untuk realisasi pribadi manusia, 
yang memungkinkan manusia untuk menentukan bagi dirinya sendiri tujuan hitup 
politis, ekonomis dan kulturalnya. Pembebasan dari dosa Boff memperkenalkan 
kristus sebagai korban kedosaan yang melembaga dalam tatanan plotik yang 
menindasa dan diatasi dengan kebangkitan oleh Bapa. 

Juan Luis Segundo berhasil mensistematisasi rumusan metodologi 
teologi pembebasan. Sistematisasi inilah yang nantinya menjadi acuan berbagai 
metode teologi-teologi pembebasan (liberation theologies) lainnya di dunia. 
Dalam salah satu tulisannya Two Theologies of Liberations, ada pernyataan 
menarik dari Segundo yang dikutip oleh Michel Lowy (Michel Lowy, 1999). Ia 
menyatakan, Jangan lupa kita hidup di tanah-tanah yang paling agamis dan di 
tanah-tanah yang paling tidak berprikemanusiaan. Pernyataan ini tampaknya 
menyembunyikan tapi sekaligus menyingkap suatu ironi. Bagaimana mungkin 
penindasan justeru terjadi dalam masyarakat yang mayoritas beragama yang 
meyakini bahwa ajaran agamanya melawan ketidakadilan dan penindasan. 
Mengapa tidak ada protes atau perlawanan atas kondisi ini dari pihak kaum 
agamawan? Apakah kaum agamawan buta atau membutakan diri terhadap 
situasi yang ada? Segundo menyadari bahwa ketidakmampuan mengambil sikap 
yang diperlihatkan para agamawan itu disebabkan ketidakmampuannya melihat 
persoalan sosial dan menganalisis struktur-struktur penindasan yang ada. Bukan 
hanya itu, berlanjutnya penindasan karena agama mengalami impotensi karena 
pemahaman terhadap teologi dan kitab suci didominasi oleh tafsir yang justeru 
tidak sensitif terhadap persoalan masyarakat tertindas. Oleh karena itu 
menurutnya perlu dilakukan deideologisasi terhadap realitas sosial dan 
superstruktur serta deideologisasi terhadap interpretasi kitab suci, agar iman kita 
bisa merespon situasi konkrit penindasan dan ikut berjuang bersama-sama kaum 
tertindas melawan para penindas. 

Kebekuan agamawan dalam merespon situasi konkrit ini mendorong 
Segundo untuk menawarkan metode berteologi yang bukan hanya sebagai 
usaha ortodoksi tapi juga suatu ortopraksis. Yang dimaksud adalah bahwa 
berteologi bukan hanya untuk memperteguh dan memantapkan ajaran, tapi juga 
menjadikan pengalaman konkrit sebagai basis menerapkan sebuah rumusan 
ajaran. Segundo merumuskan hal ini dalam suatu bentuk lingkaran hermeneutik. 
Apakah yang dimaksud dengan lingkaran hermeneutik? 

Hermeneutika adalah proses interpretasi untuk membuat pesan kitab 
suci relevan dengan zamannya, sedangkan lingkaran menunjukkan bahwa 
usaha interpretasi itu bertitik tolak pada realitas baru yang lalu menuntut kita 
menginterpretasikan ajaran kitab suci secara baru pula dalam rangka mengubah 
realitas sebagaimana dituntutkan, dan akhirnya kembali kepada usaha 
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menginterpretasikan kembali firman Allah, dan seterusnya. Menurut Segundo, 
lingkaran hermeneutik bisa berlangsung dengan dua syarat: pertama, 
kesangsian-kesangsian atas situasi nyata sungguh-sungguh dalam 
memperkaya, dan kedua, interpretasi atas kitab suci juga bersifat sungguh- 
sungguh dalam dan memperkaya (Fr. Wahono Nitiprawiro, 2000: 36-37). 


Dalam lingkaran hermeneutik ini sang penafsir dituntut untuk terus 
menerus melakukan kritik terhadap realitas yang ada sekaligus mengkritik pula 
pemahaman teologis terhadap realitas tersebut, dan lalu menafsirkannya kembali 
demi perubahan realitas tersebut. Dengan kata lain, di belakang kritik tersebut 
sesungguhnya kita selalu dituntut untuk selalu mencurigai suatu tafsir. Atau 
mencurigai status iman seseorang kepada siapa dia mengabdikan imannya. 
Pengandaiannya adalah bahwa iman itu sendiri bersifat ideologis karena ia lahir 
dari tanggapan yang menyejarah dan subjektif terhadap wahyu Allah. Oleh 
karena itu praksis iman seseorang harus senantiasa diberi kritik dengan selalu 
membenturkannya dengan realitas konkrit. Baru dengan begitu, makna 
keberimanan seseorang akan membawa transformasi bagi kehidupan ke arah 
yang lebih baik. 


Berikut ini model lingkaran hermeneutika: 


pera Tn 
SUPEKSTRUKTUR 
(realitas teologi yang beku) 


REALITAS 
TERUMUS 


INTERPRETASI 
KITAB SUCI 


(1) Cara yang kaya dan 
dalam mengalami cara yang kaya dan (4) 
dalam menginterpretasikan 
REALITAS YANG 
DIALAM II 


PDihnat berdasarkan: 
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Dari model lingkaran hermeneutika di atas tampak ada 4 langkah penafsiran 
yang diajukan Segundo (Fr. Wahono Nitiprawiro, 2000: 36-37, Alfred T. Hannelly, 
1999: 

Langkah itu bisa diuraikan sebagai berikut: Langkah pertama: cara kita 
mengalami realitas yang terumuskan mendorong kita pada posisi kecurigaan 
ideologis. Langkah kedua: menerapkan kecurigaan ideologis pada seluruh 
superstruktur ideologis dan khususnya pada teologi. Langkah ketiga: Dari cara 
baru mengalami realitas teologis mendorong kita pada kecurigaan eksegesis. 
Kita mulai mengangsikan interpretasi Kitab Suci yang ada karena tidak 
mengikutsertakan data yang penting. Langkah keempat: kita mencapai 
hermeneutika baru dengan menginterpretasikan Kitab Suci secara baru, lebih 
kaya dan mendalam. Dengan demikian kita juga mengalami realitas secara baru 
pula. 

Menurut Segundo, James H. Cone adalah seorang teolog asal 
Arkansas, negara bagian Amerika Serikat yang dengan komitmennya terhadap 
transformasi pembebasan manusia berhasil melalui tahap-tahap penafsiran 
teologi pembebasan dalam praksis sosial melalui karyanya A Black Theology of 
Liberation (1970). Cone merumuskan teologi pembebasan kulit hitam dalam 
rangka memberikan acuan teologis dan praktis untuk pembebasan warga kulit 
hitam yang miskin, tertindas, dan terdiskriminasi. Ia bertolak dari praksis iman 
yang dialaminya yakni pembebasan kelas kulit hitam di Amerika Utara, yang 
ditindas oleh kelas kulit putih lengkap dengan ideologi dan teologi pembenaran 
status guo-nya yang menindas. 

Cone mepresentasikan Black Theology-nya ke dalam 4 langkah. 
Langkah pertama Cone mengalami realitas di Amerika Utara sebagai perjuangan 
pembebasan kelas kulit hitam dan makna ketuhanannya dihubungkan dengan 
solidaritas dengan mereka yang dibelenggu penindasan. Langkah kedua 
kesangsian ideologis Cone sampai pada kecurigaan ideologis terhadap pendapat 
kelas kulit putih bahwa warna kulit jangan dijadikan titik perbedaan demi 
kesatuan dan universalitas manusia. Langkah ketiga Cone mengalami 
kecurigaan eksegesis terhadap cara berteologi kelas kulit putih yang berpusat 
pada universalitas konteks, yang menutup kemungkinan mendekati Kristus yang 
terikat dengan kebudayaan tertentu. Langkah keempat Cone menekankan cara 
baru yang kaya dan mendalam mengalami Kitab Suci sebagai wahyu yang 
relevan bagi perjuangan kelas kulit hitam untuk pembebasan zaman kita 
sekarang. 


Epilog 

Dari uraian di atas, tampak sekali bahwa Cone benar-benar 
merumuskan model cara beragama sekaligus penghayatan iman secara baru. 
Yakni iman yang diterangi oleh Kitab Suci yang senantiasa berdialog dengan 
realitas. Hal ini juga menunjukkan bahwa teologi pembebasan bukanlah 
semacam teologi yang sempit, kolot, dan tertutup yang hanya terkesima oleh 
warisan masa lalu. Melainkan teologi yang selalu berdialog dengan realitas yang 
membuatnya selalu relevan bagi pemeluknya. Cara berteologi yang demikian itu 
menyadari betul bahwa iman sendiri sesungguhnya adalah refleksi individual 
atau penghayatan terhadap Firman Allah dalam situasi konkrit dan menyejarah. 
Dengan demikian, berteologi semacam ini sungguh-sungguh akan mendorong 
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untuk lebih bersikap dewasa dan terbuka kepada realitas dan perkembangan 
pengetahuan yang bisa menjadi bahan untuk memperkaya keberagamaan kita, 
terutama dalam mengambil sikap terhadap realitas sejarah yang selalu bergerak 
dinamis. 


ISLAM DAN TEOLOGI PEMBEBASAN PROGRESSIF 


Bagian Pertama 
ISLAM & TEOLOGI TRANSFORMATIF 

Pemikiran ke-lIslaman di Indonesia semakin ramai dan hiruk-pikuk. 
Lihat saja, di sana-sini muncul sekian istilah yang seolah-olah menjadi icon bagi 
suatu mazhab atau bangunan konseptual pemikiran keislaman yang 
komprehensif. Di sini dapat dituliskan, mulai dari Islam Tradisional, Modernis, 
Neomodernis, Fundamentalis, Aiternatif, Rasional, Transformatif, Inklusif, 
Pluralis, hingga Islam Kiri, Liberal, Post-Puritan, dan Post-Tradisionalis. Bagi 
yang tidak memahami aspek kesejarahan dialektika Islam di Indonesia niscaya 
akan kebingungan memetakan, apalagi, menangkap tesis-tesis penting setiap 
pemikiran di atas. 

Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, bagaimana membaca 
fenomena di atas, atau apa arti penting dari fenomena di atas? Tulisan ini, 
sebagai selingan atas formulasi pemikiran Islam Progresif-Transformatif, akan 
mencoba membaea secara singkat dengan (atau justru tidak) sikap kritis 
terhadap berbagai diskursus keislaman di atas. Ukuran yang dipakai di sini, 
dengan meminjam istilah Ignas Kleden, adalah relevansi intelektual dan sosial. 
Artinya, setiap pemikiran akan diuji apakah memiliki relevansi intelektual dan 
relevansi sosial, atau tidak. Yang dimaksud dengan relevansi intelektual adalah 
sejauh mana sebuah gagasan memiliki koherensi internal (tidak ta'arudh) dan 
sejauh mana mampu mempertahankan asumsi-asumsi dasarnya. Sedangkan 
yang dimaksud dengan relevansi sosial adalah sejauh mana sebuah gagasan 
mampu menjawab kebutuhan objektif problematik sosial yang dihadapi oleh 
Indonesia. Mengapa Indonesia? Sebab kita hidup di Indonesia, bukan di 
Amerika, Eropa, Arab, Afrika, atau di alam malakut dan jabarut. 


Islam Tradisional 

Istilah ini biasanya dilekatkan ke bangunan keislaman komunitas 
tradisional, yang sering diasosiasikan dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Istilah 
ini sendiri sesungguhnya bukan label yang diciptakan sendiri oleh mereka, 
namun dilekatkan oleh aktor di luar diri mereka, entah peneliti, atau organisasi 
keagamaan lain. Secara sederhana kata tradisional mengacu ke suatu adat 
kebiasaan. Tradisi bermakna kebiasaan yang terus menerus direproduksi dan 
dilembagakan oleh masyarakat. Tradisional adalah kata sifat dari sesuatu, 
sehingga tradisional berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi 
kebiasaan tadi. Dalam teori politik, faham yang memegang teguh tradisi disebut 
dengan tradisionalisme. Dalam dataran itu, tradisionalisme memiliki makna 
pejoratif sebab dikarakterisasikan sebagai komunitas yang konservatif. 

Dalam konteks pemikiran keislaman, Islam tradisional, jika itu 
mengacu ke NU-tempo dulu, mendefinisikan dirinya sebagai pemikiran 
keislaman yang dari sisi pemikiran kalam mengacu ke kalam Asy'ari dan Al-- 
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Maturidi, dari sisi hukum Islam membatasi diri pada nzazahibul ar-ba'ah, dan dari 
sisi tasawuf mistik, mengacu ke Al-Ghozali dan Al-Junaidi. Kalangan luar 
mendefinisikan sebagai corak ke-Islaman yang bercampur baur dengan budaya 
masyarakat setempat seperti Jawa. Ciri khas pemikiran tradisional adalah 
menundukkan realitas di bawah teks dan manifestasi sosialnya nampak dalam 
berbagai kegiatan ritual keagamaan seperti ziarah, khaul, dan lainnya. Namun 
teks yang dimaksud lebih mengacu, meski tidak secara mutlak, ke kitab-kitab 
yang sering disebut dengan kutulrul mu'tabarah. Kitab kitab Tagrib, Mu'in, I'anah, 
Wahhab, al-Mahalli, Mughnil Muhtaj, Bughyah, Asybah, Syargowi, Jamirul 
Jawami', Majmu', Jalalain, Ummul Barahin, Ihya', Hikam, untuk sekedar 
menyebut contoh, adalah referensi kuncinya. 


Islam Modernis 

Sama dengan istilah tradisional, Islam Modernis juga terkait erat 
dengan pengertian sosiologis dan epistemologis. Secara sosiologis, lahir dari 
kalangan masyarakat perkotaan, atau katakanlah kelas menengah ke atas. 
Secara historis, dapat dipandang sebagai antitesa terhadap praktek 
keberagamaan kaum tradisional yang dipandang menyimpang. Secara 
kelembagaan sering diasosiasikan dengan Muhammadiyah dan Persis. Istilah ini 
mengacu pada makna dasar kata modern itu sendiri. Yang sering diidentikkan 
dengan pembaharuan (modernisasi) alias rasionalisasi. Di Barat istilah Kiri dapat 
dilacak sejak renaissance yang mendeklarasikan kedaulatan manusia sebagai 
subjek yang otonom, menolak dominasi rezim kebenaran gereja, dan 
menumpukan akal sebagai basis paling otoritatif. Modernisasi di Barat berjalan 
seiring dengan industrialisasi atau perkembangan kapitalisme. 

Galam konteks keislaman, makna modern setidak-tidaknya mengacu 
ke dua hal. Pertama, pada teknologisasi infrastruktur pendidikan seperti ruang 
kelas termasuk sistem pembelajaran model kelas. Kedua, berbeda dengan 
renaissance yang meneraikan agama, maka di sini yang dieraikan adalah 
epistemologi model kitab kuning. Sebagai gantinya, langsung kembali ke teks 
otentik Islam: Al Gur'" an dan Hadits. Menolak kewajiban bermazhab, dan 
lumayan anti terhadap berbagai budaya lokal secara antropologis-sosiologis 
tidak bertolak dari teks. 


Islam Neomodermis 

Istilah ini dilekatkan pada pemikir Islam asal Pakistan, Fazlur Rahman. 
Kata neo di sini rnengacu ke seruan untuk menengok kembali ke warisan Islam 
klasik. Menurut aliran ini, pembaharuan pemikiran Islam harus berbasiskan pada 
warisan Islam klasik yang dipandang sangat kaya. Pembasisan ini akan 
memperkokoh bangunan pemikiran keislaman modern sebab berakar secara 
kukuh pada khazanah keislaman itu sendiri. Jika dilihat dalam optik Kuhnian, 
epistemologi yang dibangun merupakan epistemologi yang bukan diskontinuitas 
dengan epsiteme masa lalu. Di Indonesia aliran ini dibawa oleh pentolan 
Paramadina, Nurcholish Madjid. Intinya adalah apresiasi terhadap masa lalu 
bukanlah apresiasi terhadap kebudayaan atau tradisi, namun mengacu ke 
sejarah pemikiran Islam global (dunia) seperti Ibn Shina, Ibn Thufail, Ibn Rusyd, 
dan lainnya. 
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Islam Fundamentalis 

Istilah ini memiliki kesamaan dengan istilah tradisional, dalam arti tidak 
diciptakan oleh komunitas rnereka, namun diciptakan oleh entitas di luar dirinya 
sendiri. Dalam sosiologi agama, istilah ini berasal dari sejarah pemikiran Kristen. 
Dalam kalangan Kristen istilah ini berarti penolakan terhadap penafsiran bibel 
yang tidak lafdhiyyah. Introduksi perangkat hermeneutik atau interpretasi non- 
tekstual ditolak sebab dipandang akan mengancam kemurnian ajaran. Di 
kemudian hari istilah ini mengglobal namun dengan pemaknaan negatif. 
Fundamentalisme diidentikkan dengan radikalisme, keras, galak, dan lainnya. 


Islam Liberal 

Istilah Liberal merupakan istilah yang sudah mapan dalam teori dan 
filsafat politik. Dalam literatur filsafat politik, liberalisme merupakan salah satu 
varian dari libertarianisme, yang merupakan teori politik sayap kanan. 
Liberalisme merupakan teori politik sayap kanan yang menerima kebebasan 
pasar, yang berbeda, misalnya, dengan sayap lainnya, anarkisme. Sargent 
mendefinisikan libertarianisme sebagai "an ideology that wants radically reduced 
role for government. Kaum libertarian, menurut Will Kymlicka, berjuang untuk 
mempertahankan kebebasan pasar, dan menuntut pembatasan penggunaan 
negara dalam kebijakan sosial. Mereka percaya bahwa kebebasan pasar 
merupakan instrumen yang mendorong tercapainya faidah maksimal dan yang 
mampu melindungi kebebasan-kebebasaan politik dan sipil. Pada tingkatan yang 
radikal, misalnya, mereka menolak mekanisme kebijakan pajak untuk 
mewujudkan keadilan distribusi. 

Dalam filsafat politik dikenal dua liberalisme: liberalisme klasik dan 
liberalisme modem. Liberalisme klasik pada awalnya merupakan suatu ideologi 
kelas menengah Eropa yang menuntut reformasi sosial pada awal abad ke-19. 
Tokoh-tokohnya adalah Thomas Hobes, John Locke, Montesguie Rousseou, dan 
Adam Smith dengan konsep kund tentang Social con track. Kemudian Jeremy 
Bentham, James Mill, dengan konsep kunci utilitarianisrne. Sedangkan 
liberalisme modern, sambil mempertahankan berbagai pandangan liberalisme 
klasik tentang manusia, ekonomi, dan negara, juga mendorong demokratisasi 
negara, yang mucnul pada akhir abad 19, dan awal abad 21. Tokoh utamanya di 
antaranya adalah John Stuart Mill (1806-1873), T. H. Green (1836-1882), L. T. 
Hobhouse (1864-1929), John Maynard Keynes (1883-1946), William Beveridge 
(1879-1963). 

Sedangkan liberalisme merupakan suatu pandangan filsafat yang 
mempercayai kernampuan rnanusia untuk rnenggunakan rasionya untuk 
menggerakkan reformasi sosial, cenderung menerima perubahan, bahkan tak 
dapat ditawar-tawar, walaupun dapat dikendalikan, dan memperjuangkan 
kebebasan berkehendak manusia. 

Tinjauan singkat di atas menunjukkan bahwa pandangan-pandangan 
liberal menyangkut setidaknya manusia, ekonomi, dan politik (negara). Manusia 
dipercaya sebagai makhluk rasional, dan menumpukan keputusan manusia pada 
rasionalitasnya. Secara ekonomi mengambil posisi pada pasar bebas, dan 
secara politik mendukung negara demokratis prosedural. Apa yang dirumuskan 
oleh intelektual liberal merupakan jawaban terhadap persoalan sosial yang ada. 
Persoalan itu di antaranya adalah nalar rnanusia yang ditundukkan oleh otoritas 
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di luar akal seperti budaya, agama, mitos, dan lainnya, kondisi politik yang 
otoritarians karena bertumpu pada kekuasaaan yang absolut, dan kondisi 
ekonomi yang penuh dengan penyelewengan seperti KKN yang menggejala 
secara rnassif. Dengan kata lain, pemikiran bercorak liberal adakah pemikiran 
yang pro--akal budi (akal bebas), pasar bebas, pemisahan agama dan negara 
(sekularisasi), perlindungan individu (kebebasan individu), dan lainnya. 

Pemahaman akan konteks liberal dalam teori politik di atas akan 
mempermudah dalam memahami makna Islam liberal. Secara sederhana hanya 
akan diuraikan dua islamolog yang sama-sama menggunakan istilah liberal, yaitu 
Leonard Binder dan Kurzman. Binderme-examine pararelisme antara liberalisme 
Barat dan liberalisme Islam. Dalam penelitiannya, dia menyimpulkan liberalisme 
memiliki akar-akar otentis dalam Islam, bahkan dalam diri tokoh yang dianggap 
fundamentalis seperti Sayyid Guthb. Dalam pemikiran politik (siyasy) liberalisme 
Islam ini merujuk pada pemikiran politik Al Abdurrazig, Tarig Al Bishri, yang 
berkesimpulan ten tang tiadanya konsep negara dalam Islam. 

Selain konsep itu, yang dijadikan unit analisis lainnya adalah tentang 
toleransi, dan rasionalisrne. Toleransi ini dikaitkan dengan toleransi beragarna, 
dalam arti kebebasan memeluk agama, suatu doktrin yang juga diakui kalangan 
fundamentalis. Toleransi ini membuka peluang untuk terbentuknya suatu 
komunitas politik yang lebih luas, terciptanya suatu koeksistensi. Hanya saja 
toleransi ini terbatas dalam agama itu sendiri, dantidak dalam kaitan dengan 
politik. Filsafat liberal mengakui keberadaan pluralisme keagamaan, bahkan 
ateisme, namun tidak menjadikan salah satu nilai atau aliran agama sebagai 
basis nilai. Seluruh kebijakan publik ditentukan keabsahannya bukan oleh 
legitimasi teks, namun oleh rasionalitas kebijakan. 

Sedangkan rasionalisme dalam liberalisme Islam dikaitkan dengan 
cara pandang terhadap teks. Kitab suci dianggap sebagai teks yang bebas 
ditafsirkan sesuai dengan rasionalitas manusia. Akal tidak secara hitam putih 
ditundukkan oleh teks. Namun teks secara dialektik memiliki relasi dengan 
entitas di luar dirinya. Ini dikontraskan dengan pandangan tradisionalis yang 
melihat teks secara harfiah-verbal, menganggap pemallaman agama sebagai 
suatu kebenaran mutlak, melihat agama bukan sebagai suatu tafsiran atau 
pendapat. 

Ketiga wacana ini sebangun dengan liberalisme. Liberalisme dengan 
tegas memisahkan agama dengan politik dan membangun budaya toleransi 
dalam heterogenitas masyarakat. Agama dipandang sebagai urusan pribadi, dan 
selama tidak menganeam kebebasan-kebebasan politik masyarakat, negara 
tidak boleh mencampuri urusan tersebut. 

Sedangkan Charles Kurzman meng-examine liberalisme Islam dengan 
tradisi Islam sendiri. Dengan konteks intelektual seperti im, Kurzman memetakan 
tiga varian utama Islam Liberal. Pertama, Syariah Liberal, yakni suatu varian 
yang meyakini bahwa sikap liberal sebagai suatu wacana yang didukung secara 
eksplisit oleh syariah. Kedua, Islam Liberal dalam pengertian kaum muslim 
bebas mengadaptasi nilai-nilai liberal dalam halhal yang oleh syariah diberikan 
kepada wewenang akal budi manusia. Ketiga, syariah yang bersifat ilahiah 
ditujukan bagi berbagai penafsiran Islam yang beragam. 
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Dengan kerangka itu, ia mengkarakterisasikan Islam liberal dengan 
enam tesis dasar, yaitu: penentangan terhadap teokrasi (against theocracy ) 
yang diwakili oleh Ali Abd al-Razig, Muhammad Khalafullah, Talegani, dan Al- 
Asmawi): prodemokrasi (democracy) yang diwakili oleh Muhammad Natsir, SM 
Zafar, Mehdi Bazargan, Dimasangeay A. Pundato, Ghannouchi, dan Sadek 
Jawad Sulaiman): pro hak-hak perempuan (rights for women) yang diwakili oleh 
Nazera Zein-ed-Din, Benazir Bhutto, Fatima Memisi, Amina Wadud-Muhsin, dan 
M. Syahrur, pro hak-hak non-muslim (rights of non-Muslim) yang diwakili oleh 
Humayun Kabir, Chandra Muzaffar, Mohammed Talbi, Ali Hulae, dan Rasmir 
Mahmuteehajic): kebebasan berpikir (freedom of thaught), yang diwakili oleh 
Syariati, Garadhawi, Arkoun, Soroush, An-Nairn, Ajijola, dan Abdul Karim 
Soroush), dan gagasan tentang kemajuan (progress) yang diwakili oleh Igbal, 
Mahmud Thaha, Nureholish madjid, Mamadiou Dia, Fazlur Raman, dan Shabbir 
Akhtar). 


Islam Kiri/ Kiri Islam 

Sebagaimana liberal, istilah kiri juga sudah baku dalam teori politik. 
Implikasinya terjadi tarik menarik apakah yang dimaksud dengan Islam kiri 
adalah aspek-aspek kiri dalam Islam, ataukah kiri/sosialisme yang diramu 
dengan religiusitas, atau tesis-tesis kiri yang pararel dengan Islam. Hassan 
Hanafie, deklarator manifesto Al-Yasar Al-Islamy, menolak kiri Islam sebagai 
Islam yang ditafsirkan dalam konteks marxisme, marxisme yang ditafsirkan 
dalam konteks Islam. Dengan kata lain, Islam dalam dirinya memiliki aspek- 
aspek sosialistik yang bahkan sangat revolusioner. 

Dalam wacana sosial istilah kiri atau sosialis dikarakterisasikan oleh 
Tony Fizgeraald: rationalist, scientific, optimistic: promotes and criticises 
industrial modernity, benefits of modernity to be Shared by all: to be built upon 
the most advanced forms of capitalism: assumes that the social conditions that 
determine character are alterable, dan: historicises the self-interested liberal 
individual 

Dalam wilayah pemikiran politik kontemporer Islam baik di dunia Arab 
maupun non-Arab, cukup banyak para aktifis dan pemikir yang dapat 
dikelompokkan dalam sayap ini, atau setidak-tidaknya dekat dengan kelompok 
ini.Misalnya, Salamah Musa, Tahtawi, ShamayyiJ, Fuad Mursi (mesir), Abdallah 
Laroui (maroko), Abdul Khaleg Mahgoub (Sudan), (Mesir), Aziz Al-haji (Irag), 
Ben Bella, Ahmad ben saleh (Tunisia), Mathafi, Syari'ati (Iran), Cokro 
(Indonesia), Farid Farid (Afrika Selatan), dan lainnya. 

Untuk memahami secara agak utuh gagasan Kiri Islam harus 
mengacu setidak-tidaknya ke Hassan Hanafie, atau Farid Essack. Pemikiran Kiri 
Islam Hanafie, menurut Isa Boullata, bertumpu pada telaah kritis sejarah sosial 
Islam, hermeneutika teks, dan tafsir sosial kontemporer dalam optik neomarxian, 
meskipun Hanifie sendiri menolak analisis ini. Dengan kerangka itu, Hanafie 
menyodorkan rekonstruksi Tasawwuf, rethiriking tauhid, dan revitalisasi turats. 
Intinya adalah bagaimana memaknai Islam sebagai kekuatan pembebas atau 
Islam revolusioner. 

Sedangkan Esack mendefinisikan teologi pembebasan Al Our' an 
sebagai "sesuatu yang bekerja ke arah pembebasan agama dari struktur serta 
ide sosial, politik, dan religius yang berdasarkan pada ketundukkan yang tidak 
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kritis dan pembebasan seluruh masyarakat dari semua bentuk ketidakadilan dan 
eksploitasi ras, gender, kelas, dan agama". Dengan perspektif hermeneutika Al 
Gur' an, Esack menggunakan takwa dan tauhid, manusia dan kaum tertindas, 
keadilan dan perjuangan (jihad), sebagai kunci-kunci dalam memahami pesan 
inti dari Al Gur' an. 

Al-Guran selalu mengaitkan tagwa dengan iman kepada Tuhan (OS 
Yunus:10: 63, Al-naml, 27:53, Fushshilat,41:18, pencapaiannya sebagai tujuan 
ibadah kepada-Nya (Al Bagarah,2: 21), dan secara signifikan mengaitkan tagwa 
dengan interaksi sosial dan perhatian pada sesama yang lain seperti saling 
berbagai (OS Al-laiJ,92: 5: Al-A'raf,7: 152-3) menepati janji (AS Ali "imran, 3: 76: 
Al-A'raf, 7: 52, dan amal baik (AS Ali Imran, 32: 172, Al Nisa, 4:126, Al Maidah, 
5:93, Al Nahl, 16:127, dan melawankan orang bertagwa dengan orang yang 
selalu mengejar keuntungan sesaat di dunia ( AS An-Nisa, 4:77, Al-An'am,6:32: 
Yusuf, 12:57), Esack mengatakan bahwa tagwa memiliki tiga konsekeunsi: 
pembebasan penafsiran dari nafsu pribadi dan prasangka (sekaligus tidak 
menggunakan tuduhan nafsu dan dzan untuk menutupi kecenderungan ideologis 
dan upaya menyingkirkan opini orang lain): terjadinya keseimbangan estetik dan 
spirirtual penafsir, dan membawa penfasir dalam wilayah dialektika personal dan 
transformasi sosial politik. 

Tagwa adalah antitesis penipuan diri, yang mendorong seseorang , 
suatu pergerakan, atau pemerintah yakin bahwa ia masa berjuang untuk rakyat. 
Pamaknaan ini, dengan mengaitkan tagwa dengan prinsip keadilan, kebebasan, 
kejujuran, dan integritas, akan meminimilkan jumlah teks yang dapat 
dimanipulasi demi kepentingan pribadi maupun ideologi sempit. Tauhid dengan 
demikian tidak dimaknai dalam konteks teologis yang ahistoris, namun seialu 
dikaitkan dengan realitas sosial Dengan pijakan seperti ini, baginya, juga adalah 
syirk, memisahkan teologi dengan analisis sosial. 

Konsep lain dari pemikiran Esack yang penting adalah ten tang 
"mustadh'afien", istilah yang hampir sejajar dengan kaum tertindas dalam tradisi 
marxis. Mustadh'afien dikontraskan dengan kaum mustakbirun (05 Al Nahl,16:22: 
Al Mu'minun, 23:67, Lugman:31:7), mala (aristokrasi atau penguasa) (05 Hud, 
11:27,28, Al Mu'minun, 23:24-33), Al Syu'ara,26: 34, kaum mutrofun -orang 
yang hidup mewah--: AS Saba',34:34, AlZukhruf,43:23). Istilah itu menunjukkan 
bahwa kondisi ketertindasan bukanlah sesuatu yang alamiah, namun terdapat 
sebab struktural yang melibatkan tangan-tangan manusia, atau dengan kata lain 
terdapat sekelompok manusia yang harus bertanggung jawab atas kondisi 
ketertinadasan tersebut. 


Islam Alternatif, Rasional, Inklusif. 

Selain yang di atas, juga dikenal istilah Islam altematif, Islam rasional, 
Islam inklusif, Islam pluralis, Islam post-tradisional, dan 1-lam post-puritan, dan 
Islam progresif-transformatif. Keterbatasan tempt memaksa tulisan ini untuk tidak 
mereview secara agak panjang, namun singkat. Islam alternatif mengacu pada 
sebuah tulisan karya Jalaluddin Rakhmat, terbitan Mizan, Islam rasional 
mengacu ke seorang rasionalis dari IAIN Jakarta, Harun Nasution, yang menulis 
tulisan dengan judul Islam rasional. Islam inklusif merupakan gagasan yang juga 
belum lama lahir di Indonesia, intinya suatu pemikiran yang tidak melakukan 
truth-claim, mengapresiasi pemikiran keislaman di luar dirinya, dan bersedia 
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berdialog dengan mereka. Biasanya dilawankan dengan Islam "garis keras" yang 
memahami Islam secara amat ketat. Tulisan yang mengusung wacana ini, salah 
satunya, adalah Islam Inklusi! karya Alwi Shihab. 

Berbeda dengan Islam inklusif, Islam pluralis, sebagaimana dikatakan 
deklaratornya, Budi Munawar-Rahman, dalam tulisannya Islam Pluralis 
(Paramadina), lebih maju daripada Islam Inklusif. Islam ini, katanya, hanya 
sebatas apresiatif, namun secara diam-diam masih menganggap kebenaran 
hanya ada dalam Islam. Berbeda dengan itu, Islam Pluralis sampai pada suatu 
kesimpulan teologis bahwa kebenaran bukan hanya merekah dalam teks-teks 
otentik Islam, narnun dalam tradisi agama lain pun terdapat kebenaran. 
Mengakui jalan keselamatan di luar syarat-syarat formal keislaman. Mirip filsafat 
perenial. 

Islam post-trad, yang digagas kalangan muda NU, mencoba untuk 
menjawab kebuntuan-kebuntuan Islam tradisional, modernis, maupun 
neomodernis. Padaintinya tidak lagi memegang tradisi secara membabi buta, 
namun dengan kritis. Dengan kata lain, tradisi pun terbuka untuk diekslusikan. 
Post-trad mencoba memaknai postmodernisme (fakta sosial kapitalisme 
advance) maupun poststrukturalis (perkembangan mutakhir filsafat bahasa), dari 
optik tradisi. Dalam gerakan sosial, tradisi dijadikan landasan atau pijakan 
gerakan ideologis. Berbeda dengan neomodernisme, tradisi yang dimaksud di 
sini bukan hanya warisan pemikiran Islam klasik, namun juga tradisi budaya lokal 
suatu daerah. Di sinilah titik penting bedanya. 

Istilah post-puritan pertama kali dicetuskan oleh intelektual 
Muharnmadiyyah, Dr. Abdul Munir Mulkhan. Iswah ini pararel dengan post- 
dogmatik. Pada intinya mencoba untuk keluar dari belenggu ketetatan dalam 
memahami teks. Dalam bidang kebudayaan digagas ikhtiyar untuk "rujuk" 
terhadap budaya lokal. Latar belakangnya adalah bahwa kesenian adalah 
ekspresi estetik alias keindahan, dan keindahan dalam Islam merupakan salah 
satu term sentral. Karena itu berkesenian adalah bagian dari ibadah. Selain itu, 
disadari bahwa pola puritanisrne yang selama ini dipegang ikut bertanggung 
jawab atas musnahnya sekian budaya atau kesenian rakyat lokal. Atas nama 
teks, berbagai kesenian rakyat itu dihancurkan, sehingga, setelah menyadari 
sebagai kekeliruan sejarah, melakukan rujuk kebudayaan. 


Catatan Kritis 

Menurut Hassan Hanafi, dalam otobiografinya, ak-ushuliyyah al- 
islamiyyah, kemunculan sekian istilah di atas bukan ahistoris. Hal yang sama 
juga terjadi di Barat. Para teolog, dalam pergulatannya antara teks dan 
konstruksi sosial, melahirkan sekian formula teologi. Disebutnya, antara lain, 
lahut al-tsaury (teologi pembebasan), lalmt al-tagoddumy (teologi progresif) lalmt 
at-tahrier (teologi pembebasan), harakah nthban as-syabab (gerakan pendeta 
muda), bahkan hingga yang amat kontroversial lahut mautil ilah (teologi kematian 
tuhan). Epistemologi kesemuanya, dalam bahasa Guterrez, adalah "critical 
reflection on the reality in the light of christianity." 

Itibar seperti apa yang bisa diambil dari narasi Hanafie di atas? Sarna 
dengan mukaddimah di atas, untuk menguji atau mengkaitkan setiap pemikiran 
dengan relevansi sosial dan intelektual. Dengan optik ini, kita menjadi tahu 
bahwa aliran pemikiran Islam yang cukup merniliki fondasi lengkap hanyalah 
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Islam tradisional, modernis, neomodernis, Islam liberal, dan Islam Kiri di luar itu 
masih kabur dan belum jelas struktur pemikirannya . 

Persoalan mendasar kedua adalah apakah bangunan pemikiran 
keislaman di atas mampu menjawab kebutuhan objektif masyarakat Indonesia 
alias memiliki relevansi sosial, atau sebaliknya? Alhasil ternyata tidak cukup 
memadahi. Persoalan kontemporer sekarang adalah ketertinggalan masyarakat 
baik dari sisi pendidikan, kesehatan, kesadaran, dan neoimperialisme dalam 
wujud eksplotasi kapitalisme global Problematik ini menghadirkan penindasan 
struktural yang kejam dan tak berperikemanusiaan, merusak lingkungan, dan 
menciptakan kesenjangan yang kian lebar baik dalam level lokal, nasional, 
maupun global. 

Islam tradisional sibuk dengan bahtsul masailnya (hakim pengetuk 
palu yang hanya bicara hitam-putih), Islam modernis, noe-modernis, dan juga 
Islam liberal terperangkap agenda kapitalisme global. Tesis-tesis besar dalam 
Islam liberal adalah tesis yang pararel dengan pemikiran dan praktik sosial dari 
neoliberalisme. Kelemahan paling mendasar dari Islam liberal adalah 
mengkontradiksikan ketidakadilan sosial atau keterbelakangan semata-mata 
pada kontradiksi internal suatu masyarakat. Artinya, gagal melihat struktur global 
sebagai bagian penting akar permasalahan sosial objektif. Bagaimana dengan 
Kiri Islam? Kiri Islam memang revolusioner, memiliki relevansi intelektual dan 
sosial yang kuat, hanya saja diragukan praksisnya dalam konteks gerakan sosial 
di Indonesia. Kiri Islam belum tuntas bicara soal stratak, atau tahapan-tahapan 
kerjanya, sehingga melahirkan kekosongan-kekosongan praktik revolusioner. 
Dengan kata lain, lahirnya berbagai istilah di atad lebih merupakan "kegenitan 
intelektual," atau bahkan justru "fashion" intelektual yang menjadi bagian dari 
subsistem produksi dan konsumsi ekonomi, ketimbang jihad, ijtihad, dan 
mujahadah, serius untuk menjawab tantangan sejarah. 


MASYARAKAT SIPIL: MENUJU PERADABAN BARU INDONESIA 
Rekonstruksi Paradigma Politik Islam dalam Perspektif Hubungan Negara 
dan Masyarakat 

Saat ini, umat Islam di seluruh dunia patut bergembira dan bersarna- 
sarna merayakan Tahun Baru Islam. Di hampir setiap sudut kota-kota besar 
Islam, luapan kegembiraan itu akan dengan mudah kita saksikan dalam jargon- 
jargon dan semboyan-semboyan luhur yang terpampang indah menghiasi sudut- 
sudut kota. Sayangnya, akibat rutinitas tahunan kita memperingatinya, banyak 
yang tidak menyadari bahwa kalender Islam telah memasuki usianya yang ke 
1421. Maka dorongan untuk merefleksi kembali peristiwa yang terjadi pada 1421 
tahun yang lalu, yaitu peristiwa sekitar hijrah, tidak saja merupakan sebuah 
keniscayaan bagi umat Islam, tetapi justru karena desakan untuk menggali dan 
mengangkat khazanah agama kita yang telah terpendam sekian lama itu 
dimaksudkan untuk suatu keperluan mengapresiasi doktrin agama guna 
dicarikan kemungkinan pengembangannya pada level praksis dalam konteks 
kehidupan kekinian. Dalam konteks wacana keindonesiaan kontemporer, upaya 
seperti itu diperlukan untuk mendukung proses pengembangan peradaban baru 
Indonesia sebagaimana yang sedang diusahakan. Seperti halnya akibat desakan 
reformasi yang menuntut perubahan pada hampir seluruh sektor kehidupan 
berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia saat ini bagaikan berada di 
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persimpangan jalan. Sebagai suatu gerak dinamis, gerakan reformasi itu 
meniscayakan adanya kesinambungan dalam pengembangan dan proses yang 
sedang diupayakan bangsa Indonesia guna menemukan kembali jati dirinya. 

Tetapi, seperti kemudian disadari banyak kalangan, justru dalam 
upaya itulah muncul banyak persoalan untuk tidak mengatakan hambatan 
terutama persoalan-persoalan yang menyangkut visi, paradigma dan ideologi 
yang akan digunakan sebagai acuannya. Maka tidak terlalu mengherankan jika 
kemudian didapati dalam masyarakat munculnya suatu euforia merekonstruksi 
sistem dan pranata sosial, politik, ekonorni maupun budaya yang selama ini 
dikembangkan. Sejauh halini dilakukan atas dasar kesadaran yang telah tumbuh 
secara luas dalam masyarakat untuk tidak mengulangi kesalahan akibat sistem 
dan pranata sosial yang dibangun di masa lalu, kemudian meletakkannya dalam 
suatu semangat untuk mengembangkan kehidupan masa depan yang lebih baik, 
maka hal seperti ini layak mendapat dukungan dan apresiasi yang tinggi dari 
seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Bahkan tiap individu dalam negeri 
diharapkan dapat merealisasikan seluruh potensinya sambil memberikan 
sumbangan bagi kesejahteraan semua, menata kembali kehidupan berbangsa 
dan bernegara. 


Masyarakat Sipil: Rekonstruksi Gagasan Negara 

Gagasan masyarakat sipil atau civil society seperti yang sedang 
dikembangkan di tanah air dipelopori oleh Cak Nur dkk- merupakan suatu model 
menmembangkan kembali khazanah doktrin agama seperti telah disebutkan di 
atas. Tetapi, tidak sebagaimana gagasan civil society, masyarakat sipil 
diorientasikan kepada model eksperimen masyarakat Madinah pasca hijrah Nabi 
SAW. Dengan demikian masyarakat sipil tidak harus dipahami seperti civil 
society atau al-Mujtama' al-Sipilsebagairnana dikembangkan di Dunia Arab yang 
merupakan translasi dari konsep civil society seperti dikembangkan di Barat, 
Amerika Latin, Eropa Selatan dan Eropa Timur, yaitu sekedar sebagai 
masyarakat di luar negara, melainkan lebih merupakan suatu sistem yang 
meliputi dimensi sosial, politik, budaya, hatta pun ekonomi. Dari sudut pandang 
ini, maka tugas masyarakat sipil tidak terbatas pada bagaimana memperkuat 
masyarakat di depan negara, tetapi juga bagaimana membangun negara yang 
kuat, yaitu negara yang mendasarkan dirinya kepada kepentingan masyarakat 
melalui institusi hukum yang berwawasan keadilan, rnisalnya.Maka, kita 
sepertinya berkepentingan mengembangkan masyarakat sipil, sebagai bentuk 
dari transformasi ideologis dari civil society. 

Pertama, karena alasan historis. Banyak sekali indikasi yang 
menunjukkan bahwa Islam telah membawa gagasan civil society ke Barat, salah 
satunya melalui Falsafah Pencerahan ala Giovanni Pico della Mirandola, 
seorang pernikir humanisme zaman Renaisance, yang mengaku belajar 
menghormati manusia dari sumber-sumber ajaran agama Islam. Walaupun 
akhimya Mirandola harus dikucilkan dari komunitasnya akibat gagasan-gagasan 
humanismenya, namun semangat dan pikiran rintisatmya itu telah menyebar ke 
seluruh Eropa dan menjadi wacana umum yang hangat. Selain Mirandola, 
adalah juga Thomas Jefferson, melalui prinsipprinsip "life, liberty and pursuit of 
happiness" yang menjadi inspirasi bangsa Amerika, atau John Locke melalui 
triloginya, "life, liberty and property". Namun jauh sebelum itu umat Islam telah 
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lama berpegang teguh dan melaksanakan ajaran agama Islam tentang "al-dinn', 
al-amwal wa al-a'radI", kehidupan, harta dan kehormatan, yang dengan jelas 
dapat ditelusuri dari kandungan ajaran yang dibawa Nabi dalam Khutbah 
Perpisahannya (khutbat al-wadil) di Arafat. Sangat mungkin sekali, trilogi dari 
Nabi tersebut—al-dinn, al-amwal wa al-a'radI:—telah menetes kepada tokoh 
kemanusiaan semacam Mirandola, John Locke, maupun Jefferson, meskipun 
dengan sedikit distorsi. 

Kedua, alasan sosiologis dan demografis. Islam adalah agama yang 
dianut oleh mayaritas penduduk dan masyarakat di tanah air. Sehingga suatu 
percobaan membicarakan tentang Indonesia tidak bisa dilepaskan dari 
membicarakan Islam di Indonesia. 

Maka, ketiga, gagasan untuk mengangkat kembali khazanah dan nilai- 
nilai fundamental yang terkandung dalam doktrin agama sambil melihat 
kemungkinan apresiasi dan kontekstualisasinya dengan kerangka kehidupan 
modem saat ini, tidak saja menjadi hal yang sepatutnya diketengahkan, tetapi 
lebih dari itu layak pula mendapatkan dukungan penuh, justru dari kalangan umat 
Islam sendiri.Acuan kepada model masyarakat Madinah tersebut saat ini 
memang masih dianggap relevan, paling tidak jika dipandang dari segi-segi 
modernitasnya, yang menurut seorang sosiolog terkemuka saat ini, Robert N. 
Bellah, dapat memberikan tingkat yang tinggi dalam komitmen, keterlibatan dan 
partisipasi yang diharapkan dari seluruh jajaran anggota masyarakat. Secara 
konsepsional, hal ini meniscayakan adanya suatu rumusan tentang sejauhmana 
bentuk komitmen, keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat tersebut dapat 
dibenarkan, terutama pada saat berhadapan dengan negara sebagai institusi 
politik yang mewadahi semua aspirasi dan kepentingan masyarakat. 

Maka sekali lagi tugas masyarakat sipil dengan demikian tidak 
terbatas pada bagaimana memperkuat masyarakat di depan negara, tetapi juga 
bagaimana membangun negara yang kuat, yaitu negara yang mendasarkan 
dirinya kepada kepentingan masyarakat melalui institusi hukum yang berwibawa 
dan berwawasan keadilan, misalnya. Pada titik ini, dalam suatu percobaan 
menentukan tingkat perbedaan masyarakat sipil dengan civil society, akan 
dengan mudah didapati suatu pengertian, bahwa dalam banyak hal, gagasan 
civil society sering diterjemahkan dalam bentuk gerakan memperkuat dirinya vis 
a vis negara. Dalam batas tertentu, gagasan seperti ini sering menghantui kita, 
sehingga tidak perlu disambut hangat. Mengutip kekhawatiran Hegel--seperti 
yang sering diadvokasikan Dawam Rahardjo--bahwa civil society memiliki 
kecenderungan untuk menghancurkan dirinya sendiri (self-destruction) 
disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan-kepentingan sempit yang saling 
bertentangan dan memecah belah masyarakat. Teori Hegel ini, terkadang seperti 
membenarkan kenyataan sejarah seperti yang kita saksikan di depan mata saat 
ini bahwa akibat kepentingan-kepentingan sempit yang saling bertentangan yang 
terjadi di masyarakat kita dewasa ini, sudah mencapai titik kulminasi dari suatu 
ancaman yang sangat mengerikan disintegrasi, yang pada gilirannya akan 
menghancurkan civil society itu sendiri. Menurut Hegel, bahwa satu-satunya 
jalan untuk menghindarkan agar hal itu tidak terjadi adalah bahwa kepentingan- 
kepentingan sempit seperti itu harus diserahkan kepada negara untuk 
mengelolanya. Maka, negara diharapkan tampil menjadi lembaga yang 
memelihara dan melestarikan kepentingankepentingan manusia yang bersifat 
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universal. 

Dalam suatu contoh, munculnya partai-partai baru sebagai 
representasi dari civil society sering secara tidak langsung dan tanpa disadari 
membawa ego dan warna masing-masing. Bahkan tidak jarang terjadi, masing- 
masing membawakan klaim kebenaran (claim of truth) sendiri-sendiri. Ironisnya, 
klaim kebenaran ini tidak saja terjadi dalam kerangka pola dan metodologi serta 
strategi perjuangannya dalam konteks politik saja, tetapi telah sangat jauh 
menyentuh aspek-aspek yang sangat mendasar, yang berkaitan dengan kaidah- 
kaidah dasar ajaran agama seperti tuduhan kelompok lain sebagai Sekuler. 
Kecenderungan melakukan "transendensi" seperti ini terhadap aktivitas politik 
seperti tuduhan Sekuler, yang dipandang sebagai lawan dari agama akan 
mempersempit ruang bagi kemungkinan adanya dialog. Maka tidaklah 
mengherankan, jika dalam realitas empirik, ekspresi politik umat Islam selalu 
menyandarkan pada apa yang dipandang sebagai otoritas sud seperti 
penggunaan simbolsimbol agama. Namun penggunaan simbol-simbol agama ini 
tetap perlu dikritisi, sebab bisa jadi tak lebih sebagai proses manipulasi dalam 
rangka memperluas basis konstituen parpol tertentu, terlepas apakah partai itu 
secara legal-formal berasaskan Islam atau tidak. 

Maka, jika demikian kenyataannya, kita dengan begitu membutuhkan 
ketentuan-kententuan yang kita tetapkan sendiri demi menjamin tetap 
berlangsungnya wacana pluralisme, yaitu ketentuan-ketentuan yang mampu 
memaksa mereka yang disebut -misalnya-- sebagai partai Sekuler, Partai Islam, 
Partai Liberal atau Partai Nasionalis- atau apapun namanya, agar 
memungkinkan terjadinya persaingan yang manusiawi dan adil. Jika tidak 
demikian, maka yang akan terjadi adalah konflik yang berkepanjangan, 
melelahkan dan pada akhirnya justru akan menghancurkan sendi-sendi 
bermasyarakat serta pranata sosial yang telah dengan susah payah dibangun. 
Dalam konteks ini, kiprah civil society yang bebas dan tanpa kendali, yaitu tanpa 
ketentuan yang disepakati bersama dan tanpa persetujuan tidak langsung 
tentang garis-garis besar batas-batas pranata politik, bukanlah gagasan yang 
perlu disambut hangat, melainkan suatu pikiran yang mengerikan. Sebab pada 
saatnya, model peran civil society seperti ini justru akan menghancurkan dirinya 
dan menciptakan lawannya sendiri, yaitu suatu bentuk otoritarianisme yang kuat. 
Untuk itu civil society mengisyaratkan identitas yang dipunyai bersama 
setidaknya mengenai persetujuan tidak langsung tentang pranata-pranata sosial 
politik. 

Logikanya adalah setiap chaos akan mudah menjadi dasar 
pembenaran tampilnya orang kuat yang hendak mengatasinya, sehingga civil 
society dengan kiprah yang luas dan tanpa kendali akan justru menciptakan 
lawannya sendiri, yaitu otoritarianisme orang kuat. Begitu halnya yang terjadi di 
belahan Timur Tengah. Dalam suatu pengamatan sepintas saja mengenai trend 
kekuasaan seperti yang umumnya terjadi dalam konstalasi politik Timur Tengah 
dan Arab, kita akan dengan mudah mendapatkan suatu kenyataan tersebut yaitu 
munculnya otoritarianisme baru selalu didahului oleh kemelut dan konflik yang 
melelahkan dalam civil society. Hal ini berlaku tidak saja dalam konteks konflik 
horisontal antar warga dalam suatu negara, atau antar kekuatan-kekuatan besar 
di Dunia Arab, tetapi juga secara vertikal, yang sering secara tidak seimbang 
antar penguasa (militer) dengan civil society. Ketegangan dan konfrontasi yang 
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ada di permukaan, baik yang diciptakan sendiri maupun akibat dari desakan 
faktor eksternal (Barat) dengan demikian menjadi lartdasan yang absah bagi 
tampilnya otoritarianisme baru. Untuk sekedar menyebut contoh adalah Krisis 
Teluk yang mengerikan, perang Iran-Irag yang melelahkan, dan terakhir di Jibuti, 
Mouritania dan Somalia, yang dihadapkan pada konflik-konflik antar suku dan 
ras dibawah suatu hegemoni yang kuat. 

Sementara dalam konteks perkembangan kehidupan di tanah air saat 
ini, civil society kelihatan semakin menguat dengan indikasi menjamumya 
institusi-institusi publik yang independen, kebebasan, keterbukaan, pluralisme 
dan lain-lain. Tetapi pada saat yang bersamaan, institusi negara, karena masih 
dalam masa transisi, masih belum begitu kokoh akibat desakan reformasi yang 
meniscayakan perubahan struktur, sarana maupun prasarana sosial, politik, 
budaya kita pun ekonomi. Ini memerlukan waktu. Untuk itu, kekuatan civil society 
yang kita rniliki sekarang ini, hendaknya dapat diorientasikan untuk mengawal 
proses transformasi politik dan kekuasaan negara yang sedang berlangsung saat 
ini, menuju peradaban baru Indonesia. Di sisi lain, kita sepatutnya 
mempertanyakan bagairnana mungkin negara yang belum begitu kuat karena 
masih dalam masa transisi akan tampil mengelola, memelihara apalagi 
melestarikan kepentingankepentingan universal dalam rnasyarakat? Jadi, 
nampaknya kita sekarang sedang dalam dilema, disatu sisi kita masih berharap 
memanfaatkan kekuatan civil society untuk "mengasuh" negara, tetapi pada saat 
yang sama, negara yang masih dalam "asuhan" civil society dituntut untuk 
mampu "menjinakkan" civil society. 

Barangkali inilah tugas terberat yang hams diemban oleh pemerintah 
Gus Dur. Dan nampaknya pemerintah Gus Dur juga kebingungan memposisikan 
diri dalam kondisi dilematis itu. Gus Dur nampaknya lebih suka memposisikan 
diri untuk memanfaatkan kekuatan civil society guna "mengasuh" negara. Salah 
satu penjelasannya adalah kesan kelambanan dan tidak eekatan pemerintahan 
Gus Dur dalam menangani konflik-konflik internal dalam masyarakat. Gus Dur 
terkesan seperti menahan laju negara menangani konflik dan pertentangan 
kepentingan-kepentingan sempit yang tarik menarik dalam masyarakat. Ia 
menyadari, bahwa karena negara masih "jabang bayi" dan masih memerlukan 
asuhan-- maka civil society-lah yang seharusnya dituntut mampu menyelesaikan 
permasalahan dalam dirinya. Pertentangan kepentingan-kepentingan sempit 
yang terjadi di Maluku, misalnya juga yang terjadi di Aceh, Papua, dan lain-lain 
menurut Gus Dur harus dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat setempat. 
Sekedar membuka wacana publik, melakukan pendidikan politik dan 
mengintrodusir gagasan civil society, pemyataan dan sikap politik Gus Dur 
tersebut, sampai batas-batas tertentu, layak mendapatkan perhatian 
secukupnya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu pereobaan 
membicarakan civil society tanpa negara yang tangguh, tidak akan mempunyai 
makna apa-apa. Sebab ketika legitimasi pemerintahan runtuh, civil society juga 
terancam mengalarni fragmentasi. Maka suatu ungkapan bahwa rnanakala civil 
society melemah, negara menjadi kuat, atau sebaliknya, manakala negara 
melemah, civil society menguat, sama sekali tidak dapat dibenarkan. 

Jadi, jika selama ini kita mempersepsikan civil society sebagai 
'kekuatan' menghadapi negara, kita akan terjebak pada asumsi bahwa civil 
society memiliki kecenderungan untuk 'menghancurkan' negara. Walaupun tidak 


(194 


MAPABA PMII KOMISARIAT AL-GHOZALI 2011 


dapat dipungkiri bahwa salah satu gagasan utama civil society adalah 
perlawanannya terhadap bentuk-bentuk otoritarianisme, diktatorisme dan pola- 
pola pemerintahan teokratis, namun sebagaimana Cak Nur-civil society tidaklah 
menumbangkan pemerintahan. Sebab pemerintahan yang jika dilanda korupsi 
merajalela dalam kalangannya sendiri dan kehilangan legitimasi, dengan 
sendirinya biasanya akan tumbang dari dalam. Oleh karenanya civil society lebih 
merupakan penerima manfaat (beneficiary) ketimbang sebuah kekuatan 
penghancur. 

Gagasan civil society ini, sayangnya, ketika diadopsi dan dilakukan 
upaya rekonstruksi terhadapnya oleh dunia ketiga (the third worlds), termasuk 
dunia Islam, sering dipandang sebelah mata, dan parahnya, hampir selalu tanpa 
reserve. Dalam suatu pengamatan dan penelitian yang agak mendalam tentang 
bagaimana gagasan civil society ini diterima di dunia Islam, akan dengan mudah 
didapati suatu kenyataan bahwa hampir tidak terdapat cukup perhatian dari para 
politisi dan cendekiawan muslim di dunia Islam yang mengkritisi gagasan civil 
society ini berkembang. Namun, pengecualian bahwa terdapat tokoh-tokoh Islam 
yang memerankan diri sebagai kritikus terhadap Barat, sedikit dapat merespon 
kenyataan di atas. 

Untuk sekedar menyebut contoh sikap kritis itu, relevan untuk sekedar 
mengetengahkan sepintas sikap dan pandangan dua cendekiawan muslim 
terkemuka, dengan setting sosial dan kultur intelektual yang berbedai Hasan 
Hanafi di Mesir dan Nurcholish Madjid di Indonesia. Walaupun, seperti diketahui, 
Hanafi berbeda dengan Cak Nur hampir dapat dipastikan tidak pernah menulis 
tentang civil society. Namun dernikian, tidak ada suatu alasan pun yang dapat 
menghalangi kemungkinan mengetengahkan pandangan-pandangannya tentang 
civill society. 

Hanafi menolak civil society karena ia merupakan produk Barat, 
"Kalimatu hagg yurodu biha batil" Tidak sebagaimana idealisme yang 
dibawakannya, dengan civil society Barat menginginkan negera menjadi lemah 
dan kehilangan wibawa serta legitimasinya. Dalam perspektif Hanafi, civil society 
adalah kekuatan masyarakat di luar negara, seperti nampak dari tumbuhnya 
institusi-institusi non governmental (NGO's, Non Governmental Organizations). 
Jadi, menguatnya civil society melalui institusi-institusi di luar negara, adalah 
untuk mengukuhkan dirinya sendiri (civil society) di hadapan negara, alih-alih ikut 
memperkuat negara. Proposisi seperti ini, sering didukung oleh data-data empirik 
tentang apa yang terjadi di banyak kawasan. Di Timur Tengah, misalnya, yang 
wacana politiknya 

Dipenuhi dengan konflik dan peperangan, tumbuh dan 
berkembangnya civil society selalu mengambil kesempatan pada saat negara 
sedang melemah dan legitimasi serta kredibilitasnya menurun, atau bahkan 
hilang sarna sekali. Sama halnya yang terjadi di tanah air, civil society 
mengambil kesempatan mengembangkan diri secara leluasa pada saat negara 
sedang dalam 'koma'. 

Agak mengejutkan rnemang, ketika kemudian HanaH mengatakan 
bahwa civil society yang dikembangkan Barat, landasan epistemologisnya 
adalah cara pandang yang sekuleristik. Tentu hal ini sulit diterima, karena dalam 
persepsi keagarnaan kita, cara pandang sekuleristik, yaitu cara pandang yang 
memisahkan antara negara dan agama, tidak memiliki landasan pembenarannya 
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secara absah. lika kita terpaksa setuju dengan civil society -kata Hanafi-- maka 
ia harus tetap tunduk kepada supremasi syari'at seperti yang telah digariskan 
Tuhan. 

Dalam suatu percobaan menjelaskannya, kita dapat mengajukan 
suatu asurnsi bahwa Hanafi mendasarkan paradigmanya itu kepada perspektif 
khazanah intelektual Islam klasik, misalnya seperti yang pemah diadvokasikan 
oleh Ibnu Taimiyah. Dalam pandangan politik Ibnu Taimiyah, untuk menegakkan 
supremasi syari'at dalam realitas kehidupan masyarakat, tidak serta merta begitu 
saja bisa dipercayakan kepada kehendak publik (Civil Society) tetapi juga 
memerlukan dukungan politik misalnya dalam bentuk pelembagaan sistem dan 
hukum dari negara. Yaitu bahwa agama yang benar disamping wajib punya 
tulisan petunjuk juga harus memiliki pedang penolong. Hal ini berarti bahwa 
kekuasaan politik yang disimbolkan dengan pedang menjadi sesuatu yang 
sangat esensial. Dengan demikian politik atau negara hanyalah sebagai alat 
bagi (kepentingan) agarna itu sendiri. Atau seperti ditunjukkan oleh Fazlur 
Rahman bahwa tujuan penciptaan suatu negara (Islam) adalah untuk 
memelihara keamanan dan integritas nasional, menjaga hukum dan ketertiban 
dan untuk memajukan negeri hingga tiap individu dalam negeri itu dapat 
merealisasikan seluruh potensinya sambil memberikan sumbangan bagi 
kesejahteraan semua. Pandangan seperti ini sejalan dengan penegasan Al-- 
Gur'an. 

Dalam suatu kesimpulan umum, sikap dan pandangan Hanafi dalam 
batas-batas tertentu sejalan dengan gagasan masyarakat sipil seperti yang 
dikembangkan Cak Nur dan kawan-kawannya. Tetapi berbeda dengan Hanafi, 
masyarakat rnadani dimaksudkan Cak Nur sebagai katakanlah suatu bentuk 
'antitesa' dari gagasan civil society seperti yang dikembangkan Barat. Catatan 
Hanafi terhadap civil society maupun masyarakat sipil, sarna-sarna bertemu 
dalam suatu noktah penting, bahwa keduanya sama-sama menginginkan, tidak 
saja masyarakat yang kuat, tetapi juga berdirinya negara yang kokoh. Berbeda 
dengan Hanafi, melalui gagasan masyarakat sipilnya, dalam berhadapan dengan 
gagasan-gagasan yang dikembangkan Barat, Cak Nur tampil dengan suatu 
performa yang lebih 'lunak'. Cak Nur tidak mengambil posisi berkonfrontasi 
langsung dengan ide-ide dari Barat, melainkan dengan suatu upaya merebut 
inisiatif, yaitu dengan melakukan hegemoni makna atas ide, jargon dan gagasan 
dari Barat, dengan bersumberkan pada tradisi dan khazanah doktrin agama 
yang kuat mengakar. Di tangan Cak Nur, civil society mengalami transfomlasi 
makna hasil dari suatu hegemoni makna atas civil society-rnenjadi masyarakat 
sipil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sipil bukanlah civil 
society atau Al-Mujtama' Al-Sipil. Masyarakat sipil adalah masyarakat sipil. Civil 
society adalah civil society. Penting diperhatikan juga bahwa dalam masyarakat 
sipil tidak ada pemisahan antara agama dan negara, tidak sebagaimana yang 
terjadi dalam lingkungan dan tradisi keagamaan Kristen, dirnana civil society 
lahir dan berkembang di sana. Selain Islam adalah agarna yang meliputi seluruh 
dimensi dan aspek-aspek hukum, ia juga tidak mengenal sistem hirarki 
keagarnaan seperti sistem kerahiban dalam agarna Kristen. Dalam Islam 
memang ada ulama, tetapi ulama tidak mempunyai tingkat kesucian dan 
terbebas dari kesalahan, sebagaimana yang biasa diyakini dalam Kristen. 
Konteks hubungan agama dan negara dalam diskursus politik Islam akan dapat 
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dijumpai dalam pembicarakan bab tentang sumber-sumber agama mengenai 
keterkaitan dan hubungan antara agama dan politik. Misalnya, jika kita setuju 
untuk mengasumsikan politik sebagai negara -karena memang salah satu icon 
politik adalah negara maka hubungan mutualistis yaitu saling membutuhkan di 
antara keduanya dengan sendirinya tidak dapat dihindarkan. Dalam masyarakat 
sipil, agama rnembutuhkan negara, karena dengannya agarna dapat 
berkernbang dengan baik. Dan sebaliknya, negara membutuhkan agama, 
karena diharapkan dengan agama negara dapat tumbuh dan berkembang 
dengan baik pula, dalam pengertian tidak menyimpang dari kaidah dan prinsip- 
prinsip etik yang dituntunkan agarna. Dengan demikian, agama dalam 
masyarakat sipil berperan menyediakan suatu aturan dan sistem nilai yang 
diperlukan bagi penyelenggaraan negara dan penggunaan kekuasaan. Agama 
dengan demikian menjadi sumber etik moral bagi penyelenggaraan 
pemerintahan. 


Masyarakat Sipil: Mencari Bentuk Peran Negara dan Masyarakat 

Discourse mengenai hubungan negara dengan masyarakat atau 
hubungan rakyat dengan penguasa dengan sendirinya selalu menarik perhatian 
para ahli, terlebih jika dikaitkan dalam konteks hubungan keduanya secara 
struktural. Kajian tersebut sarna menariknya dengan discourse mengenai 
hubungan agama dan negara dalam banyak literatur tentang pemikiran politik 
Islam. Namun, discourse mengenai hubungan negara dengan masyarakat, 
secara substantif meniscayakan suatu jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan 
seputar, apakah dasar yang melandasi hubungan keduanya, bagaimanakah 
mekanisme politik bagi pengaturan hubungan keduanya, apakah batasan yang 
boleh ditetapkan bagi segala bentuk oposisi masyarakat kepada negara: 
bagaimanakah ciri peran politik masing-masing untuk menentukan sampai pada 
tingkatan mana bentuk keterkaitan antara peran yang dimainkan oleh negara 
maupun masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam masyarakat sipil salah satu 
prinsip yang mendasari hubungan antara penguasa dan rakyat adalah prinsip 
tidak memberikan sangsi hukum kepada anggota masyarakat keeuali yang 
nampak dalam prilaku nyata yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat. 

Dan seperti diyakini banyak kalangan, prinsip ini untuk pertama 
kalinya diintroduksikan oleh Umar bin Khattab ra, yang mengatakan bahwa pada 
zaman Nabi saw,manusia diambil persaksiannya dengan wahyu, tetapi sekarang 
wahyu telah terputus, maka dari itu, manusia diambil persaksiannya dari apa 
yang nampak dalam prilaku sehari-harinya. Imam Ghozali, dalam hal ini, malah 
menegaskan tentang keterbatasan wewenang seorang fagih, sampai dalam 
urusan menghukumi keislaman seseorang pun, terbatas hanya menghukuminya 
dari apa yang tampak dari perilaku dan perkataannya saja. Sebab -seperti juga 
sering ditegaskan Cak Nur-di luar wilayah itu, menjadi urusan Tuhan dengan 
yang bersangkutan. 

Prinsip seperti ini dapat ditelusuri dalam teori Hukum dan perundang- 
undangan modern tentang watak dan karakteristik hukum modern. Dalam teori 
hukum modern disebutkan bahwa di antara beberapa ciri dan karakteristik 
hukum dan perundangan-undangan modern adalah sifatnya yang general 
(Amanah-Mujarradah), dalam arti tidak mengenal kata "siapa", juga watak 
sosialnya dimana hukum kemudian menjadi suatu kaidah sosial (gowaid 


(197) 


MAPABA PMII KOMISARIAT AL-GHOZALI 2011 


ijtima'iyyah), yaitu keberadaannya yang selalu terkait dengan aspek sosial serta 
sifat keniscayaannya (mulzimah), yang menjadikannya harus tetap diberlakukan 
dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, tanpa pan dang bulu. Hal ini semata- 
mata untuk mewujudkan persamaan bagi seluruh warga yang menjadi salah satu 
tujuan dari tujuan-tujuan kemanusiaan itu sendiri. Persamaan ini meliputi, 
persamaan di depan hukum dan undang-undang. 

Persamaan di depan pengadilan, yaitu bahwa setiap orang berhak 
untuk diperlakukan sama di depan pengadilan dengan cara mengikuti prosedur 
hukum (judicial proceedings) yang berlaku. Dengan kata lain, seseorang ketika 
dihadapkan pada pengadilan, sebelum didapatkan pembuktian bahwa dirinya 
telah melanggar hukum dan melakukan kesalahan, pengadilan harus tetap 
menghormatinya melalui "asas praduga tak bersalah" sampai suatu saat dapat 
dinyatakan sebagai bersalah atau tidak. 

Kemudian persamaan dalam pemerataan kesejahteraan yang 
merupakan implementasi dari persamaan dalam hak-hak materi. Harta yang 
menjadi kekayaan negara adalah milik warga seluruhnya. Dan lembaga yang 
menangani sektor ini dituntut agar mampu memeratakan hasil-hasil kekayaan 
negara tersebut. Inilah yang disebut keadilan sosial. Keniscayaan 
pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan politik oleh negara atau 
pemerintah dan pemeliharaan supremasi hukum serta ketentuan-ketentuan etik 
moral Al-Gur'an juga menjadi ciri -sekaligus merupakan prinsipdalam rnasyarakat 
sipil. Karena dalam masyarakat sipil, ketundukan negara kepada ketentuan- 
ketentuan etik moral yang telah ditetapkan Tuhan melalui syari'at-Nya 
merupakan keniscayaan. Jika perundang-undangan modern mensyaratkan 
prinsip kedaulatan negara dan menjadikannya sebagai salah satu karakteristik 
terpenting dari negara, maka Islam sesungguhnya tidak mengikatkan prinsip 
kedaulatan ini kepada seseorang atau segolongan tertentu, tetapi 
mengikatkannya dengan prinsip kedaulatan syari'at yaitu kedaulatan hukum. 

Adapun yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat (people's 
sovereignly) adalah kedaulatan yang menjelma menjadi hak rakyat untuk 
mengawasi atau mengontrol kekuasaan dan pemerintahan, agar dapat 
memerintah sesuai dengan bimbingan etik moral yang dituntunkan Tuhan. Ini 
diperlukan agar pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan dapat 
setiap saat dikontrol sehingga senafas dengan kepentingan dan kemaslahatan 
rakyat. Ketentuan seperti ini harus tercermin dalam kehidupan umum dan 
dijamin secara hukum agar dapat diciptakan suatu sistem pengaturan politik 
yang perlu bagi realisasi cita-cita syari'at. Masyarakat sipil adalah masyarakat 
demokratis, oleh karenanya selalu mencerminkan adanya kolektifitas pendapat, 
derni menghindari munculnya pendapat tunggal, utamanya dalam merespon 
problem-problem sosial dan dinamika masyarakat. Syari'at yang merupakan 
gagasan politik utama dalam Al-Gur'an relevan dengan semangat ini. Sebab 
kolektifitas pendapat dan pandangan seperti ini, hanya mungkin terwadahi dalam 
institusi syari'at yang jika ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang 
dikenal dengan sistem politik demokrasi. Dengan dernikian, demokrasi 
merupakan aspek terpenting dari cita-cita politik masyarakat sipil. .Kohesi antara 
Islam dan demokrasi seperti diadvokasikan oleh Filasuf Pujangga Muhammad 
Igbal, sebagaimana sering ditirukan oleh Syafi'l Ma'arif terletak pada prinsip 
persamaan (eguality) yang di dalam Islam dirnanifestasikan oleh tauhid sebagai 
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satu gagasan kerja (a working idea) dalam kehidupan sosio-politik umat Islam. 
Sebab hakekat tauhid sebagai gagasan kerja ialah persamaan, solidaritas dan 
kekebasan. Pengertian seperti ini, menu rut Nurcholish Madjid, akan mengacu 
kepada kualitas civility, yangmengandung makna toleransi dan kesediaan 
pribadi-pribadi untuk menerima beragam pandangan politik yang berbeda, juga 
kesediaan untuk menerima pandangan yang sangat penting bahwa tidak ada 
jawaban yang paling benar terhadap suatu masalah. Sebab jika tidak demikian, 
masyarakat sipil, civil society dan lingkungan sosial akan hanya terdiri dari fraksi- 
fraksi, klik-klik, dan serikat-serikat rahasia yang saling menyerang. 

Mengenai bentuk peran negara, tercermin dalam perannya 
menjalankan tugas-tugas pemerintahan, dalam banyak sekali dimensi, 
diantaranya pada dimensi atau sektor yang menyangkut kekayaan umum 
(kekayaan negara), pengembangan solidaritas dan persaudaraan dalam diri 
masyarakat serta menegakkan keadilan. Pemerintah sebagai representasi dari 
negara harus rnampu mengemban tugas-tugas yang diarnanatkan kepadanya, 
utamanya tugas dalam distribusi ekonomi dan pengelolaan sumber-sumber 
kekayaan negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umum. Distribusi 
tersebut harus merata dan bersemangat keadilan, agar kekayaan dan sumber- 
sumber ekonomi negara tidak hanya berputar pada segolongan tertentu dalam 
masyarakat. 

Salah satu upaya mengatur distribusi ekonomi adalah melalui 
pemberdayaan pelaksanaan zakat dan shodagah sebagai sumber-sumber 
ekonomi rakyat, terutarna bagi rnasyarakat lapisan bawah. Sebab, salah satu 
pandangan yang melatar belakangi mengapa agama memerintahkan 
menunaikan zakat dan shodagah adalah agar harta kekayaan tidak dimonopoli 
oleh segolongan tertentu, maka harus didistribusikan. Tugas seperti ini harus 
dapat diemban oleh negara atau pemerintah, justru dalam rangka menjaga 
stabilitas masyarakat. Sebab tidak jarang instabilitas masyarakat disebabkan 
oleh faktor kesenjangan sosial yang bermula dari tidak adanya pemerataan 
dalam distribusi ekonorni. Maraknya tuntutan memisahkan diri dari Republik ini 
pun, jika ditelusuri akar-akamya, bukan saja karena faktor "provinsialisme", tetapi 
lebih disebabkan karena tidak adanya pemerataan dalam distribusi ekonomi 
yang dilakukan pemerintah pusat. Peran negara seperti ini sesungguhnya adalah 
dalam rangka menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat itu sendiri. 

Diktum peran politik negara yang paling jelas dalam masyarakat mad 
ani adalah maujudnya hubungan yang sejajar antara masyarakat dan negara. 
Hubungan sejajar ini menganjurkan terciptanya hubungan yang mutualistis, yaitu 
hubungan yang saling menguntungkan. Negara, rnisalnya, berperan dalam 
menegakkan pemerintahan yang adil melalui proyekproyek amal kebajikannya. 
Sementara masyarakat dapat mengambil peran dalam menumbuhkan etos amar 
ma'ruf yaitu menumbuhkan semangat kebaikan dan kemaslahatan bersama 
(public good). Atau singkatnya, peran negara adalah memberikan pelayanan, 
petunjuk dan bimbingan kepada publik disamping menegakkan hukum yang 
berkeadilan. Sedangkan sumber dan aset produksi bagi proyek-proyek sosial 
kemasyarakatan adalah masyarakat itu sendiri. Jadi, pada akhirnya memang 
akan terjadi konvergensi antara peran negara dan masyarakat untuk sarna-sarna 
membangun masyarakat sipil. Peran keduanya itu mau tidak mau harus bersifat 
mutualistis, peran saling ketergantungan, saling membutuhkan untuk sama- 
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sarna membangun tatanan masyarakat baru yang menjadi idaman bersarna. 
Maka, jika dicoba simpulkan dalam suatu diktum yang lugas, bunyinya kira-kira 
begini: Peran negara adalah memerintah dengan keadilan dan berbuat baik 
(ihsan), sedangkan peran masyarakat adalah menegakkan amar maruf 
(kindness). Kepada bangsa Indonesia, mari kita wujudkan diktum tersebut, guna 
meniti jalan, menapak bumi dan menggapai peradaban baru Indonesia yang 
diidam-idamkan berdasarkan Ridho Allah SWT. 


MEMIKIRKAN KEMBALI ASUMSI PEMIKIRAN KITA: TENTANG TEOLOGI 
PEMBEBASAN RASIONAL 

Sejak lebih dari dua dekade yang lalu di kalangan umat Islam 
Indonesia dihadapkan pada gagasan tentang betapa perlu menghidupkan 
kembali "teologi rasional". Usaha menghidupkan kembali "teologi rasional" itu 
dianggap perlu untuk mengejar keterbelakangan umat Islam yang diakibatkan, 
menurut penganjur gagasan tersebut, antara lain karena mereka terbelenggu 
oleh "teologi tradisional" yang mereka anut. Teologi ini terutama dikaitkan 
dengan paham jabariah atau fatalisme, yang dianggap melahirkan sikap pasif, 
pasrah dan m.enyerah pada suratan takdir. Prof. Dr. Harun Nasution adalah 
salah seorang penganjur utama "teologi rasional" itu. Karena itu beliau dianggap 
sebagai pelopor kebangkitan apa yang disebut sebagai "Neo-Mu'tazilah". Tentu 
saja kita bisa mempertanyakan validitas konstatasi tersebut dilihat dari segi 
faktual. Bersamaan dengan itu menyembul pula gaga san tentang keperluan 
usaha pembaharuan dalam pemikiran umat Islam. Salah seorang penganjur 
utamanya adalah Cak Nur (Dr. Nurcholish Madjid) yang mencanangkan ide 
"liberalisasi" dan 'sekularisasi" Gagasan pembaharuan itu rnakin menggema 
dengan lontaran-lontaran ide Gus Dur (KH Abdurrahrnan Wahid). Ia 
menganggap gerakan "kultural" yang sibuk dalam tataran ide saja belum cukup, 
akan tetapi ia juga menentang gerakan "politik" yang cenderung mernanipulasi 
agarna untuk memperoleh kekuasaan. Gus Dur lebih menekankan perhatian dan 
pemikirannya pada gerakan "sosio-kultural yang bermuara pada transformasi 
sosial urnat Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. 
Dalam perspektif ini terasa "teologi rasional" saja tidak memadai dan tidak 
menjawab tantangan nyata yang dihadapi umat Islam. Kontroversi antara 
"teologi rasional" versus "teologi tradisional" bagi kalangan aktivis yang concern 
pada berbagai fen omena ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat tidaklah 
relevan. 

Dirasakan keperluan untuk merumuskan sejenis teologi yang lain, 
"teologi transforrnatif", Beberapa pemikir muslim mencoba menggali dan 
merumuskan "teologi transforrnatif" itu. Kesadaran tentang keperluan "teologi 
transformatif" itu rupanya tidak hanya muncul di Indonesia, akan tetapi juga di 
negeri-negeri muslim lainnya. Kita bisa menyebut Dr. Hassan Hanafi (Mesir) 
yang terkenal dengan gagasan Al- Yasari 'I-Islami (Kiri Islam) dan menulis karya 
monumental "Mina 'I-Agidah ila '-Thawrah" (Dari Teologi ke Revolusi) sebanyak 
5 jilid. Juga Ziaul Hague (Pakistan, bukan Zia ul Hag yang rnantan Presiden) 
yang menulis tulisan yang cukup provokatif, "Revelation and Revolution in Islam" 
(Wahyu dan Revolusi dalam Islam). Selain itu harus pula disebut nama Asghar 
Ali Engineer (India), yang terjemahan tulisannya "Islam and Its Relevance to Our 
Age" ada di tangan pembaea sekarang ini. Berbeda dengan kedua nama yang 
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disebutkan di atas, Asghar Ali Engineer bukan hanya seorang pemikir, tetapi juga 
seorang aktifis. Kebetulan, ia merupakan pernimpin salah satu kelompok Syi'ah 
Isma'iliyah, Daudi Bohras (Guzare Daudi) yang berpusat di Bombay India. 
Melalui wewenang keagamaan yang ia rniliki, Asghar Ali berusaha menerapkan 
gagasan-gagasannya. Untuk itu ia harus menghadapi reaksi generasi tua yang 
eenderung bersikap konservatif, mempertahankan kemapanan. 

Untuk memahami latar belakang keagamaan Asghar Ali, ada baiknya 
diketahui sepintas lalu kelompok Daudi Bohras ini. Para pengikut Daudi Bohras 
dipimpin oleh Imam sebagai pengganti Nabi yang dijuluki Amirul Mukminin. 
Mereka mengenal 21 orang Imam. Imam mereka yang terakhir Mawlana Abul- 
Gasim al-Thayyib yang menghilang pada tahun 526 H. Akan tetapi mereka 
masih pereaya bahwa ia masih hidup hingga sekarang. Kepemimpinannya 
dilanjutkan oleh para Da'i (dari perkataan itu berasal ungkapan Daudi) yang 
selalu berhubungan dengan Imam terakhir itu. Untuk diakui sebagai seorang Da'i 
tidaklah mudah. la harus mempunyai 94 kualifikasi yang diringkas dalam 4 
kelompok: (1) kualifikasi-kualifikasi pendidikan, (2) kualifikasi-kualifikasi 
administratif, (3) kualifikasi-kualifikasi moral dan teoritikal, dan (4) kualifikasi- 
kualifikasi keluarga dan kepribadian. 

Yang menarik adalah bahwa di antara kualifikasi itu seorang Da'i 
harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan 
kezaliman. Asghar Ali adalah seorang Da'i. Dengan memahami posisi Asghar di 
atas kita tidak heran mengapa Asghar Ali Engineer sangat vokal dalam 
menyoroti kezaliman dan penindasan. Ia menganjurkan bukan sekedar 
merumuskan "teologi transformatif" akan tetapi lebih dari itu. Asghar Ali 
menghimbau generasi muda Islam untuk merekonstruksi"teologi radikal 
transformatif". Ketika gagasan Teologi Pembebasan muncul di kalangan gereja 
Katolik di Amerika Latin, yang temyata tidak direstui Vatikan, ia menulis artikel 
"Teologi Pembebasan dalam Islam". Tulisan-tulisan dalam tulisan ini sarat 
dengan analisa filosofikal dan historikal untuk merumuskan "Teologi 
Pembebasan dalam konteks modem" seperti diinginkan oleh Asghar Ali 
Berdasarkan telaah kesejarahan terhadap dakwah dan perjuangan Nabi 
Muhammad SAW di masa-masa permulaan, misalnya, Asghar Ali sampai pada 
kesimpulan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang revolusioner, baik dalam 
ucapan maupun dalam tindakan, dan beliau berjuang untuk melakukan 
perubahan-perubahan seeara radikal dalam struktur masyarakat di zamannya. 
Bertolak dari situ, agaknya, lalu Asghar Ali Engineer merevisi konsep dan 
pengertian mukmin dan kafir, yang berbeda dengan apa yang umum dipahami 
oleh umat Islam sekarang. Ia menulis: " ... orang-orang kafir dalam arah yang 
sesungguhnya adalah orang-orang yang menumpuk kekayaan dan terus 
membiarkan kezaliman dalam masyarakat serta merintangi upaya-upaya 
menegakkan keadilan ... " Dengan dernikian bagi Asghar Ali, seorang mukmin 
sejati bukanlah sekedar orang yang pereaya kepada Allah akan tetapi juga ia 
harus seorang mujahid yang berjuang menegakkan keadilan, melawan 
kezaliman dan penindasan. 

Jadi, kalau ia tidak berjuang menegakkan keadilan dan melawan 
kezaliman serta penindasan, apalagi kalau iajusttu mendukung sistem dan 
struktur masyarakat yang tidak adil, walaupun ia pereaya kepada Tuhan, orang 
itu, dalam pandangan Asghar, masih dianggap tergolong kafir. 
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Pemahaman dan penafsiran konsep mukmin dan kafir ini, saya rasa, 
adalah kunci untuk memahami pemikiran Asghar Ali yang pasti, untuk banyak 
orang akan mengagetkan. Dari situ ia menyodorkan reinterpretasi dan 
rekonseptualisasi tentang berbagai terma-terma keagamaan, dan menawarkan 
reevaluasi terhadap berbagai gerakan-gerakan umat Islam di masa lalu dalam 
perspektif Teologi Pembebasan yang menuntut perubahan struktur sosial yang 
tidak adil dan menindas. Asghar Ali bahkan memaksa kita untuk mernikirkan 
kembali asumsi-asumsi kepercayaan, pemikiran dan sikap keberagamaan kita 
secara radikal. Tulisan-tulisan Asghar Ali disini membantu kita untuk melakukan 
pemikiran kembali itu. 


TRADISI VERSUS MODERNISASI ISLAM 
Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer 

Tradisi bukanlah sehimpun norma yang dapat dengan mudah 
ditunjuk. Ibarat rambu, tradisi adalah tanda yang aeuannya tidak tentu, remang 
dan kabur. Makna dari tanda itu tergantung dari siapa yang menafsirkannya. 
Waeana pemikiran keagamaan yang beredar dan berkembang dalam 
masyarakat sering menempatkan warisan intelektual Muslim masa lampau itu 
sebagai "warisan yang baku" dan "tradisi yang mapan" untuk tidak diungkit dan 
diutak-atik kembali, kecuali hanya sebatas dibaca dan diikuti. Dalam perjalanan 
panjang sejarah pemikiran keislaman, dapat kita eermati bahwa apabila "tradisi" 
sebagai warisan intelektual masa silam dalam bentuk teks-teks keagamaan itu 
dijadikan perspektif untuk menilai modrnitas, yang muncul adalah sikap 
keberagamaan yang cenderung "fundamentalis", radikal-fanatik dan menafikan 
arti modernitas itu sendiri sebagai sebuah proses perkembangan sejarah yang 
harus disikapi dengan menimbang aspek kemaslahatannya. 

Sebaliknya, apabila yang digunakan itu terbatas pada modernitas dan 
rasionalitas semata sebagai perspektif dan menilai tradisi, yang muncul adalah 
sikap apatis terhadap fenomena keagamaan, bahkan cenderung mengeringkan 
ruang-ruang religiusitas kemanusiaan. Pada era globalisasi ilmu dan budaya, 
hampir semua sendi kehidupan manusia mengalami perubahan. Pada saat yang 
sama, pengetahuan manusia tentang realitas jagat raya, juga berkembang pesat 
sesuai dengan tingkat laju pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. 
Ketika peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi modern, yakni tingkatan 
historisitas manusia modern, mengantarkan kita pada era globalisasi, secara 
otomatis mempengaruhi dan mengubah pola pikir keberagarnan yang lama. 

Warisan intelektual atau tradisi keagamaan bukanlah sesuatu yang 
otoritatif dalam menilai fenomena modernitas dan posmodernitas. Sebaliknya, 
modernitas sebagai sejarah pun tidak merniliki kekuatan yang absolut untuk 
menafikan tradisi keagamaan. Keduanya perlu didialogkan secara adil dalam 
konteks keberagamaan masyarakat kontemporer dalam berbagai aspeknya yang 
meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lainlain. Merefleksikan 
pembangunan teoretisasi atas fenornena gerakan pembaruan pemikiran 
keislaman yang di dalamnya terjadi tarik-menarik antara dua kutub: modern 
versus tradisi. Di dalam pembahasannya, tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian. 

Secara telegrafis dalam gerakan pembaruan pemikiran keislaman, 
semenjak umat dihadapkan pada realitas tekstual tradisi keagamaan hingga 
metode pembacaan produktif yang perlu dilakukan terhadap teks-teks 
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keagamaan. Sedangkan pada bagian kedua, mulai menyentuh analisis terhadap 
aspek-aspek praktis yang telah dipetakan dalam wawancara gerakan 
pembaruan pernik iran Islam. Karakter gerakan yang mengetengahkan faith ini/ 
action ini sebagai satu-satunya gerakan pembaruan yang berbeda dengan yang 
lain, baik dalam negeri, yakni memahami teks dalam bentuk artikulasi gerakan 
sosial. Paradigma keagarnaan dari gerakan-gerakan pembaruan yang 
cenderung banyak menafikan isu-isu strategik untuk menempatkan nilainilai 
universal dari norma Islam. Di tengah kesimpang-siuran berbagai "identitas" 
Islam yang dijajakan oleh banyak cendekiawan Muslim Indonesia akhir-akhir ini, 
tulisan ini seperti memberikan arah yang jelas. 


Gerakan Islam dan Kapitalisme Global: Membela Pembela 
Agama Tuhan 

Terdapat banyak penjelasan sosial mengapa gerakan keagamaan 
yang berkarakteristik seperti itu muncul. Ada 'jalan panjang' kelahiran gerakan is 
untuk mengidentifikasi berbagai aspek ajaran, situasi politik, maupun kekuatan 
sosial yang hendak dibangun. Sejumlah tokoh-yang hingga kini berpengaruh 
memberikan landasan mendalam akan kehadiran kekuatankekuatan Islam di 
kemudian hari. 

Paling tidak ada sejumlah tesis yang bisa dijadikan faktor penyebab 
utama. Tesis pertama menyatakan kebangkitan gerakan ini karena bangkitnya 
kesadaran keagamaan di kalangan umat Islam. Biasanya karakteristik gerakan 
ini ditandai dengan suburnya praktek-praktek ritual Islam dan ketaatan yang 
menyolok pada berbagai bentuk peribadatan. Gerakan yang dimotivasi oleh 
situasi demikian cenderung akan pasif secara politik, kecuali jika ada dorongan 
kuat pemerintah atau pihak-pihak musuh dari luar. Gerakan ini biasanya selalu 
bermula dari ajakan 'untuk menyeru kembali ke asas-asas agama'. Tesis kedua 
menyatakan kemunculan gerakan keagamaan ini karena situasi krisis dimana 
gerakan ini biasanya berkeinginan untuk menegakkan tatanan politik Islami yang 
berbeda tegas dengan tatanan yang ada. Dalam konteks ini memang irisannya 
sangat tipis mengingat antara kesadaran keagamaan dengan perumusan 
tatanan politik sering bersinggungan erat. Ungkapan yang biasa dinyatakan 
adalah al-ba'ts al-islami (kebangkitan kembali Islam), al-syahwa al-islamiyyah 
(kebangkitan Islam), ihya ai-din (kebangkitan agama), dan al-ushuliyya al- 
islamiyyah (fundamentalisme Islam). Artinya mereka berkeinginan mencari 
keyakinan yang fundamental, baik dasar-dasar komunitasnya, pemerintahan, 
maupun dasar-dasar hukum syari' ah . 

Politik yang berasas pada ideologi Islam ini hadir di tengah 
pergumulan yang keras dengan ideologi-ideologi lain. Pertama adalah 
nasionalisme kultural jawa yang dimotori oleh para bangsawan tinggi dan para 
filosof Belanda. Kedua, dalah para sosialisme Marxis yang kemudian menjelma 
menjadi paham komunisme. Dan yang ketiga adalah nasionalisrne sekuler yang 
mulai menciptakan batas dan definisi mengenai Indonesia. Jika merujuk pada 
sosiolog Shils, yang merumuskan bahwa ideologi adalah hasil perumusan yang 
strategis dati pandangan hidup, maka ideologi politik Islam merupakan hasil 
'subyektif' dari pandangan komunitas terhadap keagarnaan, sembari membuka 
kemungkinan baru yang bisa diwujudkan. Ideologi yang bersandarkan pada 
agama akan memberi rnakna tentang keberadaan rnanusia terutarna atas 
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konsep hid up, mati, kosmos, dan hukum alamo Dalam kaitan itu Partai Syarikat 
Islam mengawali proses pembentukannya. Dalam era transisi politik seperti 
sekarang kemunculan pasukan Tuhan memang memiliki akar sejarah yang 
panjang. Jika pada era Orde baru pendekatan represif telah mampu 
mengembangkan model semangat keagamaan yang bergeliat di bawah 
permukaan dan secara tak terelakkan sulit untuk terpantau, maka pada masa 
sekarang situasinya sangat jauh berbeda. Pada transisi politik sekarang peluang 
partisipasi politik yang terbuka telah mengembangkan berbagai bentuk tuntutan. 

Berkombinasi dengan berbagai faktor global maka pasukan tuhan ini 
memiliki sejumah karakteristik yang unik. Pertama, keaktifan dalam membentuk tatanan 
kehidupan yang sepenuhnya mengikuti bunyi literer dari teks suci. Diterapkan dalam 
kerangka politik praktis keinginan untuk menegakkan syariat Islam merupakan 
artikulasi politik yang masih diperjuangkan hingga kini. Berhadap dapat masuk dalam 
konstitusi, maka isu penegakakn syariat Islam terus- menerus diperjuangkan dan 
konsolidasi berbagai kepentingan politik terus terjalin. Kedua, terdapat banyak bukti 
tentang keterlibatan militer dalam berbagai pembentukan sejumlah pasukan sipil 
sehingga dalam aksinya mereka terlatih untuk menggunakan dan memanfaatkan 
cara-cara kekerasan. Kenyataan ini membuat pasukan Tuhan banyak terlibat 
dalam sejumlah pelanggaran HAM. Ketiga, potensi untuk berbenturan dengan 
berbagai kelompok prodemokrasi semakin terbuka bukan saja karena berbeda sudut 
pandang melainkan juga kepentingan praktis yang bertolak belakang. 

Di samping itu sejumlah faktor ekstemal yang sangat mempengaruhi 
dinarnika yang ada dalam pasukan Tuhan. Pertama, arus yang cukup deras dari 
globalisasi yang telah menciptakan risiko terutama dalam kerangka pengukuhan 
identitas. Konsep-konsep globalisasi sedikit ban yak mengguncang keyakinan 
terdalam tentang keberadaan Tuhan dan rencana-Nya pada masa depan. 
Meskipun pada sisi lain format globalisasi yang mengandalkan pada teknologi 
informasi turut berjasa dalam memperluas dukungan beberapa program pasukan 
Tuhan. Kedua, adalah pandangan bahwa sistem politik internasional masih 
gagal untuk menciptakan tatanan yang lebih adil bahkan berlaku diskriminatif 
pada kalangan Muslim. Krisis Palestina menjadi lambang kesewenang- 
wenangan pemerintah Amerika bahkan lebih jauh dari itu merupakan simbol dari 
kejahatan zionisme. Itu sebabnya pasukan Tuhan merasa berhak bahkan 
berkewajiban untuk melakukan berbagai bentuk jihad guna membebaskan tanah 
Palestina dari eengkeraman pemerintah Barat. Ketiga, kejahatan terorisme yang 
diidentikkan dengan kalangan Muslim telah menggerakkan keyakinan bahwa 
masyarakat intemasional mengalarni semacam sindrom paranoid terhadap 
Islam. Perburuan terhadap kaum yang disebut-sebut sebagai teroris tanpa 
prosedur hukum yang normal makin menguatkan kecurigaan bahwa sebagai 
ajaran, Islam hendak dibasrni keyakinan-keyakinan politiknya. Kombinasi antara 
faktor internal dan eksternal ini masin diperkeruh oleh kondisi stabilitas politik 
yang terus bergolak di berbagai daerah. Yang menarik, melalui kerusuhan itulah 
kemudian konsep jihad, yang selama ini menjadi lambang dan simbol utama 
pasukan Tuhan mendapat penekanan. Jihad bukan semata-mata 
mengartikulasikan kepentingan agama, melainkan juga mewakili sederet 
keinginan politik pragmatis. 


(Penulis: Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A., Majelis Pembina PMII 
Komisariat Al-Ghozali Cilacap, nuriel.ugm@gmail.com/ 0856476343121 
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LAGU-LAGU PERGERAKAN 


SUMPAH MAHASISWA 
Kami Mahasiswa-Mahasiswi Indonesia 


Bersumpah/ Bertanah Air Satu, Tanah Air tanpa 


Penindasan/ 


Kami Mahasiswa-Mahasiswi Indonesia 


Bersumpah Berbangsa Satu, Bangsa yang 


Gandrung Keadilan/ 


Kami Mahasiswa-Mahasiswi Indonesia 


Bersumpah Berbahasa Satu, Bahasa Kebenaran/ 


MARS PMII 

Inilah kami wahai Indonesia 

Satu barisan dan satu jiwa 

Pembela bangsa penegak agama 
Tangan terkempal dan maju kemuka 


Habislah sudah masa yang suram 
Selesai sudah derita yang lama 
Bangsa yang jaya Islam yang benar 
Bangun serentak dari bumiku subur 


Dengan mu PMII pergerakanku 
Ilmu yang bakti ku berikan 
Adil dan makmur kuperjuangkan 


Untukmu satu tanah airku 
Untukmu satu keyakinanku 


Inilah kami wahai Indonesia 

Satu angkatan dan satu jiwa 

Putera bangsa bebas merdeka 

Tangan terkempal dan maju terkemuka 


BEJUANGLAH PMII 

Berjuanglah PMII berjuang 

Marilah kita bina persatuan 
Berjuanglah PMII berjuang 

Marilah kita bina persatuan 

Hancur leburkanlah angkara murka 
Perkokohlah barisan kita 

Siap.... 


Sinar api Islam kini menyala 
Tekad bulat jihad kita membara 


Berjuang PMII berjuang 
Menegakan kalimat tuhan 2x 
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HIMNE PMII 
Bersemilah — bersemilah Tunas PMII 


Tumbuh subur — tumbuh subur kader PMII 


Masa depan kita tempuh 
untuk meneruskan perjuangan 
Bersemilah - bersemilah 

kau pahlawan bangsa 


DARAH JUANG 

Disini negeri kami 
Tempat padi terhampar 
Samuderanya kaya raya 
Negeri kami subur Tuhan 


Di negeri permai ini 

Berjuta rakyat bersimbah luka 
Anak kurus tak sekolah 
Pemuda desa tak kerja 


Mereka dirampas haknya 
Tergusur dan lapar 

Bunda relakan darang juang kami 
Untuk membebaskan rakyat 


Mereka dirampas haknya 
Tergusur dan lapar 

Bunda relakan darang juang kami 
Padamu kami berjanji 

Padamu kami mengabdi 


AKU ANAK INDONESIA 
Aku anak Indonesia 

Aku punya cita-cita 

Punya mobil punya sawah 
Jadi menteri atau bupati (2x) 


Aku anak Indonesia 

Aku punya cita-cita 

Apa daya uang tak punya 
Sekolahpun aku tiada 


Indonesia kaya raya 

Mengapa aku menderita 

Tapi aku tetap bahagia 

Indonesia nyaris merdeka 

Merdeka ... tidak, Merdeka ... tidak 


Aku anak Indonesia 
Aku makan propaganda 
Dengan lauk janji-janji 
Coba tebak aku siapa 
Aku anak Indonesia 
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NDONESIA BARU 

Bergerak dan bersatu 

Menuju Indonesia baru 

Singsingkan lengan baju 

Singkirkan semua musuh - musuh 
Rakyat pasti menang 

Melawan penindasan 

Rakyat kita pasti akan menang 
Revolusi.....Revolusi....sampai mati 2x 


REVOLUSI ATAU MATI 
Dibawah desing peluru 

Ku susuri garis perlawanan 
Berjuta kali berdemonstrasi 
Bagiku revolusi atau mati 


Dibawah rezim tirani 

Ku susuri garis revolusi 
Berjuta kali lawan tirani 
Bagiku revolusi atau mati 


Bersatu kawan, kobarkan darang juang 
Serentak bergerak bebaskanlah rakyatmu 
Bangkitlah kawan, bangunlah anak bangsa 
Serukanlah lagu tentang perlawanan 


BURUH TANI 

Buruh tani, mahasiswa kaum miskin kota 
Bersatu padu rebut demokrasi 

Gegap gempita dalam satu suara 

Demi tugas suci yang mulia 


Hari-hari esok adalah milik kita 
Terbebasnya massa rakyat pekerja 
Terciptanya tatanan masyarakat 
Sosialis sepenuhnya 


Marilah kawan, mari kita kabarkan 
Ditangan kita tergenggam arah bangsa 
Marilah kawan, mari pekikkan 

Sebuah lagu tentang pembebasan 


TOTALITAS MAHASISWA 
Kepada para mahasiswa 

Yang merindukan kejayaan 
Kepada rakyat yang kebingungan 
Dipersimpangan jalan 


Kepada pewaris peradaban 
Yang telah menggoreskan 
Sebuah catatan kebanggaan 
Di lembah sejarah manusia 
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Wahai kalian yang rindu kemenangan 
Wahai kalian yang turun kejalan 

Demi mempersembahkan jiwa dan raga 
Untuk negeri tercinta ...... 


Wahai kalian yang rindu kemenangan 
Wahai kalian yang turun kejalan 

Demi mempersembahkan jiwa dan raga 
Untuk negeri tercinta ....... 

Untuk negeri tercinta ....... 


LAWAN REZIM 

Tiga puluh satu tahun kita dibohongi 
Tiga puluh satu tahun kita dibodohi 
Lawan, lawan, lawan, lawan, lawan ... 


Lawan, lawan, lawan dan menang 
Lawan dan menang sekarang juga ... 


Lawan, lawan, lawan dan menang 
Lawan dan menang sekarang juga ... 


ABRI 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
Tidak berguna, bubarkan saja 

Diganti Kamra, kok sama saja 

Diganti Menwa, kok sama saja 

Lebih baik diganti pramuka 


GARUDA PANCASILA 


Garuda Pancasila/ Aku lelah mendukungmu/ 


Patriot rela mati 
Setia berkorban untukmu 


Pancasila dasarnya apa 
Rakyat adil makmurnya kapan 
Pribadi bangsaku 

Tidak maju-maju ... 

Tidak maju-maju ... 

idak maju-maju ... 


ai 


TERTINDAS 

Disini penindas, disana penindas 
Dimana-mana kita tertindas 
Disini penindas, disana penindas 
Dimana-mana kita tertindas 


Disini penjilat, disana penjilat 
Dimana-mana kita dijilat 
Disini penjilat, disana penjilat 
Dimana-mana kita dijilat 


Disini koruptor, disana koruptor 
Dimana-mana ada koruptor 
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Disini koruptor, disana koruptor SEMBAH SUJUDKU 
Dimana-mana ada koruptor Sembah sujudku ya Allah ........ 

Atas segala Rahmat-MU ..........oo.i... 
Disini borjuis, disana borjuis Yang kau berikan di dalam kehidupan ... 
Dimana-mana ada borjuis Sembah sujudku ya Rabbi ....... 
Disini koruptor, disana borjuis Ohher esai 


Dimana-mana ada borjuis 
Ampuni segala dosaku ........... 


Ayo lawan, kawan-kawan Yang pernah aku lakukan ........... 

Ayo lawan, kawan-kawan Hanya pada-Mu ............. 

Ayo lawan, kawan-kawan Tempat ku memohon ................ 

Ayo lawan ..... Sembah sujudku ya Allah ... 

NANZELA Meski yang kini aku rasakan ............... 

(Sebuah refleksi komunitas spiritual Tibet, Ku tahu semua dari-MU... ya Allah ...... 

mereka memohon pengakuan dunia akan Hidup matiku adalah kuasa-Mu .. 

eksistensi Tuhan yang mereka yakini) Sembah sujudku ya Allah ......... ia 
Meski yang kini aku rasakan .............. 

Nanzela nalola toko tambola malembe ... Ku tahu semua dari-MU ... ya Allah ....... 

Malembe toko tambola ............. 2X Hidup matiku adalah kuasa-Mu ......... 
Sembah sujudku ya Allah ............... 

Malembe.............. 

Malembe .... 5. YEL-YEL AKSI 

Malembe toko tambola ............. 2X Satu komando—Satu Barisan 


Satu komando—Satu Tujuan 
Berjalan kita berjalan di jalan Tuhan ... 


Pengharapan bagi dunia ............. 2X Rakyat Bersatu— 
Tak bisa Dikalahkan 

Berjalan ............. Petani Bersatu— 

Berjalan ............. Tak bisa Dikalahkan 

Berjalan di jalan Tuhan ............. 2X Buruh Bersatu— 
Tak bisa Dikalahkan 

PRAY OF THE PEACE OF HUMANITY Pekerja Bersatu— 

(Sebuah do'a untuk kedaiaman seluruh ummat Tak bisa Dikalahkan 

manusia tanpa membedakan ras diseluruh dunia) Nelayan Bersatu— 
Tak bisa Dikalahkan 

Pray for the peace of humanity ............. Mahasiswa Bersatu— 

Pray for the peace of humanity ............... Tak bisa Dikalahkan 

Pray for the peace of humanity ......... PMII Bersatu— 

Humanity shall live in peace ............ 2X Tak bisa Dikalahkan 

Salam ...........i.... 

SalOM re iiiinianenian 

Sani inn asah 

Syahdu ... Hae 

SAN AY besar iinanaa nias adan 

SONIA 2eni se ina napa Sana nat hasan ta 

Humanity shall live in peace ......... 2X 
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